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KATA PENGANTAR 


Alhamdulillah, berkat rahmat dan inayah Allah “Azza wa 
Jalld penulis dapat menyelesaikan buku ini, setelah berproses 
selama hampir satu setangah tahun. Shalawat serta salam, 
semoga senantiasa tercurahkan kepada Gusti Kanjeng Nabi 
Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan umatnya min yawmind 
hadz@ ila yawm al-ba 'ts wa al-nahdlah. Amin. 

Pancasila telah tumbuh menjadi pedoman hidup bangsa 
Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang. Ia tidak 
saja memuat cita-cita bangsa Indonesia, namun juga sebagai 
pemersatu di antara ratusan suku dan ras yang dimiliki bangsa 
Indonesia. 

Saat ini, kita memasuki era milenial di mana menurut teori 
William Straus dan Neil Howe, generasi milenial atau generasi 
Y adalah generasi dengan kisaran umur antara 18-36 tahun, di 
mana usia ini merupakan usia produktif yang menjadi tonggak 
penentu masa depan suatu bangsa, syubbin al-yawm rijal al- 
ghad. Generasi milemial lahir di saat teknologi informasi dan 
komunikasi mengalami perkembangan pesat. Tak heran, jika 
generasi ini memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

Keberadaan Pancasila timbul dari pancaran karakter ke- 
Indonesiaan yang sangat khas. Betapa pun kandungan Pancasila 
digali dari kehidupan bangsa Indonesia yang telah mengakar 
ratusan tahun lampau, namun nilai-nilainya tetap bisa diterima 
secara universal dan kontekstual. Secara filosofis, pendidikan 
merupakan sebuah sarana pembangunan dan pembentukan 
karakter bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus 
diorientasikan untuk menyiapkan generasi muda yang mengenal 
identitas dan jati diri bangsanya. Pembentukan moralitas 
generasi muda dapat dilalui dengan pendidikan Pancasila yang 
menanamkan nilai-nilai budi pekerti sebagai modal dasar 
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terbentuknya sumber daya manusia yang tidak hanya 
berkualitas tetapi juga berkarakter tinggi. 

Urgensi penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya 
pembangunan karakter bangsa diwujudkan dalam serangkaian 
peraturan perundangan yang mewajibkan adanya pendidikan 
Pancasila di bangku sekolah, sejak usia dasar hingga perguruan 
tinggi. Oleh karenanya, pembumian Pancasila menjadi sesuatu 
yang sangat penting, terlebih di tengah maraknya 
perkembangan ideologi transnasional dewasa ini yang dapat 
mengancam keutuhan dan persatuan bangsa dan negara 
Indonesia. 

Sebagai falsafah bangsa, Pancasila menjadi bagian 
terpenting dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia 
sejak era pra kemerdekaan hingga reformasi ini. Dengan 
demikian, Pancasila harus dijadikan sebagai cara hidup (way of 
life) seluruh komponen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Kini sudah tidak zamannya, 
Pancasila hanya diajarkan secara formal dan kaku di bangku 
pendidikan, namun yang terpenting justeru penghayatan dan 
pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 

Buku ini mencoba mengungkap seluk beluk Pancasila 
dalam perspektif seorang santri, mengingat beberapa bagian 
dari buku ini merupakan hasil dialektika dan diskusi kelas 
dengan mahasantri Ma'had Aly Al-Iman Purworejo. Titik tekan 
buku ini adalah untuk menumbuhkan keyakinan ideologis 
mahasantri terhadap Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara 
Indonesia serta membangkitkan (kembali) semangat hubb al- 
wathan min al-imin, sebagai bagian dari komitmen santri 
terhadap ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Terbitnya buku ini tidak lepas dari campur tangan banyak 
pihak yang turut mendorong dan mendampingi penulis dalam 
berkarya dan mengabdi. Terima kasih tak terhingga penulis 
haturkan untuk kedua orang tua penulis yang telah 
membesarkan penulis dengan kucuran keringat dan panjatan 
do'a tulusnya. 

Ucapan senada, penulis sampaikan kepada para kyai dan 
guru penulis yang telah mengajarkan “cara mengeja dan 
membaca kehidupan” ini. Mereka antara lain, KH. Muntaha al- 
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Hafidz (alm), KH. Mustahal Asy'ari (alm), KH. Fagih Muntaha 
(alm), KH. Abdul Halim Ainul Yagin, al-Hafidz, Dr. KH. 
Muchotob Hamzah, MM, Dr. KH. Arifin Shidig al-Hafidz, M. 
Pd.I, Dr. KH. Abdul Majid, M. Pd, dan kyai-guru lainnya. 

Secara khusus, penulis menghaturkan terima kasih kepada 
keluarga besar Yayasan Pendidikan Al-Iman yang telah 
memberikan kepercayaan kepada penulis untuk membersamai 
para mahasantri Ma'had Aly Al-Iman, terutama kepada KHRS. 
Hasan Agil Ba'abud, Habib Muhammad Fagih Mugaddam 
Ba abud, Ky. Muh. Muhlas, Ky. Nasrudin, M. Si dan seluruh 
dosen Ma'had Aly Al-Iman Purworejo. 

Penulis persembahkan karya ini kepada isteri tercinta, Ida 
Kusuma Wardani, S. Pd dan anak tersayang, Hafsha Tsagieba 
EN yang telah merelakan waktu kebersamaannya tersita untuk 
penulisan buku ini dan kerja-kerja organisasi. 

Sebagai karya pertama penulis di bidang Pancasila, tentu 
buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, segala 
bentuk kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan 
di masa-masa mendatang. 

Semoga Allah Ta'ala senantiasa meridloi dan memberikan 
keberkahan hidup kita. 

Selamat membaca! 

Salam Pancasila! 


Syukran wa dumtum fi al-khair wa al-barakah wa al-najih 
Wa Allah yuwafigung ila sabil al-agwam. 


Wonosobo, Agustus 2019 M/ Dzulhijjah 1440 H 


Edi Rohani 
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BABI 


LATAR BELAKANG 
PENDIDIKAN PANCASILA 


Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berisi 
aturan mengenai sikap dan perilaku terpuji atau moralitas yang 
telah disepakati bersama sebagai acuan dalam hidup berbangsa 
dan bernegara. Sebab Pancasila merupakan dasar negara dan 
pandangan hidup bangsa Indonesia," yang nilai-nilainya harus 
selalu dijalankan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. 

Oleh karenanya, Pancasila harus terus dipelajari, dimaknai 
dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dengan 
mempelajari Pancasila, kita dapat mengetahui dan mengerti 
tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab kita sebagai warga 
negara Indonesia yang baik. 

Secara historis, Pendidikan Kewarganegaraan (civic 
education) telah mulai diajarkan di sekolah sejak era Presiden 
Ir. Soekarno (1901-1970),” saat pemerintahan menerapkan mata 
pelajaran civics (1961), kemudian berganti nama menjadi 
pendidikan Kewargaan negara (1968), Pendidikan Moral 
Pancasila (PMP, 1975), Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan — (PPKn, 1994), dan Pendidikan 
Kewarganegaraan (Pkn, 2000). Di perguruan tinggi, terdapat 
mata kuliah Manipol (1961), Pancasila dan UUD 1945 (1968- 


Ngudi Astuti, Pancasila dan Piagam Madinah (Konsep Teori dan Analisis 
Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia), (Jakarta: Media Bangsa, 2012), 
hal. 35 

? Nama aslinya Koesno Sosrodiharjo, terlahir dari pasangan Raden Soekemi 
Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai di Surabaya pada tanggal 06 Juni 1901. 
Soekarno wafat pada hari Minggu, 21 Juni 1970 di RSPAD Gatot Subroto, 
Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Blitar, berdekatan dengan makam ibunya, 
Ida Ayu Nyoman Rai. 


an), Filsafat Pancasila, Pendidikan Kewiraan (1989-1990-an), 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2000-sekarang). 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berkaitan erat 
dengan peran dan kedudukan serta kepentingan warganegara 
sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan 
warga negara Indonesia yang terdidik, bertekad kuat dan 
bersedia untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
PPKn dimaksudkan untuk mengembangkan potensi individu 
sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan 
kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk 
berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam 
berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Dengan kata lain, seluruh aspek kehidupan 
kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan 
nilai-nilai Ke-Tuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan 
dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." 


Landasan Pendidikan Pancasila 

Secara umum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
di perguruan tinggi memiliki 4 (empat) landasan, yaitu: 

1. Landasan Historis 

Bangsa Indonesia harus memiliki visi serta pandangan 
hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah-tengah 
masyarakat internasional. Bangsa Indonesia harus memiliki 
nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat 
terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan atau hegemoni 
ideologi melainkan suatu kesadaran berbangsa yang berakar 
pada sejarah bangsa.” 

Oleh karena itu, secara obyektif historis nilai-nilai yang 
terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan 
disahkan menjadi dasar Negara Indonesia telah dimiliki oleh 
bangsa Indonesia sendiri. Dalam istilah lain, asal mula nilai- 


Kunawi Basyir, dkk, Pancasila dan Kewarganegaraan, cet. 1, (Surabaya: Sunan 
Ampel Pres, 2013), hal. 1. 

Lihat, Hamid Darmadi, Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, (Bandung: 
Alfabeta, 2000) 

Kaelan, Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, (Yogyakarta: 
Paradigma, 2002), hal. 12. 
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nilai Pancasila tidak lain adalah wujud dari kepribadian bangsa 
Indonesia sendiri. Setelah, melalui proses sejarah yang cukup 
panjang, nilai-nilai Pancasila itu kemudian digali, diperas, 
diambil saripatinya dan dirumuskan menjadi Dasar Negara yang 
disebut dengan Pancasila. 

Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia telah terjadi 
perubahan dan pergantian UUD, seperti UUD 1945 digantikan 
kedudukannya oleh Konstitusi RIS, kemudian berubah menjadi 
UUDS 1950 dan kembali lagi menjadi UUD 1945. Dalam 
pembukaan ketiga UUD itu tetap tercantum nilai-nilai 
Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila telah 
disepakati sebagai nilai yang dianggap paling tinggi 
keberadaannya. Oleh sebab itu, secara historis kehidupan 
bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai 
Pancasila.” 


2. Landasan Kultural 

Setiap bangsa di dunia ini senantiasa memiliki suatu 
pandangan hidup, filsafat hidup dan pegangan hidup dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai jati 
dirinya. Sebab bangsa yang tidak memiliki kepribadian dan jati 
diri akan mudah terombang-ambing dari pergaulan, dari 
pengaruh yang berkembang di luar.' 

Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa 
Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama 
tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai hasil 
pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang digali dari 
budaya bangsa sendiri, Pancasila tidak mengandung nilai-nilai 
yang kaku dan tertutup. Namun selalu terbuka bagi masuknya 
nilai-nilai baru yang positif. Dengan demikian, generasi penerus 
bangsa dapat memperkaya nilai-nilaa Pancasila dengan 
perkembangan zaman. Dari pemikiran tersebut, dapat dikatakan 


Syahrial Syarbaini, Pendidikan Pancasila: Implementasi Nilai-nilai Karakter 
Bangsa di Perguruan Tinggi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 11. 

: TIM Pancasila UNESA, Pendidikan Pancasila, (Surabaya: Unesa University 
Press, 2014), hal. 2-3. 
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bahwa Pancasila memiliki landasan kultural yang kuat bagi 
bangsa Indonesia." 


3. Landasan Yuridis 
Landasan yuridis pendidikan Pancasila terdapat dalam: 

1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

2) PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 

3) SK Mendikbud No. 30 tahun 1990 yang menetapkan status 
pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sebagai mata 
kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat 
nasional. 

4) SK Dirjen Dikti No. 467/DIKTI/1999, yang merupakan 
penyempurnaan SK Dirjen Dikti No. 356/DIKT1/1995. Pasal 
3 menjelaskan bahwa pendidikan Pancasila dirancang untuk 
memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang Pancasila 
sebagai filsafat/tata nilai bangsa, sebagai dasar negara dan 
ideologi nasional dengan segala implikasinya. 

5) SK Dirjen Dikti Depdiknas No. 265/DIKTI/KEP/2000 
tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah 
Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila pada 
perguruan tinggi di Indonesia, yang kemudian diganti oleh 
SK Dirjen Dikti Depdiknas No. 38/DIKTI/KEP/2002 
tanggal 18 Juli 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata 
kuliah Pengembangan Kepribadian di perguruan tinggi, yang 
merupakan penjabaran dari SK Mendiknas No. 232 N/2000, 

6) SK Mendiknas No. 045 N/2002 tentang Kurikulum Inti 
Pendidikan Tinggi. 

4. Landasan Folosofis 

Prof. Notonagaro (1905-1981) menyatakan bahwa 

Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai kebenaran ilmiah, 

filosofis dan religious." Kebenaran Pancasila secara filosofis 


Syahrial Syarbaini, Pendidikan Pancasila., hal. 11. Hal ini sesuai dengan kaidah 
yang populer di kalangan pesantren, yaitu al-muhdfadhatu “ala al-gadim al- 
shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashldh, mempertahankan nilai-nilai lama yang 
masih positif, dan mengambil nilai positif baru yang lebih baik. 

: Ibid., hal. 12. 

Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia, (Jakarta: 
Pantjuran Tujuh, 1971). Raden Mas Tumenggung Notonagoro adalah guru besar 
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karena nilai-nilai Pancasila bersumber dari kodrat manusia. 
Nilai ketuhanan bersumber dari kedudukan kodrat manusia 
sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi. Sedangkan nilai 
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, (demokrasi) dan keadilan 
merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia. 

Secara filosofis, nilai-nilai yang diterdapat dalam Pancasila 
merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum berdirinya negara 
Indonesia. Di mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang 
berketuhanan, menghargai kemanusiaan, menjunjung tinggi 
persatuan, mengedepankan musyawarah mufakat, menjunjung 
tinggi prinsip keadilan sosial dan bangsa yang beradab. 


Dasar Sosiologi Pendidikan Pancasila 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang 
terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa dan lebih dari 17.000 
pulau." Dalam konteks ini, Pancasila dijadikan sebagai dasar 
yang mengikat semua warga negara untuk taat pada nilai-nilai 
instrumental, berupa norma atau hukum tertulis maupun tidak 
tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan, dan konfensi. 
Tujuan Pendidikan Pancasila 

Para pendiri negara (the founding fathers) dalam forum 
sidang BPUPKI dan PKI tahun 1945 menginginkan agar 
Pancasila dapat menjadi “dasar yang kekal dan abadi,” 
filosofisehe gronslog, pengatur, pengisi, dan pengaruh 
hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 


fakultas hukum UGM Yogyakarta. Ia lahir di Sragen, 10 Desember 1905, dan 
wafat pada 23 September 1981. 

Berdasar data Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang 
Kemaritiman RI (2017), terdapat 17.504 pulau di wilayah kedaulatan NKRI, di 
mana 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB. Menurut hasil Sensus 
Penduduk (2010), Indonesia memiliki 100 suku bangsa yang memiliki jumlah 
penduduk terbanyak. 10 terbesar di antaranya adalah suku Jawa (94.843.073 
jiwa), Sunda (36.704.944 jiwa), Melayu (8.753.791 jiwa), Batak (8.466.969 
jiwa), Madura (7.179.356 jiwa), Betawi (6.807.968 jiwa), Minangkabau 
(6.462.713 jiwa), Bugis (6.415.103 jiwa), Banten (4.642.389 jiwa), dan Banjar 
(4.127.124 jiwa). Lihat, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar suku bangsa di 
Indonesia menurut jumlh penduduk 
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sesama manusia dan alam semesta.” Oleh karenanya, 
Pendidikan Pancasila harus terus dilaksanakan, dengan berbagai 
perbaikan dan penyempurnaan, baik metode maupun 
substansinya. Implementasi Pendidikan Pancasila dapat 
dilaksanakan dengan menggunakan metode saintifik atau 
metode filosofis, yang menempatkan kebebasan berfikir sebagai 
dasar utama untuk memahami Pancasila. Metode saintifik itu 
tentu harus mengutamakan nilai obyektif, sistematik, 
metodologis, rasional, empirik, dan terbuka. 

Sehubungan dengan itu, Pendidikan Pancasila ditujukan 
untuk membangkitkan daya kritis mahasiswa dalam memahami 
dan menafsirkan Pancasila. Oleh karenanya, penafsiran yang 
manipulatif, kaku, dan tunggal, sudah tidak saatnya lagi 
diterapkan dalam pembelajaran di era demokrasi ini. Tafsir- 
tafsir terhadap Pancasila dan UUD 1945 harus bersifat 
argumentative, yang mengutamakan logika murni dan dasar- 
dasar verifikasi dengan pendekatan konsteksual, yaitu dengan 
menjadikan Pancasila berada dalam kondisi riil dan fenomena 
faktual dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum dan sosial 
budaya. Artinya Pendidikan Pancasila dikaitkan atau 
dihubungkan dengan masalah-masalah yang aktual di 
masyarakat, negara, dan bangsa, lalu dikaji dan dianalisis secara 
kritis-emansipatoris. Hal ini dimaksudkan untuk 
membangkitkan daya kritis dan nalar mahasiswa dalam mencari 
kebenaran dan nilai kebaikan yang terdapat dalam Pancasila. 

Dalam konteks ini, Pancasila harus dikembalikan pada 
posisinya sebagai falsafah, ideologi dan pandangan hidup 
bangsa Indonesia. Oleh karenanya, untuk memperkuat 
persatuan dan kesatuan bangsa, Pendidikan Pancasila 
dikembangkan untuk mewujudkan 3 tujuan pokok, sebagai 
berikut: 

1. Tujuan Nasional 

Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan nasional bangsa 

Indonesia, yaitu: 1) membentuk suatu pemerintahan Negara 


2  Pidato-pidata BPUPKI dapat dilihat pada Floriberta Aning (Peny), Lahirnya 
Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI, cet. 1, (Yogyakarta: Media Pressindo, 
2006). 
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Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) memajukan 
kesejahteraan umum, 3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan, 
4) ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan 
ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan kedilan sosial. 


2. Tujuan Pendidikan Nasional 

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 
kebudayaan nasional serta tanggap terhadap tuntutan perubahan 
zaman. Dalam UUD 1945 (versi Amandemen), pasal 31, ayat 
(3) dijelaskan bahwa, 


Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
yang diatur dengan undang-undang. 


Pasal 31, ayat (5) menyebutkan, 

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 


Jabaran kedua pasal UUD 1945 tersebut dituangkan dalam 
pasal 3 UU No. 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 


Nasional, yaitu: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 


3. Tujuan Pendidikan Pancasila 

Menurut SK Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2003, 
Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan masyarakat 
Indonesia yang beriman dan bertagwa terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, dengan sikap dan perilaku: 1) memiliki kemampuan 
untuk mengambil sikap yang bertanggungjawab sesuai dengan 
hati nuraninya, 2) memiliki kemampuan untuk mengenali 
masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya, 
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3) mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni, 4) Memiliki kemampuan 
untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa 
untuk menggalang persatuan Indonesia, 5) perilaku yang 
memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 
6) perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil beradab, 7) 
perilaku kebudayaan, dan, 8) beraneka kepentingan perilaku 
yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan 
bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. 


Paradigma Baru Pendidikan Pancasila 

Dasar pengembangan Standar Kompetensi (SK) 
pendidikan Pancasila adalah pengetahuan kewarganegaraan 
(civic knowledge), kecakapan dan kemampuan sikap 
kewarganegaraan (civic dispositions), serta kecakapan dan 
kemampuan mengartikulasi keterampilan kewarganegaraan 
(civic skills) dengan rumusan mampu menjadi warga negara 
Indonesia yang berbudi luhur, cerdas, dan bermartabat. 

Sedangkan Kompetensi Dasar (KD) pendidikan Pancasila 
dikembangkan dengan memadukan pengetahuan kewarga- 
negaraan (civic knowledge), kecakapan dan kemampuan sikap 
kewarganegaraan (civic dispositions), serta kecakapan dan 
kemampuan mengartikulasi keterampilan kewarganegaraan 
(civic skills), yaitu membimbing mahasiswa menjadi ilmuan 
dan profesional yang memiliki semangat kebangsaan dan cinta 
tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara 
yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif 
dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem 
nilai Pancasila. 

Kompetensi Dasar tersebut dirumuskan untuk melahirkan 
warga negara yang: 1) memiliki wawasan berbangsa dan 
bernegara, serta nasionalisme yang tinggi, 2) memiliki 
komitmen kuat terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan 
demokrasi, serta berfikir kritis terhadap permasalahannya, 3) 
mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya 
kekerasan, menyelesaikan konflik dalam masyarakat secara 
damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal, 
serta menghormati supremasi hukum, 4) mampu memberikan 
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kontribusi terhadap persoalan bangsa dan kebijakan politik, 
dan) 5) memiliki pemahaman internasional mengenai 
masyarakat madani, yakni masyarakat demokratis yang 
menjujung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleran, 
aSpiratif, partisipasif, konsisten, integrative, serta menjujung 
tinggi hak asasi manusia." 

Sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang ditandai oleh semakin 
menguatnya persaingan antarbangsa, maka bangsa Indonesia 
mulai memasuki era kehidupan masyarakat yang lebih 
demokratis. Dalam proses perjalanan bangsa menuju 
masyarakat madani (civil society), Pendidikan Pancasila perlu 
menyesuaikan diri sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan 
masyarakat yang terus berubah. Proses pembangunan karakter 
bangsa (nation character building) yang sejak proklamasi 
kemerdekaan RI telah mendapat prioritas, perlu direvitalisasi 
agar sesuai dengan arah dan pesan UUD 1945. 

Pada hakikatnya, proses pembentukan karakter bangsa 
diharapkan mengarah pada terwujudnya tatanan masyarakat 
Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral. Selain itu, juga 
diperlukan pengembangan dimensi spiritual, emosional dan 
sosial warga negara. Dalam proses itulah, pembangunan 
karakter bangsa kembali dirasakan sebagai kebutuhan yang 
sangat mendesak dan tentunya memerlukan pola pemikiran atau 
paradigma baru. 

Untuk itu, diperlukan paradigma, model dan strategi baru 
pendidikan Pancasila yang dinilai lebih aplikatif, partisipatoris 
dan dapat mencerminkan semangat perubahan dan proses 
demokratisasi bangsa Indonesia, sesuai cita-cita reformasi. 
Model belajar mahasiswa aktif (active students learning) 
dengan pendekatan inkuiri (inguiry approach) diyakini dapat 
menjadi salah satu jalan pemecahannya. Model pembelajaran 


Srijanti, A. Rahman dan Purwanto, Etika Berwarganegara: Pendidikan 
Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 
2006), hal. 7-8. 

Terdapat tiga karakteristik dasar masyarakat madani, yaitu: diakuinya semangat 
pluralitas, dipeliharanya sikap toleransi, dan, ditegakkannya prinsip demokrasi. 
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dengan paradigma baru ini memiliki karakteristik: a) 
membelajarkan dan melatih mahasiswa berpikir kritis, b) 
membawa mahasiswa mengenal, memilih, dan memecahkan 
masalah, c) melatih mahasiswa dalam berpikir sesuai dengan 
metode ilmiah, dan, d) melatih mahasiswa untuk berpikir 
dengan ketrampilan sosial lain yang sejalan dengan pendekatan 
inkuiri. 

Dengan demikian, proses pembelajaran Pancasila tidak 
hanya diorientasikan pada penguatan civic knowledge, tetapi 
juga pada civic disposition dan civic skill. Ketiga kompetensi 
tersebut terintegrasi dalam rangka membangun karakter 
kewargaan yang berkeadaban bagi mahasiswa sebagai warga 
negara dan warga dunia. Untuk mencapai kompetensi di atas, 
pembelajaran Pancasila dapat dilakukan melalui suatu pola 
pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas (outdoor 
activities). 

Pembelajaran di luar kelas merupakan model pembelajaran 
yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengimplemen- 
tasikan materi yang didapatkan di dalam kelas secara mendalam 
dan kontekstual melalui pengalaman belajar secara langsung 
(learning by doing) sehingga pengetahuan tersebut menjadi 
lebih bermakna. Karenanya, pembelajaran di luar kelas ini 
menjadikan masyarakat, instansi pemerintah, swasta, dan dunia 
pers sebagai laboratorium dan sumber belajar. 

Sedangkan sebagai sumber belajar, mahasiswa dapat 
mencari bahan, informasi, dan data tentang masalah yang 
sedang dibahas. Model pembelajaran ini dapat mendorong 
tanggung jawab sosial, empati, refleksi diri, evaluasi diri, 
mengasah kepekaan, dan kepedulian, belajar membuat dan 
menilai kebijakan publik, berani berperan serta dalam kegiatan 
intra kampus, ekstra kampus, dan rasa percaya diri mahasiswa 
terhadap kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah 
(problem solving) di masyarakat. 

Dengan pendekatan ini, mahasiswa lebih banyak 
melakukan explorasi daripada secara pasif menerima informasi 
yang disampaikan oleh dosen. Keuntungan mahasiswa tidak 
hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang 
berkaitan dengan bidang keahliannya saja, tetapi berkembang 
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berupa keterampilan komunikasi, bekerja dalam kelompok, 
insiatif, berbagai informasi, dan penghargaan terhadap orang 
lain. 

Metode pendekatan student active learning yang dapat 
dilakukan mahasiswa meliputi: studi kasus, diskusi, seminar, 
debat, kerja lapangan, bermain peran, simulasi, tugas kelompok, 
permainan, Collaborative Learning (CL), Problem-Based 
Learning (PBL), snowball (bola salju menggelinding), dan 
metode active learning lainnya. I| 
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BAB II 
MENYINGKAP MAKNA PANCASILA 


Pancasila Secara Etimologis 

Secara etimologi (bahasa), Pancasila berasal dari bahasa 
Sansekerta, yaitu “panca” berarti lima dan “sila (syila)” berarti 
batu sendi atau dasar. Kata “sila” berasal dari kata “susila,” 
yaitu tingkah laku yang baik. Jadi, Pancasila adalah lima batu 
sendi atau lima tingkah laku yang baik.” 

Menurut Mr. Mohammad Yamin (1903-1962), istilah 
Pancasila dalam bahasa Sansekerta, mamiliki dua macam arti, 
yaitu: 1) Pancasila yang berarti berbatu sendi yang lima 
(consisting of 5 roels), dan, 2) Pancasila dengan huruf 
Dewanagari, dengan huruf “Y” panjang bermakna lima 
peraturan tingkah laku yang penting. Lebih lanjut, menurutnya, 
perkataan Pancasila telah menjadi istilah hukum, yang dipakai 
oleh Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 
tentang sila yang lima." 

Perkataan Pancasila semula terdapat dalam Kitab Suci Tri 
Pitaka yang terdiri dari 3 macam buku besar, yaitu: Vinaya 
Pitaka, Suttha Pitaka, dan Abhidama Pitaka.” Ajaran-ajaran 


Sunaryo Wreksosoehardjo, Merevitalisasi Pendidikan Pancasila sebagai 
Pemandu Reformasi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hal. 136. 
Ngudi Astuti, Pancasila dan Piagam Madinah., hal. 

"9 Prof. Mr. Mohammad Yamin, SH lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat, 24 
Agustus 1903 dan meninggal di Jakarta, 17 Oktober 1962 (usia 59 tahun). Ia 
adalah sastrawan, budayawan, sejarawan, politikus, ahli hukum, salah satu 
perintis puisi modern Indonesia, pelopor Sumpah Pemuda dan “Pencipta imaji 
keindonesiaan,” yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. 

Tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai Hari Lahir 
Pancasila melalui Keppres No. 24 tahun 2016. 

Kitab ini terbagi dalam 3 jilid yang disebut sebagai pitaka atau keranjang, 
yaitu: pertama, Vinaya Pitaka yang berisi peraturan dan pelanggaran, di 
antaranya terdapat 4 pelanggaran yang menyebabkan dikeluarkannya seorang 
Bhikkhu dari Sangha dan tidak dapat menjadi Bhikkhu lagi seumur hidup, yaitu: 
larangan berzina, mencuri, membunuh manusia atau terlibat dalam rencana, dan 
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moral yang terdapat dalam agama Budha antara lain Dasasyiila, 
Saptasyiila, dan Pancasyiila. 


Pada tahun 1365 M (tahun Saka 1287, Empu Prapanca” 


menulis istilah Pancasila dalam Kakawin Negarakertagama.” 
Istilah ini terdapat di surga (bait suci) ke-53, bait kedua yang 
berbunyi, “Yatnaggegwani pancasyiila kertasangskarbhisekaka 
krama” (Raja menjalankan dengan setia ke lima pantangan, 
yaitu mateni, maling, madon, madat, main). 


Pada abad 14 M, Empu Tantular” juga menulis istilah 


: : 29 : i 
Pancasila dalam Kakawin Sutasoma.” Ia menulis Pancasila 


20 


21 


22 


berbohong, kedua, Sutta Pitaka (Suttanta Pitaka) yang berisikan sutta (ajaran), 
khutbah-khutbah, dialog dan tanya jawab Buddha Gautama dengan para siswa, 
petapa maupun orang lain, dan, ketiga, Abhidhamma Pitaka yang berisi tentang 
uraian mengenai filsafat, metafisika dan ilmu jiwa Buddha. Tanhadi, “Sejarah 
Tipitaka,” dalam https://www.blogger.com/profile/05163441745577606277 

Mpu Prapanca merupakan nama samaran dari Dang Acarya Nadendra, seorang 
mantan petinggi urusan agama Buddha Kerajaan Majapahit. Dang Acarya 
Nadendra menyelesaikan naskah kitab Negarakertagama pada usia tuanya dalam 
pertapaan di lereng gunung yang terletak di Desa Kamalasana. 

Negarakertagama berarti “negara dengan tradisi (agama) yang suci.” Nama 
Negarakertagama sendiri sebetulnya tidak ditemukan dalam Kakawin 
Nagarakertagama. Sebab Mpu Prapanca menyebutkan ciptaannya dengan judul 
Dewacawarnana (terdapat pada pupuh 94/2) yang berarti “uraian mengenai desa- 
desa.” Kitab ini berisikan tentang istilah raja-raja Majapahit, keadaan kota Raja, 
Candi makam raja, upacara Sradha, wilayah Kerajaan Majapahit, dan negara- 
negara bawahan Majapahit. Lihat, Fadhil, “Kitab Negarakertagama Beserta 
Penulis dan Nilai Pancasila yang Terkandung di Dalamnya,” dalam 
https://keepsoh.com/kitab-negarakertagama/ 

Mpu Tantular hidup pada masa pemerintahan raja Rajasanagara (Hayam Wuruk). 
Tantular adalah seorang penganut agama Buddha, tetapi ia orangnya terbuka 
terhadap agama lainnya, terutama agama Hindu-Siwa. Hal ini terlihat pada dua 
karyanya, yaitu Kakawin Arjunawijaya dan Kakawin Sutasoma. 

Kitab Sutasoma ditulis berbahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Bagian dari 
kakawin ini kemudian dijadikan sebagai semboyan NKRI, yaitu “Bhinneka 
Tunggal Ika.” Kutipan frase tersebut terdapat pada pupuh 139 bait 5: “Rwaneka 
dhatu winuwus Buddha Wiswa Bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen, 
Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinneka tunggal ika tan hana 
dharma mangrwa.” (Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. 
Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran 
Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah-belahlah itu, tetapi satu jugalah 
itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran). Baca, Anonim, “Melihat Kitab 
Sutasoma Asli di Pameran Lahirnya Pancasila,” (05 Juni 2017), dalam 
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/201”7/06/melihat-kitab-sutasoma-asli-di- 
pameran-lahirnya-pancasila. 
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Krama untuk menunjukkan 5 pantangan (kesusilaan) atau five 

moral principtes. Isi Pancasila Krama adalah sebagai berikut: ” 

1) Panati pada veramani sikhapadam sama diyani (jangan 
mencabut nyawa makhluk hidup, larangan membunuh). 

2) Dinna dana Veramani shikapadam samadiyani (janganlah 
mengambil barang yang tiak diberikan, larangan mencuri). 

3) Kemashu Micchacara Veramani shikapadam smadiyani 
(janganlah berhubungan kelamin, larangan berzina). 

4) Musawada veramani sikapadam samadiyani (janganlah 
berkata palsu, larangan berdusta) 

5) Sura meraya masjja Pamada Tikana veramani (jangan 
meminum minuman yang menghilangkan pikiran, larangan 
minum minuman keras). 

Istilah Panca juga terdapat dalam tradisi upacara 
keagamaan penganut Bhairawa Tantrayana yang dikenal dengan 
istilah Pancamakarapuja atau Panca Ma (Malima), yakni 
upacara kegamaan para penganut Hindu-Budha aliran Bhairawa 
Tantrayana untuk dapat bersatu dengan Dewa, pada saat mereka 
masih hidup (moksha).” 

Pengikut sekte Bhairawa Tantrayana berusaha mencapai 
kebebasan dan pencerahan (moksha) dengan cara yang 
sesingkat-singkatnya. Ciri-ciri mereka adalah anti asketisme 
dan anti berpikir. Menurut mereka, pencerahan bisa diraih 
melalui sebuah kejenuhan total terhadap kenikmatan duniawi. 
Tujuan secara penuh memanjakan kenikmatan hidup dengan 
tanpa mengenal kekangan moral ini puncaknya adalah untuk 
melenyapkan segala hasrat terhadap semua kenikmatan itu. 
Dengan memenuhi segala hasratnya, seorang pengikut sekte ini 


2 Pancasila Karma berarti “lima aturan dasar hidup dalam masyarakat yang sesuai 


dengan tata karma dan perilaku baik.” Darji Darmodiharjo, dkk., Santiaji 
Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis, dan Yuridis-Konstitusional, 
(Surabaya: Usaha Nasional, 1988), hal. 15. 

Terdapat beberapa aliran keyakinan dalam tradisi Hindu-Budha di Jawa, seperti 
pemuja Syiwa, Wisnu (Hindu), Sogata (Budha) dan Kapitayan. Seiring waktu, 
muncul sinkretisme keyakinan-keyakinan itu. Salah satunya adalah Bhairawa 
Tantra, sebuah sekte sempalan dari sinkretisme Syiwa dan Mahayana. Menurut 
Kitab Kali Mantra, Bhairawa Tantra adalah bentuk aliran pangiwa (kiri) yang 
menyimpang dari ajaran Pancamakara dan interpretasi ajaran Tantrayana. Tantra 
Bhairawa adalah sekte rahasia dari sinkretisme antara agama Budha aliran 
Mahayana dengan agama Hindu aliran Syiwa. 


24 
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akhirnya tidak merasakan apa pun selain rasa jijik terhadap 
kenikmatan duniawi tersebut. 

Saat melakukan upacara, penganut Bhairawa Tantra ini 
berkumpul di tempat pembuangan mayat, yang dikenal dengan 
sebutan Ksetra. Mereka membentuk lingkaran (cakra), lalu 
melakukan ritual atau upacara Pancamakarapuja, yakni sebuah 
ritual untuk melakukan 5 hal, yaitu: mamsa (makan daging 
mayat dan minum darah), matsya (makan ikan gembung 
beracun), mada (mabuk-mabukan), maithuna (bersetubuh 
secara berlebihan), dan maudra (semedi/ tarian melelahkan 
hingga jatuh pingsan). 

Ritual Malima diawali dengan menyembelih perawan 
sebagai persembahan kepada Dewa, kemudian meminum 
darahnya bersama-bersama, tertawa-tawa, dan menari-nari 
dengan diiringi oleh bunyi-bunyian dari tulang-tulang manusia 
yang dipukul-pukul hingga menimbulkan suara gaduh. Ritual 
dilanjutkan dengan makan dan minum bersama hingga mabuk. 
Setelah itu dalam acara yang dilakukan di lapangan (Ksetra) 
tersebut, para peserta ritual melakukan persetubuhan massal, 
yang kemudian diikuti dengan semedi (meditasi), ketika tubuh 
mereka telah kehilangan nafsu birahi. 


2 Upacara ini dilaksanakan di Ksetra (tanah lapang untuk membakar mayat) 


sebelum mayat dibakar saat gelap bulan. Selengkapnya, lihat, Agus Sunyoto, 
Sunan Ampel Raja Surabaya: Membaca Kembali Dinamika Perjuangan Dakwah 
Islam di Tanah Jawa Abad XIV-XV M, (Surabaya: Diantama, 2004). Uraian 
kelima ritual dalam upacara Pancamakarapuja adalah: 1) Mada/Madya 
(kebingungan/tengah) artinya lebih kepada jalan tengah, tidak terlalu banyak atau 
kurang, tidak terlalu keras atau lemah, yang kemudian ditafsirkan menjadi mabuk 
minuman atau tidak sadar, 2) Mamsa (mam-—aku, sa— pertiwi/tanah) artinya lebih 
kepada memadamkan nafsu dan keinginan, mematikan semua indra, yang 
kemudian ditafsirkan menjadi mematikan hewan, memakan daging dan 
meminum darah, 3) Mudra (bayu, tekad, jiwa) adalah penjiwaan yang mendalam, 
penuh tekad, pelaksanaan tindakan dan pembuktian, yang kemudian ditafsrikan 
menjadi melakukan gerak-gerik tangan dan tarian hingga lelah: 4) Matsya 
(nyaman, luwes, mengalir) artinya lebih kepada keluwesan pergerakan, 
merasakan empati dan simpati, tidak kaku (dalam yoga, disebut pranayama, yang 
bertujuan agar pikiran menjadi tenang dan mudah bermeditasi), yang kemudian 
ditafsirkan menjadi memakan ikan (kembung yang beracun), dan: 5) Maithuna 
(persatuan, menghancurkan) yakni menyatukan pikiran kepada kosmis, 
menghancurkan pikiran, tenggelam kepada kehampaan, mencapai kebebasan 
pikiran, yang kemudian diartikan sebagai persetubuhan massal. 
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Salah satu tokoh legendaris yang menjadi penganut 
Bhairawa Tantra adalah Adityawarman yang berkuasa di 
wilayah Swarnadhipa.'” Adityawarman dinobatkan menjadi 
pemimpin Pagaruyung (Minangkabau) setelah berhasil 
menyelesaikan tugas ekspansi Majapahit ke Bali bersama Gajah 
Mada. 

Saat para Walisongo menyebarkan agama Islam dan 
pengaruhnya mulai menancapkan di Jawa, ajaran Bhairawa 
Tantra juga masih marak di daerah Daha (Kediri). Raden 
Maulana Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang),” putera Sayyid 
Ali Rahmad (Sunan Ampel)” tergerak untuk menghilangkan 
ajaran sekte Bhairawa Tantra ini. Dari Tuban, Sunan Bonang 
berjalan ke arah selatan menuju Daha hingga sampai di tepi 


22 Adityawarman adalah pendiri kerajaan Malayupura (Pagaruyung) di Sumatra 


Barat. Ia adalah anak dari Dara Jingga yang dipersunting oleh Raden Wijaya 
(Raja Majapahit). Mula-mula ia diberi tugas oleh Raja Majapahit menjadi utusan 
duta besar perdamaian ke Cina sebanyak dua kali (tahun 1325 dan 1332) untuk 
mendamaikan perselisihan Majapahit dengan Mongol. Pada masa kepemimpinan 
Tribhuwana Tunggadewi (adik Jayanegara), Adityawarman diangkat sebagai 
Wreddamantri (Perdana Menteri). Kemudian pada tahun 1347, ia diberi tugas 
sebagai bawahan Majapahit di wilayah Swarnnabhumi (Sumatra) untuk 
menjalankan misi penaklukan Kerajaan Silo di Simalungun (Sumatra Utara) yang 
dikuasai oleh Indrawarman, tentara Singasari yang menolak kedaulatan 
Majapahit. Adityawarman mendirikan Kerajaan Malayupura yang berkuasa di 
Kanakamedini (Swarnadwipa) atau Sumatra pada tahun 1347. Nirwansyah Putra, 
“Mitos Raja Adityawarman: Kerajaan Jawa Tak Pernah Taklukkan Sumatra,” 
dalam https://tukangngarang.wordpress.com/ 2010/03/15/mitos-raja- 
adityawarman-kerajaan-jawa-tak-pernah-taklukkan-sumatra/ 

Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 M dari pasangan Sunan Ampel dan 
Nyai Ageng Manila. Beberapa peninggalannya antara lain Suluk Wijil, tembang 
Tamba Ati dan sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa yang oleh Schrieke 
(ilmuwan Belanda) disebut Het Boek van Bonang (buku Sunan Bonang). Ia juga 
menggubah gamelan Jawa yang kental dengan estetika Hindu, dengan memberi 
nuansa baru, dengan menambahkan instrument bonang. Dalam pentas 
pewayangan, Sunan Bonang merupakan seorang dalang yang piawai membius 
penontonnya. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 M, dan dimakamkan di 
Tuban Jawa Timur. 

Nama aslinya Raden Sayyid Ali Rahmatullah. Ia merupakan putra Sayyid 
Ibrahim Asmarakandi bin Syekh Jumadil Kubro yang lahir di Champa (Vietnam) 
pada tahun 1401 M. Raden Rahmat datang ke Jawa pada tahun 1443, untuk 
menemui bibinya, Dwarawati yang menikah dengan Prabu Kertawijaya, 
Raja Majapahit. Atas kebaikan pamannya, ia diberi tanah perdikan di 
Ampeldentha yang kemudian dijadikan sebagai padhepokan dan pusat 
penyebaran agama Islam. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 M 
dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel Surabaya. 
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Kali Brantas. Basis penganut Bhairawa Tantra berada di sebelah 
timur Kali Brantas. Sedangkan tempat yang menjadi 
persinggahan Sunan Bonang berada di sebelah barat Brantas, 
tepatnya di daerah yang bernama Kabuyutan Singkal.” 
Beberapa waktu lamanya, Sunan Bonang menetap di Kabuyutan 
Singkal. 

Ketika penganut Bhairawa Tantra di seberang timur Kali 
Brantas melakukan ritual Pancakamarapuja, sebuah upacara 
tandingan juga dilakukan di seberang barat bengawan Brantas. 
Sunan Bonang mengumpulkan seluruh penduduk laki-laki 
Singkal, lalu mengarahkan mereka untuk duduk membentuk 
sebuah cakra (lingkaran). Berbagai makanan seperti nasi 
golong, daging ayam, dan sebagainya juga turut disiapkan di 
sana. Sunan Bonang menyebut upacara tersebut dengan 
“slametan,” diambil dari kata Arab “aslama-yuslimu-islaman- 
salamitan” yang berarti “selamat” atau “menyerahkan diri,” 
yang dimaksudkan untuk menyelamatkan orang-orang Daha 
dari ajaran menyimpang Bhairawa Tantra. Beliau juga 
menyebutnya sebagai “kendurenan,” yang diadopsi dari bahasa 
Persia “kanduri” yang berarti upacara makan-makan. 

Selanjutnya, upacara Slametan dan Kenduren yang digagas 
Sunan Bonang dengan cepat merebak ke Kabuyutan-kabuyutan 
sekitar Singkal. Dalam kurun waktu beberapa tahun, prosesi 
sedekah makanan yang diislamisasi niat dan doanya itu kian 
marak di hampir seluruh tanah Jawa. Pancamakarapuja orang- 
orang Bhairawa Tantra-pun menjadi tersudut oleh ritual 
tandingan itu. 

Tidak berhenti sampai di situ, Sunan Bonang terus 
melanjutkan syiar Islam dalam memerangi aliran pangiwa 
Bhairawa Tantra. Mo Limo dalam Pancamakarapuja 
diislamisasi menjadi lima pantangan (Moh Limo) bagi 
masyarakat Jawa, jika ingin menemui kemuliaan dalam 
perjalanan hidupnya. 

Pantangan hidup Mo Limo yang digubah Sunan Bonang 
adalah: moh mateni (tidak membunuh), moh maling (tidak 


2 Kini, Desa Singkal Anyar, yang masuk dalam wilayah administratif Kecamatan 


Prambon, Nganjuk, Jawa Timur. 
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mencuri), moh madon (tidak berzina), moh mabok (tidak 
meminum-minuman keras atau menghisap candu), dan moh 
main (tidak berjudi)” Filosofi Moh Limo dan Slametan atau 
Kenduren berhasil mengikis habis aliran Bhairawa Tantra. 
Sunan Bonang pun dikenal juga dengan nama lain Sunan 
Wahdat Cakrawati atau Sunan Wahdat Anyakrawati. Berasal 
dari kata Cakra yang artinya lingkaran, representasi dari posisi 
melingkar pada tradisi slametan atau kendurenan.”' 

Berbagai penjelasan mengenai Pancasila diatas dapat 
disimpulkan bahwa Pancasila secara etimologis mengandung 
arti lima dasar peraturan, dimana peraturan tersebut menjadi 
suatu acuan pokok bagi kehidupan, suatu acuan pokok bagi 
penilaian terhadap sikap maupun tingkah laku seseorang. 
Pancasila secara terminologis ialah sebagaimana terdapat dalam 
Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea yang di 
dalamnya tercantum rumusan Pancasila yang terdiri dari 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 
beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat/ kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 

Rumusan tersebut dihasilkan pada sidang Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (PPKI)” tanggal 18 Agustus 1945 


2 Yihat, A.M. Effendy, Falsafah Negara Pancasila, (Semarang: BP Walisongo Press, 

1995), hal. 3. Bandingkan, Anonim, “Pancasila & Nasionalisme Indonesia (146): 

Mendalami Sila Kelima: Menghayati Konsep Moh Limo Walisongo,” dalam 

https://www.rmol.co/read/2018/01/09/321506/Mendalami-Sila-Kelima: - 

Menghayati-Konsep-Moh-Limo-Walisongo- 

Heru Widiyanto, “Slametan: Strategi Sunan Bonang Menandingi Ritual Bhairawa 

Tantra,” dalam http://dloverheruwidayanto.blogspot.com/2017/06/ slametan- 

strategi-sunan-bonang.html 

“ . NUdi Astuti, Pancasila dan Piagam Madinah., hal. 34-5. 
PPKI merupakan kelanjutan dari BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha 
Kemerdekaan Indonesia (1 Maret 1945-7 Agustus 1945). PPKI diketuai oleh Ir. 
Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakilnya dengan anggota sebanyak 21 
orang yang berasal dari berbagai daerah (12 orang Jawa, 3 orang sumatera, 2 
orang Sulawesi, 1 orang Kalimantan, 1 orang Sunda Kecil (Nusa Tenggara|, 1 
orang Maluku dan 1 orang etnis Tionghoa). PPKI melakukan tiga kali sidang, 
yaitu: pertama, sidang 18 Agustus 1945: mengesahkan UUD 1945, memilih Ir. 
Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden serta 
membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden: kedua, sidang 19 
Agustus 1945: membahas pembagian wilayah menjadi 8 provinsi, membentuk 
Komite Nasional (Daerah), dan menetapkan 12 departemen dengan menterinya 
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yang berhasil mengesahkan Undang-undang Dasar Negara 
Indonesia 1945 (UUD 1945)” Rumusan Pancasila 
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah 
yang secara konstisional sah dan benar sebagai dasar negara 
Republik Indonesia. 


Pancasila Secara Filosofis 

Kehidupan manusia tidak dapat terpisahkan dari filsafat.” 
Tidak hanya sejarah-sejarah panjang zaman dahulu, filsafat 
telah menguasai kehidupan manusia masa kini. Lebih dari itu, 
filsafat telah menjangkau masa depan umat manusia dalam 
bentuk-bentuk ideologi. Manusia hidup sebagai “pengabdi 
setia” nilai-nilai filsafat dan ideologi nasional masing-masing. 

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia memiliki pandangan 
hidup yang didalamnya terkandung konsep dasar mengenai 
kehidupan yang dicita-citakan, pikiran yang terdalam dan 
gagasan mengenai kehidupan yang dianggap baik. Secara 
filosofis, Pancasila diakui sebagai pandangan hidup bangsa 
Indonesia. Pancasila menjadi pedoman kehidupan sehari-hari 


yang mengepalai departemen dan 4 menteri Negara, dan, ketiga, sidang tanggal 
22 Agustus 1945: menyepakati pembentukan Komite Nasional, membentuk 
Partai Nasional Indonesia (PNI), dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat 
(BKR). 
si UUD 1945 terdiri atas dua bagian yaitu: Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal 
UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan (terdiri atas 4 pasal) dan 1 
aturan tambahan (terdiri atas 2 ayat). 
Secara etimologis, kata filsafat memiliki arti yang sepadan dengan kata falsafah 
(Arab), philosphy (Inggris), philoshopie (Prancis dan Belanda), atau 
Pphiloshophier (Jerman). Semua kata tersebut berasal dari kata Yunani, yakni 
philein (mencintai) atau philia (persahabatan, atau tertarik kepada...) dan sophos 
(kebijaksanaan, ketrampilan, pengalaman praktis, dan intelgensi). Kata yang 
hampir sama dengan philien atau philia dan sophos juga dijumpai dalam bahasa 
Latin, yaitu: philos (teman atau sahabat) dan sophia (kebijaksanaan). Secara 
etimologis, filsafat dapat diartikan sebagai cinta atau kecenderungan akan 
kebijaksanaan, cinta pada pengetahuan yang bijaksana, cinta secara mendalam 
akan kebijaksanaan, cinta sedalam-dalamnya akan kearifan atau cinta secara 
sungguh-sungguh terhadap pandangan, kebenaran (love of wisdom or love of the 
vision of truth). Adapun secara terminologis, filsafat dapat diartikan sebagai suatu 
kebijaksanaan hidup (filosofia) untuk memberikan suatu pandangan hidup yang 
menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman 
ilmiah. Filsafat bisa juga diartikan sebagai pandangan hidup seseorang atau 
sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang 
dicita-citakan. 
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bangsa Indonesia di berbagai bidangnya, seperti bidang hukum, 
ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. 
Pendek kata, bagi warga Indonesia, Pancasila memiliki peranan 
penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sebagai bidang studi, filsafat Pancasila ialah kajian 
terhadap Pancasila perspektif filsafat. Dalam hal ini, terdapat 
dua hal yang berkaitan dengan filsafat bagi ideologi Pancasila, 
yakni filsafat sebagai metode dan dan filsafat sebagai 
pandangan. Pertama, filsafat sebagai metode. Menunjukkan 
cara berpikir dan cara mengadakan analisis yang dapat 
dipertanggung-jawabkan untuk dapat menjabarkan ideologi 
Pancasila. Kedua, filsafat sebagai suatu pandangan. 
Mengandung pandangan, nilai dan pemikiran yang dapat 
menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. 

Secara ringkas filsafat Pancasila merupakan refleksi kritis 
dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan 
kenyataan budaya bangsa. Tujuannya adalah untuk 
mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan 
menyeluruh. Filsafat Pancasila juga mengungkap konsep- 
konsep yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, 
melainkan juga manusia pada umumnya. 

Pembahasan filsafat Pancasila dapat dilakukan secara 
deduktif dan induktif. Pertama, secara deduktif dilakukan 
dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan 
menyusunnya secara Sistematis menjadi keutuhan pandangan 
yang komprehensif. Kedua, secara induktif yakni dengan 
mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, 
merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari 
gejala-gejala itu. 

Secara benar, sah dan tetap, rumusan Pancasila sebagai 
dasar filsafat negara dapat kita temukan dalam pembukaan 
UUD 1945, alinea ke-IV yang disahkan pada 18 Agustus 1945. 
Dalam alinea itu, kita dapat menemukan asas-asas yang dipakai 
sebagai dasar dalam mendirikan negara, yaitu asas tujuan, asas 
politik, asas kedaulatan rakyat, asas konstitusional, yaitu 
ditentukannya suatu Undang-undang Dasar, serta asas 
kerohanian Pancasila. 
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Perumusan Pancasila bertujuan merumuskan dasar negara 
Indonesia merdeka. Badan yang diserahi tugas untuk 
merumuskan Pancasila adalah BPUPKI (Badan Penyelidik 
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)” yang 
kemudian disempurnakan oleh PPKI. Adapun bahan-bahan 
yang digunakan adalah nilai-nilai luhur yang digali dan 
ditemukan dari kehidupan bangsa Indonesia, dalam kehidupan 
agama, budaya dan adat istiadatnya. Bila dilihat proses 
terjadinya, rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan 
UUD 1945 memang dimaksudkan oleh BPUPKI/PPKI sebagai 
dasar negara atau sering disebut dasar filsafat negara. 

Bila dibedakan filsafat dalam arti teoretis dan praktis, 
filsafat Pancasila tergolong dalam arti praktis. Hal itu 
disebabkan karena filsafat Pancasila dalam mengadakan 
pemikiran yang sedalam-dalamnya bertujuan untuk mencari 
kebenaran dan kebijaksanaan, memenuhi hasrat ingin tahu dari 
manusia yang tidak habis-habisnya, dan mencari pemikiran 
yang berwujud filsafat Pancasila yang dapat digunakan sebagai 
pedoman hidup sehari-hari. 

Secara umum, filsafat Pancasila memiliki tiga fungsi, 
yakni: Pertama, filsafat Pancasila memberi jawaban atas 
pertanyaan yang bersifat fundamental atau mendasar dan 
mendalam tentang hakikat kehidupan bernegara. Jawabannya 
jalah segala aspek yang erat kaitannya dengan kehidupan 
masyarakat dan kelangsungan hidup negara, misalnya: susunan 
politik, bentuk negara, dan susunan perekonomian negara. 

Kedua, filsafat Pancasila mencari kebenaran yang bersifat 
substansi tentang hakikat negara, ide negara atau tujuan 


BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dengan 
tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 
orang, dengan dipimpin oleh Radjiman Widoyoningrat dengan dibantu oleh dua 
wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan Raden Pandji Soeroso. 
BPUPKI mulai bersidang pada tanggal 28 Mei 1945, di gedung Chuo Sangi In. 
Keesokan harinya, 29 Mei 1945, BPUPKI bersidang untuk membahas bentuk 
negara Indonesia merdeka, filsafat negara Indonesia, dan dasar negara Indonesia. 
Guna mendapatkan dasar negara yang benar-benar sesuai dengan falsafah hidup 
bangsa Indonesia, maka didengarkanlah pidato dari 3 orang tokoh yaitu: 
Muhammad Yamin (29 Mei), Soepomo (31 Mei) dan Soekarno (1 Juni) 
dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Sembilan untuk membahas dan 
mengolah masukan dari 3 tokoh tersebut. 
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bernegara. Hal itu disebabkan karena substansi inilah yang 
mempunyai kebenaran yang universal bagi bangsa Indonesia 
dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Pengertian 
tentang substansi ini juga berguna menjadi faktor penentu bagi 
berfungsinya titik tolak yang bersifat deduktif dan induktif. 
Dengan kata lain, pencari kebenaran yang bersifat substantif 
berguna untuk menguji apakah sesuatu keadaan konkrit dalam 
masyarakat bertentangan atau tidak dengan Pancasila. Substansi 
mengandung essensi kelima sila Pancasila. 

Ketiga, filsafat Pancasila berusaha menempatkan dan 
menjadi perangkat dari berbagai ilmu pengetahuan yang 
berkaitan dengan kehidupan bernegara. Fungsi filsafat akan 
semakin jelas, apabila di suatu negara sudah berjalan 
keteraturan kehidupan bernegara. Misalnya, di dunia Barat yang 
liberal, kita menemukan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
didasarkan pada tujuan pengembangan liberalisme dalam semua 
aspek kehidupan manusia. 

Aspek-aspek Pancasila sebagai Filsafat Negara 

Dalam sejarah pengetahuan manusia, filsafat dan ilmu 
selalu berjalan beriringan dan saling berkaitan. Filsafat dan ilmu 
mempunyai titik singgung dalam mencari kebenaran. Ilmu 
bertugas melukiskan dan filsafat bertugas menafsirkan 
fenomena semesta. Kebenaran filsafat berada di sepanjang 
pemikiran, sedangkan kebenaran ilmu berada disepanjang 
pengalaman. 

Bagaimana masalah dalam benak pemikiran manusia telah 
mendorong untuk berfikir, bertanya, lalu mencari jawaban 
segala sesuatu yang ada, dan akhirnya manusia adalah makhluk 
pencari kebenaran. Pada hakikatnya aktifitas ilmu digerakkan 
oleh pertanyaan yang didasarkan pada tiga masalah pokok 
yakni: Apakah yang ingin diketahui? Bagaimana cara 
memperoleh pengetahuan? dan apakah nilai pengetahuan 
tersebut? Kelihatannya, pertanyaan tersebut sangat sederhana, 
namun mencakup permasalahan yang sangat asasi. Maka untuk 
menjawabnya diperlukan sistem berpikir secara radikal, 
sistematis dan universal sebagai kebenaran ilmu yang dibahas 
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dalam filsafat keilmuan.” Oleh karena itu, ilmu tidak terlepas 
dari landasan ontologi, epistemologi dan aksiologi. 

Ontologi membahas apa yang ingin diketahui mengenai 
teori tentang “ada.” Dengan perkataan lain, bagaimana hakikat 
obyek yang ditelaah sehingga membuahkan pengetahuan. 
Epistemologi membahas tentang bagaimana proses memperoleh 
pengetahuan. Dan aksiologi membahas tentang nilai yang 
berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. 
Dengan membahas ketiga unsur ini, manusia akan mengerti apa 
hakikat ilmu itu. Tanpa hakikat ilmu yang sebenarnya, maka 
manusia tidak akan dapat menghargai ilmu sebagaimana 
mestinya. 

1. Aspek Ontologis dari Sila-sila Pancasila 

Kata ontologi berasal dari kata “ontos” yang berarti berada 
(yang ada). Menurut istilah, ontologi adalah ilmu hakekat yang 
menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang 
sebenarnya.” Ontologi adalah bagian filsafat yang paling 
umum, atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika 
merupakan salah satu bab dari filsafat. 

Obyek telaah ontologi adalah yang ada tidak terikat pada 
satu perwujudan tertentu, ontologi membahas tentang yang ada 
secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap 
kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua 
bentuknya.” Jadi ontologi adalah bidang filsafat yang 
menyelidiki makna yang ada (eksistensi dan keberadaan), 
sumber ada, jenis ada, dan hakikat ada, termasuk ada alam, 
manusia, metafisika dan alam semesta atau kosmologi. 

Dasar ontologi Pancasila adalah kajian yang ingin 
menggali hakikat nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat. 
Biasanya, para pengkaji merumuskannya melalui perumusan 


AM. Saefuddin et.al, Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi, cet. IV, 
(Bandung: Mizan, 1998), hal. 31. 

Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, cet. X, (Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 1990), hal. 33. 

8 Jalaluddin dan Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 
1998), hal. 69. 

Inu Kencana Syafii, Pengantar Filsafat, cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2004), 
hal. 9. 
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nilai-nilai yang bulat berdasarkan pengargumentasian setiap sila 
menjadi satu argumen nilai dan konseptualnya yang utuh." 
Subyek pendukungnya adalah manusia, yakni: yang 
berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatuan, yang 
berkerakyatan dan yang berkeadilan. Hal yang sama juga 
berlaku dalam konteks negara Indonesia, Pancasila adalah 
filsafat negara dan pendukung pokok negara adalah rakyat 
(manusia). 


2. Aspek Epistemologi dari Sila-sila Pancasila 

Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani artinya 
“knowledge” yaitu pengetahuan.” Kata tersebut terdiri dari dua 
suku kata yaitu “episteme” artinya tentang pengetahuan dan 
“Jlogia” artinya pengetahuan.” Secara terminologi, 
epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam 
segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar.” 

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki 
asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. 
Pengetahuan manusia sebagai hasil pengalaman dan pemikiran, 
membentuk budaya. Bagaimana manusia mengetahui bahwa ia 
tahu atau mengetahui bahwa sesuatu itu pengetahuan menjadi 
penyelidikan epistemologi. Dengan kata lain, adalah cabang 
yang menyelidiki makna dan nilai ilmu pengetahuan, 
sumbernya, syarat-syarat dan proses terjadinya ilmu, termasuk 
semantik, logika, matematika dan teori ilmu. 

Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses 
mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus 
diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa 
yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Objek telaah 
epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu 
datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita 


si Syaiful Arif, Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi: Meneguhkan Nilai 
Keindonesiaan, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2018), hal. 17. 

Rodric Firth, Encyclopedia Internasional, (Phippines: Gloria Incorperation, 
1972), hal. 105. 

Harry Hamersma, Pintu Masuk ke Dunia Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 
hal. 15. 

Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu., hal 105. 
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membedakan dengan lainnya, jadi berkenaan dengan situasi dan 
kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal.” Jadi yang 
menjadi landasan dalam tataran epistemologi ini adalah proses 
apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, 
etika, estetika, bagaimana cara dan prosedur memperoleh 
kebenaran ilmiah, kebaikan moral dan keindahan seni, apa yang 
disebut dengan kebenaran ilmiah, keindahan seni dan kebaikan 
moral. 

Dalam konteks Pancasila, epistemologi dipakai untuk 
mengetahui cara membaca Pancasila maupun cara mengetahui 
yang khas dari Pancasila. Epistimologi ini yang akan menjadi 
dasar bagi paradigma Pancasila atau pandangan hidup 
Pancasila.”S Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada 
hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan 
sehari-hari Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia 
dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, 
bangsa, dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar 
bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang 
dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Pancasila dalam 
pengertian seperti itu telah menjadi suatu sistem cita-cita atau 
keyakinan-keyakinan (belief system) sehingga telah menjelma 
menjadi ideologi (mengandung tiga unsur yaitu: logos 
(rasionalitas atau penalaran), pathos (penghayatan), dan ethos 
(kesusilaan). 


3. Aspek Aksiologi dari Sila-sila Pancasila 

Kata aksiologi berasal dari kata “axios” yang berarti 
bermanfaat.” Aksiologi mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran 
dan atau ilmu/teori. Aksiologi adalah cabang filsafat yang 
menyelidiki tingkah laku moral (yang berwujud etika), ekspresi 
etika (yang berwujud estetika, keindahan atau seni), sosio 
politik (yang berwujud ideologi). 


Inu Kencana Syafii, Pengantar Filsafat., hal. 10. 

sii Syaiful Arif, Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi., hal. 17. 

Tim Penulis Rosdakarya, Kamus Filsafat, cet. I, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
1995), hal. 30. 
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Kehidupan manusia sebagai makhluk subyek budaya, 
pencipta dan penegak nilai, berarti manusia secara sadar 
mencari memilih dan melaksanakan (menikmati) nilai. Jadi 
nilai merupakan fungsi rohani jasmani manusia. Dengan 
demikian, aksiologi adalah cabang fisafat yang menyelidiki 
makna nilai, sumber nilai, jenis nilai, tingkatan nilai dan hakikat 
nilai, termasuk estetika, etika, ketuhanan dan agama. 

Landasan dalam tataran aksiologi adalah untuk apa 
pengetahuan itu digunakan? Bagaimana hubungan penggunaan 
ilmiah dengan moral etika? Bagaimana penentuan obyek yang 
diteliti secara moral? Bagimana kaitan prosedur ilmiah dan 
metode ilmiah dengan kaidah moral?” 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikemukakan pula 
bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya yang bersifat 
material saja tetapi juga sesuatu yang bersifat nonmaterial atau 
rohaniah. Nilai-nilai material relatif mudah diukur yaitu dengan 
menggunakan indra maupun alat pengukur lainnya, sedangkan 
nilai rohaniah alat ukurnya adalah hati nurani manusia yang 
dibantu indra manusia yaitu cipta, rasa, karsa serta keyakinan 
manusia.” 

Epistimologi Pancasila ini merupakan wilayah etika dan 
estetika. Dalam kaitan ini, ideologi merupakan salah satu 
wilayah aksiologis dari filsafat Pancasila karena ia merupakan 
penerapan dari hakikat dan cara berpikir Pancasilais.”' Dengan 
demikian, secara umum, Pancasila berfungsi sebagai acuan 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi sumber 
utama dalam peraturan-peraturan Negara, berfungsi sebagai 
perjanjian luhur, dan menjadi falsafah dalam kehidupan bangsa 
Indonesia. (| 


8  Jnu Kencana Syafii, Pengantar Filsafat., hal. 11. 


si Dikutip dari https://footballokers.blogspot.com/2014/11/makalah-pancasila- 
secara-etimologis.html. 
2 Syaiful Arif, Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi., hal. 17. 
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BAB III 


PANCASILA DALAM PERSPEKTIF 
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA 
INDONESIA 


Perjalanan hidup bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari 
akar historis yang telah ada sebelumnya. Pun demikian, 
ideologi negara Indonesia tidak lahir begitu saja. Pancasila 
sebagai dasar, filsafat serta ideologi Indonesia, bukan terbentuk 
secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang 
sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia. 
Namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup 
panjang dengan melibatkan banyak orang dalam sejarah bangsa 


Indonesia. Ir. Soekarno pernah mengatakan, 
Dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri 
tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, 
sesuatu yang lebih cocok. Sesuatu itu kami namakan Pancasila.” 


Hal hampir serupa, juga diungkapkan oleh Yudi Latif 


dalam Negara Paripurna yang menggambarkan, 

Demikianlah proses sejarah konseptualisasi Pancasila, yang 
melintasi rangkaian panjang fase “pembuahan,” fase “perumusan,” 
dan fase “pengesahan.” Fase “pembuahan” setidaknya dimulai 
pada 1920-In dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk 
mencari sintesis antarideologi dan gerakan, seiring dengan proses 
“penemuan” Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (civic 
nationalisme). Fase “perumusan” dimulai pada masa persidangan 
pertama BPUPKI dengan Pidato Soekarno (1 Juni) sebagai creme 
de la creme-nya yang memunculkan istilah Panca Sila,... fase 
“pengesahan” dimulai sejak 18 Agustus 1945 yang mengikat 
secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.” 


2 Dikutip dalam Yudi Latif, Revolusi Pancasila: Kembali ke Rel Perjuangan 


Bangsa, cet. 6, (Jakarta: Mizan, 2017), hal. 29. 
Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas, cet-4, 
(Jakarta: PT. Gramedia, 2012), hal.39. 
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Penggalan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa 
proses penciptaan Pancasila digali dari pergumulan panjang 
sejarah Indonesia dengan beragam nilai-nilai moral dan budaya 
adiluhung yang melingkupinya. Sehingga dari perasan itu 
lahirlah Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Oleh karena itu 
agar memiliki pengetahuan yang lengkap tentang proses 
terjadinya Pancasila, maka secara ilmiah harus ditinjau 
berdasarkan proses kausalitas (asal-muasal). Secara kausalitas, 
asal mula Pancasila dibedakan atas dua macam yaitu asal mula 
langsung dan asal mula tidak langsung. 

1. Asal Mula Langsung 

Secara filsafat, pengertian asal mula dibedakan atas empat 
macam, yaitu: 

Pertama, asal mula berupa bahan (kausa materialis). 
Sebelum terbentuknya negara, harus ada bahan dasar untuk 
membentuk negara itu. Dalam kasus pemerintahan negara 
Indonesia, maka untuk membentuk suatu negara, harus ada asas 
dasar mengapa dibentuknya negara. Dalam hal ini, masyarakat 
dan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari 
masyarakat merupakan “bahan pokok” perumusan Pancasila. 

Kedua, asal mula berupa bentuk (kausa formalis), 
bagaimana wujud dan bangun sesuatu hal itu diadakan. Maka 
dibentuklah aturan perundangan dan sebagainya sebagai aturan 
negara, serta bentuk dan sistem pemerintahan seperti apa yang 
akan dijalankan. Apakah itu demokrasi atau otoritarian, dan 
parlementer atau presidensial. Ada gambaran sebelumnya 
dalam pemerintahan yang baik. Apakah demokrasi atau 
otoritarian yang mampu mensejahterakan rakyat dan 
parlementer atau presidensialkah yang cocok dalam sistem 
pemerintahan negara Indonesia. Maka asal mula bentuk 
Pancasila adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta (1902- 
1980) serta anggota BPUPKI lainnya yang merumuskan dan 


38 Nama aslinya Mohammad Athar, lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat, 12 Agustus 


1902 dan meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980, adalah Wakil Presiden Indonesia 
pertama (1945-1956), Perdana Menteri Kabinet Hatta I (29 Januari 1948-4 
Agustus 1949), Kabinet Hatta II (4 Agustus-20 Desember 1949), dan Perdana 
Menteri Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS, 20 Desember 1949-6 
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membahas Pancasila terutama dalam hal bentuk, rumusan serta 
nama Pancasila. 

Ketiga, asal mula berupa karya (kausa effisien). Kausa 
Effisien yaitu suatu proses untuk mewujudkan sesuatu hal itu 
menjadi ada/nyata. Dalam konteks ini adalah asal mula yang 
menjadikan Pancasila dari calon dasar Negara menjadi dasar 
Negara yang sah. Asal mula karya adalah PPKI sebagai 
pembentuk negara dan atas kausa pembentuk negara yang 
mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah, setelah 
dilakukan pembahasan baik dalam sidang-sidang BPUPKI, 
PPKI dan Panitia Sembilan, dan: 

Keempat, asal mula berupa tujuan (kausa finalis), yakni 
untuk apa sesuatu hal itu diadakan. Pancasila dirumuskan dan 
dibahas dalam sidang-sidang para pendiri negara, tujuannya 
adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Oleh karena itu, 
asal mula tujuan tersebut adalah para anggota BPUPKI dan 
Panitia Sembilan yang menentukan tujuan dirumuskannya 
Pancasila sebelum ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar Negara 
yang sah. Demikian pula para pendiri negara juga berfungsi 
sebagai kausa sambungan karena yang merumuskan dari filsafat 
negara. 


2. Asal Mula Tidak Langsung 

Secara kausalitas, asal mula tidak langsung Pancasila 
adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Berarti 
bahwa asal mula nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam adat- 
istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai agama bangsa Indonesia. 
Sehingga dengan demikian, asal-mula tidak langsung Pancasila 
terdapat pada kepribadian serta dalam pandangan hidup sehari- 
hari bangsa Indonesia, seperti nilai ketuhanan, persatuan, 
gotong-royong, kerakyatan dan keadilan yang tercermin dalam 
kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Nilai-nilai inilah yang 
menjadi asal mula tidak langsung dari rumusan Pancasila. 
Dengan ungkapan lain, dapat dikatakan bahwa asal-mula tidak 


September 1950). Bung Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden pada 
tahun 1956, karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Ia juga dikenal sebagai 
Bapak Koperasi Indonesia. 
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langsung Pancasila pada hakikatnya adalah bangsa Indonesia itu 
sendiri. 

Demikian tinjauan Pancasila dari segi kausalitas, sehingga 
memberikan dasar-dasar ilmiah bahwa Pancasila pada 
hakikatnya adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang 
telah ada jauh sebelum bangsa Indonesia berbentuk negara 
bangsa (nation state). Selain itu, tinjauan kausalitas 
memberikan bukti secara ilmiah bahwa Pancasila bukan 
merupakan hasil perenungan atau pemikiran seseorang, atau 
sekelompok orang, bahkan Pancasila juga bukan merupakan 
hasil sintesa paham-paham besar dunia, melainkan nilai-nilai 
Pancasila secara tidak langsung telah terkandung dalam 
pandangan hidup bangsa Indonesia. 

Ketika Dr. Radjiman Wediodiningrat (1879-1952),” selaku 
Ketua BPUPKI, pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada 
sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka, 
permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis (daya 
rangsang untuk mengingat masa lampau) yang memutar 
kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini 
mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, 
kepribadian dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur 
sejarah,” akibat lamanya penjajahan di bumi Indonesia. 

Pada masa sidang pertama BPUPKI, tanggal 29 Mei-1 Juni 
1945, beberapa tokoh founding fathers tampil berturut-turut 
untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. 
Pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Mohammad Yamin 
mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia, yaitu: 1) 
peri kebangsaan, 2) peri kemanusiaan, 3) peri ketuhanan, 4) peri 
kerakyatan dan 5) kesejahteraan rakyat. 


28  KRT. Dr. Radjiman Wedyodiningrat adalah Ketua Boedi Utomo (1914-1915), 
anggota Volkskraad (Dewan Rakyat Masa Hindia Belanda, 1931) dan penggagas 
kemerdekaan Indonesia. Ia lahir di Yogyakarta, 21 April 1879 dan meninggal 
dunia pada 20 September 1952 di Dirgo, Ngawi. Jenazahnya dikebumikan di 
Melati, Sleman, Yogyakarta, berdekatan dengan ayah angkatnya, dr. Wahidin 
Soedirohoesodo. 

Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas 
Pancasila, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 4. 
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Selain menyampaikan usulan mengenai dasar negara, Mr. 
Moh. Yamin juga membicarakan tentang “identitas” dari negara 


Indonesia Merdeka yang akan dibentuk. Ia mengatakan, 
Negara Rakjat Indonesia adalah lepas dari pada sjarat-sjarat jang 
tersebut di bawah ini, karena dalam azas tudjuannja bertentangan 
dengan keterangan-keterangan jang tersebut di atas. 

1. Negara Rakjat Indonesia menolak segala tata-negara atau 
bagian-bagiannja jang melanggar dasar permusjawaratan, 
perwakilan dan fikiran. 

2. Negara Rakjat Indonesia menolak segala faham: a. federalisme 
(persekutuan) b. feodalisme (susunan lama) c. monarchi 
(kepala negara berturunan) d. liberalisme e. autokrasi dan 
birokrasi/ demokrasi Barat. 

3. Negara Rakjat Indonesia menolak segala dasar Tienrliad jahnn 
dan segala sisa-sisa jang berasal dari zaman pendjadjahan 
Portugis, Inggris, Amerika dan Belanda jang semata-mata 
dibentuk untuk menguatkan pendjadjahan keradjaan Belanda 
atau peradaban Barat. Negara Republik Indonesia jalah suatu 
negara kebangsaan (€tat national) jang merdeka dan berdaulat 
penuh. 

4. Negara Rakjat Indonesia menolak faham pemerintahan 
istibdadi seperti pemerintahan Fir'aun dan Namrudz, menolak 
faham pemerintahan Chila'ah, kekuasaan kerakjatan atas 
golongan jang berilmu dan berhikmat, menolak faham 
pemerintahan filsafatijah, jaitu pemerintahan kekuasaan tjerdik- 
pandai atas rakjat djelata. 

5. Negara Rakjat Indonesia menolak segala dasar pendjadjahan 
kolonialisme sebagai dasar pembentukan negara. 

6. Negara Rakjat Indonesia menolak segala tindakan jang akan 
mengetjewakan kedaulatan negara dengan mendjalankan 
kebonekaan.”” 


Kedua, Prof. Dr. Soepomo (1903-1958) pada tanggal 30 
Mei 1945 mengemukakan konsep negara integralistik (paham 
negara kekeluargaan). Sebelumnya, ia menjelaskan tentang 
teori-teori Negara, yaitu: 1) teori negara perseorangan 


28 Lihat, Himpunan Risalah Sidang-sidang dari: Badan Penyelidik Usaha 


Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (tanggal 29 Mei 1945-16 Juli 
1945) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (tanggal 18 dan 19 
Agustus 1945) yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang-undang Dasar 
1945, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, tt), hal. 15. 

Prof. Mr. Dr. Soepomo lahir di Sukoharjo, 22 Januari 1903 dan meninggal di 
Jakarta, 12 September 1958 (usia 55 tahun). Ia merupakan arsitek UUD 1945. 
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(individualis), 2) paham negara kelas, dan, 3) paham negara 
integralistik. 

Mr. Soepomo dalam pidatonya selain memberikan 
rumusan tentang Pancasila juga memberikan pemikiran tentang 
paham integralistik Indonesia. Hal ini tertuang dalam salah satu 
pidatonya yang berbunyi: 

..., bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang 

sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, 

maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (staatsidee) 
negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh 
rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongannya dalam lapangan 

apa pun. 


Negara integralistik menurut Mr. Soepomo lebih tepat 
daripada negara individual liberalistis atau negara yang 
didasarkan pada kelas sebagaimana yang diperlihatkan negara 
komunis. Menurutnya, integralistik berarti negara tidak untuk 
menjamin negara individu, bukan pula untuk kepentingan 
golongan tertentu tetapi menjamin kepentingan masyarakat 
seluruhnya sebagai satu kesatuan yang integral. Didalamnya, 
segala golongan, segala bagian, semua individu berhubungan 
erat satu sama lain yang didasarkan pada prinsip persatuan 
antara pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara 
seluruhnya. Pendapat ini didukung oleh Ir. Soekarno dan 
anggota-anggota BPUPKI beretnis Jawa. 

Menurut teori integralistik, negara adalah susunan 
masyarakat yang integral semua anggota masyarakat merupakan 
bagian dari persatuan organis. Negara tidak memihak kepada 
golongan yang paling kuat, tidak mengutamakan kepentingan 
pribadi, melainkan menjamin keselamatan hidup seluruh bangsa 
sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. 

Teori integralistik berpendapat bahwa tujuan Negara itu 
merupakan gabungan dan paham individualisme dan sosialisme. 
Paham integralistik ingin menggabungkan kemauan rakyat 
dengan penguasa (negara). Paham integralistik beranggapan 
bahwa negara didirikan bukan hanya untuk kepentingan 
perorangan atau golongan tertentu saja, tetapi juga untuk 
kepentingan seluruh masyarakat negara yang bersangkutan. 
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Ketiga, Ir. Soekarno pada tanggal 1 Jun 1945 
mengusulkan lima dasar negara yaitu: 1) nasionalisme 
(kebangsaan Indonesia), 2)  internasionalsme (peri 
kemanusiaan), 3) mufakat (demokrasi), 4) kesejahteraan sosial, 
dan 5) Ketuhanan Yang Maha Esa (berkebudayaan).” 

Pada pidato tanggal 1 Juni 1945 tersebut, Ir. Soekarno 
mengatakan, 

Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam 

pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan 

permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya 

Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh 

Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: 

“Philosofische grond-slag” daripada Indonesia Merdeka. 

Philosofische grond-slag itulah pundamen, filsafat, pikiran yang 

sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di 

atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi.” 


Begitu hebatnya Ir. Soekarno dalam menjelaskan Pancasila 
dengan runtut, logis dan koheren, namun dengan rendah hati Ir. 
Soekarno membantah apabila disebut sebagai pencipta 


Pancasila. Beliau mengatakan, 

Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya 
diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa 
saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila 
daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima 
mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada 
bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya 
hasil, atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini saudara- 
saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya... Sebagaimana 
tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah 
Subhanahu Wataala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu 
Wata'ala. 


Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu fakta 
historis yang sukar dibantah, bahwa sebelum tanggal 1 Juni 
1945 yang disebut sebagai tanggal lahirnya Pancasila, Ir. 


98  Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2000), hal. 37-40. 

1 Safroedin Bahar, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik 
Indonesia, 1995, hal. 63. 


ii Soekarno dalam Yudi Latif, Negara Paripurna., hal. 21. 
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Soekarno yang menggali Pancasila tidak pernah berbicara atau 
menulis tentang Pancasila,” baik sebagai pandangan hidup 
maupun sebagai dasar Negara. Dalam pidato yang beliau 
sampaikan tanpa konsep pada tanggal tersebut, yang mendapat 
berkali-kali applause dari para anggota BPUPKI, beliau 
menjelaskan bahwa gagasan tentang Pancasila tersebut terbersit 
bagaikan ilham setelah mengadakan renungan pada malam 
sebelumnya. Renungan itu beliau lakukan untuk mencari 
jawaban terhadap pertanyaan dari Radjiman Wedyodiningrat, 
ketua BPUPKI, tentang apa dasar Negara Indonesia yang akan 
dibentuk. 

Selain ucapan yang disampaikan Ir. Soekarno di atas, 
Pancasila pun merupakan khasanah budaya Indonesia, karena 
nilai-nilai tersebut hidup dalam sejarah Indonesia yang terdapat 
dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia.” Soekarno 
menamakan usulannya sebagai filosofische grondslag, yakni 
nilai-nilai esensial yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, 
persatuan, kerakyatan serta keadilan. Dalam kenyataannya, 
secara objektif, nilai-nilai tersebut telah dimiliki oleh bangsa 
Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum berdirinya negara 
Indonesia. 

Secara historis, dasar-dasar pembentukan nasionalisme 
modern telah dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, 
antara Jain yang dilakukan oleh para tokoh kebangkitan nasional 
(1908), kemudian dicetuskan pada Sumpah Pemuda (1928). 


2 Menurut Soekarno, ia mendapatkan nama Pancasila dari petunjuk seorang 


temannya, sebagaimana ia sampaikan, “Namanya bukan Panca Dharma, tetapi 
saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya 
Pancasila,” kata Sukarno. Bagus Prihantoro Nugroho, “Hari Lahir Pancasila: 
Beda Yamin, Soepomo, dan Sukarno tentang Dasar Indonesia Merdeka,” (Kamis 
O1 Juni 2017, 09:07 WIB), dalam https://news.detik.com/berita/d-3517341/beda- 
yamin-soepomo-dan-sukarno-tentang-dasar-indonesia-merdeka 
2 Djoko Santoso, Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, (Jakarta: 
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Kemendikbud RI, 
2013), hal. 4. 
Sumpah Pemuda adalah keputusan kongres pemuda kedua (27-28 oktober 1928) 
di Batavia (Jakarta). Keputusan ini merupakan sebuah ikrar yang menegaskan 
cita-cita kesatuan tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia. Ikrar ini dianggap 
sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara 
Indonesia. 
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Nilai-nilai Pancasila Pada Masa Pra Sejarah 

Ahli geologi (ilmu bumi) menyatakan bahwa kepulauan 
Indonesia terjadi dalam pertengahan zaman tersier kira-kira 60 
juta tahun yang silam. Baru pada zaman guarter” yang dimulai 
sekitar 600.000 tahun yang silam, Indonesia didiami oleh 
manusia. Hal ini berdasarkan hasil penemuan fosil 
Meganthropus Paleo Javanicus,” Pithecanthropus Erectus, 
Homo  Soloensis,” Homo Wajakensis," serta ' Homo 


Zaman tersier dan kuarter (guarter) merupakan pembagian dari zaman 
Neozoikum (zaman hidup baru). Zaman tersier ditandai dengan mulai 
berkembangnya binatang menyusui, orang utan dan primata (binatang menyusui 
berupa kera), serta lenyapnya reptil-reptil raksasa. Sementara zaman guarter 
ditandai dengan munculnya kehidupan manusia purba, meluasnya lapisan es di 
kutub utara, turunnya permukaan air laut, dan naiknya daratan ke permukaan 
disertai dengan adanya pergeseran bumi dan kerja gunung-gunung berapi. 
Akibatnya muncul Sunda Plat dan Suhul Plat. Wilayah Kalimantan, Malaysia 
Barat, Sumatra, dan Jawa menjadi satu benua dengan benua Asia. Kalimantan 
Utara bergabung dengan Filipina dan Formosa (Taiwan) terus ke Benua Asia, 
Sulawesi melalui Minahasa, Pulau Sangir ke Filiphina, dan Jawa Timur dan 
Sulawesi Selatan terhubung dengan Nusa Tenggara. 

5 Adalah manusia purba tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan hidup pada dua juta 
tahun yang lalu. Meganthropus Paleojavanicus bertubuh besar dan tegap dengan 
tulang rahang yang kuat, tidak memiliki dagu, dan menunjukkan ciri-ciri 
manusia, tetapi lebih mendekati kera. Fosilnya ditemukan oleh Von Koenigswald 
pada tahun 1936 di daerah Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. 

Adalah manusia kera yang berjalan tegak, memiliki tulang paha yang lebih besar 
dibandingkan tulang lengan serta memiliki volume otak yang lebih besar 
daripada kera, tetapi lebih kecil daripada manusia. Fosilnya ditemukan di Desa 
Trinil, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891 oleh Eugene Dudois (ahli purbakala 
Belanda). Nama lain Pithecanthropus Erectus adalah Pithecanthropus Robustus 
dan Pithecanthropus Mojokertensis. 

S7 Fosilnya ditemukan oleh G.H.R. Von Koeningswald, Oppenoorth dan Ter Haar di 
lembah Sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah antara tahun 1931-1934. Manusia 
purba ini kemudian dinamakan Homo Soloensis (manusia purba dari Solo). Fosil 
yang ditemukan yaitu berupa tengkorak, tulang rahang, dan gigi. 

Adalah manusia purba yang memiliki umur paling muda. Fosilnya yang 
diperkirakan sudah ada semenjak 15.000-40.000 tahun sebelum masehi 
ditemukan di wilayah Wajak, Jawa Timur oleh E. Debois pada tahun 1889. 
Volume otaknya sudah hampir menyerupai manusia zaman sekarang. Sebab ia 
merupakan manusia (homo), bukan salah satu manusia kera. Ia termasuk jenis 
manusia purba yang mempunyai pikiran cerdas, memiliki muka datar dan lebar, 
hidung lebar dan bagian mulut menonjol (maju), dahi agak miring dan di atas 
mata terdapat busur dahi yang nyata, pipi menonjol ke samping, jarak antara 
hidung dan mulut masih jauh, perawakan masih seperti kera tetapi sudah berdiri 
tegak, cara berjalan sudah lebih tegak, serta otot dan tulang besar. 
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Mojokertensis.” Berdasarkan artefak yang ditinggalkan, mereka 
mengalami hidup di tiga zaman yaitu: zaman Paleolitikum 
(zaman batu), zaman Mesolitikum (zaman batu madya), dan 
zaman Neolithicum (zaman batu muda). 

Menurut Sunoto unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa 
Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru 
menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 
Agustus 1945, namun jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa 
Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan 
melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa 
Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam 
berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, 
agama dan kebudayaan pada umumnya." Fakta historis yang 
menunjukkan hal tersebut, di antaranya adalah: 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: bahwa di Indonesia tidak 
pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab: bahwa bangsa 
Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut 
dengan sesama manusia. 

3. Persatuan Indonesia: bahwa bangsa Indonesia dengan ciri- 
cirinya guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan: bahwa unsur-unsur demokrasi 
sudah ada dalam masyarakat kita. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: bahwa bangsa 
Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih 
bersifat social dan berlaku adil terhadap sesama. 

Meski Pancasila baru ditetapkan sebagai dasar negara 
Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun pada kenyata- 
annya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila telah dipraktekkan 


69 Adalah manusia kera dari Mojokerto. Fosilnya ditemukan oleh Ralph Von 
Koenigswald pada tahun 1936-1941. Ia memiliki badan yang tegap, tinggi badan 
sekitar 165-180 cm, tulang raham dan gigi graham yang kuat, bagian kening yang 
menonjol, tidak memiliki dagu, volume otak masih belum sempurna, memiliki 
tulang atap tengkorak yang tebal dan berbentuk melonjong, memiliki alat 
pengunyah dan telah memakan segalanya serta otot tengkuk sudah kecil. 

Sunoto, Menuju Filsafat Indonesia: Negara-negara di Jawa Sebelum Proklamasi 
Kemerdekaan, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1987), hal. 1. 
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oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu. Hal ini 
berarti bahwa semua nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila telah ada dan tumbuh sebagai kesadaran kolektif 
dalam kehidupan rakyat Indonesia sejak zaman nenek moyang. 

Dengan demikian, inti dari kehidupan bangsa Indonesia 
pada masa Pra Sejarah hakekatnya adalah nilai-nilai Pancasila 
itu sendiri, yaitu: 
1. Nilai Religi 

Adanya kerangka mayat pada zaman Paleolitikum 
menggambarkan adanya penguburan, terutama Wajakensis dan 
mungkin Pithecanthropus Erectus, serta dalam menghadapi 
tantangan alam tenaga gaib sangat tampak. Selain itu, 
ditemukan alat-alat baik dari batu maupun perunggu yang 
digunakan untuk aktifitas religi seperti upacara mendatangkan 
hujan, dan lain-lain. Adanya keyakinan terhadap pemujaan roh 
leluhur juga dan penempatan menhir' di tempat-tempat yang 
tinggi yang dianggap sebagai tempat roh leluhur, tempat yang 
penuh keajaiban dan sebagai batas antara dunia manusia dan 
roh leluhur. Jelas bahwa masa Pra Sejarah sudah mengenal 
nilai-nilai kehidupan religi dalam makna animism” dan 
dinamisme” sebagai wujud dari religious behavior (perilaku 
keagamaan). 

Hal tersebut membuktikan bahwa sila “Ketuhanan Yang 
Maha Esa,” yakni bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus- 
putusnya orang percaya kepada Tuhan. 


2 Menhir adalah batu tunggal berukuran besar yang ditatah berbentuk tugu dan 


diletakkan berdiri tegak di atas tanah berdekatan dengan bangunan yang yang 
memiliki makna keagamaan dan difungsikan untuk memperingati orang yang 
sudah meninggal, mirip dengan patok-patok kubur yang dikenal pada masa 
setelahnya. Menhir terkadang disebut sebagai monumen megalit yang dikaitkan 
dengan ritual upacara keagamaan pada masa lalu. 

Animisme adalah agama yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda, baik yang 
beryawa maupun tidak bernyawa mempunyai roh. Tujuan beragama dalam 
Animisme adalah mengadakan hubungan baik dengan roh-roh yang ditakuti dan 
dihormati itu dengan senantiasa berusaha menyenangkan hati mereka. 

Dinamisme adalah kepercayaan pada kekuatan gaib yang misterius. Tujuan 
beragama pada dinamisme adalah untuk mengumpulkan kekuatan gaib atau mana 
(dalam bahasa ilmiah) sebanyak mungkin untuk keberlangsungan kehidupan 
manusia. 
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2. Nilai Peri Kemanusiaan 

Nilai ini tampak dalam perilaku kehidupan saaat itu 
misalnya penghargaan terhadap hakekat kemanusiaan yang 
ditandai dengan penghargaan yang tinggi terhadap manusia 
meskipun sudah meninggal. Hal inn menggambarkan perilaku 
berbuat baik terhaap sesama manusia, yang pada hakekatnya 
merupakan wujud kesadaran akan nilai kemanusiaan. Mereka 
tidak hidup terbatas di wilayahnya, sudah mengenal sistem 
barter antara kelompok pedalaman dengan pantai dan 
persebaran kapak. Selain itu mereka juga menjalin hubungan 
dengan bangsa-bangsa lain. 

Gambaran di atas memberikan pengetahuan bahwa sila 
“Kemanusiaan yang adil dan beradab,” benar-benar telah 
tertanam di sanubari masyarakat Indonesia. Selain itu, bangsa 
Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut 
dengan sesama manusia. 


3. Nilai Kesatuan 

Adanya kesamaan bahasa Indonesia sebagai rumpun 
bahasa Austronesia,” sehingga muncul kesamaan dalam kosa 
kata dan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan teori perbandingan 
bahasa Prof. Dr. H. Kern (ilmuan Belanda)” dan teori benda- 


:3 Bahasa Austronesia mulai muncul sekitar 6.000-10.000 tahun lalu. Penyebaran 


penutur bahasa Austronesia merupakan fenomena besar dalam sejarah umat 
manusia. Karena sebagai suatu rumpun bahasa, Austronesia merupakan yang 
terbesar di dunia, meliputi 1.200 bahasa dan dituturkan oleh hampir 300 juta 
populasi. Masyarakat penuturnya tersebar luas di wilayah sepanjang 15.000 km 
(lebih dari separuh bola Bumi), yaitu dari Madagaskar di Barat hingga Pulau 
Paskah di ujung timur, dari Taiwan-Mikronesia di utara hingga Selandia Baru di 
selatan. Lihat, Dewanti Lestari, “Mengorek Asal Usul Bahasa Indonesia,” dalam 
https://nasional.kompas.com/read/2008/10/29/0607030/Mengorek. 
Asal.Usul.Bahasa.Indonesia. 

? Menurutnya, bangsa Indonesia berasal dari Asia, dengan alasan bahwa bahasa-bahasa 
yang digunakan di Indonesia, Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia memiliki 
akar bahasa yang sama yaitu bahasa Austronesia. Kern berpendapat bahwa 
bangsa Indonesia berawal dari satu daerah dan menggunakan bahasa Campa. 
Pendapat ini didukung oleh adanya persamaan nama dan bahasa yang 
dipergunakan di Campa dengan Indonesia, misalnya kata “kampong” yang 
banyak digunakan sebagai kata tempat di Kamboja. Selain nama geografis, 
istilah-istilah binatang dan alat perang pun banyak kesamaannya. Anonim, 
“Penjelasan Asal-Usul Masyarakat Indonesia Menurut Para Ahli,” dalam 
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benda kebudayaan Pra Sejarah Prof. Von Heine Gildern." 
Kecakapan berlayar karena menguasai pengetahuan tentang 
laut, musim, perahu, dan astronomi, menyebabkan adanya 
kesamaan karakteristik kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, 
tidak mengherankan jika lautan juga merupakan tempat tinggal 
selain daratan. Itulah sebabnya mereka menyebut negerinya 
dengan istilah Tanah Air. 

Adanya kesamaan tersebut melambangkan sila “Persatuan 
Indonesia,” yakni bangsa Indonesia telah hidup berabad-abad 
dengan ciri-cirinya guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan. 


4. Nilai Musyawarah 

Kehidupan bercocok tanam dilakukan secara bersama- 
sama. Mereka sudah memiliki aturan untuk kepentingan 
bercocok tanam, sehingga memungkinkan tumbuh kembangnya 
adat sosial. Kehidupan mereka berkelompok dalam desa-desa, 
klan, marga atau suku yang dipimpin oleh seorang kepala suku 
yang dipilih secara musyawarah berdasarkan Primus Inter 
Pares (yang pertama di antara yang sama). 

Proses pengangkatan itu menunjukkan adanya sistem 
“demokrasi,” di tengah-tengah masyarakat, dan ini 
membuktikan kebenaran sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,” 
yang menjadi nadi kehidupan masyarakat kita. 


5. Nilai Keadilan Sosial 


https://www.dosenpendidikan.com/penjelasan-asal-usul-masyarakat-indonesia- 
menurut-para-ahli/ (diakses, 24 Juni 2019: Pk. 22:48 WIB). 

78 Ya berpendapat bahwa bahasa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Teori Geldern ini 
didukung oleh penemuan-penemuan sejumlah artefak, sebagai perwujudan 
budaya yang ditemukan di Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan yang 
ditemukan di daratan Asia. Loc. Cit., 

77 Adalah sistem pemilihan pemimpin melalui musyawarah di antara sesamanya 
berdasarkan kelebihan fisik dan spiritual yang dimiliki. Primus Inter Pares 
biasanya berhubungan dengan wibawa seorang tokoh yang merangkum 
kepercayaan dan mutu tokoh (kemampuan mengorganisasi, tingkat visioner, 
kemampuan merekam dan memahami publik, membuat program dan 
melaksanakannya, menghormati keadilan, pandai mendengar, memecahkan 
masalah dan pandai mempersatukan). 
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Dikenalnya pola kehidupan bercocok tanam secara gotong- 
royong berarti masyarakat pada saat itu telah berhasil 
meninggalkan pola hidup foodgathering” menuju ke pola hidup 
foodproducing.” Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu 
upaya ke arah perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran 
bersama sudah ada. Bahwa bangsa Indonesia dalam 
menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan 
berlaku adil terhadap sesama. Ini menunjukkan sila “Keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 


Nilai-nilai Pancasila Sebelum Kemerdekaan 

Secara historis, terbentuknya negara dan bangsa Indonesia 
melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak 
zaman batu disusul munculnya zaman kerajaan-kerajaan pada 
abad ke-IV, ke-V. Baru pada abad ke-VII, dasar-dasar 
kebangsaan Indonesia mulai nampak, terutama setelah 
terbentuknya Kerajaan Sriwijaya (Wangsa Syailendra) di 
Palembang,” Kerajaan Kahuripan (Airlangga),"' dan Kerajaan 
Majapahit” di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya. 


78 Adalah mengumpulkan makanan dengan cara berburu di hutan dan sungai guna 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka terlalu mengandalkan alam dan hidup 
nomaden ketika sumber makanan pada suatu wilayah telah habis. 

Adalah kegiatan manusia untuk memproduksi makanan melalui kegiatan 

bercocok tanam. Mereka telah meninggalkan kegiatan mengumpulkan makanan 

dan sudah tidak bergantung pada makanan yang disediakan oleh alam. Sebab 
pada fase ini manusia telah menggunakan akal pikirannya untuk mendapatkan 
makanan tanpa harus berpindah-pindah hunian. 

80 Sriwijaya (Srivijaya) adalah kerajaan maritim yang kuat di wilayah Sumatera dan 
memberi banyak pengaruh di Nusantara. Daerah kekuasaannya membentang dari 
Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan 
Sulawesi. Dalam bahasa Sansekerta, “sri” artinya “bercahaya” dan “wijaya” 
artinya “kemenangan.” 

81 Airlangga (Erlangga) ialah pendiri Kerajaan Kahuripan yang memerintah tahun 1009- 

1042 dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa 

Airlangga Anantawikramottunggadewa. Sebagai seorang raja, ia memerintahkan 

Mpu Kanwa untuk mengubah Kakawin Arjunawiwaha yang menggambarkan 

keberhasilannya dalam peperangan. Di akhir masa pemerin-tahannya, kerajaan 

dibelah menjadi Kerajaan Kadiri dan Kerajaan Janggala bagi kedua putranya. 

Adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur yang berdiri sekitar tahun 

1293-1500 M. Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa kekuasaan 

Hayam Wuruk (berkuasa tahun 1350-1389 M). Majapahit merupakan kerajaan 

Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai negara 

terbesar dalam sejarah Indonesia. 


79 


82 


4) - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern kemudian 
dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa dan para tokoh 
pejuang Kebangkitan Nasional (1908). Titik kulminasi sejarah 
perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara tercapai 
dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 
tanggal 17 Agustus 1945. 

1. Nilai Pancasila pada Zaman Kutai 

Kerajaan Kutai (Martadipura) merupakan kerajaan Hindu 
tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai diperkirakan muncul pada 
abad 5 M (4 400 M). Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, 
Kalimantan Timur (dekat Kota Tenggarong), tepatnya di hulu 
sungai Mahakam. Nama Kutai diambil dari nama tempat 
ditemukannya prasasti yang menggambarkan kerajaan tersebut. 
Nama Kutai diberikan oleh para ahli karena tidak ada prasasti 
yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini. Karena 
memang sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh akibat 
kurangnya sumber sejarah. 

Menurut para sejarawan, Indonesia memasuki zaman 
sejarah pada tahun 400 M, dengan ditemukannya prasasti yang 
berupa 7 yupa (tiang batu). Berdasarkan prasasti tersebut, dapat 
diketahui bahwa Raja Mulawarman keturunan dari Raja 
Asmawarman keturunan dari Kudungga. Pada kerajaan Kutai 
ini, masyarakat Kutai merupakan pembuka zaman sejarah 
Indonesia untuk pertama kali, karena telah menampilkan nilai 
sosial politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri 
dan sedekah kepada para Brahmana.” 

Raja Mulawarman menurut prasasti tersebut mengadakan 
kenduri dan memberi sedekah kepada para Brahmana, dan para 
Brahmana membangun yupa itu sebagai tanda terima kasih 
kepada raja yang dermawan. Masyarakat Kutai yang membuka 


88 Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20, di 
mana banyak rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional 
sebagai “orang Indonesia.” Masa ini ditandai dengan berdirinya Boedi 
Oetomo (20 Me1 1908) dan Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928). Periode ini 
merupakan salah satu dampak politik etis yang diperjuangkan oleh dr. Sutomo, 
Dr. Tjipto Mangunkusumo, Raden Mas Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar 
Dewantara), dr. Douwes Dekker dan tokoh kebangkitan nasional lainnya. 

88 Kaelan, Pendidikan Pancasila., hal. 29. 
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zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan 
nilai-nilai sosial politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, 
kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana. 

Bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat 
kewibawaan raja ini tampak dalam kerajaan-kerajaan yang 
muncul kemudian di Jawa dan Sumatara. Dalam Zaman kuno 
(400-1500 M) terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai 
intergrasi dengan wilayah yang meliputi hampir separoh 
Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia sekarang, yaitu 
kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit di Jawa Timur. 


2. Nilai Pancasila Pada Zaman Sriwijaya 

Menurut Mr. Moh. Yamin berdirinya Negara kebangsaan 
Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan 
lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. 
Negara kebangsaan Indonesia ini terbentuk melalui tiga tahap, 
yaitu: pertama, zaman Sriwijaya di bawah wangsa Syailendra 
(600-1400), yang bercirikan kedatuan:” Kedua, Negara 
kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan 
keprabuan. Keduanya merupakan Negara kebangsan di 
Indonesia lama, dan, ketiga, Negara kebangsaan modern yaitu 
Negara Indonesia merdeka. 

Masih menurut Mr. Moh. Yamin, Sriwijaya disebut 
sebagai Negara Indonesia Pertama dengan dasar kedatuan. Hal 
itu berkaitan dengan ditemukannya nilai-nilai Pancasila 
material yang saling berkaitan satu sama lain, seperti nilai 
persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ke-Tuhanan yang 
tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan 
religius selalu berusaha mempertahankan kewibawaannya 
terhadap para dhatu. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan 
dan ekonomi yang terjalin satu sama lain dengan nilai 
internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang 
terentang dari pedalaman sampai ke negeri-negeri seberang 


2 Kedatuan (Jawa: Kedaton) adalah negara kota atau kepangeranan setengah 


merdeka di kawasan Asia Tenggara. Dalam Bahasa Indonesia modern, istilah ini 
dapat merujuk kepada kerajaan atau kesatuan politik. Catatan pertama yang 
menyebut kadatuan berasal dari prasasti abad ke-7 dari kerajaan Sriwijaya, yakni 
Telaga Batu dan Kota Kapur. 
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lautan pelabuhan kerajaan dan Selat Malaka yang diamankan 
oleh para armada laut yang menjadi bagian dari birokrasi 
pemerintahan Sriwijaya.” 

Pada masa pemerintahan Prabhu Hayam Wuruk 
(memerintah tahun 1350-1389)” dan Mahapatih Mangkhubumi 
Gajah Mada (w. 1364)" kerajaan Majapahit mencapai puncak 
kejayaannya. Mereka telah berhasil mengintegrasikan seluruh 
wilayah nusantara. 

Faktor-faktor yang dimanfaatkan untuk menciptakan 
wawasan nusantara itu adalah: kekuatan religio-magis yang 
berpusat pada Sang Prabhu, ikatan sosial kekeluargaan terutama 
antara kerajaan-kerajaan daerah di Jawa dengan Sang Prabhu 
dalam lembaga Bhatara Sapta Prabu (Pahom Narendra).” Jadi 


" Suwarno, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 


hal. 20-1. 

Hayam Wuruk bergelar Maharaja Sri Rajasanagara adalah raja ke-4 Majapahit 
yang lahir tahun 1334 M dari pasangan Tribhuwana Tunggadewi dan Sri 
Kertawardhana (Cakradhara). Ibunya adalah putri Raden Wijaya, pendiri 
Majapahit, sedangkan ayahnya adalah raja bawahan di Singhasari bergelar Bhre 
Tumapel. Pemerintahannya berhasil mengantarkan Majapahit mencapai puncak 
kejayaan. 

Diangkat sebagai Maha Patih Majapahit pada masa pemerintahan Ratu 
Tribhuwanatunggadewi (tahun 1334 M/1258 Saka). Dalam upacara 
pengangkatannya, ia melakukan Sumpah Palapa, yakni sumpah untuk tidak akan 
menikmati palapa atau rempah-rempah (yang diartikan kenikmatan duniawi), 
sebelum berhasil menaklukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. 
Dalam kitab Pararaton disebutkan, “Sira Gajah Mada pepatih amungkubumi tan 
ayun amukti palapa, sira Gajah Mada: Lamun huwus kalah nusantara ingsun 
amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjungpura, ring Haru, 
ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun 
amukti palapa.” Bila dialih-bahasakan mempunyai arti: “Ja, Gajah Mada sebagai 
patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa, Gajah Mada berkata bahwa 
bila telah mengalahkan (menguasai) Nusantara, saya (baru akan) melepaskan 
puasa, bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, 
Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) 
melepaskan puasa.” Lihat, https://id.wikipedia.org/ wiki/Gajah Mada. 

Bhatara Sapta Prabu adalah semacam Dewan Pertimbangan Agung Kerajaan 
Majapahit. Dalam Negarakertagama (Pupuh 73:2), dewan yang disebut Pahom 
Narendra ini beranggotakan sembilan orang, sedangkan dalam Kidung 
Sundayana disebut Sapta Raja. Pada masa Raja Dyah Hayam Wuruk, jabatan ini 
dijabat oleh: Raja Hayam Wuruk, Kertawardhana (ayah Raja), Tribhuwana 
Tunggadewi (ibu suri), Rajadewi Maharajasa (bibi Raja), Wijayarajasa (paman 
Raja), Rajasaduhiteswari (adik sang Raja), Rajasaduhitendudewi (adik sepupu 
Raja), Singawardhana (suami Rajasaduhiteswari), dan, Rajasawardhana (suami 
Rajasaduhitendudewi). Anonim, “Tata Pemerintahan Kerajaan Majapahit,” dalam 
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dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai religious sosial dan politik 
yang merupakan materi Pancasila sudah muncul sejak 
memasuki zaman sejarah.” Bahkan, pada masa kerajaan ini, 
istilah Pancasila mulai dikenal, sebagaimana yang terdapat 
dalam kitab Nagarakertagama, karangan Empu Prapanca dan 
kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut 
istilah Pancasila di samping mempunyai arti “berbatu sendi 
yang lima” (dalam bahasa Sansekerta), juga mempunyai arti 
“pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu: 
tidak boleh melakukan kekerasan: tidak boleh mencuri: tidak 
boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan, tidak boleh 
mabuk minuman keras.” 

Kedua zaman, baik Sriwijaya maupun Majapahit dijadikan 
tonggak sejarah karena pada waktu itu bangsa Indonesia telah 
memenuhi syarat-syarat sebagai bangsa yang mempunyai 
negara. Baik Sriwijaya maupun Majapahit waktu itu merupakan 
negara-negara yang berdaulat, bersatu serta mempunyai wilayah 
yang meliputi seluruh Nusantara. Pada zaman tersebut bangsa 
Indonesia telah mengalami kehidupan yang gemah ripah loh 
jinawi, tata tentrem, kerta raharja.” 

Selain zaman kerajaan, masih banyak fase-fase yang harus 
dilewati menuju Indonesia merdeka hingga tergalinya Pancasila 
yang setelah sekian lama tertimbun oleh penjajahan Belanda. 
Sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan 
dinamika kehidupan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai 
Pancasila adalah apa yang termanifestasi dalam Sumpah 
Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, 


Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang 
satu, tanah air Indonesia: 


https://dongengarkeologi. wordpress.com/surya-majapahit/tata-pemerintahan/, 
diakses 24 Juni 2019 (23:55 WIB). 

Suwarno, Pancasila Budaya., hal. 23-4. 

di Darmodihardjo, Orientasi Singkat Pancasila, (Jakarta: PT. Gita Karya, 1978), 
hal. 6. 

Darmodihardjo., dkk, Santiaji Pancasila, Edisi Revisi, (Surabaya: Usaha 
Nasional, 1991), hal. 21. “Gemah ripah loh jinawi” secara sederhana diartikan 
untuk wilayah dengan kesuburan yang membawa kemakmuran, sedangkan “Tata 
tentrem kerta raharja” dapat digambarkan sebagai sebuah wilayah yang tertib, 
tenteram dan sejahtera. 
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Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, 
bangsa Indonesia, 
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, 
bahasa Indonesia. 


Penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa 
terjadi pada sidang pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945). 
Pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, Ir. 
Soekarno menyebutkan lima dasar bagi Indonesia merdeka. 
Sungguh pun Ir. Soekarno telah mengajukan lima sila dari dasar 
negara, beliau juga menawarkan kemungkinan lain, sekiranya 
ada yang tidak menyukai bilangan lima, sekaligus juga cara 
beliau menunjukkan dasar dari segala dasar kelima sila tersebut. 
Alternatifnya bisa diperas menjadi Tri Sila bahkan dapat 
dikerucutkan lagi menjadi Eka Sila. Tri Sila meliputi: socio- 
nationalisme, socio democratie dan ke-Tuhanan. Sedangkan 
Eka Sila yang dijelaskan oleh Ir. Soekarno yaitu “gotong 
royong” karena menurut Ir. Soekarno “negara Indonesia yang 
kita dirikan haruslah negara gotong royong.” Tetapi yang 
lahir pada tanggal 1 Juni itu adalah nama Pancasila, di samping 
usulan nama Trisila dan Ekasila yang tidak terpilih.” 

Setelah sidang pertama BPUPKI, terjadi perdebatan sengit 
yang disebabkan perbedaan pendapat. Karena apabila dilihat 
lebih jauh para anggota BPUPKI terdiri dari elit Nasionalis 
netral agama, elit Nasionalis Muslim dan elit Nasionalis 
Kristen. Elit Nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam 
sebagai dasar Negara, namun dengan kesadaran yang dalam 
akhirnya terjadi kompromi politik antara Nasionalis netral 
agama dengan Nasionalis Muslim untuk menyepakati Piagam 
Jakarta (22 Jum 1945) yang berisi “tujuh kata”: “...dengan 
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- 
pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

Peniadaan tujuh kata itu dilakukan dengan cepat dan 
legowo demi kepentingan nasional oleh elit Muslim: KH. Abdul 


23 Yudi Latif, Negara Paripurna., hal. 18-9. 
si Nugroho Notosusanto, Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara, (Jakarta: PN 
Balai Pustaka, 1981), hal. 21. 
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Wachid Hasyim (1914-1953),” Moh. Hatta: Ki Bagus 
Hadikoesoemo (1890-1954), Teuku Moh. Hasan (1906- 
1997)” dan tokoh muslim lainnya. Jadi elit Muslim sendiri 
tidak ingin republik yang dibentuk ini merupakan negara 
berbasis agama tertentu. 

Pada awal kelahirannya, menurut Onghokham dan Andi 
Achdian, Pancasila tidak lebih sebagai kontrak sosial. Hal 
tersebut ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan dan negosiasi di 
tubuh BPUPKI dan PPKI ketika menyepakati dasar negara yang 
kelak digunakan Indonesia merdeka.” Inilah perjalanan the 
founding fathers yang begitu teliti mempertimbangkan berbagai 
kemungkinan dan keadaan agar dapat melahirkan dasar negara 
yang dapat diterima semua lapisan masyarakat Indonesia. 


3. Nilai Pancasila Pada Zaman Penjajahan 

Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad ke-XVI, 
maka berkembanglah agama Islam di Indonesia. Bersamaan 
dengan itu, kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri dan orang- 
orang Eropa, terutama Portugis dan Spanyol mulai berdatangan 
untuk mencari pusat tanaman rempah-rempah. Bangsa asing ini 
tidak hanya berniat untuk melakukan perniagaan, namun telah 
berubah menjadi penjajahan, seperti Malaka yang dikuasai 
Portugis sejak 1511. 

Pada akhir abad ke XVI, Belanda mulai datang ke 


Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang 
pertama kali datang ke Indonesia adalah Cornelis de Houtman, 


22 Lahir di Jombang, 1 Juni 1914. Adalah menteri negara dalam kabinet pertama 


Indonesia, Menteri Agama, penggagas sitem pembelajaran madrasah di 
lingkungan Pondok Pesantren Tebuireng. Wahid Hasyim meninggal di Cimahi, 
Jawa Barat pada tanggal 19 April 1953 (usia 38 tahun), akibat kecelakaan yang 
dialaminya saat menghadiri suatu acara NU. 

Lahir di Kauman Yogyakarta dengan nama R. Hidayat pada 24 November 1890. 
Ia adalah putra Raden Kaji Lurah Hasyim, seorang abdi dalem putihan (pejabat) 
agama Islam di Keraton Yogyakarta. Ki Bagoes meninggal di Jakarta, 4 
November 1954, pada umur 63 tahun. 

91 Lahir di Pidie, Aceh, 4 April 1906 dan meninggal di Jakarta, 21 September 1997 
(usia 91 tahun). Adalah Gubernur Wilayah Sumatra pertama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam Kabinet Darurat (1948-1949). 
Dikutip dalam As'ad Said Ali, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan 
Berbangsa, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009), hal. 17. 
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dengan mempergunakan 4 kapal dan berlabuh di Banten pada 
tahun 1596. Segera setalah itu, diikuti oleh para pedagang 
lainnya. Pada tahun 1602, mereka mendirikan Perkumpulan 
Dagang India Timur di Batavia atau VOC (Verenigde Oost 
Indeische Compagnie), yang di kalangan rakyat dikenal dengan 
istilah Kompeni. Praktek-praktek VOC mulai kelihatan dengan 
paksaan-paksaan sehingga rakyat mulai mengadakan 
perlawanan. Mataran di bawah pemerintahan Sultan Agung 
(1613-1645)? berupaya mengadakan perlawanan dan 
menyerang ke Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1929, 
walaupun tidak berhasil meruntuhkan VOC, namun Gubernur 
Jenderal J.P. Coen (1587-1629) tewas dalam serangan Sultan 
Agung yang akhirnya pun Sultan Agung menyusul untuk 
mangkat, sehingga Mataram menjadi bagian kekuasaan 
kompeni. 

Penghisapan mulai memuncak ketika Belanda mulai 
menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa (1830-1870) 
dengan memaksakan beban kewajiban terhadap rakyat yan 
gtidak berdosa. Penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi dan 
Belanda sudah tidak peduli lagi dengan ratap penderitaan 
tersebut, bahkan mereka semakin gigih dalam menghisap rakyat 
untuk memperbanyak kekayaan bangsa Belanda. 


4. Nilai Pancasila Pada Zaman Kebangkitan Nasional 

Pada abad ke-XX di panggung politik internasional 
terjadilah pergolakan kebangkitan Dunia Timur dengan suatu 
kesadaran akan kekuatannya sendiri, seperti Republik Philipina 
(1898) yang dipelopori Joze Rizal (1861-1896), kemenangan 


sa Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusuma adalah Sultan ke-3 Kesultanan 
Mataram (memerintah tahun 1613-1645). Di bawah kepemimpinannya, Mataram 
berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara. 

Jan Pieterszoon Coen adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-4 
(memerintah tahun 1619-1623) dan ke-6 (tahun 1627-1629). Coen meninggal di 
Batavia pada 21 September 1629, akibat terjangkit wabah kolera yang disebarkan 
oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung, setelah peristiwa Serangan Besar di 
Batavia (1628). 

Jose Protacio Rizal Mercado Alonso Realonda adalah tokoh Filipina yang 
berprofesi sebagai dokter mata, arsitek, seniman, pendidik, ekonom, etnolog, ahli 
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Jepang atas Rusia di Tsunia (1950), gerakan Sun Yat Sen 
(1866-1925) dengan Republik Cinanya (1911), dan Partai 
Konggres di India dengan tokoh Bal Gangadhar Tilak (1856- 
1920)” dan Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948). 
Adapun di Indonesia bergolaklah kebangkitan akan kesadaran 
berbangsa yaitu Kebangkitan Nasional (1908) yang dipelopori 
oleh dr. Wahidin Sudirohusodo (1852-1917) ” dengan Budi 
Utomonya. Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan 
nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki 
kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. 

Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 
merupakan gerakan pelopor berdirinya gerakan-gerakan 
nasional lainnya, seperti Sarekat Dagang Islam (SDI) (1909), 
Indische Party (1913) yang dipimpin Tiga Serangkai: dr. 
Douwes Dekker (1879-1950), dr. Ciptomangunkusumo 
(1886-1943), Suwardi Suryaningrat (1889-1959) dan 
gerakan-gerakan nasional lainnya. 


pertanian, sejarahwan, jurnalis, pemusik, mitologiwan, sosiolog, pematung, 

penyair, penulis drama dan novelis. Hari kematiannya, 30 Desember dijadikan 

sebagai hari libur di Filipina. 

Sun Yat-Sen adalah pemimpin kunci revolusi Tiongkok (1895), pejabat presiden 

(1912), dan presiden Tiongkok (1923-1925). 

108 Adalah seorang nasionalis India, wartawan, guru, reformis sosial, pengacara dan 
aktivis kemerdekaan. 

108 Adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus India. Gandhi merupakan salah 
seorang yang paling penting yang terlibat dalam Gerakan Kemerdekaan India. Ia 
adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, mengusung gerakan 
kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. 

105 Adalah penggagas berdirinya Budi Utomo. Menurutnya, salah satu cara untuk 
membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus 
diberi kesempatan mengikuti pendidikan. ia menggagas perlunya mendirikan 
organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat 
bangsa. Gagasan tersebut, ia sampaikan kepada para pelajar STOVIA Jakarta 
sehingga akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908, lahirlah Budi Utomo. 

106 gr. Ernest Frangois Eugene Douwes Dekker Danudirja Setiabudi adalah penulis yang 

kritis, wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama “Nusantara” sebagai nama 

untuk Hindia Belanda yang merdeka. Douwes Dekker wafat dini hari tanggal 28 

Agustus 1950 dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. 

Adalah tokoh pergerakan yang menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan 

kritis terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1913, ia diasingkan 

oleh pemerintah kolonial ke Belanda, akibat tulisan dan aktivitas politiknya, dan 
baru kembali pada tahun 1917. Karena sikap radikalnya, pada tahun 1927, ia 

dibuang oleh Belanda ke Banda. Ia wafat pada tahun 1943 dan dimakamkan di 

TMP Ambarawa. 
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5. Nilai Pancasila Pada Zaman Penjajahan Jepang 

Setelah Nederland diserbu oleh tentara Nazi Jerman'” 
pada tanggal 5 Mei 1940 dan jatuh pada tanggal 10 Mei 1940, 
Ratu Wilhelmina (1880-1962)"" dengan segenap aparat 
pemerintahan-nya — mengungsi ke Inggris, sehingga 
pemerintahan Belanda masih dapat berkomunikasi dengan 
pemerintah jajahan di Indonesia dari pengungsian. 

Janji Belanda tentang Indonesia merdeka di kemudian hari, 
dalam kenyataannya hanya suatu kebohongan belaka sehingga 
tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan sampai akhir 
pendudukan pada tanggal 10 Maret 1940, kemerdekaan bangsa 
Indonesia itu tidak pernah terwujud. 

Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda 
“Jepang pemimpin Asia,” dan “Jepang saudara tua bangsa 
Indonesia,” akan tetapi dalm perang melawan sekutu Barat 
(Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, Belanda dan Negara sekutu 
lainnya) nampanknya Jepang semakin terdesak. Oleh karena itu, 
agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia, pemerintah 
Jepang bersikap bermurah hati terhadap bangsa Indonesia, yaitu 
menjanjikan Indonesia merdeka di kelak kemudian hari. 


108 Lahir dengan nama Soewardi Soerjaningrat. Ia adalah kolumnis, politisi, dan 


pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di zaman Belanda. Ia merupakan pendiri 
Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan 
kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan 
seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya 
diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan 
ciptaannya, Tut Wuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan 
Nasional Indonesia. 

109 Nazi Jerman atau Reich Ketiga merujuk terutama pada masa dari tahun 1933-1945, 
ketika Adolf Hitler memimpin Negara Jerman sebagai diktator dan menyebarkan 
ideologi nasional-sosialisme (Nationalsozialismus). Nama “Jerman Nazi” 
merupakan istilah populer media yang merujuk pada Jerman pada masa 
pemerintahan Partai Nazi yang berkuasa secara tunggal absolut. Adapun julukan 
“Reich Ketiga” merupakan nama tidak resmi yang dipropagandakan oleh Adolf 
Hitler selama menjadi pemimpin (Jerman: fiihrer). 

H0 Adalah Ratu Belanda sejak 1890-1948. Masa kekuasannya menjadi saksi Perang 
Dunia I, Perang Dunia II, krisis ekonomi (1933), dan kejatuhan Belanda sebagai 
penguasa kolonial. Pada tanggal 4 September 1948, ia menyerahkan tampuk 
kekuasaan kepada anaknya, Putri Juliana. Ratu Wilhelmina meninggal pada 
tanggal 28 November 1962 dan dimakamkan di Nieuwe Kerk di Kota Delft, pada 
tanggal 8 Desember 1962. 
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Untuk mendapat simpati dan dukungan dari bangsa 
Indonesia, maka sebagai realisasi janji tersebut dibentuklah 
suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha 
persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik 
Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu 
Zyumbi Tioosakai." 

Pada hari itu juga diumumkan nama-nama ketua, wakil 
ketua serta para anggota. Sebagai ketua (Kaicoo) adalah Dr. 
K.R.T Radjiman Wediodiningrat, dibantu Ketua Muda 
Iclubangse (seorang anggota luar biasa), dan Ketua Muda R.P. 
Soeroso (merangkap kepala), dan 76 anggota lainnya. 

BPUPKI mulai bekerja pada tanggal 28 Mei 1945, dimulai 
upacara pembukaan dan pada keesokan harinya dimulai sidang- 
sidang (29 Mei-1 Jum 1945). Yang tampil untuk berpidato 
menyampaikan usulannya adalah Mr. Muh Yamin (29 Mei 
1945), Prof. Soepomo (31 Mei 1945) dan Ir. Soekarno (1 Juni 
1945). Adapun intisari pidato mereka adalah sebagai berikut: 


Mr. Moh. Yamin (29 Mei 1945) 

Pada tanggal 29 Mei 1945, Moh. Yamin membacakan 
naskah pidatonya yang berjudul “Azaz Dasar Negara 
Kebangsaan Republik Indonesia.”''? Ja mengusulkan lima azaz 
dan dasar sebagai rumusan dasar Negara Indonesia, yaitu: 

Peri Kebangsaan 
Peri Kemanusiaan 
Peri Ketuhanan 
Peri Kerakyatan 
Kesejahteraan Rakyat 

Selain usulan tersebut, pada akhir pidatonya Moh. Yamin 
menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan 
usulan sementara berisi rumusan UUD RI dan rancangan itu 
dimulai dengan pembukaan yang bunyinya: 


Ted ana an 


UI Ahmad Fauzi, dkk, Pancasila Ditinjau dari Segi Historis, Segi Yuridis 


Konstitusional dan Segi Filosofis, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1983), hal. 
42, Rozikin Daman, Pancasila Dasar Falsafah Negara, (Jakarta: CV Rajawali, 
1992), hal. 40. 

ae Ari Tri Soegito, dkk, Pendidikan Pancasila, (Semarang: Unnes Press, 2016), hal. 
65. Ahmad Fauzi, dkk, Pancasila di Tinjau., hal. 46-7. 
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Oentoek membentuk Pemerintahan Negara Indonesia jang 
melindoengi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
dan oentoek memajukan kesejahteraan oemoem, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, menjuboerkan hidup kekeluargaan, dan ikut 
serta melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan perdamaian 
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan 
kebangsaan Indonesia dalam suatu Oendang-oendang Dasar 
Negara Indonesia, jang terbentuk dalam soeatoe susunan Negara 
Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat dengan berdasar 
kepada: ketuhanan Jang Maha Esa, Kebangsaan, Persatoean 
Indonesia, dan rasa kemanusiaan jang adil dan beradab, kerakjatan 
jang dipimpin oleh  hickmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan sosial 
bagi seloeroeh rakjat Indonesia. 


Pada tanggal 30 Mei 1945 banyak golongan/tokoh-tokoh 
Islam yang mengusulkan agar dasar negara yang dipakai adalah 
dasar Islam, di antara tokoh tersebut ialah KH. Wahid Hasyim, 
Ki 
Bagus Hadikusumo, dan KH. A. Kahar Muzakir. 


Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945) 

Berbeda dengan usulan Mr. Moh. Yamin, Dr. Soepomo 
sebelum menyampaikan rumusannya, ia terlebih dahulu 
mengemukakan teori-teori Negara sebagai berikut: 

1. Teori negara perseorangan (individualis), sebagaimana 
diajarkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), Jean Jacguas 
Rousseau (1712-1778), Herbert Spencer (1820-1903), 
dan H.J. Laski (1893-1950). Menurut paham ini, Negara 


18 A.M. Effendy, Falsafah Negara Pancasila, hal. 14. 

14 Adalah filsuf Inggris yang beraliran empirisme. Pandangannya yang terkenal 
adalah konsep manusia dari sudut pandang empirisme-materialisme, serta 
pandangan tentang hubungan manusia dengan sistem negara. 

Adalah tokoh filosofi besar, penulis dan komposer pada abad pencerahan. 
Pemikiran filosofinya memengaruhi revolusi Prancis, perkembangan politik 
modern dan dasar pemikiran edukasi. 

Adalah filsuf Inggris dan seorang pemikir teori liberal klasik terkemuka. 
Meskipun kebanyakan karya yang ditulisnya berisi tentang teori politik dan 
menekankan pada “keuntungan akan kemurahan hati,” dia lebih dikenal sebagai 
bapak Darwinisme sosial. 

Adalah seorang politikus Inggris, ekonom, penulis, dan dosen. Ia juga merupakan 
anggota terkemuka dari Partai Buruh Inggris yang beralih ke Marxisme, dalam 
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adalah masyarakat hukum (Jegal society) yang disusun atas 
kontrak antara seluruh individu (contract social). Paham 
negara ini banyak terdapat di Eropa dan Amerika. 


. Paham negara kelas (class theory) atau teori “golongan.” 


Teori ini sebagaimana diajarkan oleh Marx (1818-1883), 


Engels (1820-1895)? dan Lenin (1870-1924). Negara 
adalah alat dari suatu golongan (suatu klasse) untuk 
menindas kelas lain. Negara kapitalis adalah alat dari kaum 
borjuis. Oleh karena itu, kaum Marxis menganjurkan untuk 
meraih kekuasaan agar kaum buruh dapat ganti menindas 
kaum borjuis. 


. Paham negara integralistik, yang diajarkan oleh Spinoza 


(1632-1677), Adam Muller (1779-1829), dan Hegel 
(1770-1831). Menurut paham ini, negara bukanlah untuk 
menjamin perseorangan atau golongan akan tetapi menjamin 
kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. 
Negara adalah susunan masyarakat yang integral, segala 
golongan, bagian atau anggotanya saling berhubungan erat 
satu dengan lainnya dan merupakan kesatuan organis. 
Menurut paham ini yang terpenting dalam negara adalah 


usahanya untuk menafsirkan “krisis demokrasi” di Inggris selama ekonomi tidak 
stabil pada tahun 1930-an. 

Adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, 
jurnalis dan sosialis revolusioner asal Jerman. Lahir di Trier dalam keluarga kelas 
menengah, Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. 

Friedrich Engels adalah anak sulung dari industrialis tekstil yang berhasil. 
Sewaktu ia dikirim ke Inggris untuk memimpin pabrik tekstil milik keluarganya 
yang berada di Manchester, ia melihat kemiskinan yang terjadi kemudian menulis 
dan dipublikasikan dengan judul “Kondisi dari Kelas Pekerja di Inggris.” 
Vladimir Ilyich Ulyanov, yang lebih dikenal dengan julukan Lenin, adalah 
seorang tokoh revolusioner komunis, politikus, dan teoretikus politik 
berkebangsaan Rusia. Nama Lenin sebenarnya adalah nama samaran yang 
diambil dari nama Sungai Lena di Siberia. 

Baruch de Spinoza adalah filsuf keturunan Yahudi-Portugis yang lahir dan besar 
di Belanda. Pikiran Spinoza berakar dalam tradisi Yudaisme. Pemikiran Spinoza 
yang terkenal adalah ajaran mengenai Substansi tunggal Allah atau alam. 

Adam Heinrich Miiller adalah filsuf Jerman yang menjadi tokoh utama paham 
romantisme Jerman tentang masyarakat dan negara. Romantisme adalah sebuah 
paham dan gerakan yang berjuang melawan gagasan-gagasan Pencerahan. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel adalah filsuf idealis Jerman. Pengaruhnya sangat 
luas terhadap para penulis dari berbagai posisi, termasuk para pengagumnya, dan 
mereka yang menentangnya. 
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pengidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak 
kepada golongan yang paling kuat atau yang paling besar. 
Tidak memandang kepentingan seseorang sebagai pusat 
akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa 
seluruhnya sebagai suatu persatuan. 
Setelah menyampaikan teori-teori negara, Dr. Soepomo 

mengusulkan asas negara sebagai berikut: 

. Persatuan 

. Kekeluargaan 

. Keseimbangan lahir dan batin 

. Musyawarah 

. Keadilan rakyat.” 


UB DNA 


Ir. Soekarno (1 Juni 1945) 

Usulan dasar negara berikutnya adalah pidato dari 
Soekarno yang disampaikan secara lisan tanpa teks. Beliau 
mengusulkan dasar Negara yang terdiri atas lima prinsip yang 
rumusannya adalah sebagai berikut: 

. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia) 
. Internasionalisme (peri kemanusiaan) 
. Mufakat (demokrasi) 

. Kesejahteraan sosial 

. Ketuhanan yang berkebudayaan. 

Lima prinsip sebagai dasar negara tersebut kemudian oleh 
Soekarno diusulkan agar diberi nama “Pancasila.” Berikutnya, 
menurut Soekarno, kelima sila tersebut dapat diperas menjadi 
“Tri Sila” yang meliputi: 1) sosio nasionalisme yang merupakan 
sintesa dari “kebangsaan (nasionalisme)” dengan “peri 
kemanusiaan (internasionalisme),” 2) sosio demokrasi yang 
merupakan sintersa dari “mufakat (demokrasi),” dengan 
“kesejahteraan sosial,” serta 3) Ketuhanan. Beliau juga 
mengusulkan bahwa “Tri Sila” tersebut dapat diperas menjadi 
“Eka Sila” yang intinya adalah “gotong royong.”'” 

Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar filsafat 
negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia atau 


UB NN 


aki Rozikin Daman, Pancasila Dasar Falsafah Negara, hal. 46-7. 


12 Ahmad Fauzi, dkk, Pancasila Ditinjau., hal. 51. 
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“Philosphische grondslag” juga pandangan dunia yang 
setingkat dengan aliran-aliran besar dunia atau sebagai 
“weltanschauung” dan “di atas dasar itulah, kita dirikan negara 
Indonesia.” 

Perumusan sidang BPUPKI pun berlangsung cukup rumit 
karena merumuskan dasar negara yang penting bagi masyarakat 
Indonesia. Usulan dari Moh. Yamin, Soepomo dan Soekarno 
pun masih belum menemukan kata mufakat dari tiap anggota. 
Oleh karenanya, selanjutnya dibentuk suatu panitia kecil 
berjumlah delapan orang (Panitia Delapan) untuk menyusun 
dan mengelompokkan semua usulan tersebut. Mereka terdiri 
dari: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mas Soetardjo 
Kertohadikusumo (1892-1976),”” KH. Wachid Hasyim, Ki 
Bagus Hadikoesoemo, Otto Iskandardinata (1897-1945), Mr. 
Moh. Yamin, dan Mr. A.A. Maramis (1897-1977). 

Panitia Delapan segera bekerja meneliti dan 
mengelompok-kan usulan yang masuk. Dalam 
perkembangaannya, terdapat perbedaan pendapat dari para 
anggota sidang tentang hubungan antara agama dan negara. 
Para anggota sidang yang beragama Islam menghendaki agar 
negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan 
nasionalis menghendaki bahwa negara tidak mendasarkan 
hukum salah satu agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan 
ini, maka dibentuk lagi suatu panitia kecil yang berjumlah 
sembilan orang yang dikenal sebagai Panitia Sembilan, yang 
anggotanya berasal dari golongan agama dan nasionalis, yaitu: 


26 Adalah gubernur pertama Jawa Barat, tokoh nasional, anggota KNIP dan Ketua 


DPA yang pernah menggagas Petisi Sutardjo yang diajukan pada 15 Juli 1936 
kepada Ratu Wilhelmina serta Staten Generaal (parlemen) Belanda. Petisi ini 
diajukan karena ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan politik Gubernur 
Jenderal De Jonge. 

12 Lahir di Bandung, 31 Maret 1897. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Budi 
Utomo cabang Bandung (1921-1924), Wakil Ketua Budi Utomo cabang 
Pekalongan (1924), anggota Gemeenteraad (Dewan Kota) Pekalongan (1924), 
dan anggota Volksraad (Dewan Rakyat, semacam DPR, 1930-1941). Ia 
meninggal di Mauk, Tangerang, Banten, 20 Desember 1945 (usia 48 tahun). 

128 Mr. Alexander Andries Maramis lahir di Manado tanggal 20 Juni 1897. Adalah 
anggota BPUPKI, KNIP, dan Menteri Keuangan Indonesia yang menandatangani 
Oeang Republik Indonesia pertama. Ia meninggal di Jakarta tanggal 31 Juli 1977 
(usia 80 tahun). 
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Ir. Soekarno, Mr. Moh Yamin, KH. Wachid Hasyim, Drs. Moh. 
Hatta, KH. Abdul Kahar Moezakir (1907-1973)? Mr. 
Maramis, Mr. Soebardjo (1896-1978), Abikusno 
Tjokrosujoso (1897-1968), dan H. Agus Salim (1884- 
1954). 

Pada tanggal 22 Jum 1945, Panitia Sembilan melakukan 
sidang yang menghasilkan suatu konsensus yang dalam istilah 
Ir. Soekarno disebut sebagai suatu modus, yakni kesepakatan 
yang dituangkan dalam mukadimah (preambuley UUD 1945, 
alinea keempat dalam rumusan UUD 1945, yaitu: 

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam 
bagi pemeluk-pemeluknya. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Moh. Yamin kemudian mempopulerkan kesepakatan 
tersebut dengan nama “Piagam Jakarta,” atau “Jakarta Chapter” 
sebagai cikal bakal Pancasila yang isi lengkapnya: 


128 Prof. KH. Abdoel Kahar Moezakir kelak menjabat rektor pertama Sekolah Tinggi 
Islam (kini, UII Yogyakarta) selama 2 periode 1945-1948 dan 1948-1960. Ia lahir 
di Yogyakarta pada bulan April 1907 dan meninggal tanggal 2 Desember 1973. 
Kahar merupakan aktivis Muhammadiyah, Partai Islam Indonesia (PII), dan 
Partai Masyumi. 
30 Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo lahir di Karawang, 23 Maret 1896. 
Ia adalah diplomat dan Menteri Luar Negeri Indonesia pertama. Gelar Meester in 
de Rechten (Mr.) yang disandangnya diperoleh dari Universitas Leiden Belanda 
(1933). Ia meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1978 (usia 82 tahun) di 
Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru. Jenazahnya dimakamkan di Cipayung, 
Bogor. 
Abikoesno Tjokrosoejoso lahir di Karanganyar (Kebumen) tahun 1897 dan 
meninggal tahun 1968. Ia merupakan Menteri Perhubungan Kabinet Presidensial 
pertama Soekarno dan juga penasihat Biro Pekerjaan Umum. Adik HOS 
Tjokroaminoto (w. 1934) ini pernah menjabat sebagai Ketua Partai Sarekat Islam 
Indonesia (PSII). Bersama dengan Mohammad Husni Thamrin dan Amir 
Sjarifoeddin, ia membentuk Gabungan Politik Indonesia, sebuah front persatuan 
yang terdiri dari semua partai politik, kelompok, dan organisasi sosial yang 
menganjurkan kemerdekaan Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang, ia 
merupakan tokoh kunci dalam Masyumi. 
132 Nama aslinya adalah Masyhudul Hag, lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatra Barat, 8 
Oktober 1884 dan meninggal di Jakarta, 4 November 1954 (usia 70 tahun). 
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sidang 10 Juli 


Bahwa sesoengguhnja kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa, 
dan oleh sebab itu maka pendjadjahan di atas doenia haroes 
dihapuskan, karena tidak sesoeai dengan peri kemanusiaan dan 
peri keadilan. 
Dan perdjoeangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah 
sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentosa 
mengantarkan Rakjat Indonesia ke depan pintoe gerbang Negara 
Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 
Atas berkat Rahmat Allah jang Maha Koeasa, dan dengan 
didorongkan oleh keinginan jang loehoer, soepaja berkehidoepan 
kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini 
menjatakan kemerdekaannja. 
Kemoedian daripada itoe, oentoek membentoek soeatoe 
Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap Bangsa 
Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia, dan oentoek 
memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan 
bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 
maka disoesoenlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itoe 
dalam suatu Hoekoem Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek 
dalam soeatoe soesoenan negara Repoeblik Indonesia jang 
berkedaaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: 
1. Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi 
pemeloek-pemeloeknja 
2. Kemanoesiaan jang adil dan beradab 
3. Persatoean Indonesia 
4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat, kebidjaksanaan dalam 
permoesjawaratan/perwakilan 


5. Keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia. 


Pada tanggal 10-16 Juli 1945, BPUPKI melaksanakan 
sidang kedua dengan acara untuk “mempersiapkan Rancangan 
Hukum Dasar” yang digelar di Jl. Pejambon Jakarta. Pada 
1945, Ir. Soekarno menjelaskan tentang 
kesepakatan Panitia Sembilan pada tanggal 22 Jum 1945 
mengenai Piagam Jakarta. Keputusan sidang, agar Panitia 
Sembilan meneruskan pekerjaannya menyusun Rancangan 


Hukum Dasar/UUD. 
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Naskah “Piagam Jakarta” ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan 
ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. AA. Maramis, 
Abiekiesno Tjokrosoejodno, Abdoel Kahar Moezakir, KH. Wahid Hasjim, KH. 


Agoes Salim, dan Mr. Moh. Yamin. 
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Pada tanggal 11 Juli 1945, BPUPKI bersidang untuk 
mendengarkan 20 oarang anggota menyampaikan masukan- 
masukannya. Selain itu, dalam rapat ini, juga dibentuk panitia 
perancang undang-undang dasar (UUD) dengan 19 anggota 
yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Selain itu juga dibentuk panitia 
pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abikoesno 
Tjokrosoejoso serta panitia ekonomi dan keuangan yang 
diketuai Mohamad Hatta dengan anggota sebanyak 24 orang. 
Kecuali itu, juga dilakukan pembahasan penentuan wilayah 
Indonesia merdeka yang meliputi wilayah Hindia Belanda 
ditambah dengan Malaya, Borneu Utara, Papua, Timor-Portugis 
dan pulau-pulau di sekitarnya. 

Hasil sidang kerja panitia perancang UUD dilaksanakan 
pada tanggal 13 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945 
diadakan rapat pleno BPUPKI yang menerima laporan dari 
panitia perancang UUD yang disampaikan ketuanya dengan 
menyodorkan Rancangan Indonesia Merdeka dan pembukaan 
UUD. Tanggal 15 Juli 1945, Ir. Soekarno menyampaikan 
konsep rancangan UUD dengan penjelasannya dan disampaikan 
pula usul Drs. Moh. Hatta tentang hak asasi manusia. Kemudian 
tanggal 16 Juli 1945, sidang menerima dan menyetujui 
rancangan UUD yang diajukan panitia perancang UUD. 

Setelah sidang kedua ini ditutup, maka tugas BPUPKI 
dianggap selesai dan kemudian dibubarkan. Hasil-hasil yang 
dicap BPUPKI seharusnya segera dilaporkan kepada 
Pemerintah Jepang di Tokyo, tetapi karena keadaan dan posisi 
Jepang semakin memburuk, sehingga tidak mungkin dilakukan. 
Kemudian untuk melanjutkan tugas-tugas BPUPKI dibentuklah 
suatu badan yang diberi nama Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI).'“ 

Pada tanggal & Agustus 1945, Amerika Serikat 
menjatuhkan bom atom di Kota Hiroshima Jepang yang mulai 
menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian, 
BPUPKI berganti nama menjadi PPKI menegaskan keinginan 
dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua 
dijatuhkan di Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945. Dampak 


54 Ari Tri Soegito, dkk, Pendidikan Pancasila., hal. 65-70. 
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dari dua bom ini menewaskan 90.000-146.000 orang di 
Hiroshima dan 39.000-80.000 di Nagasaki. Peristiwa ini 
membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. 
Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh para tokoh Indonesia untuk 
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.” 

Untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 
Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan 
golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi yang 
berlangsung singkat, mulai pukul 02.00-04.00 dini hari.'? Teks 


185 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom atas persetujuan dari Britania Raya yang 


tertuang dalam Perjanjian Ouebec. Sebelumnya, AS bersama Britania Raya dan 

Cina, meminta pasukan Jepang untuk menyerah tanpa syarat atau menghadapi 

“kehancuran cepat dan besar.” Jepang menolak dan mengabaikan ultimatum 

tersebut. Sehingga AS menjatuhkan bom atom uranium jenis bedil (Little Boy) di 

Hiroshima dan bom plutonium jenis implosi (Fat Man) di Nagasaki. Akhirnya, 

tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu. Tanggal 

2 September 1945, Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri yang 

otomatis mengakhiri Perang Dunia II. 

Sebelum pembacaan proklamasi, pada 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi 

memanggil Soekarno, Hatta dan Radjiman di Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan 

tersebut, ia mengatakan bahwa Pemerintah Jepang akan memberikan 
kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Dua hari 
kemudian (tanggal 15 Agustus 1945), saat Soekarno, Hatta dan Radjiman 
kembali dari Dalat, Sutan Sjahrir mendesak agar Soekarno segera 
memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat 
sebagai tipu muslihat Jepang. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, para 
pengikut Sjahrir yang menginginkan pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia 
dari Jepang makin memuncak dan tak terkendali. Pada siang hari, mereka 
berkumpul di rumah Hatta, dan sekitar pukul 10 malam di rumah Soekarno. 

Sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan 

melalui radio, disusul pengambilalihan kekuasaan. Mereka juga menolak rencana 

PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus. “Saya 

menghadapi pihak pemuda, pemimpin tua dan pemimpin agama,” kata Soekarno. 

Akhirnya, pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, para tokoh pemuda yang 

dikomando Chaerul Saleh menculik Soekarno (beserta Fatmawati dan Guntur), 

dan Hatta, di Rengasdengklok (kelak dikenal sebagai peristiwa Rengasdengklok). 

Dalam penculikan tersebut, mereka bermaksud meyakinkan Soekarno bahwa 

Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. 

Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan 

Jenderal Yamamoto, komandan Jepang di Jawa. Dari pertemuan tersebut, 

Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, 

dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan. 

Setelah diyakini bahwa situasi memungkinkan untuk membacakan teks proklamasi, 
maka Soekarno, Hatta dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat di rumah 
Laksamana Maeda untuk menyiapkan teks Proklamasi. Keesokan harinya, tepat 
pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 M/17 Ramadan 1365 H, pukul 10.00 pagi, 
Soekarno membacakan Proklamasi Indonesia di rumah Soekarno, Jalan 
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proklamasi disusun oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. 
Raden Ahmad Soebardjo di ruang makan Laksamana Tadashi 
Maeda (1898-1977) tepatnya di jalan Imam Bonjol No. 1, 
Jakarta Pusat. Konsep Proklamasi ditulis tangan oleh Ir. 
Soekarno. Kemudian Sukarni Kartodiwirjo (1916-1971), dari 
golongan muda mengusulkan agar yang menandatangani teks 
proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas 
nama bangsa Indonesia. Usai rapat selesai, teks Proklamasi 
Indonesia kemudian diketik oleh Sayuti Melik (1908-1989). 
Isi Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 
sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta 
(22 Jum 1945) yang berisi garis-garis perlawanan terhadap 
imperlalisme-kapitalisme dan fasisme serta memuat dasar 
pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang 
lebih tua dari Piagam Perjanjian San Francisco (8 September 
1951) dan Dokumen Kapitulasi Tokyo (2 September 1945) 


Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, dilanjutkan dengan pengibaran Sang Saka 
Merah Putih, hasil jahitan Fatmawati. Tokoh lain yang sangat berjasa dalam 
peristiwa pembacaan Proklamasi adalah 3 pemuda pengibar bendera merah putih 
pertama, yaitu Latif Hendraningrat, S. Suhut dan Tri Murti. Lihat, Maria Umma 
Dewi, “Sejarah Kemerdekaan: Mengenang Peristiwa Proklamasi 17 Agustus 
1945,” (17 Agustus 2017 09.55 WIB), dalam https://www. 
goodnewsfromindonesia.id/2017/08/17/sejarah-kemerdekaan-mengenang- 
peristiwa-proklamasi-17-agustus-1945 

Laksamana Muda Maeda Tadashi adalah perwira tinggi AL Kekaisaran Jepang di 
Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik yang menjabat sebagai Kepala 
Penghubung AL dan AD Tentara Jepang. Ia mempersilahkan rumahnya sebagai 
tempat penyusunan naskah proklamasi dan menjamin keamanan bagi Soekarno 
dan para pemuda yang merumuskan naskah Proklamasi. 

Soekarni Kartodiwirjo lahir di Blitar, 14 Juli 1916. Adalah anggota perhimpunan 
Indonesia Muda (1930), mendirikan Persatuan Pemuda Kita, Ketua Pengurus 
Besar Indonesia Muda (1936), Ketua Umum Partai Murba (1948-1965), anggota 
Badan pekerja KNIP, anggota Konstituante (1955), Duta Besar Indonesia di RRT 
(1961-1964), dan anggota DPA (1967-1971). Ia wafat pada tanggal 7 Mei 1971 
(usia 54 tahun) dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. 
Mohamad Ibnu Sayuti (Sayuti Melik) merupakan pengetik naskah proklamasi 
kemerdekaan Indonesia dan suami dari Soerastri Karma Trimurti, seorang 
wartawati dan aktivis perempuan di zaman pergerakan dan kemerdekaan. Sayuti 
Melik meninggal pada tanggal 27 Februari 1989 dan dimakamkan di TMP 
Kalibata. Sayuti Melik menerima Bintang Mahaputra Tingkat V (1961) dari 
Presiden Soekarno dan Bintang Mahaputra Adipradana (II) dari Presiden 
Soeharto (1973). 


137 


138 


139 


Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - 61 


merupakan sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Usai proklamasi, PPKI segera menggelar sidang untuk 
pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1945, dengan agenda 
utama mengesahkan UUD 1945, mengangkat Ir. Soekarno dan 
Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta 
pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Dalam 
sidang ini, Piagam Jakarta kemudian disahkan menjadi UUD 
1945, setelah terlebih dahulu istilah “Mugaddimah” diubah 
menjadi “Pembukaan.” Butir pertama yang berisi “Ketoehanan, 
dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek- 
pemeloeknja,” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa,” 
oleh Drs. M. Hatta atas usul Mr. A. A. Maramis setelah 
berkonsultasi dengan KH. Wahid Hasyim, Mr. Teuku 
Muhammad Hassan (1906-1997), Kasman Singodimedjo 
(1904-1982) dan Ki Bagoes Hadikoesoemo. Pergumulan 
rumusan akhir nilai ketuhanan, sebagai penyelesaian perbedaan 
pendapat ini merupakan sikap gentlemen agreement (perjanjian 
tidak tertulis)” antara kelompok nasionalis dan kelompok 
agama. 

Finalisasi sila-sila Pancasila ini mencerminkan milai 
keimanan sekaligus nilai “amal shalih, sebagai perwujudan 


prilaku orang beriman. Dr. MAS Hikam menyatakan, 
Proses regulasi ini sangat fundamental sebab dengan 
ditempatkannya sila ketuhanan sebagai sila pertama, Pancasila 
menganut tauhid, sedang keempat sila di bawahnya 


MO Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 


1954), hal. 16. 

Penggantian ini menurut M. Hatta dimaksudkan untuk menjaga persatuan bangsa, 
mengingat adanya keberatan dari orang-orang Katolik dan Protestan di Indonesia 
bagian Timur. Yudi Latif, Wawasan Pancasila Bintang Penuntun untuk 
Pembudayaan, cet. 1, (Bandung: Mizan, 2018), hal. 54. A.M. Effendy, Falsafah 
Negara., hal. 27-8, dan Ahmad Fauzi, dkk, Pancasila., hal. 65-6. 

Mr. Teuku Muhammad Hasan adalah Gubernur pertama wilayah Sumatera, 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (1948-1949) Kabinet Darurat. 

48  Kasman Singodimedjo adalah Jakasa Agung RI (1945-1946), Menteri Muda 
Kehakiman Kabinet Amir Sjarifuddin II, dan Ketua KNPI. 

Istilah ini secara bahasa, sering dimaknai sebagai “perjanjian antar para pria” atau 
secara umum berupa perjanjian tidak tertulis, namun ada juga yang tertulis. Kiai 
Said Agil sering menyebutnya sebagai “mu dhadah wathaniyah,” (kesepakatan 
kebangsaan) atau “mitsdgan ghalidha” (komitmen yang kuat). 
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mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam rangka magashid al- 
syar'i (tujuan utama syariat). 


Oleh karena sudah mencapai kesepakatan, maka 
pembicaraan mengenai dasar Negara dianggap selesai. 
Selanjutnya dibicarakan mengenai materi Undang-undang 
Dasar (pasal demi pasal) dan diserahkan kepada Mr. Soepomo 
untuk merumuskannya. Demikian pula mengenai susunan 
pemerintahan negara yang terdapat dalam penjelasan UUD. 

Sejak tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah resmi 
menjadi dasar falsafah negara (philosophiche grond-slag), 
ideologi negara dan pandangan hidup (weltanshaung) bangsa 
Indonesia,” yang God centered (menjadikan Tuhan sebagai 
pusat kehidupan). 

Hubungan antara naskah Proklamasi, Piagam Jakarta, dan 
Pembukaan UUD 1945 adalah berupa nilai-nilai, prinsip- 
prinsip, dan asas-asas yang mendasar dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nila tersebut 
meliputi asas self determination (bak untuk menentukan nasib 
sendiri), prinsip freedom of nation and state (prinsip berdirinya 
bangsa dan negara yang merdeka), asas kebebasan, volksgeist 
(jiwa bangsa), staatside (cita negara), rechtside (cita hukum), 
dan falsafah negara." 


Nilai-Nilai Pancasila Pasca Indonesia Merdeka 

Pasca kemerdekaan, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara seolah mengalami kemorosotan. 
Kemerosotan dimaksud bahwa diskusi untuk merefleksi dasar 
negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
tidak mendapatkan ruang yang cukup. Kondisi tersebut 
disebabkan fokus kehidupan berbangsa diarahkan pada 
mempertahankan kemerdekaan untuk menghadapi agresi 


4 Muhammad AS Hikam, “Deradikalisasi Melalui Penguatan Pancasila,” kata 


pengantar dalam Syaiful Arif, Islam, Pancasila dan Deradikalisasi., hal. Vii. 

ki Yudi Latif, Revolusi Pancasila., hal. 31. 

ai Syaiful Arif, Islam, Pancasila dan Deradikalisasi., hal. 1. 

12 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Civic Education Antara Realitas Politik dan 
Implementasi Hukumnya, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 12. 
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kolonial”? Meski demikian, terdapat kondisi yang menarik 


ketika terjadi pergolakan politik di Indonesia, Pancasila tidak 
mengalami pergeseran dalam setiap konstitusi yang dihasilkan 
sebagai respon atas pergolakan politik. Artinya tidak ada usaha 
untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang 
diletakkan pada saat persiapan (tanggal) kemerdekaan 
Indonesia. 

Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, 
Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada 
waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi 
multi-partai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai 
politik pada masa itu tumbuh sangat subur," dan proses politik 
yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima 
sila yang terdapat dalam Pancasila sebagai dasar Negara. Pada 
masa ini, Pancasila mengalami masa kejayaannya. 

Baru pada awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari 
sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang 


49 Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera 


terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947-5 Agustus 
1947, disusul kemudian Agresi Militer Belanda II yang terjadi pada 19 Desember 
1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat 
itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh 
lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah 
Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin 
Prawiranegara. 

150 Hingga saat ini, terkecuali dilakukan oleh kelompok-kelompok “ekstrimis” dan para 
pemberontak (bughat) yang ingin merebut kekuasaan, seperti DI/TII, PRRI, PKI 
dan HTI, Pancasila masih kokoh sebagai ideologi pemersatu bangsa dalam 
bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 

51 Pemilu pertama tahun 1955, diikuti oleh 172 partai untuk memperebutkan 257 kursi 
DPR. Pemilu ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu: pertama, pemilu untuk memilih 
anggota DPR (29 September 1955), diikuti oleh 29 partai politik. Kedua, untuk 
memilih anggota konstituante (15 Desember 1955). Partai yang mendapatkan 
suara besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 
8.434.653 suara (22,32 Yo: 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante), Partai 
Masyumi 7.903.886 suara (20,92 90: 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante), 
Partai Nahdlatul Ulama (PNU) 6.955.141 suara (18,41 96: 45 kursi DPR dan 91 
kursi Konstituante), Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.179.914 suara (16,36 
6,39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante) dan Partai Syarikat Islam 
Indonesia (PSII) 1.091.160 suara (2,89 SY, 8 kursi), Pemilu kedua 
diselenggarakan pada 5 Juli 1971 dan diikuti oleh 10 Partai Politik. Golongan 
Karya (Golkar) mendapatkan 34.348.673 suara (62,82 So: 236 kursi), NU 
10.213.650 suara (18,68 $6: 58 kursi), PNI 2.930.746 suara (5,36 X: 20 kursi, 
PSII 1.308.237 suara (2,39 46: 10 kursi). 
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terhadap Pancasila. Saat itu, muncul perbedaan perspektif yang 
di kelompokkan dalam dua kubu. 

Pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila 
lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka 
memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik melainkan 
sebuah filsafat sosial atau weltanschauung bangsa. 

Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai 
sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta 
yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. 
Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi 
politik di antara golongan nasionalis netral agama (Sidik 
Djojosukarto (1908-1955) dan Sutan Takdir Alisyahbana 
(1908-19941,5? dkk) dan nasionalis Islam (Hamka (1908- 
1981),”" KH. Saifuddin Zuhri (1919-19861,” Muhammad 
Natsir (1908-1993), dkk) mengenai dasar negara. 


152 Sidik Djojosukarto lahir di Blitar, 7 Juni 1908. Ia merupakan pemimpin redaksi 
koran Indonesia Berdjoeang (Surabaya), anggota Dewan Eksekutif Jong Java, 
pemimpin Indonesia Moeda (1930), anggota Partindo (Partai Indonesia) dan 
Gerindo (Gerakan Rakjat Indonesia), Ketua Putera dan Jawa Hokokai Kediri, 
Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Karesidenan Kediri (1945), anggota 
KNIP, Penjabat Ketua Umum PNI (1949), dan Ketua Umum PNI (1950-1955). 

158 Lahir di Mandailing Natal, Sumatra Utara, 11 Februari 1908 dan meninggal di 
Jakarta, 17 Juli 1994. Ja adalah sastrawan dan ahli tata bahasa Indonesia serta 
pendiri Universitas Nasional, Jakarta. Ia memimpin majalah Panji Pustaka, Balai 
Pustaka (1930-1933), Poedjangga Baroe (1933-1942, 1948-1953), Pembina 
Bahasa Indonesia (1947-1952), Konfrontasi (1954-1962), dan Ilmu dan Budaya 
(1979-1994), Guru besar Bahasa Indonesia, Sejarah, Filsafat Kesusastraan dan 
Kebudayaan di Universitas Indonesia (1946-1948), Universitas Nasional (1950- 
1958), Universitas Andalas, Padang (1956-1958), dan Ketua Departemen Studi 
Melayu Universitas Malaya, Kuala Lumpur (1963-1968). Ia juga sebagai 
pencetus Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo dan orang pertama yang 
menulis Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia (1936). Sultan menjadi anggota 
parlemen (1945-1949), anggota KNIP, anggota Konstituante (1950-1960), dan 
inisiator Konferensi Pertama Bahasa-bahasa Asia (1967), Ketua Gerakan 
Pembina Bahasa Indonesia (1970), Rektor Universitas Nasional, Ketua Akademi 
Jakarta (1970-1994), dan Direktur Balai Seni Toyabungkah, Bali (1994). 

154 Nama lengkapnya, Prof. DR. H. Abdul Malik Karim Amrullah, lahir di Nagari 
Sungai Batang, Tanjung Raya, Agam, Sumatra Barat, 17 Februari 1908 dan 
meninggal di Jakarta, 24 Juli 1981. Ia adalah seorang ulama dan sastrawan yang 
melewatkan waktunya sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia juga aktif di 
Masyumi, Muhammadiyah dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama. 
Ia dikukuhkan sebagai guru besar oleh Universitas Mustopo Jakarta, serta 
mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas al-Azhar dan Universitas 
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Ketika partai-partai Islam, terutama Masyumi memainkan 
peran penting dalam pemerintahan selama peride 1950-1955, 
suara-suara kekecewaan atas pencoretan “tujuh kata” dalam 
Piagam Jakarta kemudian mereda dan digantikan dengan 
pandangan yang lebih positif terhadap Pancasila. Adalah 
Mohammad Natsir yang melakukan pembelaan terhadap 
Pancasila dalam pidato di depan Pakistan Institute of World 
Affair pada 1952. Menurutnya, Pancasila selaras dengan 
prinsip-prinsip Islam. Dengan menjadikan Ketuhanan Yang 
Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila, menurutnya, lima sila 
itu akan menjadi dasar etika, moral, dan spiritual bangsa 
Indonesia yang selaras dengan tauhid. Pernyataan serupa itu 
diulangi lagi dalam pidatonya pada peringatan Nuzulul Our'an 
1954. 


Rumusan Pancasila merupakan hasil pertimbangan yang mendalam 
di kalangan pemimpin nasional selama puncak perjuangan 


Nasional Malaysia. Hamka meninggal dunia pada hari Jum'at, 24 Juli 1981. 
Jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. 

53 Prof. KH. Saifuddin Zuhri lahir di Kawedanan Sokaraja, Banyumas, 1 Oktober 1919 
dan meninggal 25 Maret 1986 (usia 66 tahun). Ia merupakan Menteri Agama RI 
pada Kabinet Kerja III & IV, Kabinet Dwikora I & II dan Kabinet Ampera I. 
Penulis produktif ini juga pernah menjabat sebagai Konsul Daerah GP Ansor dan 
NU Jawa Tengah Selatan, Komandan Barisan Hizbullah, Anggota KNIP, 
Sekretaris Jenderal PBNU, Pemimpin Redaksi Harian Duta Masyarakat, anggota 
Parlemen Sementara, anggota DPA, Mustasyar PBNU, Ketua DPP PPP, Guru 
Besar IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta), Rektor IAI Al-Akidah (Jakarta), dan 
pelopor pengembangan IAIN. Ia mengabadikan perjalanan hidupnya dalam buku 
Berangkat dari Pesantren yang ia selesaikan penulisannya pada 10 September 
1985, kurang lebih enam bulan sebelum wafatnya, 25 Februari 1986. Buku yang 
terbit pada tahun 1987 ini pada 3 Oktober 1989, mendapat penghargaan buku 
utama kategori bacaan dewasa bidang humaniora dari Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI. 

156 Mohammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Solok, Sumatra 
Barat, 17 Juli 1908 dan meninggal di Jakarta, 6 Februari 1993 (usia 84 tahun). Ia 
adalah seorang ulama, politisi, pejuang dan pendiri partai politik Masyumi. 
Selain itu, ia pernah menjabat sebagai menteri dan Perdana Menteri Indonesia, 
Presiden Liga Muslim se-Dunia (World Muslim Congress) dan Ketua Dewan 
Masjid se-Dunia. Ia mendapat penghargaan bintang Nichan Istikhar (Grand 
Gordon) dari Raja Tunisia, Lamine Bey atas jasanya membantu perjuangan 
kemerdekaan rakyat Afrika Utara (1975), penghargaan Jaa-izatul Malik Faisal 
al- Alamiyah atau Faisal Award dari Raja Fahd Arab Saudi (1980), gelar doktor 
kehormatan di bidang politik Islam dari Universitas Islam Libanon (1967), dalam 
bidang sastra dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan dalam bidang pemikiran 
Islam dari Universitas Sains Malaysia (1991). Pada 10 November 2008, Natsir 
dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. 
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kemerdekaan pada 1945. Saya percaya bahwa dalam momen yang 
menentukan semacam itu, para pemimpin nasional yang sebagian 
besar beragama Islam tidak akan menyetujui setiap rumusan yang 
dalam pandangan mereka bertentangan dengan prinsip dan doktrin 
Islam.” 


Pancasila Era Orde Lama (1959-1968) 

Perundingan atau Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den 
Haag Belanda, 27 Desember 1949” menghasilkan keputusan 
pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang membagi 
negara Indonesia menjadi 16 negara atau daerah bagian.” 
Sejak saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang 
Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan 
sebutan Konstitusi RIS'” hingga diubahnya kembali bentuk 
negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 


7 Dikutip dalam Yudi Latif, Negara Paripurna., hal. 87. 

158 Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada 23 Agustus-2 November 1949, 
merupakan perjanjian antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO 
(Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili berbagai negara yang 
diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia. Pertemuan ini merupakan lanjutan 
dari Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948), dan Perjanjian 
Roem-Royen (1949). Hasil KMB adalah kesediaan Belanda untuk menyerahkan 
kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, dengan isi perjanjian sebagai 
berikut: 1) Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang 
sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan 
tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai 
Negara yang merdeka dan berdaulat, 2) Republik Indonesia Serikat menerima 
kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja, rantjangan 
konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland, 3) Kedaulatan 
akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949. 

159 Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri beberapa negara bagian (negara konstituen), 
yaitu: Negara Republik Indonesia (RI), meliputi: Aceh, Yogyakarta, Lampung, 
Tapanuli, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan (termasuk Distrik Federal 
Jakarta), Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Timur, Negara 
Sumatra Selatan. Di samping itu, ada juga wilayah yang berdiri sendiri (daerah 
otonom) dan tak tergabung dalam federasi, yaitu: Daerah Jawa Tengah, Daerah 
Kalimantan Barat (Daerah Istimewa), Daerah Dayak Besar, Daerah Banjar, 
Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Daerah Bangka, 
Daerah Belitung, dan, Daerah Riau. Republik Indonesia Serikat dibubarkan 
pada 17 Agustus 1950. 

160 Pemberlakuan Konstitusi RIS tidak serta merta mencabut UUD 1945 karena 
perbedaan ruang lingkup penerapan. Konstitusi RIS berlaku sampai dengan 
tanggal 17 Agustus 1950. Dalam mugaddimah UUDS, rumusan Pancasila adalah 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan 
Keadilan Sosial. Lihat A.M. Effendy, Falsafah Negara., hal. 32, Darji 
Darmodiharjo, dkk., Santiaji Pancasila., hal. 182 
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Agustus 1950 yang menerapkan Undang-undang Dasar 
Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950). 9! 

Pada tahun 1955, Indonesia menyelenggarakan Pemilihan 
umum pertama yang berhasil memilih 550 anggota Konstituante 
secara demokratis. Konstituante adalah lembaga negara yang 
ditugaskan untuk menyusun konstitusi atau UUD baru, 
pengganti UUDS 1950, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 


134 UUDS 1950 yang menyatakan bahwa, 


Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama- 
sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang- 
Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan 
Undang-Undang Dasar Sementara ini. 


Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 
1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum 
berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di 
kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada 
UUD 1945 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden 
Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang 
Konstituante pada tanggal 22 April 1959 yang isinya 
menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945. 

Pada tanggal 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan 
pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetuju UUD 1945 
dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju 
lebih banyak, pemungutan suara ini harus diulang karena 
jumlah suara tidak memenuhi kuorum.'? Pemungutan suara 
kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959, namun 
masih juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam 
kemacetan, pada tanggal 3 Juni 1959, Konstituante mengadakan 
reses (masa perhentian sidang parlemen, masa istirahat dari 
kegiatan bersidang) yang kemudian ternyata untuk selama- 
lamanya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak 


II YUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di Indonesia sejak 17 Agustus 1950 
hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Konstitusi ini dinamakan 
“sementara,” karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya 
Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. 

12 Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat, majelis, dan 
sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat 
mengesahkan suatu putusan. 
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diinginkan, maka Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan 
Jenderal A.H. Nasution (1918-2000), atas nama Pemerintah/ 
Penguasa Perang Pusat (Peperpu), mengeluarkan peraturan No. 
Prt/Peperpu/040/1959 yang berisi larangan melakukan kegiatan- 
kegiatan politik. Pada tanggal 16 Jum 1959, Ketua Umum PNI 
Suwirjo (1903-1967) “ mengirimkan surat kepada Presiden 
Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 
dan membubarkan Konstituante. 

Gagalnya konstituante melaksanakan tugasnya dan 
rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan 
persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya pada 
bulan Juni 1959. Akhirnya demi keselamatan negara 
berdasarkan staatsnoodrecht (hukum keadaan bahaya bagi 
negara), Presiden Soekarno dengan disetujui oleh kabinet pada 
tanggal 3 Juli 1959 turun tangan untuk mengeluarkan sebuah 
dekrit.” Isi Dekrit Presiden dirumuskan di Istana Bogor pada 
tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden 
pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di Istana Merdeka. Dekrit 
Presiden tersebut berisi: pembubaran Konstituante, UUD 1945 
kembali berlaku, dan Pembentukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara (MPRS). 9 


153 Abdul Haris Nasution lahir di Kotanopan, Sumatra Utara, 3 Desember 1918. Pernah 
menjabat sebagai Panglima Regional Devisi Siliwangi TKR (1946), Wakil 
Panglima TKR (1948), Komandan AD dan Teritorial Jawa Pemerintahan Darurat 
Republik Indonesia (PDRI, 1948), Kepala Staf AD (1950, 1955-1958), konseptor 
Dwifungsi ABRI (1958), dan Ketua MPRS (1966-1972). Ia menerima pangkat 
kehormatan Jenderal Besar pada tanggal 5 Oktober 1997. Nasution meninggal 
pada 6 September 2000 di Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam 
Pahlawan Kalibata. 

14 Raden Suwirjo lahir di Wonogiri, 17 Februari 1903. Ia adalah seorang tokoh 
pergerakan Indonesia yang pernah menjadi Wali kota Jakarta (1945), Ketua 
Umum PNI dan Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Sukiman-Suwirjo (27 April 
1951 hingga 3 April 1952). ia meninggal pada 27 Agustus 1967 dan dimakamkan 
di Taman makam Pahlawan Kalibata. 

13 Dekrit adalah suatu putusan dari orang tertinggi (kepala negara atau orang lain) yang 
merupakan suatu penjelmaan kehendak yang bersifat sepihak. Darji 
Darmodiharjo, dkk., Santiaji Pancasila, hal. 156. 

166 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus 
Nasional antara Nasionalis Islam dan Nasionalis “Sekular” tentang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945-1959, (Bandung: Pustaka-Perpustakaan Salman 
ITB, Bandung, 1981), hal. 99. 
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Sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif 
menjadi prelude (pendahuluan) penting bagi upaya selanjutnya, 
Pancasila dijadikan “ideologi negara” yang tampil hegemonik. 
Ikhtiar tersebut tercapai ketika Ir. Soekarno memberi tafsir 
Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin 
“Manipol/USDEK.” Manifesto politik (manipol) adalah materi 
pokok dari pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 berjudul 
“Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang kemudian ditetapkan 
oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi Garis-Garis 
Besar Haluan Negara (GBHN).'” Manifesto politik Republik 
Indonesia tersebut merupakan hasil perumusan suatu panitia 
yang dipimpin oleh D.N. Aidit (1923-1965) yang disetujui 
oleh DPA pada tanggal 30 September 1959 sebagai haluan 
negara. 

Sejak pidato tersebut, Presiden Soekarno menerapkan 
sistem demokrasi terpimpin,'' dalam rangka tetap memegang 


17 Soekarno, Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery of Our Revolution), 
(Jakarta: Kementerian Penerangan R.I dan Pertjetakan Negara — Djakarta 558/B- 
'59, 1959). Belakangan, materi pidato tersebut dikukuhkan dalam Penetapan 
Presiden (Penpres) Nomor 1 tahun 1960 dan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS1960 
tentang GBHN. As'ad Said Ali, Negara Pancasila., hal. 30. 

18ipo Nusantara Aidit adalah seorang Marxis dan anggota Komunis Internasional 
(Komintern) yang menjadi Ketua Central Comitee PKI. Aidit lahir di Tanjung 
Pandan Belitung tanggal 30 Juli 1923 dengan nama Ahmad Aidit. Ia pernah 
mendirikan perkumpulan Islam dengan nama “Nurul Islam,” yang beraviliasi 
kepada Muhammadiyah. Aidit merupakan tokoh komunis Indonesia yang 
produktif menulis. Di antara karyanya adalah Sedjarah Gerakan Buruh Indonesia 
dari Tahun 1905 Sampai Tahun 1926 (1952), Perdjuangan dan Adjaran-Adjaran 
Karl Marx (1952), Menempuh Djalan Rakjat: Pidato untuk Memperingati 
Ulangtahun PKI Jang Ke-32, 23 Mei 1952 (1954), Menudju Indonesia Baru: 
Pidato untuk Memperingati Ulang-Tahun PKI Jang Ke-33 (1955), Perjuangan 
dan Adjaran-Adjaran Karl Marx (1955), Revolusi Oktober dan Rakjat2 Timur 
(1957), Sendjata Ditangan Rakjat (1958) dan lain-lain. Ia meninggal dunia pada 
tanggal 22 November 1965 di Boyolali, Jawa Tengah. 

'Yrmaun, Tinjauan Pancasila: Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, (Bandung: 
Carya Remadja, 1978), hal. 105. 

70Pemokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola adalah istilah untuk sebuah 
pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari 
perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi terpimpin berjalan 
berdasarkan Dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No. 
VII/MPRS/1965. Paham demokrasi ini berdasarkan paham kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (sila ke- 
4 Pancasila). Paham ini berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong 
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kendali politik terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk 
memerankan politik integrasi paternalistik. Pada akhirnya, 
sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam 
Pancasila itu sendiri, salah satunya adalah sila 
permusyawaratan. 

Oleh karena itu, mereka yang berseberangan paham 
dengan presiden memilih taktik “gerilya” di dalam kekuasaan 
Soekarno. Mereka menggunakan jargon-jargon Soekarno 
dengan agenda yang berbeda. Taktik demikian digunakan oleh 
sebagian besar kekuatan politik. Tidak hanya PKI,"' mereka 
yang anti komunisme pun sama."” Walaupun kepentingan 
politik mereka berbeda, kedua arus tersebut sama-sama 
menggunakan Pancasila sebagai justifikasi. Ir. Soekarno 
menghendaki persatuan di antara beragam golongan dan 
ideologi termasuk komunis, di bawah satu payung besar, 
bernama Pancasila (doktrin Manipol/U SDEK),'” sementara 
golongan antikomunis mengkonsolidasi diri sebagai kekuatan 
berpaham Pancasila yang lebih “murni” dengan menyingkirkan 
paham komunisme yang tidak ber-Tuhan (ateisme).'” 


royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip 
Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme). 

"Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai komunis non-penguasa terbesar di 
dunia setelah Rusia dan Tiongkok. PKI didirikan pada 23 Mei 1914 oleh Henk 
Sneevliet dengan nama Indies Social Democratic Association (Belanda: Indische 
Sociaal Democratische Vereeniging: ISDV). Pada akhir 1917, ISDV membentuk 
blok dengan organisasi Sarekat Islam (SI). Banyak anggota SI, seperti dari 
Surabaya, Semaun dan Darsono dari Solo tertarik dengan ide-ide Sneevliet. Pada 
Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah 
menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH). Semaun dan Darsono (keduanya 
anggota SI) ditetapkan sebagai ketua partai dan sebagai wakil ketua PKH. 
Padatahun 1924, PKH diubah menjadi PKI. Partai ini tercatat melakukan 
beberapa kali pemberontakan, seperti pemberontakan 1926, pemberontakan 1948 
(di Madiun, mendeklarasikan Muso sebagai Presiden dan Amir Syarifuddin 
sebagai Perdana Menteri), serta upaya kudeta tanggal 1 September 1965, dengan 
membunuh beberapa jenderal TNI AD. 

17? As'ad Said Ali, Negara Pancasila. hal. 33. 

Doktrin Manipol/ USDEK merupakan merupakan akronim dari Manifesto politik, 
Undang-Undang — Dasar 1945, Sosialisme — Indonesia, Demokrasi 
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia yang oleh Soekarno 
dijadikan sebagai haluan negara Republik Indonesia, sehingga harus dijunjung 
tinggi, dipupuk, dan dijalankan oleh semua bangsa Indonesia. 

174 As'ad Said Ali, Negara Pancasila., hal. 34. 
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Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah 
bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan “azimat 
revolusi bangsa,” pudar untuk pertama kalinya pada akhir dua 
dasa warsa setelah proklamasi kemerdekaan. Meredupnya sinar 
api Pancasila sebagai tuntunan hidup berbangsa dan bernegara 
bagi jutaan orang diawali oleh kahendak seorang kepala 
pemerintahan yang terlalu gandrung pada persatuan dan 
kesatuan. 

Pada masa berlakunya demokrasi terpimpin dan setelah 
menetapkan berlakunya kembali UUD 1945, Presiden Soekarno 
meletakkan dasar kepemimpinannya. Demokrasi terpimpin 
yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Meski 
demikian, dalam praktiknya, demokrasi terpimpin tidak sesuai 
dengan makna yang terkandung di dalamnya dan bahkan dinilai 
menyimpang. Di mana demokrasi dipimpin oleh kepentingan- 
kepentingan tertentu. Karena itu, muncul pertentangan politik 
dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi 
politik, keamanaan dan kehidupan ekonomi makin memburuk. 
Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan 
G30S/PKI pada 30 September 1965 yang sangat 
membahayakan keselamatan bangsa dan Negara.'” 


17Gerakan 30 September (G30S/PKI), Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), atau 
Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat 
malam tanggal 30 September-1 Oktober 1965. Pada peristiwa ini, tujuh perwira 
tinggi TNI beserta beberapa orang lainnya dibunuh PKI. Mereka adalah Letjen 
TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima AD/Kepala Staf Komando Operasi 
Tertinggi), Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang 
Administrasi), Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Depui III 
Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan), Mayjen TNI 
Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen), Brigjen 
TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik), 
dan Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal 
AD). Para korban kemudian dibuang di sebuah sumur tua yang dikenal sebagai 
Lubang Buaya di kawasan Pondok Gede, Jakarta. Mayat mereka baru ditemukan 
pada 3 Oktober 1965. Selain melakukan pembunuhan, PKI juga menguasai studio 
RRI (Jalan Merdeka Barat) dan Kantor Telekomunikasi (Jalan Merdeka Selatan). 
Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September yang 
ditujukan kepada para perwira tinggi anggota “Dewan Jenderal” yang akan 
mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya 
“Dewan Revolusi” yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Di Yogyakarta, 
PKI melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso (Komandan Korem 
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Mengingat keadaan makin membahayakan, Soekarno 
selaku presiden RI memberikan perintah kepada Mayjend 
Soeharto (1921-2008)'? melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 
atau Supersemar" untuk mengambil segala tindakan yang 
diperlukan bagi terjaminnya keamanaan, ketertiban dan 
ketenangan serta kesetabilan jalannya pemerintah. Lahirnya 
Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru. 
Pada masa ini (tahun 1945-1968), Pancasila dimaknai sebagai 
tahap politis, di mana orientasi pengembangan Pancasila 
diarahkan kepada nation and character building." 

Dengan adanya pertentangan yang sangat kuat ditambah 
carut marutnya perpolitikan saat itu, maka Soekarno 
dilengserkan dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia 
melalui sidang MPRS tanggal 7 Maret 1967 yang dikukuhkan 
dengan TAP MPR nomor XXXIII/MPRS/1967, yakni 
mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan 
mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden hingga 
dilaksanakannya pemilu. 


Pancasila Pada Masa Orde Baru (1966-1998) 


072/Yogyakarta) dan Letnan Kolonel Sugiyono (Kepala Staf Korem 072/ 
Yogyakarta). Mereka diculik PKI pada sore hari 1 Oktober 1965. 

76$oeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta, 8 Juni 1921. Adalah Presiden kedua 
Indonesia (1967-1998). Di dunia internasional, ia sering disebut sebagai “The 
Smiling General” (Sang Jenderal yang Tersenyum) karena raut mukanya yang 
senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan. Meski begitu, dengan 
berbagai kontroversi yang terjadi ia juga disebut sebagai diktator bagi yang 
berseberangan dengannya. Pada hari Kamis, 27 Januari 2008, pukul 13.10 WIB, 
Soeharto meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, dalam usia 
86 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Astana Giri Bangun Solo pada hari Senin, 
28 Januari 2008, siang bersamaan dengan berkumandangnya azan zuhur. 

177Surat ini berisi perintah Presiden Soekarno kepada Soeharto, selaku Panglima 
Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil 
segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang 
buruk dengan mengambil “langkah-langkah yang sesuai” untuk mengembalikan 
ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Melalui 
Surat ini, Soeharto melarang PKI. Termasuk membunuh tokoh-tokoh dan orang- 
orang yang terlibat dengan PKI. Pada tanggal 24 November 1966, DN. Aidit 
ditangkap dan dibunuh TNI. Kemudian kepemimpinan PKI diteruskan Sekretaris 
Kedua PKI, Nyoto. 

Frasa “Nation and Character Building” atau pembangunan jiwa bangsa merupakan 
frasa yang sering diungkapkan oleh Bung Karno dalam berbagai kesempatan. 
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Dengan berpindahnya kursi kepresidenan dari Ir. Soekarno 
kepada Mayjend Soeharto, arah pemahaman terhadap Pancasila 
pun mulai diperbaiki. Pengalaman instabilitas politik dan 
kemorosotan ekonomi menjadi dalih bagi Soeharto untuk 
memulihkan pasca gejolak politik menggunakan Pancasila basis 
legittmasi penggunaan kekuasaan. Soeharto menggunakan 
istilah Demokrasi Pancasila"? untuk memperoleh kesan kuat, 
bahwa dirinya adalah seorang yang memegah teguh Pancasila. 

Pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967, Presiden 
Soeharto mengatakan, “Pancasila makin banyak mengalami 
ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan 
Pancasila.” Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, 
“Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk 
dikumandangkan, Pancasila bukan dasar falsafah negara yang 
sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila 
harus diamalkan.” Pada 1 Juni 1968 Presiden Soeharto 
mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa 
akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo, bahkan jika ada 
pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan 
menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan." Jadi, Pancasila 
dijadikan sebagai political force di samping sebagai kekuatan 
ritual. 

Era Orde Baru dalam sejarah republik ini merupakan masa 
pemerintahan yang terlama, dan bisa juga dikatakan sebagai 
masa pemerintahan yang paling stabil. Di era ini, stabilitas 
keamanan dan pembangunan serta merta tidak lepas dari 
keberadaan Pancasila. Pada awalnya, Pancasila menjadi alat 


1?9Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai- 
nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Poin-poin penting mengenai 
sistem demokrasi ini adalah: 1) Demokrasi dilaksanakan berdasarkan 
kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat untuk kesejahteraan rakyat, 2) 
Sistem organisasi negara dilaksanakan sesuai dengan persetujuan rakyat, 3) 
Kebebasan individu dijamin namun tidak bersifat mutlak dan harus disesuaikan 
dengan tanggung jawab sosial, dan, 4) Dalam pelaksanaan demokrasi ini tidak 
ada dominasi mayoritas atau minoritas, namun harus dijiwai oleh semangat 
kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita hidup bangsa Indonesia. 

180 A. Gunawan Setiardja, Filsafat Pancasila Bagian II: Moral Pancasila, (Semarang: 
Universitas Diponegoro, 1994,), hal. 5. 

181 Surono Dodo dan Endah, Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan 
Implementasinya, (Yogyakarta: PSP-Press, 2010), hal. 42. 
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bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan dan 
begitu diagung-agungkan. Nilai-nilai dan hakikat Pancasila juga 
begitu gencar ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. 
Orde Baru dengan visi “untuk mewujudkan tatanan 
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang melaksanakan 
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen,” 
diperkuat dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 12 tahun 
1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila 
sebagai dasar negara, yang mulai berlaku pada tanggal 13 April 
1968. Selain itu, pemerintah juga membuat program 
penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 
(P4),'$8 berdasar ketetapan (TAP) MPR No. I/MPR/19/78, 
tanggal 22 Maret 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa). Pada pasal 4 


dijelaskan, 
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan pancasila merupakan 
penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat 
berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, 
setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan 
lembaga kemasyarakatan, baik Pusat maupun di Daerah dan 
dilaksanakan secara bulat dan utuh. 


Ketetapan MPR ini memuat 36 butir Pedoman 
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya 
Pancakarsa) yang meliputi: 

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai 
dengan agama dan kepercayaan masingmasing menurut 
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 


82Berdasarkan Intruksi Presiden ini, maka urutan, rumusan, sila-sila Pancasila baik 
dalam penulisan, pembacaan maupun pengucapan haruslah sebagaimana yang 
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Ini berarti Pancasila dan atau sila- 
silanya tidak boleh lagi disingkat atau dipadatkan. Team Dokumentasi Presiden 
RI, Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, (Editor: G. 
Dwipayana dan Nazaruddin Syamsuddin), (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 
1991), hal.10-11. 

185Phalam praktiknya, P-4 dijadikan sebagai sarana mewujudkan kesatuan bangsa, 
kestuan pandangan dan kesatuan gerak bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan 
sehari-hari. Selain materi Pancasila, penataran P4 juga diisi dengan materi UUD 
1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), wawasan nusantara, dan materi 
lain yang berkaitan dengan kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme. 
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Cc. 


d. 


TO MO AO 


b. 
C. 
d. 


e. 


. Hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk 


agama dan penganut-penganut kepercayaan yang 
berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. 

Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadat 
sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 

Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada 
orang lain. 


. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab 
a. 


Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan 
persamaan kewajiban antara sesama manusia. 


. Saling mencintai sesama manusia. 
. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro. 


Tidak semena-mena terhadap orang lain. 
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 
Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 


. Berani membela kebenaran dan keadilan. 
. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari 


seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap 
hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa 
lain. 


. Sila Persatuan Indonesia 
a. 


Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan 
keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan 
pribadi dan golongan. 

Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 
Cinta tanah air dan bangsa. 

Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air 
Indonesia. 

Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan 
bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. 


. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 


dalam permusyawaratan perwakilan. 


a. 
b. 
C. 


d. 


Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 
Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 
Mengutamakan — musyawarah dalam mengambil 
keputusan untuk kepentingan bersama. 

Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh 
semangat kekeluargaan. 
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e. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima 
dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 

f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai 
dengan hati nurani yang luhur. 

g. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan 
secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung 
tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 
kebenaran dan keadilan. 

5. Sila Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia 
a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang 
mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan 
kegotong-royongan. 
. Bersikap adil. 
. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
Menghormati hak-hak orang lain. 
Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 
Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. 
. Tidak bersifat boros. 
. Tidak bergaya hidup mewah. 
Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan 
umum. 
Suka bekerja keras. 
. Menghargai hasil karya orang lain. 
Bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan 
berkeadilan sosial. 
Melalui Keppres No. 10/1979, dibentuk pula badan khusus 
yang bertugas melaksanakan konsep P-4, yaitu Badan 
Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila (BP-7). Badan ini selain dibentuk di 
tingkat pusat, ada pula di daerah tingkat I dan II (provinsi dan 
kabupaten/kota). 

Nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam butir-butir P-4 
kemudian pada tahun 1994 disarikan/ dijabarkan kembali oleh 
BP-7 Pusat menjadi 45 butir P4, dengan rincian Sila Kesatu, 
menjadi 7 (tujuh) butir, Sila Kedua, menjadi 10 (sepuluh) butir, 
Sila Ketiga, menjadi 7 (tujuh) butir, Sila Keempat, menjadi 10 
(sepuluh) butir, dan Sila Kelima, menjadi 11 (sebelas) butir. 


Ana Ke 


— 
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Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang- 
undangan di negara Indonesia diatur dalam Ketetapan MPRS 
No. XX/MPRS/1966. Ketetapan ini menegaskan, 


Amanat penderitaan rakyat hanya dapat diberikan dengan 
pengamalan Pancasila secara paripurna dalam segala segi 
kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dan dengan 
pelaksanaan secara murni dan konsekuen jiwa serta ketentuan- 
ketentuan UUD 1945, untuk menegakkan Republik Indonesia 
sebagai suatu negara hukum yang konstitusionil sebagaimana 
yang dinyatakan dalam pembukaan UUS 1945.! 


Ketika itu, sebagian golongan Islam menolak reinforcing 
(upaya penguatan) oleh pemerintah dengan menyatakan bahwa 
pemerintah akan “mengagamakan” Pancasila. Kemarahan 
Pemerintah tidak dapat dibendung sehingga Presiden Soeharto 
bicara keras pada Rapim ABRI di Pekanbaru 27 Maret 1980. 
Intinya Orba tidak akan mengubah Pancasila dan UUD 1945, 
malahan diperkuat sebagai comparatist ideology. Jelas sekali 
bagaimana pemerintah Orde Baru merasa perlu membentengi 
Pancasila dan TAP itu meski dengan gaya militer. Tak seorang 
pun warga negara berani keluar dari Pancasila.” Selanjutnya 
pada bulan Agustus 1982, pemerintahan Orde Baru 
menjalankan “Azas Tunggal” yaitu pengakuan terhadap 
Pancasila sebagai Azas Tunggal, bahwa setiap partai politik 
harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. '" 

Sejalan dengan semakin dominannya kekuatan negara, 
nasib Pancasila dan UUD 1945 menjadi semacam “senjata” 
bagi pemerintahan Orde Baru dalam mengontrol perilaku 
masyarakat. Pancasila sekedar menjadi teks tertulis yang mati 
dan melahirkan jurang pemisah antara teks dan kenyataan. Sila- 
sila Pancasila hanya menjadi alat indoktrinasi atau propaganda 
untuk memberi efek takut bagi para penentang kebijakan 
pembangunan yang dilakukan. Penanaman nilai-nilai Pancasila 
dilakukan tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di masyarakat, 
namun berdasarkan perspektif pemerintah. Akibatnya, bukan 


188 As'ad Said Ali, Negara Pancasila., hal. 37. 

185 Surono Dodo dan Endah (ed.), 2010, Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam UUD 
1945 dan Implementasinya, (Yogyakarta: PSP-Press, 2010, hal. 43. 

180 Jhid., hal. 43-44 
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nilai-nilai Pancasila yang meresap ke dalam kehidupan 
masyarakat, tetapi kemunafikan yang tumbuh subur di tengah 
masyarakat. Dalam praktiknya, sikap politik masyarakat yang 
kritis dan berbeda pendapat dengan negara, malah dengan 
mudahnya dikriminalisasi. Seakan-akan ukurannya hanya satu: 
“sesuatu dianggap benar kalau hal tersebut sesuai dengan 
keinginan penguasa, sebaliknya dianggap salah, kalau 
bertentangan dengan kehendaknya.” Pada era ini, Pancasila 
berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai 
serta kebenaran. Negara menjadi maha tahu mana yang benar 
dan mana yang salah. Nilai-nilai itu selalu ditanam ke benak 
masyarakat melalui indoktrinasi.'" 

Akibatnya, Pancasila mengalami mistifikasi. Ia berubah 
menjadi rigit, kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila 
menjadi core-values (nilai-nilai inti) yang pada dasarnya 
menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya terkandung dalam 
Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 
menjadi kurang dipahami oleh masyarakat, sehingga muncul 
kelompok-kelompok yang anti-kebhinekaan yang memicu 
munculnya tindak kekerasan atas dasar agama di tengah-tengah 
masyarakat. 

Meski stabilitas politik tercapa dan pembangunan 
ekonomi dapat teraih, namun kebebasan dan hak-hak warga 
negara yang diatur dalam konstitusi dilaksanakan berdasarkan 
tafsir sepihak hanya untuk memuaskan dahaga kekuasaan dan 
melanggeng-kannya. Kebebasan dibatasi dan melahirkan 
tekanan politik bagi aktivis demokrasi yang menghendaki 
partisipasi politik dalam proses pembangunan. Di mana 
pembangunan dilakukan dengan melanggar HAM warga 
negara, dan negara bergeming untuk mempertimbangkan warga 
negara yang menjadi korban pembangunan yang diatasnamakan 
dengan Pancasila. 

Beberapa bentuk-bentuk penyimpangan Pancasila yang 
dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru, di antaranya adalah: 1) 
Pancasila sebagai dasar negara malah diredusir, disalahartikan 
bahkan disalahgunakan oleh Soeharto sebagai simbol 


187 As'ad Said Ali, Negara Pancasila., hal. 50. 
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kekuasaanya, 2) Pancasila dijadikan sebagai alat untuk 
menguasai rakyat sehingga pemerintah Orde Baru dapat 
melegitimasi kelanggengan masa jabatannya, 3) Pancasila 
sebagai sumber nilai dibuat seakan kabur (blurred) oleh 
banyaknya praktik penyimpangan dan segala bentuk kebijakan 
yang belindung di balik fungsi pokok Pancasila. Sehingga 
siapapun yang menentang kebijakan tersebut dianggap telah 
menentang Pancasila: 4) Penyimpangan terhadap asas 
kekeluagaan yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila, 
yakni Soeharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya 
untuk menguasai perusahaan besar negara dan pengelolaan 
sumber daya alam di Indonesia hingga menjadi ajang praktik- 
praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), 5) Soeharto 
memimpin negara dalam bentuk keotoritarian, padahal 
Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan rakyat, 
dari, untuk dan oleh rakyat, 6) Fungsi Pancasila digunakan 
sebagai alat meleburkan heterogenitas sehingga membuat 
kelompok-kelompok minoritas tersingkir. Kemudian timbulah 
masalah SARA oleh kelompok etnis Tionghoa yang berada di 
Indonesia, 7) Seluruh organisasi, harus menerapkan Pancasila 
sebagai asasnya. Padahal hal itu hanya bagian dari agenda 
tersembunyi untuk melanggengkan kekuasaan. Pancasila hanya 
sebagai indoktrinasi masal, 8) Soeharto melarang adanya 
kritikan-kritikan untuk pemerintah. Kritikan dianggap 
menggangu ketidakstabilan negara sehingga Soeharto sering 
melakukan kekuatan militer bagi siapapun yang berani 
mengkritik pemerintah, dan, 9) diterapkannya demokrasi 
sentralistik yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah, 
lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dipegang kendalinya 
oleh Presiden." 

Dengan semakin terbukanya informasi dunia, pada 
akhirnya pengaruh luar masuk Indonesia pada akhir 1990-an 
yang secara tidak langsung mengancam aplikasi Pancasila yang 
dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Demikian pula 


188 Anonim, “9 Bentuk Penyimpangan Pancasila pada Masa Orde Baru yang Wajib Anda 
Ketahui,” dalam https://guruppkn.com/bentuk-penyimpangan-pancasila-pada- 
masa-orde-baru, diakses 26 Juli 2019. 
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demokrasi semakin santer mengkritik praktek pemerintah Orde 
Baru yang tidak transparan dan otoriter, represif, korup dan 
manipulasi politik yang sekaligus mengkritik praktek Pancasila. 
Meski demikian kondisi ini bertahan sampai dengan lengsernya 
Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.” Sejak saat itu, 
Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru yaitu era 
demokrasi, hingga hari ini. 

Kebebasan (politik) yang diperjuangkan dan berhasil pada 
tahun 1998 ini harus mampu menyuburkan internalisasi dan 
aktulaisasi nilai-nilai Pancasila, membuka kembali ruang 
diskursus untuk mendalami semua gagasan yang terkandung 
dalam Pancasila, dan meletakkannya dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Kebebasan politik yang 
dimanifestasikan dalam keterbukaan, partisipasi politik dan 
otonomi daerah juga harus diarahkan untuk memperkuat basis 
pemikiran mengenai Pancasila. 


Pancasila Pada Era Reformasi (1998-sekarang) 

Selama masa Orde Baru dalam kenyataannya Pancasila 
digunakan sebagai alat legitimasi politik sehingga melahirkan 
gelombang perlawanan masyarakat. Puncak dari keadaan 
tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional dan 
timbulnya berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh 
mahasiswa, cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan 
moral politik yang menuntut adanya “reformasi” di segala 
bidang politik, ekonomi dan hukum. '” 

Saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. 
Dasar Negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan 
karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Dengan 
seolah-olah “dikesampingkannya” Pancasila pada Era 
Reformasi ini, pada awalnya memang tidak nampak suatu 
dampak negatif yang berarti, namun semakin hari dampaknya 


189Jhid., hal. 45. Lengsernya Soeharto dipicu oleh krisis ekonomi, gerakan mahasiswa, 
dan kekuatan anti Soeharto akibat maraknya pelanggaran HAM dan keterbatasan 
partisipasi politik. 

'90Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2000), hal. 245. 
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makin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan 
berbangsa dan bernegara Indonesia. 

Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendali 
atas dirinya, akibatnya terjadi konflik-konflik horisontal dan 
vertikal secara masif dan pada akhirnya melemahkan sendi- 
sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. 
Dalam bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran 
budaya bangsa Indonesia mulai luntur, yang pada akhirnya 
terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan 
rusaknya moral generasi muda. Dalam bidang ekonomi, terjadi 
ketimpangan-ketimpangan di berbagai sektor diperparah lagi 
dengan cengkeraman modal asing dalam perekonomian 
Indonesia. Dalam bidang politik, terjadi disorientasi politik 
kebangsaan, seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya tertuju 
pada kepentingan kelompok dan golongan. Lebih dari itu, 
aktivitas politik hanya sekedar merupakan libido dominandi 
atas hasrat untuk berkuasa, bukannya sebagai suatu aktivitas 
memperjuangkan kepentingan nasional yang pada akhirnya 
menimbulkan carut marut kehidupan bernegara seperti dewasa 
ini. 

Kesepakatan Pancasila menjadi dasar Negara Republik 
Indonesia secara normatif, tercantum dalam ketetapan MPR No. 
11/1978 kemudian dicabut dengan Ketetapan MPR-RI No. 


XVIII/MPR/1998. Pasal 1 menyebutkan bahwa, 
Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 
adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia 
harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan 
bernegara. '”? 


Ketetapan ini terus dipertahankan, meskipun ketika itu 
Indonesia akan menghadapi amandeman UUD 1945. 

Dibatalkannya P-4, turut membubarkan BP-7. Lalu terbit 
Keputusan Presiden No. 85/1999 yang melahirkan Badan 


1 Arief Hidayat, 2012, “Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan 
Negara Hukum,” Makalah pada Kongres Pancasila IV di UGM Yogyakarta 
tanggal 31 Mei-l Juni 2012. 

127 ihat, Moh. Mahfud MD, “Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan 
Konstitusionalitas Indonesia,” Makalah pada Sarasehan Nasional 2011 di 
Universitas Gajah Mada Yogyakarta tanggal 2-3 Mei 2011. 
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Pengembangan Kehidupan Bernegara (BPKB), diteken oleh 
Presiden BJ Habibie pada 19 Juli 1999. Lembaga pemerintah 
non-departemen ini mempunya tugas mengkaji dan 
membudayakan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan 
bernegara dan berdemokrasi. 

Selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, 
Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam 
Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 1 Ayat (3) yang 


menyebutkan, 

Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang 
tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, 
Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan 
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, 
dan batang tubuh Undang- Undang Dasar 1945. 


Semakin wmemudarnya Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara membuat khawatir 
berbagai lapisan elemen masyarakat. Oleh sebab itu, Prof. 
Azyumardi Azra menggagas perlunya rejuvenasi Pancasila 
sebagai faktor integratif dan salah satu fundamen identitas 
nasional.'”' Seruan demikian tampak signifikan karena proses 
amandeman UUD 1945 saat itu sempat memunculkan gagasan 
menghidupkan kembali Piagam Jakarta.”" Selain keadaan di 
atas, juga terjadi terorisme yang mengatasnamakan agama. 
Tidak lama kemudian muncul gejala Perda Syariah di sejumlah 
daerah. Rangkaian gejala tersebut seakan melengkapi 
kegelisahan publik selama reformasi yang mempertanyakan 
arah gerakan reformasi dan demokratisasi. 

Seruan Azyumardi Azra direspon sejumlah kalangan. 
Diskursus tentang Pancasila kembali menghangat dan meluas 


198Rejuvenasi Pancasila adalah peremajaan pemahanan terhadap nilai-nilai Pancasila. 
Sehingga aktualisasinya tetap adaptif dalam kehidupan masyarakat Indonesia 
kontemporer. Hal senada disampaikan Prof. Azra dalam diskusi yang bertajuk 
Membincang Kembali Ideologi Indonesia di Ruang Diorama, UIN Jakarta, 
Jum'at (26/10/2018). Lihat, “Pancasila Butuh Rejuvenasi,” (26 Oktober 2018 ), 
dalam https://www.uinjkt.ac.id/id/pancasila-butuh-rejuvenasi/ diakses, 21 Juni 
2019, Pk. 22.26. 

194 As'ad Said Ali, Negara Pancasila., hal. 51. 
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usai Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila yang 
diselenggarakan FISIP-UI pada tanggal 31 Mei 2006.” 
Sekretariat Wapres Republik Indonesia, pada tahun 2008/2009 
secara intensif melakukan diskusi-diskusi untuk merevitalisasi 
sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Tahun 2009 Dirjen Dikti, juga 
membentuk Tim Pengkajian Pendidikan Pancasila di Perguruan 
Tinggi. Sementara itu, beberapa perguruan tinggi telah 
menyelenggarakan kegiatan sejenis, yaitu antara lain: Kongres 
Pancasila (di Universitas Gadjah Mada), Simposium Nasional 
Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (di Universitas 
Pendidikan Indonesia), dan Kongres Pancasila (di Universitas 
Udayana). Lebih dari itu MPR-RI melakukan kegiatan 
sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan 
“Empat Pilar Kebangsaan,” yang terdiri dari: Pancasila, UUD 
1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” itu 
disebutkan dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang 
no. 2/2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2/2008 


tentang Partai Politik. Bunyi pasal itu lengkapnya, 
“Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) 
berkaitan dengan kegiatan: a. Pendalaman mengenai empat pilar 
berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka 
Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 


Ada empat hal yang disepakati, salah satunya menyebutkan 
bahwa Pancasila, UUD Negara RI 1945, NKRI, dan Bhinneka 
Tunggal Ika adalah “empat pilar yang harus diimplementasikan 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” 

Namun, keberadaan frasa itu digugat pada tahun 2013. 
Sejumlah warga negara yang tergabung dalam Masyarakat 
Pengawal Pancasila Jogya, Solo, dan Semarang (MPP 
Joglosemar) membawa pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi 
(MK). Majelis Hakim MK mengabulkan permohonan uji materi 
tersebut. Putusan MK nomor 100/PUU-XI/2014 menyatakan 
frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” dalam Pasal 34 
ayat (3b) huruf a UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 


195 fhid., hal. 52. 
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dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah 
berpendapat, mendudukkan Pancasila sama dan sederajat 
dengan pilar yang lain, akan menimbulkan kekacauan 
epistimologis, ontologis, dan aksiologis. Pancasila memiliki 
kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan 
negara Indonesia berdasarkan konstitusi.” 

Hal senada disampaikan oleh Kaelan,”” yang menyatakan 
bahwa frase “empat pilar berbangsa dan bernegara) 
mengandung, 1) linguistic mistake (kesalahan linguistik) atau 
dapat pula dikatakan kesalahan terminologi, 2) ungkapan 
tersebut tidak mengacu pada realitas empiris sebagaimana 
terkandung dalam ungkapan bahasa, melainkan mengacu pada 
suatu pengertian atau ide, “berbangsa dan bernegara” itu 
dianalogikan bangunan besar (gedung yang besar), 3) kesalahan 
kategori (category mistake), karena secara epistemologis 
kategori pengetahuan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan 
Bhinneka Tunggal Ika bukanlah merupakan kategori yang 
sama. Ketidaksamaan itu berkaitan dengan realitas atau hakikat 
pengetahuannya, wujud pengetahuan, kebenaran 
pengetahuannya serta koherensi pengetahuannya. 

Selan TAP MPR dan berbagai aktivitas untuk 
mensosialisasikan kembali Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara tegas UU No. 
12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 


Undangan menyebutkan dalam penjelasan Pasal 2 bahwa: 
Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum 
negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, 
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 


pakar hukum tata negara dan mantan Ketua MK, Jimly Asshiddigie, dalam 
Kompas.com (18/5/2015) menegaskan bahwa pembatalan frasa “Empat Pilar 
Berbangsa dan Bernegara” oleh MK seharusnya menjadi pegangan semua pihak. 
Dia pun menyarankan frasa “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara” itu tidak lagi 
digunakan, dan MPR tidak perlu lagi menyosialisasikannya. Lihat, Rahadian P. 
Paramita, “Pelestarian Pancasila, dari BP-7 hingga BPIP,” (Jumat, 01 Juni 2018), 
dalam  https://beritagar.id/artikel/berita/pelestarian-pancasila-dari-bp-7-hingga- 
bpip, diakses 21/6/19, Pk. 22.40 WIB. 

'7Kelan, Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, (Yogyakarta: 
Paradigma, 2012), hal. 249-252. 
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kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta 
sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan 
Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan 
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 


Hal tersebut berkorelasi bahwa UU ini penekanannya pada 
kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sudah barang tentu 
hal tersebut tidak cukup. Pancasila dalam kedudukannya 
sebagai pandangan hidup bangsa perlu dihayati dan diamalkan 
oleh seluruh komponen bangsa. Kesadaran ini mulai tumbuh 
kembali, sehingga cukup banyak lembaga pemerintah di pusat 
yang melakukan kegiatan pengkajian sosialisasi nilai-nilai 
Pancasila. Salah satu kebijakan nasional yang sejalan dengan 
semangat melestarikan Pancasila di kalangan mahasiswa adalah 
Pasal 35 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
yang menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib 
memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan 
Bahasa Indonesia. 

Makna penting dari kajian historis Pancasila ini ialah untuk 
menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Karena itu seluruh komponen bangsa harus secara imperatif 
kategoris menghayati dan melaksanakan Pancasila baik sebagai 
Dasar Negara maupun sebagai Pandangan Hidup Bangsa, 
dengan berpedoman kepada nilai-nilaa Pancasila dan 
Pembukaan UUD 1945 dan secara konsisten menaati ketentuan- 
ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945. 

Pada era Presiden Jokowi, sempat dibentuk Unit Kerja 
Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIK) yang 
melakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui Peraturan 
Presiden No. 54/2017. Yudi Latif, perumus tim UKP-PIP yang 
kemudian menjadi ketuanya, pernah mengungkapkan bahwa 
salah satu tugas UKP-PIP adalah mengkaji, memantau, 
memonitor kebijakan kementerian-kementerian dan peraturan 
daerah: apakah sudah sesuai Pancasila. Di dunia pendidikan, 
turut menangani pembelajaran Pancasila. 

Keorganisasian UKP-PIP terdiri dari dua, Dewan Pengarah 
dan Pelaksana. Dewan Pengarah terdiri dari sembilan orang. 
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Mereka berasal dari tokoh kenegaraan, tokoh agama, tokoh 

purnawirawan TNI, Polri, dan pensiunan PNS serta akademisi. 

Adapun Dewan Pelaksana terdiri dari seorang kepala 

(eksekutif). Kepala membawahi tiga deputi, yakni Deputi 

Bidang Pengkajian dan Materi, Deputi Bidang Advokasi dan 

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi. 

Presiden Joko Widodo pada 7 Juni 2017 melantik sembilan 
tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang sebagai Dewan 
Pengarah. Mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Try 
Sutrisno, Prof. Mahfud MD, H. Syafi'i Ma'arif, KH. Ma'ruf 
Amin, KH. Said Agil Siradj, Andreas Anangguru Yewangoe, 
Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek AWS. 

Lembaga ini kemudian dipandang perlu disempurnakan 
dan direvitalisasi sehingga lahirlah nama lembaga yang baru. 
Peraturan Presiden No. 54/2017 dinyatakan batal dengan 
terbitnya Perpres No. 7/2018 tentang Badan Pembinaan 
Ideologi Pancasila (BPIP). Dewan Pengarah UKP-PIP menjadi 
Dewan Pengarah BPIP, lalu UKP-PIP menjadi kelengkapan di 
bawah BPIP. Ketua Dewan Pengarah BPIP adalah Megawati 
Soekarnoputri, dan Kepala BPIP dijabat Yudi Latif. Menurut 
Perpres BPIP, tugas lembaga ini membantu Presiden 
merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, 
melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian 
pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan 
berkelanjutan. 

Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya 
dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, 
merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia 
memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki 
persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan 
fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. Berikut adalah beberapa paradigma dari 
Pancasila: 

1) Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan artinya 
Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir 
bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara ia sebagai 
landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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2) Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial 
politik mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai 
wujud cita-cita Indonesia merdeka. 

3) Pancasila sebagai paradigma nasional bidang ekonomi 
mengandung pengertian bagaimana Pancasila 
diimplementasi-kan secara riil dan sistematis dalam 
kehidupan nyata. 

4) Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang 

kebudayaan mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah 

etos budaya persatuan, di mana pembangunan kebudayaan 
sebagai sarana pengikat persatuan dalam masyarakat 
majemuk. 

Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang 

Hankam, maka paradigma baru TNI terus diaktualisasikan 

untuk menegaskan, bahwa TNI telah meninggalkan peran 

sosial politiknya atau mengakhiri dwifungsinya dan menem- 
patkan dirinya sebagai bagian dari sistem nasional. 

Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dengan 

memasuki kawasan filsafat ilmu (philosophy of science) 

diartikan bahwa Pancasila diletakkan sebagai paradigma, 
dasar dan arah penerapan ilmu pengetahuan pada aspek 
ontologis, epistomologis, dan aksiologis.'”" 

Tahap 1995-2020, merupakan tahap repositioning 
Pancasila. Dunia masa kini sedang dihadapi kepada gelombang 
perubahan secara cepat, mendasar, dan spektakuler, sebagai 
implikasi arus globalisasi yang melanda seluruh penjuru dunia, 
khususnya di abad XXI sekarang ini, bersamaan arus reformasi 
yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Reformasi telah 
merombak semua segi kehidupan secara mendasar, maka 
semakin terasa orgensinya untuk menjadi Pancasila sebagai 
dasar negara dalam kerangka mempertahankan jati diri bangsa, 
persatuan dan kesatuan nasional. 

Terlepas dari kelemahan masa lalu, sebagai konsensus 
dasar dari berdirinya bangsa ini, yang diperlukan dalam konteks 
reformasi adalah pendekatan-pendekatan yang lebih konseptual, 


5 


b 74 


6 


Nam 


'8Yjhat, http://zaenabalmadani.blogspot.com/2015/04/ — pancasila-dalam-perspektif- 
sejarah.html 
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komprehensif, konsisten, integratif, sederhana dan relevan 
dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat, bangsa dan negara. J| 
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BAB IV 
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA 


Ideologi memiliki fungsi penting untuk penegas identitas 
bangsa atau untuk menciptakan rasa kebersamaan sebagai satu 
bangsa. Namun di sisi lain, ideologi rentan disalahgunakan oleh 
elit penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Menurut Prof. 
W. Howard Wriggins (1918-2008), ideologi di negara-negara 
yang baru merdeka dan sedang berkembang, berfungsi sebagai 
sesuatu yang “confirm and deepen the identity of their people” 
(sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas 
rakyatnya). Namun, ideologi di negara-negara tersebut, 
menurutnya, sekedar alat bagi rezim-rezim yang baru berkuasa 
untuk melanggengkan kekuasaannya. Ideologi merupakan alat 
untuk mendefinisikan aktivitas politik yang berkuasa, atau 
untuk menjalankan suatu politik “cultural management”, suatu 
muslihat manajemen budaya.” Oleh sebab itu, kita akan 
menemukan beberapa penyimpangan para pelaksana ideologi di 
dalam kehidupan di setiap negara. 


Arti Ideologi Negara 

Secara umum, kata “ideologi” berasal dari dua suku kata 
Yunani, yaitu “idea” dan “Iogos.” Kata “idea” memiliki arti 
sebuah gagasan, sebuah konsep, pengertian dasar atau cita-cita. 
Sedangkan kata “/ogos” memiliki arti ilmu pengetahuan, logika 
atau rasio. Sehingga pengertian ideologi secara umum adalah 
kumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan secara 
menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, 
sosial, kebudayaan dan keagamaan. Ideologi merupakan 


199 Adalah seorang diplomat, penulis dan akademisi Universitas Columbia Amerika 


Serikat yang pernah menjadi duta besar untuk Srilangka (1977-1979). 
Roeslan Abdulgani, Pengembangan Pancasila di Indonesia, (Jakarta: Yayasan 
Idayu, 1979), hal. 20. 
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kumpulan ide, gagasan, atau agidah “agliyyah (akidah yang 
sampai melalui proses berpikir) yang melahirkan aturan-aturan 
dalam kehidupan. 

Menurut Ali Syariati (1933-1977), ideologi adalah suatu 
keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh 
suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa atau ras 
tertentu. Sedangkan Moerdiono (1934-2011) mengatakan 
bahwa ideologi adalah system of ideas yang akan 
mensistematisasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini 
dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi 
dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai 
yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya.” 

Menurut Oesman dan Alfian, ideologi berintikan 
serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat 
menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh 
suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan 
hidup bangsa mereka. Ideologi merupakan kerangka 
penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. 
Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar 
yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi 
sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut.” 

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah ideologi umumnya 
digunakan sebagai pengertian pedoman hidup baik dalam 
berpikir maupun bertindak. Dalam hal ini, ideologi dapat 
dibedakan mejadi dua pengertian yaitu ideologi dalam arti luas 
dan ideologi dalam arti sempit. Dalam arti luas ideologi 
menunjuk pada pedoman dalam berpikir dan bertindak atau 
sebagai pedoman hidup di semua segi kehidupan baik pribadi 
maupun umum. Sedangkan dalam arti sempit, ideologi 
menunjuk pada pedoman baik dalam berpikir maupun bertindak 


201 Ali Syari'ati adalah seorang sosiolog revolusioner Iran, pakar sosiologi agama dan 
pemimpin filosofis dan cendekiawan Iran paling berpengaruh abad ke-20. 
Moerdiono lahir di Banyuwangi, 19 Agustus 1934. Ia adalah Menteri Sekretaris 
Negara Indonesia (1988-1993, 1993-1998). Moerdiono meninggal di RS 
Gleneagles, Singapura pada 7 Oktober 2011, dalam usia 77 tahun. 

Lihat, https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-ideologi.html 

Oetojo Oesman dan Alfian (Ed.), Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai 
Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, (Jakarta: BP-7 
Pusat, 1990), hal. 6. 
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atau pedoman hidup dalam bidang tertentu, misalnya sebagai 
ideologi negara. 

Ideologi negara adalah ideologi dalam pengertian sempit 
atau terbatas. Ideologi negara merupakan ideologi mayoritas 
waga Negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin 
diwujudkan melalui kehidupan negara itu. Ideologi negara 
sering disebut sebagai ideologi politik karena terkait dengan 
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang 
tidak lain adalah kehidupan politik. Selain sebagai dasar negara, 
Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional 
Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan 
bernegara. Ia berfungsi pula sebagai ikatan budaya (cultural 
bond) yang berkembangan secara alami dan mendarah daging 
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, bukan 
secara paksaan. 

Dengan demikian, pengertian Pancasila sebagai ideologi 
Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila 
menjadi sebuah cita-cita yang normatif untuk proses penyeleng- 
garaan negara Indonesia. Secara luas makna Pancasila sebagai 
ideologi ini merupakan sebuah visi dari penyelenggaraan 
kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga akan terwujud 
kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai 
kemanusiaan, nilai persatuan, nilai berkerakyatan dan juga nilai 
keadilan. 

Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi 
yang terkandung di dalam dirinya, yaitu: 

Pertama, adalah dimensi realita, bahwa nilai-nilai dasar 
yang terkandung dalam ideologi itu secara riil berakar dan 
hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai- 
nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman 
sejarahnya. 

Kedua, dimensi idealisme, bahwa nilai-nilai dasar ideologi 
tersebut mengandung idealisme, bukan lambungan angan- 
angan, yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih 
baik melalui perwujudan atau pengalamannya dalam praktik 
kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai 
dimensinya. 
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Ketiga, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, 
bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkin- 
kan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran- 
pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa 
menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang 
terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.” 

Ideologi bagi suatu negara mempunyai beberapa fungsi, di 
antaranya adalah: 

1. Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang 
didapat merupakan landasan untuk memahami dan 
menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam 
sekitranya. 

2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang 
memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam 
kehidupan manusia. 

3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi 
seseorang untuk melangkah dan betindak. 

4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan 
identitasnya. 

5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong 
seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai 
tujuannya. 

6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk 
memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya 
sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung 
di dalamnya.” 

Menurut Dr. Alfian, Pancasila memenuhi ketiga dimensi 
ini sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. 
Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara, yaitu: 

1. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia 
adalah bangsa yang majemuk. 

2. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan 
menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam 
melaksanakan pembangunan. 


205  Jbid., hal. 708. 
206  Jhid., hal. 48. 
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3. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan 
sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa 
berdasarkan Pancasila. 

4. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai 
kedaan bangsa dan Negara.” 

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia 
telah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sebagaimana 
dikatakan oleh Soekarno (1960) bahwa, 


Dalam mengadakan negara Indonesia merdeka itu harus dapat 
meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat 
mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga 
harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan 
rakyat, bangsa dan negara ini... Saya beri uraian itu tadi agar 
saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita 
memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang 
bisa menjadi leitstar dinamis. Leitstar adalah istilah dari bahasa 
Jerman yang berarti “bintang pimpinan. 


Lebih lanjut, Soekarno mengatakan, 

Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat 
mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu Jeitstar 
dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali 
sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri... Kalau 
kita mau memasukkan elemen-elemen yang tidak ada di dalam 
jiwa Indonesia, tidak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di 
atasnya. 


Selain itu, Pancasila juga bisa digunakan sebagai salah satu 
sarana penyelesaian konflik yang terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat. Nilai-nila bersama ini dapat menyatukan 
beragam suku dan budaya di Indonesia. 

Pancasila sebagai ideologi Indonesia mempunyai ajaran- 
ajaran yang memang mengandung nilai-nilai yang terkandung 
dalam ideologi lain. Ajaran yang dikandung Pancasila bahkan 
dipuji oleh seorang filsuf Inggris, Bertrand Russel (1872- 


27 Lihat, http://mahasiswa.ung.ac.id/613413023/home/2014/3/26/proses- 
perumusan-dan-pengesahan-pancasila-sebagai-dasar-negara.html 


28 Dikutip dalam https://id.lifeder.com/pancasila-sebagai-dasar-negara/ 
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1970),”” yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sintesis 
kreatif antara Declaration of American Independence (yang 
merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis) dengan 
Manifesto Komunis (yang mereprensentasikan ideologi 
komunis). Lebih dari itu, seorang ahli sejarah, Rutgers, 


mengatakan, 
Dari semua negara-negara Asia Tenggara, Indonesia-lah yang 
dalam Konstitusinya, pertama-tama dan paling tegas melakukan 
latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada revolusi 
melawan penjajah. Dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila, 
dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam dari revolusi- 
revolusi itu. 


Dari pendapat tersebut, Indonesia pun pernah merasakan 
berkembangnya nilai-nilai dari ideologi-ideologi besar dunia 
yang berkembang dalam gerak tubuh pemerintahan Indonesia. 


Pancasila dan Liberalisme 

Periode 1950-1959 disebut periode pemerintahan 
demokrasi liberal. Sistem parlementer dengan banyak partai 
politik memberi nuansa baru sebagaimana terjadi di dunia 
Barat. Ketidakpuasan dan gerakan kedaerahan cukup kuat pada 
periode ini, seperti munculnya kelompok Perjuangan Rakyat 
Semesta (Permesta, 1957),” | dan Pemerintahan Revolusioner 
Republik Indonesia (PRRI, 1958). 


29 Adalah filsuf dan ahli matematika ternama Britania Raya. Dia menulis banyak 


buku tentang filsafat, moral, pendidikan, sejarah, agama dan politik. Sumbangan 
terbesarnya di bidang logika matematika. 
10 Yudi Latif, Negara Paripurna., hal. 47. 
21 Adalah gerakan militer pemberontak yang dideklarasikan pada 2 Maret 1957 oleh 
Letkol Ventje Sumual di Makassar (Sulawesi) lalu pindah ke Manado (1958). 
Mayjend Nasution kemudian menunjuk Letkol Bardosono untuk melakukan 
operasi militer di Sulawesi Utara bagian Tengah (Maret 1958). Pada tahun 1960, 
Permesta, diwakili Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, Mayjend Alex 
Evert Kawilarang menyatakan kesediaanya untuk berunding dengan pemerintah 
pusat yang diwakili oleh KSAD Nicolas Bondan. Pada tahun 1961, Pemerintah 
Pusat melalui Keppres 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi siapa saja 
yang terlibat PRRI, Permesta dan DI/TII. Pada tahun itu pula Permesta 
dinyatakan bubar. 
Merupakan gerakan pemberontakan terhadap Pemerintah RI yang dideklarasikan 
pada tanggal 15 Februari 1958. Gerakan ini dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein 
di Padang (Sumatra Barat). Pada tanggal 17 Februari 1958, PRRI mendapat 
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Keadaan tersebut mengakibatkan perubahan yang begitu 
signifikan dalam kehidupan bernegara. Pada 1950-1960 partai- 
partai Islam sebagai hasil pemilihan umum 1955 muncul 
sebagai kekuatan Islam, yaitu Masyumi, NU dan PSII, yang 
sebenarnya merupakan kekuatan Islam di Parlemen tetapi tidak 
dimanfaatkan dalam bentuk koalisi. Meski PKI menduduki 
empat besar dalam Pemilu 1955, tetapi secara ideologis belum 
merapat pada pemerintah. Mengenai Pancasila itu dalam posisi 
yang tidak ada perubahan, artinya Pancasila adalah dasar 
Negara Republik Indonesia meski dengan Konstitusi UUDS 
1950. 

Indonesia tidak menerima liberalisme dikarenakan 
individua-lisme Barat yang mengutamakan kebebasan 
makhluknya, sedangkan paham integralistik yang kita anut 
memandang manusia sebagai individu dan sekaligus juga 
makhluk sosial.” Negara demokrasi model Barat lazimnya 
bersifat sekuler, dan hal ini tidak dikehendaki oleh segenap 
elemen bangsa Indonesia.” 

Sementara negara liberal memberi kebebasan kepada 
warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah 
sesuai dengan agama masing-masing. Namun dalam negara 
liberal diberikan kebebasan untuk tidak percaya terhadap Tuhan 
atau atheis, bahkan negara liberal memberi kebebasan warganya 
untuk menilai dan mengkritik agama. Berdasarkan pandangan 
tersebut, hampir dapat dipastikan bahwa sistem negara liberal 
membedakan dan memisahkan antara negara dan agama atau 
bersifat sekuler.'? Berbeda dengan Pancasila, dengan rumusan 
Ketuhanan Yang Maha Esa telah memberikan sifat yang khas 


sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Pada tanggal 20 
Desember 1956, Ahmad Husein merebut kekuasaan Pemerintah Daerah dari 
Gubernur Ruslan Muljohardjo. Pemerintah Pusat kemudian mengerahkan 
kekuatan senjata (TNI AD, AU dan AL) untuk menumpas gerakan PRRI. Operasi 
dipimpin Kolonel Ahmad Yani dan Letkol dr. Ibnu Sutowo. Akhirnya, pada 
tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Husein menyerahkan diri dan berakhirlah 
pemberontakan PRRI. 

48 Surono Dodo dan Endah (Ed.), Konsistensi Nilai-nilai., hal. 40. 

214 Detojo Oesman dan Alfian (Ed.), Pancasila Sebagai Ideologi, hal. 201. 

215  Kaelan, Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, 
(Yogyakarta: Paradigma, 2012), hal. 254. 

M6 Jbid., hal. 321. 
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kepada negara Indonesia, yaitu bukan merupakan negara 
sekuler yang memisah-misahkan agama dengan Negara.” 

Tentang rahasia negara-negara liberal, Prof. Soerjono 
Poespowardojo (guru besar Fakultas Hukum UI) mengatakan 
bahwa kekuatan liberalisme terletak dalam menampilkan 
individu yang memiliki martabat transenden dan bermodalkan 
kebendaan pribadi. Sedangkan kelemahannya terletak dalam 
pengingkaran terhadap dimensi sosialnya sehingga tersingkir 
tanggung jawab pribadi terhadap kepentingan umum.” Karena 
alasan-alasan seperti itulah antara lain kenapa Indonesia tidak 
cocok menggunakan ideologi liberalisme. 


Pancasila dan Komunisme 

Dalam periode 1945-1950 kedudukan Pancasila sebagai 
dasar negara sudah kuat. Namun, ada berbagai faktor internal 
dan eksternal yang memberi nuansa tersendiri terhadap 
kedudukan Pancasila. Faktor eksternal mendorong bangsa 
Indonesia untuk menfokuskan diri terhadap agresi asing apakah 
pihak Sekutu atau NICA Netherlands-Indies  Civiele 
Administration) yang merasa masih memiliki Indonesia sebagai 
jajahannya.”” Di pihak lain, terjadi pergumulan yang secara 
internal sudah merongrong Pancasila sebagai dasar negara, 
untuk diarahkan ke ideologi tertentu, yaitu gerakan DI/TII”” 


217 Ibid., hal. 220. 

28 Dikutip dalam Encep Syarief Nurdin, Konsep-Konsep Dasar Ideologi: 
Perbandingan Ideologi Besar Dunia, (Bandung: CV. Maulana, 2002), hal. 40-1. 

219 Pasukan Sekutu di Indonesia atau AFNEI (Allied Forces Netherlands East 
Indies) berasal dari Australia, Amerika, Inggris dan beberapa negara lainnya. 
Pasukan ini bertugas untuk: menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, 
membebaskan para tawanan perang, melucuti senjata pasukan Jepang, menjaga 
keamanan dan ketertiban (Jaw and order), dan menghimpun keterangan guna 
menyelidiki pihak-pihak yang dianggap sebagai penjahat perang. Adapun NICA 
adalah Pemerintahan Sipil Hindia Belanda yang dibentuk pada 3 April 1944 dan 
bertugas untuk mengembalikan pemerintahan sipil dan hokum pemerintah 
kolonial Hindia Belanda selepas kapitulasi pasukan pendudukan Jepang di 
wilayah Hindia Belanda, seusai Perang Dunia II (1939-1945). 

20  DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) atau Negara Islam Indonesia (NII) 
adalah gerakan yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 oleh Sekarmadji 
Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampang, Ciawiligar, Cisayong, Tasikmalaya, 
Jawa Barat. Kelompok ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam. 
Dalam perkembangannya, DI menyebar ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi 
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yang akan mengubah Republik Indonesia menjadi negara Islam 
dan pemberontakan PKI yang ingin mengubah RI menjadi 
negara komunis.” 

Menyikapi perkembangan PKI, Dr. Johanes Leimena 


(1905-1977) pernah mengatakan, 
Salah satu faktor lain yang selalu dipandang sebagai sumber 
krisis yang paling berbahaya adalah komunisme. Dalam situasi 
di mana kemiskinan memegang peranan dan dalam hal satu 
golongan saja menikmati kekayaan alam, komunisme dapat 
diterima dan mendapat tempat yang subur di tengah-tengah 
Masyarakat. 


Oleh karena itu, menurutnya, harus ada usaha-usaha yang 
lebih keras untuk meningkatkan kemakmuran di daerah 
pedesaan. Cara lain untuk memberantas komunisme ialah 
mempelajari dengan seksama ajaran-ajaran komunisme itu. 
Mempelajari ajaran itu agar tidak mudah dijebak oleh rayuan- 
rayuan komunisme. Bagi orang Kristen, ajaran komunisme bisa 
menyesatkan karena bertentangan dengan ajaran Kristus dan 
falsafah Pancasila.” 

Komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan 
masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan negara komunisme 
lazimnya bersifat atheis yang menolak agama dalam suatu 
negara. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang berdasar atas 
Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan pilihan kreatif dan 


Selatan, Aceh dan Kalimantan. Setelah Kartosoewirjo ditangkap TNI dan 
dieksekusi pada 1962, gerakan ini menjadi terpecah, namun tetap eksis secara 
diam-diam meskipun dinyatakan sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah 
Indonesia. 
21  Surono Dodo dan Endah (Ed.), Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila., hal. 39. 
22 Adalah satu-satunya tokoh politik yang menjabat sebagai Menteri selama 21 
tahun berturut-turut tanpa terputus. Ia masuk ke dalam 18 kabinet yang berbeda, 
sejak Kabinet Sjahrir II (1946) sampai Kabinet Dwikora II (1966). Jabatannya 
antara lain sebagai Menteri Kesehatan, Wakil Perdana Menteri, Wakil Menteri 
Pertama dan Menteri Sosial. Selain itu, Leimena juga menyandang pangkat 
Laksamana Madya (Tituler) TNI-AL, Ketua Partai Kristen Indonesia (Parkindo, 
1950-1957), Wakil Ketua DGI (Dewan Gereja-gereja Indonesia, kini PGI 
(19501), dan anggota DPA (1966-1973). Ia meninggal dunia pada tanggal 29 
Maret 1977 di Jakarta. 
John Pieris, Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban-Analisis Kritis Aspek: 
Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Keamanan, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), 
hal. 212. 
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merupakan proses elektis inkorporatif. Artinya pilihan negara 
yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah khas dan 
nampaknya sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia.” 

Selain itu, ideologi komunis juga tidak menghormati 
manusia sebagai makhluk individu. Prestasi dan hak milik 
individu tidak diakui. Ideologi komunis bersifat totaliter, karena 
tidak membuka pintu sedikit pun terhadap alam pikiran lain. 
Ideologi semacam ini bersifat otoriter dengan menuntut 
penganutnya bersikap dogmatis, suatu ideologi yang bersifat 
tertutup. Berbeda dengan Pancasila yang bersifat terbuka, 
Pancasila memberikan kemungkinan dan bahkan menuntut 
sikap kritis dan rasional. Pancasila bersifat dinamis, yang 
mampu memberikan jawaban atas tantangan yang berbeda-beda 
dalam zaman sekarang.” 

Pada tahun 1966, PKI dibubarkan dan dilarang 
keberadaannya di Indonesia melalu Tap MPR No. 
XXV/MPRS/ 1966. Ketetapan ini diperkuat dengan Tap MPR 
No. IX/MPR/ 1978 dan Tap MPR No VIII/MPR/1983 tentang 
larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau 
mengembangkan faham atau ajaran komunisme/marxisme dan 
leninisme. 


Pancasila dan Agama 

Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat 
hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa 
Indonesia melalui the founding fathers Negara Republik 
Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang 
dalam Pancasila merupakan karya khas yang secara 
antropologis merupakan local genius bangsa Indonesia. Begitu 
pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila 
pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik 
semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi 
Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang 
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Kaelan, Problem Epistemologis., hal. 254-5. 
Soerjono Poespowardojo, Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya, 
(Jakarta: PT Gramedia, 1989), hal. 203-4. 
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maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Budha, Hindu 
dan bahkan juga Animisme.”" 

Menurut Notonegoro, salah satu asal mula bahan (kausa 
materialisy Pancasila adalah kenyataan bahwa “bangsa 
Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, ...yang 
digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat-istiadat 
kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam 
kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.” Sejak zaman 
purbakala hingga pintu gerbang (kemerdekaan) negara 
Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun 
pengaruh agama-agama lokal, (sekitar) 14 abad pengaruh 
Hinduisme dan Budhisme, (sekitar) 7 abad pengaruh Islam, dan 
(sekitar) 4 abad pengaruh Kristen.” Dalam buku Sutasoma 
karangan Empu Tantular dijumpai kalimat yang kemudian 
dikenal Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya kalimat tersebut 
secara lengkap berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tan Hanna 
Dharma Mangrua, artinya walaupun berbeda, satu jua adanya, 
sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda.” 

Kuatnya faham keagamaan dalam formasi kebangsaan 
Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak dapat 
membayangkan ruang publik hampa Tuhan. Sejak dekade 1920- 
an, ketika Indonesia mulai dibayangkan sebagai komunitas 
politik bersama, mengatasi komunitas kultural dari ragam etnis 
dan agama, ide kebangsaan tidak terlepas dari Ketuhanan.” 
Secara lengkap pentingnya dasar Ketuhanan ketika dirumuskan 
oleh founding fathers negara kita dapat dibaca pada pidato Ir. 
Soekarno pada 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar 
negara (philosophische grondslag) yang menyatakan, 


Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi 
masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya 
sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al 
Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w, orang 


226  Al-Chaidar, Reformasi Prematur: Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total, 


(Jakarta: Darul Falah, 1998), hal. 36. 

Dikutip dalam Kaelan, Problem Epistemologis., hal. 47. 

28 Yudi Latif, Negara Paripurna., hal. 74-5. 

29 Hartono, Pancasila Ditinjau dari Segi Historis, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 
hal. 5. 

20 Yudi Latif, Negara Paripurna., hal. 67. 
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Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada 
padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya 
Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat 
menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya 
ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoisme 
agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber- 
Tuhan.2! 


Pernyataan ini mengandung dua arti pokok. Pertama 
pengakuan akan eksistensi agama-agama di Indonesia yang, 
menurut Ir. Soekarno, “mendapat tempat yang sebaik-baiknya.” 
Kedua, posisi negara terhadap agama, Ir. Soekarno menegaskan 
bahwa “negara kita akan ber-Tuhan.” Bahkan dalam bagian 
akhir pidatonya, Ir. Soekarno mengatakan, “Hatiku akan 
berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa 
Indonesia berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal ini 
relevan dengan ayat (1) dan (2) Pasal 29 UUD 1945.2” Jelaslah 
bahwa ada hubungan antara sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
dalam Pancasila dengan ajaran tauhid dalam teologi Islam. 
Jelaslah pula bahwa sila pertama Pancasila yang merupakan 
prima causa atau sebab pertama itu, sejalan dengan ajaran 
tauhid Islam. Ajaran ini juga diterima oleh agama-agama lain di 
Indonesia. 

Memang, Pancasila sendiri bersifat filosofi, tetapi jika 
diperhatikan rumusan sila pertama dan anak kalimat “atas 
berkat rahmat Allah,” dalam Pembukaan UUD 1945, maka 
negara Indonesia benar-benar mengutamakan landasan dan 
wawasan keagamaan bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan 
bermasyarakat.” Menurut Mukti Ali, wawasan keagamaan ini 


sesuai dengan watak kehidupan bangsa Indonesia. 
Dengan memperhatikan UUD 1945 dengan Pembukaannya, kami 
berpendapat bahwa pendekatan terhadap UUD 1945 harus 
pendekatan agama. Ini berarti bahwa pengertian Ketuhanan Yang 


281 Dikutip dalam Hamdan Zoelva, “Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam 


Perspektif Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Melalui Putusan MK,” 
Makalah yang disajikan pada Kongres Pancasia IV di UGM Yogyakarta pada 
tanggal 31 Mei-l Juni 2012. 

Za As'ad Said Ali, Negara Pancasila., hal. 118. 

Li Einar Martahan Sitompul, NU dan Pancasila, cet. 1, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 
hal. 186-7. 
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Maha Esa adalah pengertian agama, dan bukan pengertian filsafat. 
Hal ini disebabkan karena yang dimaksud dengan Tuhan Yang 
Maha Esa adalah “Allah,” dan “Allah” adalah istilah agama, 
bukan istilah filsafat. 

Indonesia dengan Pancasilanya adalah bukan negara sekuler dan 
tidak teokrasi. Di dalam Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa... 
memberikan bimbingan kepada tindak laku bangsa Indonesia. Ya, 
bahkan kesanggupan Indonesia untuk memproklamasikan 
kemerdekaannya adalah berkat rahmad Allah Yang Maha Kuasa. 
Mungkin hal ini juga sesuai dengan watak kehidupan bangsa 
Indonesia... yang hidup dan kehidupannya selalu religius...“ 


Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna 
bahwa manusia Indonesia harus mengabdi kepada satu Tuhan, 
yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan mengalahkan ilah-ilah atau 
tuhan-tuhan lain yang bisa mempersekutukannya. Di mana 
pengertian arti kata Tuhan adalah sesuatu yang kita taati 
perintah dan kehendak-Nya. Prinsip dasar pengabdian adalah 
tidak boleh punya dua tuhan, hanya satu tuhannya, yaitu Tuhan 
Yang Maha Esa. Jadi itulah yang menjadi misi utama tugas para 
pengemban risalah untuk mengajak manusia mengabdi kepada 
satu Tuhan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa (OS. al-Mu minun 


(231: 23 dan 32.” 
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Dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila 
harus didudukkan secara proporsional, bahwa ia bukanlah agama 
(sesungguhnya) yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, 
sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam 
ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. 
Ketuhanan dalam kerangka Pancasila menyerupai konsepsi 
“agama sipil” (civic religion) yang bisa melibatkan nilai-nilai 
moral universal agama-agama, namun juga secara jelas dapat 
dibedakan dari agama. Pretensinya adalah bagaimana menjadikan 
nilai-nilai moral Ketuhanan sebagai landasan pengelolaan 
kehidupan publik-politik dalam konteks masyarakat multikultural- 
multiagama, tanpa menjadikan salah satu agama (unsur 
keagamaan) mendikte negara. “5 


Mukti Ali, Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini: Kumpulan Ceramah dan 


Tulisan, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hal. 219-20. 


Begitu juga dalam Kitab Ulangan 6:4-5, Matius 6:24, Lukas 16:13. Heru 
Mulyantoro, “Ouantum Leap Pancasila, Membangun Peradaban Bangsa dengan 
Karakter Tuhan Yang Maha Esa,” Makalah pada Kongres Pancasila IV di UGM 


Yogyakarta tanggal 31 Mei-1 Juni 2012. 


236 Yudi Latif, Negara Paripurna., hal. 110. 
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Pada saat kemerdekaan, sekularisme dan pemisahan agama 
dari negara didefinisikan melalui Pancasila. Ini penting untuk 
dicatat karena Pancasila tidak memasukkan kata sekularisme 
yang secara jelas menyerukan untuk memisahkan agama dan 
politik atau menegaskan bahwa negara harus tidak memiliki 
agama. Akan tetapi, hal-hal tersebut terlihat dari fakta bahwa 
Pancasila tidak mengakui satu agama pun sebagai agama yang 
diistimewakan kedudukannya oleh negara dan dari 
komitmennya terhadap masyarakat yang plural dan egaliter. 

Pandangan yang dominan terhadap Pancasila sebagai dasar 
negara Indonesia secara jelas menyebutkan tempat bagi orang 
yang menganut agama tersebut, tetapi tidak bagi mereka yang 
tidak menganutnya. Pemahaman ini juga memasukkan kalangan 
sekuler yang menganut agama tersebut, tapi tidak memasukkan 
kalangan sekuler yang tidak menganutnya. Pancasila berfungsi 
sebagai kerangka yang mengatur masyarakat di tingkat nasional 
maupun lokal, sebagai individu orang Indonesia bisa dan 
bahkan didorong untuk memiliki pandangan hidup personal 
yang berdasarkan agama.” 

Pada tahun 1985, pemerintah mengeluarkan UU No. 8 
tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. UU ini yang 
mengharuskan semua organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk 
mendaftar ulang dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal 
yang diberi batas akhir sampai tanggal 17 Juli 1987. Gagasan 
asas tunggal ini kemudian menimbulkan pro dan kontra selama 
tiga tahun diundangkan. Golongan yang kontra bukan menolak 
Pancasila dan UUD 1945, melainkan ada kekhawatiran bahwa 
dengan menghapuskan asas “Islam,” Pancasila akan menjadi 
“agama baru.” Dalam perkembangannya, NU tampil pertama 
kali sebagai ormas yang menerima Pancasila sebagai asas 
tunggal. Para tokoh NU yang terdiri dari KH. As'ad Syamsul 


27!  Abdullahi Ahmed An-Na'im, Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa 
Depan Syariah, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hal. 439. 

Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama, 
(Yogyakarta: LKiS, 2007), hal. 123-4. 
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Arifin (1890-1990), ”” KH. Ahmad Siddig (1926-1991),”" KH. 
Masjkur (1904-1984),”! dan KH. Ali Ma'shum (1915-1989) 
menyatakan bahwa Pancasila bisa menjadi satu-satunya asas 
organisasi keagamaan, bahkan menurut mereka berempat, “jika 
ijtihad menetapkan Pancasila sebagai asas NU ini salah, maka 


kami berempat yang pertama-tama harus masuk neraka. 


»243 


KH. As'ad Syamsul Arifin menegaskan bahwa “sebagian 


besar kyai dan umat Islam Indonesia berpendapat bahwa 


239 


240 


241 


242 


243 


Lahir di Mekah tahun 1890 (pendapat lain menyebutkan 1897). Ia adalah 
penyampai pesan (isyarah) yang berupa tongkat disertai OS. Thaha: 15 dari 
Syaikhana Khalil Bangkalan untuk KH. Hasyim Asy'ari, yang merupakan cikal 
bakal berdirinya NU. Ia di angkat menjadi Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko 
Widodo, 9 November 2016 sesuai Kepres No. 90/TK/Tahun 2016. Untuk 
biografi lengkapnya, lihat, A. Hasan Syamsul, Kharisma Kiai As'ad di Mata 
Umat, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2003). 

Adalah Rais Am PBNU periode 1984-1991. Lahir dengan nama Achmad 
Muhammad Hasan di Jember pada 10 Rajab 1344 (24 Januari 1926). Beliau 
adalah putra bungsu Kyai Shiddig dari Ibu Nyai H. Zagiah (Nyai Maryam) binti 
KH. Yusuf. Ia aktif di GPII (Gabungan Pemuda Islam Indonesia) Jember, 
sekretaris pribadi Menteri Agama (1950), anggota DPRD Jember, Badan 
Executive Pemerintah Jember, Anggota DPA dan Anggota BPPN (Badan 
Pertimbangan Pendidikan Nasional). Pada tanggal 23 Januari 1991, Kiai Achmad 
Shiddig wafat dalam usia 64 tahun. Ia mendapatkan penghargaan “Bintang Maha 
Putera Nararya,” dari Pemerintah pada 9 Nopember 1995. 

Lahir di Malang, 30 Desember 1904 dan meninggal di Jakarta 19 Desember 1994 
(usia 89 tahun) adalah pendiri PETA (Pembela Tanah Air, 1943-1945), anggota 
pengurus Latihan Kemiliteran di Cisarua (1944-1945), anggota BPUPKI-PPKI 
(1944-1945), pimpinan tertinggi Hizbullah Sabilillah (1945), anggota KNIP 
(1945-1946), Menteri Agama RI (1947-1949, 1953-1955), anggota Dewan 
Pertahanan Negara (1950), anggota DPR RI (1956-1971), anggota DPA (1968), 
PP Legiun Veteran RI (1975), Pimpinan Dewan Harian Nasioanal Angkatan '45 
(1976-1994), ia juga terlibat sebagai pendiri UII Yogyakarta (1948-1955), PTIO 
Jakarta (1977-1994), Unisma Malang (1980-1994), dan sebagainya. Mohammad 
Anwar, dkk, Tokoh Muda NU Inspiratif, (Tangerang: Pustaka Compass, 2018), 
hal. 89-90. 

Adalah Rais Aam PBNU periode 1980-1984. Lahir pada 15 Maret 1915 di 
Lasem, Rembang. Ia merupakan putra KH. Ma'shum, pemimpin Pesantren Al- 
Hidayah, Soditan, Lasem, Rembang. Pada masa kepemimpinan KH. Ali ini, NU 
mengadakan Musyawarah Nasional Alim Ulama di Situbondo (1983) yang 
menghasilkan konsep kembali ke khitthah 1926 dan pada Muktamar ke-27 
(1984), NU menyatakan menerima asas tunggal Pancasila. KH. Ali wafat pada 
hari Kamis, 7 Desember 1989, dan dimakamkan di Pekuburan Dongkelan, 
Bantul, Yogyakarta. 

Lihat, Agus Yulianto, “KHR As'ad Syamsul Anfin Teladan Ulama Teguh pada 
Pancasila,” (Kamis 10 Nov 2016 18:06 WIB), dalam 
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islamnusantara/16/11/10/ 
ogfaud396-khr-asad-syamsul-arifin-teladan-ulama-teguh-pada-pancasila 
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. . ... 23244 6. . . 
menerima Pancasila hukumnya wajib. ancasila sebagai 


dasar dan falsafah negara Indonesia, harus ditaati, harus 
diamalkan, harus tetap dipertahankan, dan harus dijaga 


kelestariannya. 2487 ebih lanjut, ia mengatakan, 
Seandainya Pancasila dirusak, NU harus bertanggung jawab! 
Umat Islam wajib membela Pancasila! Ini sudah mujma' “alaih 
(konsensus ulama)! Umat Islam wajib menerima Pancasila dan 


haram hukumnya menolak. Sila pertama itu selaras dengan doktrin 
tauhid dan Oul huwallahu Ahad.“ 


Dalam hubungan antara Islam dan Pancasila, keduanya 
dapat berjalan saling menunjang dan saling mengokohkan. 
Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. 
Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang 
dan menanggalkan yang lain. Selanjutnya KH. Achmad Siddig 
menyatakan bahwa salah satu hambatan utama bagi 
proporsionalisasi ini berwujud hambatan psikologis, yaitu 
kecurigaan dan kekhawatiran yang datang dari dua arah.” 
Padahal antara Pancasila dan agama tidak ada suatu apapun 
yang dapat dipertentangkan. Tentang hubungan Pancasila dan 
agama ini, KH. Achmad Shidig mengatakan, 


.. Dalam hubungan antara agama dan Pancasila, keduanya dapat 
sejalan, saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya 
bersama-sama dilaksanakan dan diamalkan, tidak harus dipilih 
salah satu dengan sekaligus membuang dan meninggalkan yang 
lain. Karenanya sungguh tepat apa yang sudah ditegaskan oleh 
Pemerintah bahwa Pancasila tidak akan diagamakan dan agama 
tidak akan dipancasilakan... Dengan demikian, maka benar-benar 
terbukti bahwa di dalam negara dan masyarakat yang berpancasila 
ini, agama dapat diamalkan dengan lebih baik, dan sebaliknya, 


24  A. Hasan Syamsul, Kharisma Kiai As'ad., hal. 124. 

45 Munawir Aziz, Pahlawan Santri: Tulang Punggung Pergerakan Nasional, 
Tangerang (Pustaka Compass, 2016). 

26 Anonim, “KH As'ad Syamsul Arifin: Umat Islam Wajib Menerima Pancasila dan 
Haram menolaknya,” dalam http://www.muslimoderat.net/2017 /04/kh-asad- 
syamsul-arifin-umat-islam-wajib-menerima-pancasila.html 

21  Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzili (Ed.), 2010, Nahditul Ulama: Dinamika 
Ideologi dan Politik Kenegaraan, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 
hal. 79. KH. Ahmad Shidig lahir di Jember 24 Januari 1926. Pernah menjadi 
Sekretaris KH. A. Wahid Hasyim (1950) dan Rais Am PBNU (1984-1991). Ia 
meninggal dunia tanggal 23 Januari 1991, dalam usia 64 tahun. 
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umat beragama di negara ini merupakan tulang punggung ideologi 
nasional Pancasila.“ 


Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa agama menurut 
Islam berasal dari ciptaan Tuhan dan sumbernya harus dari 
wahyu. Sementara ideologi seperti Pancasila berasal dari 
macam-macam pengamalan, pemikiran manusia. Oleh 
karenanya, silahkan membicarakannya dengan akal dan ilmu 
yang sudah berkembang, jangan mencampuradukkan Pancasila 


dengan agama. Beliau mengatakan bahwa: 

Islam merupakan tindakan agama sedangkan Pancasila adalah 
pandangan hidupnya. Pemerintah selalu menekankan tidak ada 
maksud untuk menjadikan pancasila sebagai agama atau 
memperlakukan Pancasila seolah-olah agama. NU menanggapi 
pernyataan pemerintah itu dengan serius dan yakin pemerintah 
tidak mengajak NU menerima Pancasila dengan cara mereduksi 
keyakinan Islam. NU menerima Pancasila bukan dalam pengertian 
politik, melainkan lebih karena pemahaman hukum Islam.” 


Dengan demikian, gagasan KH. Achmad Shiddig ini justru 
memperkuat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Agama 
Islam dijadikan sebagai sumber nilai etika dan moral dalam 
bernegara. Apapun sistem negara yang dipakai tidak ada yang 
bertentangan dengan Islam. Islam mampu berinteraksi dengan 


zaman dan nilai-nilai yang terkandung berbasis kemanusiaan. 
Dengan demikian, Republik Indonesia adalah bentuk upaya final 
seluruh nation, teristtmewa kaum muslimin untuk mendirikan 
negara di wilayah nusantara.” 


Dukungan dan penerimaan para kiai NU terhadap asas 
tunggal Pancasila merupakan implementasi dari hasil 
Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Sukorejo, Situbondo 
16 Rabi'ul Awal 1404 H (21 Desember 1983) yang 


menghasilkan “Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan 


48 Achmad Shiddig, Islam, Pancasila dan Ukhuwah Islamiyah, (Jakarta: Penerbit 

Sumber Barokah bekerjasama dengan LTN PBNU, 1985), hal. 19-20. 

Dikutip dalam Greg Fealy dan Greg Barton, Tradisionalisme Radikal: 

Persinggungan Nahdhatul Ulama-Negara, (Yogyakarta: LKiS, 2010). 

20 PBNU, Hasil Muktamar Nahlatul Ulama ke-27 Situbondo, (Semarang: Sumber 
Barokah, tt), hal. 86. 
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Islam.” Rumusan deklarasi tersebut berisikan 5 poin pokok, 
yaitu: 


1. 
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Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik 
Indonesi bukanlah agama, tidak dapat menggantikan 
agama dan tidak dapat dipergunakan untuk 
menggantikan kedudukan agama. 

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara 
Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang- 
Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, 
mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan 
dalam Islam. 

Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan 
syari ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan 
Allah dan hubungan antarmanusia. 

Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan 
perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk 
menjalankan syari at agamanya. 

. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul 
Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang 
benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni 
dan konsekuen oleh semua pihak.” 


Abdul Mun'im DZ (Editor), Piagam Perjuangan Kebangsaan, (Jakarta: Setjen 
PBNU-NU Online, 2011). Sebelum penerimaan Pancasila sebagai azas tunggal, 
para kiai NU telah melakukan berbagai pertemuan dan diskusi ilmiah (bahts al- 
masdil) untuk mengeksplorasi argumen dan gagasan rasional. Selain itu juga 
dilakukan forum non formal, seperti silaturrahim dan anjangsana serta forum 
mujahadah dan riyadloh yang mengeksplorasi aspek batiniah spiritual. Salah satu 
forum tabayyun dan dialog informal mengenai kajian terhadap azas tunggal 
Pancasila, seperti diceritakan budayawan NU, al-Zastrow Ngatawi yang 
diperoleh dari Gus Amin Hamid Kajoran, putra KH. Hamid Kajoran Magelang. 
Diceritakan oleh Gus Amin, pada suatu hari ada beberapa kiai yang sowan 
menghadap KH. Hamid. Mereka antara lain KH. Ali Maksum (Krapyak), KH. 
Mujib Ridwan (Surabaya), KH. Imron Hamzah (Surabaya), KH. Fauzi (Bandung) 
dan KH. Saeful Mujab (Yogyakarta). 


KH. Ali Maksum adalah salah satu anggota tim bentukan PBNU yang ditugasi untuk 


melakukan kajian mengenai azas tunggal Pancasila. Tim ini diketuai KH. Ahmad 
Shiddig dengan anggota KH. Mahrus Aly (Lirboyo), KH. As'ad Syamsul Arifin 
(Situbondo), dan KH. Masykur (Malang). Para kiai ini menyampaikan kepada 
KH. Hamid bahwa ada upaya pemaksaan dari pemerintahan Soeharto untuk 
menerapkan Pancasila sebagai azas tunggal. Mendengar pernyataan ini, Kiai 
Khamid langsung menjawab, “Lho, kog pemaksaan? Pancasila itu kan milik kita, 
hasil ijtihad-nya para ulama dan kiai kita, terutama Hadratusysyekh KH Hasyim 
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Penerimaan NU terhadap Pancasila kemudian diperkuat 


dengan Mugaddimah Anggaran Dasar NU, hasil Muktamar ke- 
21 di Situbondo, 8-12 Desember 1984. 


Bahwa kemaslahatan dan kesejahteraan warga NAHDLATUL 
ULAMA adalah bagian mutlak dari kemaslahatan dan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia, maka dalam perjuangan mencapai 
masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita seluruh 
masyarakat Indonesia, dengan rahmad Allah subhanahu wata'ala, 
organisasi NAHDLATUL ULAMA berasaskan Ketuhanan Yang 
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. 

Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa bagi umat Islam merupakan 
kepercayaan terhadap Allah SWT, sebagai inti agidah Islam yang 
meyakini tidak ada tuhan selain Allah SWT.2? 


Pancasila menjamin umat beragama dalam menjalankan 


ibadahnya. Munawir Sjadzali (1925-1994)”? menyatakan, 


Asy'ari. Lha, kalo sekarang mau dijadikan azas tunggal ya Alhamdulillah. Itu 
artinya dikembalikan ke kita, kog malah kita merasa dipaksa,” kata beliau. 


Mendengar jawaban Kiai Hamid ini semua tertegun. Kemudian Kiai Ali bertanya, “Ini 


tafsirnya bagaimana?” 


Atas pertanyaan ini kemudian Kiai Hamid menjelaskan soal sejarah dan tafsir Pancasila 
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menurut ulama NU. Dijelaskan banwa Pancasila merupakan penjelmaan 
(sublimasi) ajaran Islam yang mentautkan syariah, agidah dan tasawwuf. “Oleh 
karenanya kita bisa menjalankan dua sila saja dari Pancasila secara konsisten 
dan benar Insya Allah kita bisa menjadi wali,” demikian KH. Hamid 
menjelaskan. “Dua sila tersebut adalah sila Ketuhanan dan Kemanusiaan. 
Mengamalkan sila Ketuhanan artinya kita memahami dan mengerti Tuhan 
dengan segala kekuasaan-Nya, perintah dan larangan-Nya. Sedangkan 
mengamalkan sila kemanusiaan artinya kita harus “mengerti manusia”, 
“memanusiakan manusia” dan “merasa sebagai manusia.” Kemudian KH. 
Hamid menjelas tafsirnya secara detail dengan perspektif syariah dan tasawwuf. 
Ketika penafsiran sampai pada pengertian “merasa manusia”, Kiai Ali Maksum 
menangis. Lihat, Zastrouw Al-Ngatawi, “KH Hamid Jelaskan Pancasila, KH Ali 
Maksum Menangis,” (Senin, 29 Juli 2019), dalam 
https://www.dutaislam.com/2018/07/kh-hamid-jelaskan-pancasila-kh-ali- 
maksum-menangis.html 

PBNU, Hasil Muktamar Nahlatul Ulama ke-27 Situbondo, hal. 92. Huruf besar 
sesuai aslinya. 

Lahir di Klaten, 7 November 1925 dan meninggal di Jakarta, 23 Juli 2004 (usia 
78 tahun). Ia adalah Menteri Agama (1983-1988, 1988-1993), anggota DPA 
(1993-1998), anggota Komnas HAM (1993-1998), dan anggota MPR RI (1987- 
1992). 
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Kata-kata “negara menjamin” tidak dapat diartikan sekuler karena 
apabila demikian, negara atau pemerintah harus hands off dari 
segala pengaturan kebutuhan hukum bagi para pemeluk agama/ 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di negara sekuler, 
Pemerintah tidak akan mendirikan tempat-tempat ibadah.” 


Agama-agama dimandatkan oleh GBHN 1988 bahwa 
semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa secara terus-menerus dan bersama-sama 
meletakkan landasan moral, etika dan spiritual yang kokoh bagi 
pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila.”” Dalam 
konteks pelaksanaan mandat GBHN ini -meskipun GBHN 
secara formal sudah tidak berlaku tapi spirit hubungan agama 
dan pembangunan masih sesuai--, maka agama-agama harus 
mampu mengembangkan kerja sama dalam rangka menghadapi 
masalah-masalah yang dihadapi bersama.” 

Pancasila dan agama dapat diaplikasikan seiring sejalan 
dan saling mendukung. Agama dapat mendorong aplikasi nilai- 
nilai Pancasila, begitu pula Pancasila memberikan ruang gerak 
yang seluas-luasnya terhadap usaha-usaha peningkatan 
pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama. 

Menurut KH. Abdurrahman Wahid (1940-2009),”' sudah 
tidak relevan lagi untuk melihat apakah nilai-mlai dasar itu 
ditarik oleh Pancasila dari agama-agama dan kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena ajaran agama-agama 
juga tetap menjadi referensi umum bagi Pancasila, dan agama- 
agama harus memperhitungkan eksistensi Pancasila sebagai 
“polisi lalu lintas” yang akan menjamin semua pihak dapat 


254 Amrullah Ahmad dkk., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, 

(Depok Gema Insani, 1996), hal. 9-10. 

Soetarman dkk., Fundamentalisme, Agama-agama dan Teknologi, (Jakarta: PT 

BPK Gunung Mulia, 1996), hal. 64. 

26 Jbid., hal. 65. 

27 Lahir di Jombang, 7 September 1940 dan meninggal di Jakarta, 30 Desember 
2009 (usia 69 tahun). Ia adalah Presiden Indonesia ke-4 (1999-2001) yang juga 
pernah menjadi Ketua MUI (1987-1992), anggota MPR RI (1989-1993), Ketua 
Umum PBNU (1984-2000), dan Ketua Dewan Syura DPP PKB. Ia menerima 
penghargaan Ramon Magsaysay Award (1993), Tasrif Award-AJI (2006), dan 
beberapa gelar Doktor Kehormatan (HC) dalam berbagai bidang dari berbagai 
kampus dunia. Lihat, Rohani Shidig, Gus Dur Penggerak Dinamisasi Pendidikan 
Pesantren, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2016). 
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menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa terkecuali.” 


Gus Dur mengatakan, 
Pancasila adalah serangkaian prinsip-prinsip yang bersifat lestari. 
Ia memuat ide yang baik tentang hidup bernegara yang mutlak 
diperjuangkan. Saya akan tetap mempertahankan Pancasila yang 
murni dengan jiwa raga saya. Terlepas dari kenyataan bahwa ia 
tidak jarang dikebiri atau dimanipulasi, baik oleh segelintir tentara 
maupun sekelompok umat Islam.2? 


Moral Pancasila bersifat rasional, objektif dan universal 
dalam arti berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Moral 
Pancasila juga dapat disebut otonom karena nilai-nilainya tidak 
mendapat pengaruh dari luar hakikat manusia Indonesia, dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis. Tidak dapat pula 
diletakkan adanya bantuan dari nilai-nilai agama, adat, dan 
budaya, karena secara de facto nilai-nilai Pancasila berasal dari 
agama-agama serta budaya manusia Indonesia. Hanya saja 
nilai-nilai yang hidup tersebut tidak menentukan dasar-dasar 
Pancasila, tetapi memberikan bantuan dan memperkuat.” 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dalam Sambutan 
pada Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2005. 

Bangsa kita adalah bangsa yang relijius,: juga, bangsa yang 
menjunjung tinggi, menghormati dan mengamalkan ajaran 
agama masing-masing. Karena itu, setiap umat beragama 
hendaknya memahami falsafah Pancasila itu sejalan dengan 
nilai-nilai ajaran agamanya masing-masing. 

Dengan demikian, kita akan menempatkan falsafah negara di 

posisinya yang wajar. Saya berkeyakinan dengan sedalam- 
dalamnya bahwa lima sila di dalam Pancasila itu selaras dengan 
ajaran agama-agama yang hidup dan berkembang di tanah air. 

Dengan demikian, kita dapat menghindari adanya perasaan 

kesenjangan antara meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran 


258  Petojo Oesman dan Alfian (Ed.), Pancasila Sebagai Ideologi., hal. 67-8. 

29 Dikutip dalam Ellyasa KH Dharmis (ed.), Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil, 
(Yogyakarta: LKiS, 2010), hal. 110. 

HM. Nasruddin Anshoriy, Bangsa Gagal: Mencari Identitas Kebangsaan, 
(Yogyakarta: LKiS, 2008), hal. 177. 
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agama, serta untuk menerima Pancasila sebagai falsafah 
negara.” 


Dengan penerimaan Pancasila oleh hampir seluruh 
kekuatan bangsa, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk 
mempertentangkan nilai-nilai Pancasila dengan agama mana 
pun di Indonesia. Sila pertama berupa “Ketuhanan Yang Maha 
Esa” dikunci oleh sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia,” dari sudut pemahaman seorang Muslim, 
sejalan dan senyawa dengan doktrin tauhid yang menuntut 
tegaknya keadilan di muka bumi.” 

Prof. Kaelan memetakan persoalan yang menyangkut 
hubungan agama dengan Pancasila, yang dikelompokkan dalam 
tiga tahap, yaitu: Pertama, terjadi ketika kaum “nasionalis” 
mengajukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara menjelang 
kemerdekaan Indonesia. Para tokoh pendiri negara dari 
kelompok nasionalis Islam dan nasionalis terlibat perdebatan 
tentang dasar filsafat dan ideologi Negara Indonesia yang akan 
didirikan kemudian. Kedua, respon umat Islam terhadap 
Pancasila tatkala pada tahun 1978 pemerintah Orde Baru 
mengajukan P-4 untuk disahkan. Dalam hubungan ini pada 
awalnya banyak tokoh-tokoh Islam merasa keberatan, namun 
kemudian menerimanya. Ketiga, ketika tahun 1985 pemerintah 
mengajukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua 
organsiasi politik dan kemasyarakatan di Indonesia. Kebijakan 
ini banyak mendapatkan tantangan dari umat Islam bahkan 
terdapat beberapa ormas yang dibekukan karena asas 
tersebut.“ 

Namun untuk menengahi permasalahan tersebut, 
Abdurrahman Wahid secara gamblang menyatakan bahwa, 


21 Dikutip dalam Dadan Wildan dkk. (ed.), Perspektif Pemikiran SBY: Revitalisasi 
dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya, (Jakarta: 
Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010), hal. 172. 

Ahmad Syafii Maarif, “Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam 
Perspektif Agama, Sosial dan Budaya,” Makalah pada Kongres Pancasila IV di 
UGM Yogyakarta tanggal 31 Mei-1 Juli 2012. 

Dikutip dalam Agus Wahyudi dkk. (ed.), Proceeding: Kongres Pancasila, 
Pancasila dalam Berbagai Perspektif, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan dan Mahkamah Konstitusi, 2009), hal. 243-6. 
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Agama tetap menjadi referensi umum bagi Pancasila, dan agama- 
agama harus memperhitungkan eksistensi Pancasila sebagai 
“polisi lalu lintas” yang menjamin semua pihak dapat 
menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa terkecuali.“ 


Sejalan dengan pendapat tersebut, tokoh Masyumi, 


Muhammad Roem (1908-1983),”” berpendapat bahwa, 


Kita sepakat tentang dasar negara mengenai Ketuhanan Yang 
Maha Esa, berarti bahwa masing-masing percaya kepada Tuhan 
menurut agamanya sendiri-sendiri, dengan kesadaran bahwa 
bersama kita dapat mendirikan Negara yang kuat sentosa karena 
esensi dari agama, ialah hidup berbakti, menjunjung keadilan, 
cinta dan kasih sayang terhadap sesama makhluk.” 


Bilamana dirinci, maka hubungan negara dengan agama 


menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai 
berikut: 


a. 


b. 
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Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang ber- 
Ketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga 
memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah 
sesuai dengan agama masing-masing. 

Tidak ada tempat bagi atheisme dan sekularisme karena 
hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk 
Tuhan. 

Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan 
agama, antar dan inter pemeluk agama serta antar pemeluk 
agama. 

Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan 
itu bukan hasil peksaan bagi siapapun juga. 


Dikutip dalam Oetojo Oesman dan Alfian (Ed.), Pancasila Sebagai Ideologi, hal. 
167-8. 

Lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908 dan meninggal di Jakarta, 24 
September 1983 (usia 75 tahun). Adalah seorang diplomat dan salah satu 
pemimpin Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri I (1956), 
Menteri Luar Negeri (1950-1951), dan Menteri Dalam Negeri (1946-1947, 1952- 
1953). Dia paling terkenal untuk mengambil bagian dalam Perjanjian Roem- 
Roijen (1949) selama revolusi Indonesia. 

Muhammad Roem dan Agus Salim, Ketuhanan Yang Maha Esa dan Lahirnya 
Pancasila, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 116. 
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f. Memberikan toleransi terhadap orang lan dalam 
menjalankan agama dalam negara. 

g. Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggatakan 
negara harus sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan yang Maha 
Esa terutama norma-norma Hukum positif maupun norma 
moral baik moral agama maupun moral para penyelenggara 
negara. 

h. Negara pada hakikatnya adalah merupakan “...berkat rahmat 
Allah yang Maha Esa.” 

Berdasarkan kesimpulan Kongres Pancasila ke-IV yang 
dilaksanakan di Balai Senat UGM Yogyakarta, 30 Mei-1 Juni 
2012,”5 dijelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang 
religius. Religiusitas bangsa Indonesia ini, secara filosofis 
merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi 
negara Indonesia sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar 
kerohanian bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan 
dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan NKRI. 
Karena itu, agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara 
agama dan negara, maka negara sesuai dengan Dasar Negara 
Pancasila wajib memberikan perlindungan kepada agama- 
agama di Indonesia.” 


25! Agus Wahyudi, dkk., (Ed.), Proceeding: Kongres Pancasila, hal. 215-6. 

258 Kongres ini digelar oleh MPR RI dan MK RI bekerja sama dengan Pusat Studi 
Pancasila (PSP) UGM beserta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Kongres 
Pancasila rutin digelar sejak 2009. Kongres Pancasila I (2009) di UGM 
Yogyakarta, Kongres Pancasila II (2010) di Denpasar, Bali dan Kongres 
Pancasila III (2011) di Universitas Airlangga, Surabaya. Kongres Pancasila IV 
(2012) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan peran aktif 
seluruh komponen bangsa dalam rangka pelembagaan nilai-nilai Pancasila, dan 
untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang strategi pelembagaan 
nilai-nilai Pancasaila dalam kehidupan masyarakat. Kongres Pancasila IV diikuti 
oleh sekitar 400 peserta dan menghadirkan Ketua MK, Prof. Dr. Moh. Mahfud 
M.D., S.H., Sultan HB X, Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif, Drs. H. Lukman Hakim 
Saifuddin, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, dan Dr. (HC) Siswono Yudohusodo. Sehari 
sebelum digelar Kongres Pancasila IV (30 Mei 2012) juga diadakan Kursus 
Pancasila yang menghadirkan Dr. Yudi Latif, Prof. Pratikno, dan Prof. Edy 
Suwandi Hamid. Lihat, https://ugm.ac.id/id/berita/4256-psp-ugm-gelar-kongres- 
pancasila-iv 

209 Agus Wahyudi, dkk., (Ed.), Proceeding: hal. 58. 
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Hubungan Pancasila dengan Ayat-ayat Al-Our' an 

Jika kita teliti, ternyata lima sendi utama dasar negara 
Indonesia yang tercantum pada paragraf ke-4 Preambule 
(Pembukaan) UUD 1945 ini menemukan landasan teologisnya 
dalam ayat-ayat al-Our'an atau setidak-tidaknya prinsip utama 
dari sila-sila Pancasila tidak bertentangan dengan pesan-pesan 
Al-Our'an. 
Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa 

Sila ini mengandung arti bahwa rakyat Indonesia adalah 
rakyat yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan 
kepercayaan masing-masing. Allah adalah Tuhan yang Maha 
Esa. Firman Allah Swt, 


Sh 4 si 
KE al ga ja 


Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa.' (OS. al-Ikhlais/112: 1). 


Ke-Esa-an Allah tidak ada yang menyerupai-Nya. Firman 
Allah Swt, 


BEI aah KI KAI 33 ST jas GPNG HAN IU 
Sena | 332 2 Ega € sadis ml Ta 13 Tar aa 


(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari 
jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang 
ternak  pasangan-pasangan (pula),  dijadikan-Nya kamu 
berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang 
serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan 
Melihat. (OS. al-Syira/42: 11). 


Firman Allah Svt, 
Apa Jep UI III Ia Lg BSE Ai 3 IE sah KAI 


real “Ne oa? Ha pa s5 Ae Ona es 3415 | 
Sesungguhnya Naa orang-orang “ yang mengatakan: 
“Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga,” padahal sekali- 
kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka 
tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang 
yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. (OS. 
al-Maidah/5: 73). 


Juga firman-Nya, 
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PAN JKN GA NG NAGA dl Y ah di 3A 
BARA GAN Alta InpAah SU 2gp Yah Y ga da 34 
A3 Ta SAE GL Sd pres Bebi MET ga 

Kena 


Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Naa yang 
ghaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang 
Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan 
Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang 
Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah 
dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah Yang 
Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang 
Mempunyai Asmaaul Husna. Bertasbih kepada-Nya apa yang di 
langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. (OS. al-Hasyr/59: 22-24). 


Islam menjamin kemerdekaan setiap individu untuk 
meyakini agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga 
tidak dibenarkan adanya paksaan untuk memeluk suatu agama. 
Firman Allah Swt, 


SEL SG Gb aa IIA TS NG SE ss Y 
KS Dab Alas Y MPI 3 Bata ABS Ab Sab 


Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): 
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang 
sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 
beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang 
kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (OS. al- 
Bagarah/2: 256). 


Dan juga firman-Nya, 


Ao LA 


Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. (OS. al-Kafirin/109: 
6). 
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Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab 

Sila ini bermakna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan 
menghormati hak-hak yang melekat pada pribadi manusia. 
Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah habl min al- 
nas, yakni hubungan antarsesama manusia berdasarkan sikap 
saling menghormati. Al-Our'an menjelaskan bahwa manusia 
merupakan makhluk mulia yang harus selalu dijunjung sisi 
kemanusiaanya. Firman Allah Swt: 


amat G3 Hina AG SA al Bal ag WS Ag 
pa HN KO Pa j3 de al 55 


Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki 
dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan 
yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 
ciptakan. (OS. al-Isra/17: 70). 


Juga firman-Nya, 
esai AD 23 Oles Wala Ki 


Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 
yang sebaik-baiknya. (OS. al-Tin/95: 4). 


al-Our'an melarang perbuatan aniaya dan menganjurkan 
untuk saling tolong-menolong dalam ketagwaan dan kebajikan 
untuk menjunjung kemanusiaan. Firman Allah Swt, 


ati Ol AIA amal SP Aha Ol A33 OLS KAA V3 
SB AG OA ENI JPG Yg AI ol Je WS 
Abal Kas AI 


Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum, 
mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong- 
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 
berat siksa-Nya. (OS. al-M3idah/5: 2). 
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Allah juga melarang umat manusia saling menghina dan 
mencaci, karena bertentangan dengan kemanusiaan. Firman 
Allah Swt, 


PNg Naa 


H3 GPS UI IS ih aa A3 sana VA yaah Ul 
Ip SBI Wak Y H3 GS II IE Ai HN 
ON Ea an en asasi Wi aa AU KA &A 2,6 
SINI Kai Koi Ag Yg LA NG A sb Gaga 


Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki- 
laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang 
ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula 
sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh 
jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela 
dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang 
mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) 
yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, 
maka mereka itulah orang-orang yang zalim (11). Wahai orang- 
orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu 
mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara 
kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara 
kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? 
Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (OS. 
al-Hujurat/49: 11-12). 


Menjunjung kemanusiaan harus dilakukan dengan saling 
membantu dan menolong orang yang membutuhkan. Firman 
Allah Swt, 


4 AA - P. , 2 aa o 
oC A4 . £ s9 1G 2OB 1G OK 0 Pe tara PA 90.3 3. 
Kala LI. Fswlg Cangg Untan GA & Aladali 032223 
P: : A Ta Papa : 4 4 Ts 
SA ga KU AN dn al 


Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang 
miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami 
memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan 
keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan 
tidak pula (ucapan) terima kasih. (OS. al-Insan/76: 8-9). 
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Sila ketiga: Persatuan Indonesia 

Sila ini bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah negara 
bangsa (nation state) dalam satu kesatuan dan persaudaraan. 
Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah ukhuwwah 
islaimiah (persaudaraan antarumat Islam) dan ukhuwwah 
insdniah (persaudaraan antarmanusia). Beberapa ayat al-Our'an 
menyebutkan dan mengajarkan pentingnya menjaga persatuan. 
Di antaranya Na Allah Swt: 


Per 3 Da pawe BEI 3 naa pa : Ab Ols 
Lab Obat S PS SI 3) BUS II IE 
G. pai Saha an ah Aan sea daan 


Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau 
yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah 
yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali 
pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara 
keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil: 
sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 
Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (OS. 
al-Hujurat/49: 9-10). 


Hakekat penciptaan manusia dalam keragaman suku 
bangsa adalah untuk bersatu dan saling mengenal. Firman Allah 
Swt, 


IUS$ G3 Aung SG S3 SA Sula Au ke 


ne sale ah Op AKA ANA EI Ol 


Wahai Kiara sa Kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 
mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi 
Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha 
Mengetahui, Mahateliti. (OS. al-Hujurat/49: 13). 


Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - 119 


Persatuan Indonesia harus didasari atas ketaatan terhadap 
Allah, Rasulullah serta peraturan perundangan yang dirumuskan 
oleh pemimpin. Firman Allah Swt, 


ok IS PN dai IILII Nila AI WA (Gia SS Ket 


235 Ab Obb ASI IL Al NI 833 se 3 IS 
SusE da Ps 18 “5 aus 2 


Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 
kepada Allah (Al-Ouran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar- 
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (OS. al- 
Nisa /4: 59). 


Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 

Sila ini bermakna bahwa dalam pengambilan suatu 
keputusan bersama harus dilakukan secara musyawarah 
mufakat yang didasari oleh kebijaksanaan. Dalam konsep Islam, 
hal ini sesuai dengan istilah muzikarah (perbedaan pendapat) 
dan syira (musyawarah). Al-Our'an dalam beberapa ayatnya 
menyebutkan dan selalu mengajarkan untuk selalu selalu 
bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan 
dan selalu menekankan musyawarah untuk menyelesaikannya 
dalam suasana yang demokratis. Di antaranya firman Allah Swt, 


santan, 


PE Ka to 0x07 ON 

H5 G3 HA asi RAN BIAN AU LI WLAN 
o O dak: 4 

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka, dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 

mereka. (OS. al-Syira/42: 38). 
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Semua rumusan keputusan harus diorientasikan pada 
kemaslahatan bersama, yang mengandung nilai-nilai ketagwaan 
dan kebajikan. Firman Allah Swt, 


Sanakas Oil PIL Gea IG ai IS Il asah ai 


&$ 22 88 5 96 9 22 

opa DI Tah A1 5 AG sb GA, JL 
Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan 
rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, 
permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah 
tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada 
Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan. (OS. al- 
Mujadilah/58: 9). 


Musyawarah mufakat harus dilandasi sikap tepo seliro, 
saling menghargai pendapat dan menjunjung tinggi toleransi. 
Firman Allah Swt, 

A3 abal ana Ne ana TA ST Moe en ee La ea 

Ca Wr oakemal 3 GARASI JI) Gal GAN et 

GB AS Aa Gal AN A3 GL G3 JS ISI ASI AI 

KS OIL Ga S3 Al IP 

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu “Berlapang- 

lapanglah dalam majlis,” maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah 
kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang- 
orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 


pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. (OS. al-Mujadilah/58: 11). 


Sila kelima: Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia 

Sila ini bermakna bahwa keadilan harus menjadi prioritas 
negara dalam upaya memajukan dan mensejahterakan seluruh 
rakyatnya. Al-Our'an dalam beberapa ayatnya memerintahkan 
untuk selalu bersikap adil dalam segala hal, baik terhadap diri 
sendiri, maupun orang lain. Firman Allah Swt, 


H2 kg oz 7 Le at TO P3 51 6 L sn f- 2. set Pan 
DES KAL Vg bet, JAGA AD Ga 3 Nata Gaal 1G 
Sibsug d g J 85 ko 9G PB Pan Aa o 4 o 4 g "5 0 
HE Oka Naas Ceyaal Coral 3A Wash Was5 VI de A33 


Galksi Lc 


. 
“ 
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Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sekalian 
menjadi orang-orang yang tegak membela (kebenaran) karena 
Allah menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan 
janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu 
berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih 
mendekatkan pada tagwa. Dan bertagwalah kepada Allah, karena 
sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (OS 
al-Maidah/5: 8). 


Keadilan dapat dilakukan dengan saling berbagi rizgi dan 
saling membantu. Allah Swt sangat membenci orang yang 
memiliki rizki namun tidak mau berbagi. Allah berfirman, 


Cip Gas HAN US IGO ya de Ka Ji Ah 
GAS AI ra Haa 3 BM IL Ja ig, 


Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain 
dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya 
itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak 
yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. 
Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. (OS. al- 
Nahl/16: 71). 


Dan j juga PENATAAN Pa 
Ipa rs Ia HI HN Te Oglag SI Gn k 
ana pai eh og BE G5 23flaaa Ne 5 


K3 Sia GAN Ha 
Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang 
Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa 
kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu 
adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan 
dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan 
Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan 
Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (OS. Alu “Imrin/3: 
180). 


Semua karunia Allah dibelanjakan dengan penuh 
perhitungan, tidak berlebihan dan tidak kirir. Allah Swt 
berfirman, 


Lha SUS Ig OS Iga Ts Ga 1 GAS TSI ag 
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Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka 
tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan 
itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (OS. al-Furgan/25: 


67). 


Mengamalkan sila “keadilan bagi seluruh 


rakyat 


Indonesia,” berarti pula membantu sesama yang secara ekonomi 


lemah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. 


Sea Ja ja GA 33 
Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 
meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (OS. al- 


Zariyat/51: 19). 


Juga firman-Nya, 


Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 
baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu 
untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (OS. al- 


Hadid/57: 11). 


Bahkan orang yang tidak memperhatikan kepekaan sosial 


ini dianggap sebagai pendusta agama. Allah berfirman, 


Y 
G 2213 04 


- 
eX— 


8... ..3 An Dn ba s 21 3 San 

AANG SAN IN. GL LAS CN Us 
Ne 0 - & Sen Ne at et Boy 1 1 » 
SIM BB Cekei Op Irta eh IE 


o G Y 
ISL O3AKKG . Ogelp AA GIJIL. OjALa 
1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah 
orang yang menghardik anak yatim, 3. dan tidak menganjurkan 
memberi makan orang miskin, 4. Maka kecelakaanlah bagi orang- 
orang yang shalat, 5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, 
6. orang-orang yang berbuat riya, 7. dan enggan (menolong 


dengan) barang berguna. (OS. al-Matin/107: 1-7). 


Berdasarkan penjelasan di atas, jelas kiranya bahwa sila- 
sila yang terdapat dalam Pancasila selaras dan sejalan dengan 
nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi 
umat Islam untuk mempertentangkan Pancasila dan agama. 
Sehingga segala bentuk perlawanan terhadap Pancasila dan 
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negara, dalam konsepsi Islam dapat digolongan sebagai 
perbuatan bughat (makar) yang bertentangan dengan hukum 
agama dan hukum negara. (| 
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BAB V 


PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR 
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN 
BERNEGARA 


Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia 
merupakan pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Pancasila juga mempunyai fungsi untuk 
mempersatukan bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya. Bangsa Indonesia yang memiliki 
berbagai macam suku bangsa, ras, agama, dan berbagai macam 
kebudayaan sangat membutuhkan alat atau sarana untuk 
mengikat keberagaman tersebut. Tanpa adanya penerapan nilai- 
nila dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka 
Pancasila kehilangan makna hakikinya dan hanya sebagai 
sebuah dogma tanpa arti. 


Pengertian Nilai, Moral dan Norma 
1. Nilai dan Nilai Dasar 

Secara terminologi, nilai dapat diartikan sebagai harga 
dalam arti takaran, harga sesuatu, angka kepadatan, kadar mutu, 
dan sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi 
kemanusiaan. Misalnya, nilai-nilai agama. 

Secara etimologi, nilai merupakan sesuatu yang kita alami 
sebagai ajakan dari panggilan untuk dihadapi yang mendorong 
kita untuk melaksanakan dan bertindak serta membangkitkan 
keaktifan kita.”” Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan 
dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih 
disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau 
keadaan akhir yang berlawanan. 


270 AT. Soegito, Pendidikan Pancasila, edisi revisi (Semarang: UNNES, 2007), hal. 
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Eduard Spranger (1882-1963)! mengatakan bahwa nilai 
adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu 
untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam 
situasi sosial tertentu. Menurut Cris Horrocks”? berpendapat 
bahwa pengertian nilai adalah sesuatu yang memungkinkan 
individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai 
apa yang ingin dicapai atau sebagai sesuatu yang dibutuhkan. 
Sementara Danandjaja (1934-2013) mengatakan bahwa nilai 
adalah pengertian yang dimiliki seseorang akan sesuatu yang 
lebih penting maupun kurang penting, apa yang lebih baik dan 
kurang baik, dan juga apa yang lebih benar dan apa yang salah. 
Adapun Dedy Mulyana mendefinisikan nilai sebagai suatu 
keyakinan dan rujukan untuk menentukan sebuah pilihan.” 
Dengan demikian, nilai adalah sebuah konsepsi dari apa yang 
diinginkan dan mempengaruhi seseorang dalam menentukan 
tindakan terhadap cara dan juga tujuan yang ingin dicapai. 

Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, nilai dasar 
tersebut tercermin di dalam Pancasila yang secara eksplisit 
tertuang dalam UUD 1945. Nilai ini bersifat sangat fundamental 
dan instrumental, yang merupakan manivestasi dari nilai dasar, 


#1 Edward Spranger adalah tokoh utama aliran psikologi dan oleh banyak ahli 


dianggap sebagai juru bicara aliran kerohanian (Geisteswissenschaftliche 
Psychologie). Ia merupakan guru besar ilmu filsafat dan ilmu pendidikan di 
Universitas Leipzig, Universitas Berlin, dan Universitas Tubingen. Spranger lahir 
di Berlin pada tanggal 27 Juni 1882 dan meninggal di Tubingen pada tanggal 17 
September 1963. 

Chris Horrocks adalah seorang profesor di bidang sejarah seni di Kingston 
University, London. 

James Danandjaja alias Tan Soe Lien merupakan seorang antropolog Indonesia 
dan pelopor serta “pendekar” folklor Nusantara yang pertama. Sejak 1960, ia 
telah telah mengajar antropologi di Universitas Indonesia, Guru Besar 
Antropologi di FS UI (1960-2013), Dekan FS UI (1963-1965), Biro Pendidikan 
FS UI (1965-1967), Panitia Jurusan Antropologi FS UI (1967-1974), Penjabat 
Ketua Jurusan Antropologi FS UI (1975-1976), Guru Besar Tamu Fullbright 
University of California Berkeley, AS (1980-1981), Konsultan di LPPM Jakarta 
(1982), Panitia Program Pascasarjana FS UI (1982-1984), Guru Besar Luar Biasa 
Pascasarjana FS UI (1982-2013), Penasihat Akademi S-2 Wilayah AS (1983- 
2013), Ketua Panitia Calon S-3 FISIP UI (1983-2013), Guru Besar FISIP UI 
(2013). James meninggal di RS Bhakti Yudha, Depok, tanggal 21 Oktober 2013. 
Profesor Deddy Mulyana saat ini menjabat Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Padjadjaran (UNPAD). Mulyana lahir di Bandung, 28 Januari 1958. 
Definisi nilai ini diikutip dalam http://www.sumberpengertian.co/ pengertian- 
nilai-menurut-para-ahli 
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berupa pasal-pasal UUD 1945, perundang-undangan, ketetapan, 
dan peraturan-peraturan lainnya yang berfungsi menjadi 
pedoman, kaidah, dan petunjuk bagi warga masyarakat. 


2. Moral 

Secara etimologis kata moral berasal dari kata mos, yang 
berarti cara, adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan bentuk 
jamaknya adalah mores. Kata moral ini mempunyai arti yang 
sama dengan kata etos (Yunani) yang menurunkan kata etika. 
Dalam bahasa Arab, kata moral mengandung pengertian yang 
sama dengan akhlak, yaitu budi pekerti. Sedangkan dalam 
konsep Indonesia, moral berarti kesusilaan. 

Secara umum, moral adalah suatu hukum tingkah laku 
yang diterapkan kepada setiap individu untuk dapat 
bersosialiasi dengan benar agar terjalin rasa hormat dan 
menghormati. Kata moral selalu mengacu pada baik dan 
buruknya perbuatan manusia (akhlak). 

Jadi, moral dapat diartikan sebagai tindakan seseorang 
untuk menilai benar dalam cara hidup seseorang mengenai apa 
yang baik dan apa yang buruk. Yaitu pengetahuan dan wawasan 
yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. 

Dengan demikian, secara ekplisit, moral adalah hal-hal 
yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa 
moral, manusia tidak dapat bersosialisasi dengan baik.”” Sebab 
moral adalah ukuran dari perbuatan, tingkah laku dan ucapan 
seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Apabila 
perbuatan seseorang sesuai dengan tata nilai yang berlaku di 
suatu masyarakat, maka orang itu dinilai memiliki moral yang 
baik. Begitu juga sebaliknya. Karena moral merupakan produk 
dari budaya dan agama, maka setiap komunitas memiliki 
standar moral yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem nilai 
yang berlaku di masyarakat.”S Menurut Driyarkara (1913- 


25 Moral atau moralitas adalah istilah yang dipergunakan manusia untuk menyebut 


orang lain dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak 
memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki 
nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang 
harus dimiliki oleh setiap orang. 


46 Dikutip dalam https://www.zonareferensi.com/pengertian-moral/ 
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1967),”' moral atau kesusilaan adalah nilai yang sebenarnya 
bagi manusa. Dengan kata lain, moral atau kesusilaan adalah 
kesempurnaan sebagai manusia atau tuntutan kodrat manusia. 

Berdasar penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
moral adalah suatu keyakinan tentang benar salah, baik dan 
buruk, yang sesuai dengan kesepakatan sosial, yang mendasari 
tindakan atau pemikiran. Jadi, moral sangat berhubungan 
dengan benar-salah, baik-buruk, keyakinan, diri sendiri, dan 
lingkungan sosial. 


3. Norma 

Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau 
syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi 
masyarakat dalam berbuat, bertingkah laku dan berinteraksi 
antarmanusia sehingga terbentuk masyarakat yang tertib, teratur 
dan aman. 

Norma merupakan suatu petunjuk atau juga patokan 
perilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi 
sosial dalam suatu masyarakat. Mudahnya, norma adalah 
sekumpulan aturan informal yang mengatur interaksi manusia. 
Bisa juga diartikan sebagai pedoman, ketentuan dan acuan yang 
menjadi keharusan bagi para anggota masyarakat dan segala 
objek yang menjadi milik masyarakat untuk mengikuti dan 
mematuhi serta mengakui dan sekaligus memberi sanksi bagi 
yang tidak mengikuti, mematuhi dan mengakui pedoman 
tersebut. 

Norma merupakan aturan berperilaku dalam kehidupan 
bermasyarakat sehingga berisi perintah atau larangan. Aturan 
ini bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, 
tertib dan damai. Bagi individu atau kelompok masyarakat yang 


27 Prof. Dr. Nicolaus Driyarkara SJ (lahir di Kedunggubah, Kaligesing, Purworejo, 


13 Juni 1913 dan meninggal di Girisonta, Ungaran, 11 Februari 1967 (usia 53 
tahun). Ajaran pokok Driyarkara yaitu “manusia adalah kawan bagi sesama.” 
Manusia adalah rekan bagi sesamanya di dunia sosialitas ini (homo homini 
socius). Pikiran homo homini socius ini ditaruh untuk mengkritik, mengoreksi, 
dan memperbaiki sosialitas preman, sosialitas yang saling mengerkam, 
memangsa, dan saling membenci dalam homo homini lupus (sesama adalah 
serigala bagi manusia). 


128 - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, maka 
akan dikenakan sanksi yang berlaku, baik hukum maupun 
sosial. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa norma memiliki 
kekuatan dan sifatnya memaksa sehingga manusia wajib tunduk 
pada peraturan tersebut. Dalam sosiologi, norma adalah aturan 
tidak tertulis yang mengatur perilaku individu di dalam 
kehidupan sosial dan telah mempengaruhi bagaimana seseorang 
berperilaku.” 


Pancasila sebagai Dasar Etika Kehidupan Berbangsa dan 
Bernegara 

Sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang 
saling berhubungan dan saling ketergantungan secara 
sistematik. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai 
etika yang terkandung dalam Pancasila merupakan sekumpulan 
nilaa yang diangkat dari prinsip nila yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut berupa nilai 
religious, nilai adat istiadat, kebudayaan dan setelah disahkan 
menjadi dasar Negara terkandung di dalamnya nilai kenegaraan. 

Dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara, maka 
nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam suatu norma yang 
menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan 
kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan. Terdapat dua 
macam norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu 
norma hukum dan norma moral atau etika. Sebagai suatu norma 
hukum positif, maka Pancasila dijabarkan dalam suatu 
peraturan perundang-undangan yang ekplisit. Hal itu secara 
kongkrit dijabarkan dalam tertib hukum Indonesia. Namun 
dalam pelaksanaannya memerlukan suatu norma moral yang 
merupakan dasar pijak pelaksanaan tertib hukum di Indonesia. 
Bagaimanapun baiknya suatu perundang-undangan, kalau tidak 
dilandasi oleh moral yang luhur, maka dalam pelaksanaannya 
akan melahirkan suatu ketidakadilan bagi kehidupan 
kemanusiaan. 

Selain itu, secara kausalitas nilai-nilai Pancasila berifat 
objektif dan subjektif. Artinya Pancasila memiliki nilai-nilai 


28 Dikutip dari https://www.zonareferensi.com/pengertian-norma/ 
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esensi yang universal, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, 
kerakyatan, dan keadilan. Sehingga memungkinkan dapat 
diterapkan pada negara lain (meski tidak dengan nama 
Pancasila). Artinya jika suatu negara menggunakan prinsip 
filosofi bahwa negara berketuhanan, berkemanusiaan, 
berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, maka negara 
tersebut pada hakikatnya menggunakan dasar filsafat dari nilai 
sila-sila Pancasila. 

Nilai Pancasila bersifat objektif karena, pertama, hakekat 
makna rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat- 
sifat umum universal dan abstrak, karena merupakan suatu 
nilai, kedua, inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang 
masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, dan, ketiga, Pancasila 
yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menurut ilmu 
hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang 
fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum 
positif di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hierarki suatu tertib 
hukum Indonesia, Pancasila berkedudukan sebagai tertib hukum 
yang tertinggi. Maka secara objektif tidak dapat diubah secara 
hukum sehingga terlekat pada kelangsungan hidup negara. 
Sebagai konsekuensinya, jika nilai-nilai Pancasila itu diubah 
maka sama halnya dengan pembubaran negara Indonesia. 

Sebaliknya, nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan 
bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau 
terlekat pada bangsa Indonesia sendiri. Pengertian itu dapat 
dijelaskan sebagai berikut: pertama, nilai-nilai Pancasila timbul 
dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa 
materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil 
pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi fiosofis bangsa 
Indonesia, kedua, nilai-nila Pancasila merupakan filsafat 
(pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati 
diri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas nilai 
kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup 
bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan, ketiga, di dalam 
Pancasila terkandung tujuh nilai kerohanian, yaitu nilai 
kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis dan 
nilai religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani 
bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. 
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Nilai-nilai Pancasila tersebut bagi bangsa Indonesia 
menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan, 
baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan 
kenegaraan. Dengan kata lain, bahwa nilai-nilai Pancasila 
merupakan das sollen atau cita-cita tentang kebaikan yang harus 
diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau das sein. 

Di era sekarang ini, tampaknya kebutuhan akan norma 
etika untuk kehidupan berbangsa dan bernegara masih perlu 
bahkan amat penting untuk ditetapkan. Hal ini terwujud dengan 
keluarnya ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika 
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang 
merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman 
dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku yang merupakan 
cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang 
sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. 

Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat 
bertujuan untuk: 1) memberikan landasan etik moral bagi 
seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan 
kebangsaan dalam berbagai aspek, 2) menentukan pokok-pokok 
etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dan, 
3) menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan 
nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, 
bernegara, dan bermasyarakat. 

Adapun etika kehidupan berbangsa meliputi: pertama, 
etika sosial dan budaya. Etika ini bertolak dari rasa 
kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali 
sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, 
saling mencintai, dan tolong-menolong di antara sesame 
manusia dan anak bangsa. Senada dengan itu juga 
menghidupkansuburkan kembali budaya malu, yakni malu 
berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral 
agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 

Kedua, etika pemerintahan dan politik. Etika ini 
dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, 
efesien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang 
demokratis yang bercirikan keterbukaan, tanggung jawab, 
tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur 
dalam persaingan, serta menjujunjung tinggi hak asasi manusia. 


Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - 131 


Ketiga, etika ekonomi dan bisnis. Etika ini bertujuan agar 
prinsip dan prilaku ekonomi baik oleh pribadi, institusi, maupun 
keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan ekonomi 
dengan kondisi yang baik dan realitas. 

Keempat, etika penegakan hukum yang berkeadilan. Etika 
ini bertujuan agar penegakan hukum secara adil, perlakuan yang 
sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di 
hadapan hukum, dan menghindarkan peggunaan hukum secara 
salah sebagai alat kekuasaan. 

Kelima, etika keilmuan dan disiplin kehidupan. Etika ini 
diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu 
pengetahuan dan teknologi agar mampu berpikir rasional, kritis, 
logis, dan objektif.” 

Dengan berpedoman pada etika kehidupan berbangsa 
tersebut, penyelenggara negara dan warga negara berprilaku 
secara baik bersumber pada nilai-nila Pancasila dalam 
kehidupannya. Etika kehidupan berbangsa tidak memiliki 
sanksi hukum. Namun sebagai semacam kode etik, pedoman 
etik berbangsa memberikan sanksi moral bagi siapa saja yang 
berprilaku menyimpang dari norma-norma etik yang baik. Etika 
kehidupan berbangsa ini dapat kita pandang sebagai norma etik 
negara sebagai perwujudan dari nilai-nilai dasar Pancasila. 

Etika dan moral bagi manusia dalam kehiduan berbangsa, 
bernegara, dan bermasyarakat, senantiasa bersifat relasional. 
Hal ini berarti bahwa etika serta moral yang terkandung dalam 
sila-sila Pancasila, tidak dimaksudkan untuk manusia secara 
pribadi, namun secara relasioanal senantiasa memiliki 
hubungan dengan yang lain, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa 
maupun kepada manusia lainnya. 

Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat.” 
Sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan 


29 Dirangkum dari Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, 


(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Kaelan & Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, 
(Yogyakarta: Paradigma, 2007) dan Kaelan, Filsafat Pancasila, (Yogyakarta: 
Paradigma, 2009). 

Ciri-ciri sistem: a) suatu kesatuan bagian-bagian, b) bagian-bagian tersebut 
mempunyai fungsi sendiri-sendiri, c) saling berhubungan dan ketergantungan, d) 
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organis yang saling berkaitan dan saling mengkualifikasi. Sila 
yang satu dikualifikasi oleh sila-sila lainnya. Dengan kata lain, 
bagian-bagian Pancasila saling terkait dan berhubungan secara 
erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. 

Pancasila sebagai suatu sistem mempunyai susunan secara 
hirarkis dan piramidal. Piramidal menggambarkan hubungan 
hierarki sila-sila dari Pancasila dalam urutan yang luas 
(kuantitas) dan juga dalam hal sifat-sifatnya (kualitas)! Dalam 
susunan hirarkis dan piramidal ini, pokok-pokok moralitas dan 
haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila dapat 
dilukiskan sebagai berikut. 

Pertama, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai 
ketuhanan (religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas 
(yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai 
fundamen etik kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, 
Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang 
memisahkan “agama” dan “negara” dan berpretensi untuk 
menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara 
alam pemikiran Pancasila bahkan diharapkan dapat melindungi 
dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama 
diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan 
dengan penguatan etika sosial. Tetapi saat yang sama, Indonesia 
juga bukan “negara agama,” yang hanya merepresentasikan 
salah satu (unsur) agama dan memungkinkan agama untuk 
mendikte negara. 

Kedua, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai 
kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, 
hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat 
horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik 
kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip 
kebangsaan yang luas yang mengarah pada persaudaraan dunia 
itu dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. 
Keluar, bangsa Indonesia menggunakan segenap budaya dan 


untuk mencapai tujuan yang sama, dan, e) terjadi dalam suatu lingkungan yang 
komplek. 

Selengkapnya, lihat Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 
2000). 
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khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif “ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Kedalam, bangsa 
Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga 
negara dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat 
persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab.” 

Ketiga, menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi 
nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar 
kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat 
sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam 
internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia 
adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham 
golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinekaan 
masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi 
kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, 
dan keragaman dalam persatuan yang dalam slogan negara 
dinyatakan dengan ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika.” 

Keempat, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai 
ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita 
kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi 
kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam prinsip 
musyawarah-mufakat yang memuliakan daya-daya rasionalitas 
deliberatif dan kearifan setiap warga negara tanpa pandang 
bulu. 

Kelima, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai 
ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta 
demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya 
sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial yang mencerminkan 
imperatif etis keempat sila lainnya.” 

Kini persoalannya adalah bagaimana memperdalam 
pemahaman, penghayatan dan kepercayaan akan keutamaan 
nilai-nilai moralitas yang terkandung pada setiap sila Pancasila 
dan kesalingterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian 
diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang 
kehidupan berbangsa dan bernegara. (|) 


282 Yudi Latif, Negara Paripurna., hal. 43-7. 
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BAB VI 


PANCASILA SEBAGAI 
IDEOLOGI NASIONAL 


Bangsa Indonesia telah bersepakat menjadikan Pancasila 
sebagai ideologi negara. Oleh karenanya, Pancasila dijadikan 
sebagai seperangkat nilai yang digunakan oleh bangsa 
Indonesia untuk menata dan mengatur warga negaranya. 
Ideologi Pancasila bukan hanya sebuah permasalahan yang 
berkadar kefilsafatan karena bersifat cita-cita dan normatif 
namun juga bersifat praksis karena menyangkut operasionalisasi 
dan strategi. Hal ini karena ideologi Pancasila juga menyangkut 
hal-hal yang mendasarkan suatu ajaran yang menyeluruh 
tentang makna dan nilai-nilai hidup tentang bagaimana manusia 
harus bertindak. 

Ideologi Pancasila tidak hanya menuntut, misalnya, agar 
setiap warga negara bertindak adil, saling tolong-menolong, 
saling menghormati antarsesama manusia, lebih mengutamakan 
kepantingan umum daripada kepentingan pribadi atau 
kepentingan golongan dan sebagainya, melainkan juga ideologi 
Pancasila akan menuntut ketaatan kongkrit, harus melaksanakan 
ini dan itu, dan bahkan seringkali menuntut dengan mutlak 
orang harus bersikap dan bertindak tertentu. 


Pancasila sebagai Ideologi Nasional 

Ideologi berasal dari kata idea (Inggris) yang artinya 
gagasan, atau pengertian. Kata kerja oida (Yunani) yang berarti 
mengetahui dan melihat dengan budi. Kata logi yang berasal 
dari logos (Yunani) yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi 
mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, 
pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran 
tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari- 
hari, kata idea dapat disamakan artinya dengan cita-cita. 
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Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de 
Tracy (1754-1836),”' pada tahun 1796. Menurutnya, ideologi 
adalah cience of ideas atau studi tentang ide, yaitu suatu 
program yang diharapkan dapat membawa perubahan 
institusional dalam masyarakat Perancis. Menurut Karl Marx 
(1818-1883), ideologi adalah pandangan hidup yang 
dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas 
sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. 

Menurut Kaelan, secara umum ideologi dapat didefinisikan 
sebagai seperangkat keyakinan dan paradigma pengetahuan 
yang menyeluruh dan sistematis yang memberikan landasan 
interpretasi untuk bertindak.” Ideologi tersebut harus 
mencakup tiga unsur utama, yaitu keyakinan, pengetahuan dan 


tindakan. 

Dengan demikian, setiap ideologi idealnya harus mampu 
memadukan tiga unsur: keyakinan, pengetahuan dan tindakan. 
Pertama, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi 
tuntunan-tuntunan normatif-preskriptif”' yang menjadi pedoman 
hidup. Kedua, ideologi mengandung semacam paradigma 
pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin, dan teori yang 
menyediakan interpretasi?! dalam memahami realitas. Ketiga, 
ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level 
operasional dari keyakinan dan pengetahuan itu dalam realitas 
kongkret. 


23 Antoine Louis Claude Destutt Comte de Tracy adalah seorang aristokrat dan 


filsuf pencerahan Prancis yang menciptakan istilah ideology. 

Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, sosiolog sekaligus aktivis politik. Marx 
memunculkan teori-teori sosiologi: konflik, kelas sosial, perubahan sosial dan 
alienasi. Ia juga merupakan tokoh pengkritik sistem kapitalis paling awal dan 
paling sengit. Marx menolak kapitalisme karena menurutnya, menyebabkan 
pengangguran, kosentrasi modal satu golongan dan bertambahnya kesengsaraan 
kaum proletar. Selengkapnya, Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992). 

Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hal. 60- 
61. 

Normative-preskriptif artinya berpegang teguh pada norma atau kaidah yang 
berlaku dan bersifat memberi petunjuk atau menurut ketentuan resmi yang 
berlaku. 

Interpretasi artinya pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap 
sesuatu, tafsiran. 

253 Yudi Latif, Revolusi Pancasila., hal. 38-9. 
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Terkait dengan ideologi negara, Prof. Notonegoro (1905- 
1981) mengemukakan bahwa ideologi negara dalam arti cita- 
cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem 
kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan 
pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain 
memiliki ciri: 1) mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai 
hidup kebangsaan dan kenegaraan, dan, 2) mewujudkan suatu 
asas kerohanian, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan 
hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan 
kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan 
dengan kesediaan berkorban. 

Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa 
komitmen atau keterikatan untuk mewujudkannya. Semakin 
mendalam kesadaran ideologis seseorang, maka akan semakin 
tinggi pula komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen 
itu tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya 
sebagai ketentuan yang mengikat, yang harus ditaati dalam 
kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi ataupun 
masyarakat. Dengan demikian, ideologi berintikan pada 
seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang 
dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat 
sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Melalui 
rangkaian nilai itu, mereka mengetahui bagaimana cara yang 
paling baik, yaitu secara moral atau normatif dianggap benar 
dan adil, dalam bersikap dan bertingkah laku untuk memelihara, 
mempertahankan dan membangun kehidupan duniawi bersama 
dengan berbagai dimensinya. 


Bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam Tri Prakara 
Proses terbentuknya Pancasila memerlukan proses yang 
cukup panjang dalam konsep kesejarahan bangsa Indonesia. 
Sebelum disahkan sebagai dasar negara, unsur-unsur Pancasila 
telah melekat dalam bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari- 
hari berupa nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai 
religius. Dengan demikian Pancasila sebagai dasar negara 
terwujud dalam tiga asas atau Tri Prakara yaitu: 
1. Pancasila sebagai asas kebudayaan, bahwasanya unsur-unsur 
Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat Negara 
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secara yuridis sudah dimiliki bangsa Indonesia sebagai asas- 
asas dalam adat istiadat dan kebudayaan yang telah ada dan 
tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia 
sebelum membentuk negara. Nilai-nilai tersebut yaitu: nilai 
ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai 
kerakyatan, dan nilai keadilan. 


. Pancasila sebagai asas religius, berarti bahwa unsur-unsur 


Pancasila telah terdapat pada bangsa Indonesia sebagai asas- 
asas dalam berbagai agama yang berkembang di Indonesia. 
Asas religius adalah asas yang menekankan pada pentingnya 
tanggung jawab dalam menghormati kaidah-kaidah 
keagamaan dan tidak menyudutkan suatu agama ataupun 
kepercayaan orang lain. Pelaksanaan asas religius ini dapat 
dilakukan dengan cara menghormati agama, kepercayaan, 
dan keyakinan agama lain. 
Pancasila sebagai asas kenegaraan. Dari kedua unsur tadi 
kemudian diolah, dibahas dan dirumuskan secara seksama 
oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI, Panitia 
Sembilan, dan setelah Indonesia merdeka.” 

Ketiga asas tersebut tidak dapat dipertentangkan karena 


merupakan unsur-unsur yang membentuk Pancasila. Soekarno 
dan para pendiri bangsa mengatakan bahwa Pancasila lebih 
memenuhi kebutuhan manusia dan lebih menyelamatkan 
manusia daripada Declaration of Independence-nya Amerika 
Serikat atau Manifesto Komunis. Declaration of Independence 
tidak mengandung keadilan sosial, adapun Manifesto Komunis 
tidak mengandung Ketuhanan Yang Maha Esa.” 
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Secara historis, kelima sila Pancasila merupakan perpaduan 
(sintesis) dari keragaman keyakinan, paham, dan harapan yang 
berkembang di negeri ini. Sila pertama merupakan rumusan 
sintesis dari segala aliran agama dan kepercayaan. Sila kedua 
merupakan rumusan sintesis dari segala paham dan cita-cita 
sosial-kemanusiaan yang bersifat transnasional. Sila ketiga 
merupakan rumusan sintesis dari kebhinekaan (aspirasi identitas) 
kesukuan ke dalam kesatuan bangsa. Sila keempat merupakan 
rumusan sintesis dari segala paham mengenai kedaulatan. Sila 


Dikutip dari http://gebyarpancasila.blogspot.com/2017/11/pancasila-dalamt-tri- 
prakara.html 
Kaelan, Revolusi Pancasila., hal. 39. 
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kelima merupakan rumusan sintesis dari segala paham keadilan 


sosial-ekonomi.?”' 


Semua sila dipersatukan oleh cinta kasih. Semangat cinta 
kasih itulah yang dalam kata kerjanya disebut oleh Soekarno 
dengan istilah “gotong royong.” Menurutnya, gotong-royong 
adalah paham yang dinamis, lebih dinamis daripada 
kekeluargaan. 

Gotong-royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan 

keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal 


semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan 
semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama.” 


Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila harus dipandang 
sebagai norma dasar bernegara (Grundnorm/Staat fundamental 
norm) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di 
Indonesia. 


Karakteristik Pancasila sebagai Ideologi Nasional 

Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi komprehensif 
tentang inklusi sosial yang menyatukan keragaman agama dan 
kepercayaan, asal-usul manusia, ragam etnis dan adat istiadat, 


serta aliran politik dan kelas sosial dalam kehidupan publik.” 

Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, 
Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar (falsafah) negara, 
pandangan hidup, ideologi nasional dan ligatur (pemersatu) dalam 
peri kehidupan kebangsaan dan kenegaeaan Indonesia. Singkat 
kata, Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus 
bintang penuntun (leitstar) yang dinamis, yang mengarahkan 
bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti 
itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, 
dan haluan keselamatan bangsa.” 


Oleh karenanya, Pancasila memiliki karakteristik khusus 
yang membedakannya dengan ideologi dunia manapun. 
Karakteristik ini berhubungan dengan sikap positif bangsa 


21 Ibid., hal. 39-40. 

292 Dikutip dalam Ibid., hal. 44. 

2 Yudi Latif, Wawasan Pancasila., hal. 198. 
28 Idem., Negara Paripurna., hal. 41. 
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Indonesia yang memiliki Pancasila. Adapun karakteristik 
tersebut adalah: 


a) 


Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti pengakuan bangsa 
Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia 
dengan segala isinya. Tuhan sebagai kausa prima. Oleh 
karena itu sebagai umat yang bertuhan, dengan sendirinya 
kita harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih 
persoalan agama tidak berhenti pada apa yang kita percaya, 
tetapi terutama pada apa yang kita perbuat. Untuk itu, agama 
tidak perlu meninggalkan kepercayaan dan ritualnya, tetapi 
perlu lebih menekankan pentingnya komitmen etis dengan 
menempatkan moralitas agama pada jantung kehidupan 
spiritual dan kehidupan publik.” 


b) Penghargaan kepada sesama umat manusia apapun suku 


va 


Cc 
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bangsa dan bahasanya. Sebagai umat manusia, kita adalah 
sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai 
dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan 
beradab berarti bahwa adil adalah perlakuan yang sama 
terhadap sesama manusia, dan beradab berarti perlakuan 
yang sama itu sesuai dengan derajat kemanusiaan. Atas 
dasar perlakuan ini, maka kita menghargai akan hak-hak 
asasi manusia seimbang dengan kewajiban-kewajibannya. 
Dengan demikian, harmoni antara hak dan kewajiban adalah 
penjelmaan dari kemanusaiaan yang adil dan beradab. Adil 
dalam hal ini adalah seimbang antara hak dan kewajiban. 
Dapat dikatakan hak timbul karena adanya kewajiban. 
Bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Di 
dalam persatuan itulah dapat dibina kerja sama yang 
harmonis, yakni suatu konsepsi kebangsaan yang 
mengekspresikan persatuan dalam keragaman dan 
keragaman dalam persatuan (unity in diversity, diversity in 
unity), yang dalam slogan negara dinyatakan dalam 
ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika.””? Dalam hubungan ini, 
maka persatuan Indonesia kita tempatkan di atas 
kepentingan pribadi dan golongan. 


Idem, Wawasan Pancasila., hal. 200. 
Ibid., hal. 207. 
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d) Kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara 


e) 


297 


berdasarkan atas sistem demokrasi. Demokrasi yang dianut 
adalah demokrasi Pancasila. Hal ini sesuai dengan sila ke 
empat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila ini 
mengandung beberapa ciri dari alam pemikiran demokrasi di 
Indonesia yang meliputi: 1) cita kerakyatan (daulat rakyat), 
2) permusyawaratan (kekeluargaan), dan, 3) hikmat 
kebijaksanaan.”' Oleh karenanya, dalam pelaksanaan 
demokrasi, kita lebih mengutamakan dan mementingkan 
musyawarah. Musyawarah tidak didasarkan atas kekuasaan 
mayoritas maupun minoritas, namun berdasar pada 
kesepakatan bersama yang dihasilkan dalam suatu 
musyawarah, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan 
dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui 
adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan.” 
Demokrasi Indonesia juga mengndung ciri “hikmat 
kebijaksanaan,” sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan 
UUD 1945.” 

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan 
dalam kemakmuran adalah cita-cita bangsa kita sejak masa 
lampau. Menurut John Raws (1921-2002),”? sumber 
persatuan dan komitmen kebangsaan dari negeri 
multikultural adalah “konsepsi keadilan bersama (a share 
conception of justice)” Lebih lanjut menurutnya, “meskipun 
suatu masyarakat bangsa terbagi dan pluralistik, kesepakatan 
publik atas persoalan-persoalan keadilan sosial dan politik 
mendukung persaudaraan sipil dan menjamin ikatan-ikatan 
asosiasi.” Sistem pemerintahan yang kita anut bertujuan 
untuk “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia.” Prinsip keadilan adalah inti dari moral 


Ibid., hal. 210. 


28 Jhid., hal. 211. 
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John Rawls adalah filsuf Amerika Serikat yang terkenal pada abad ke-20 di 
bidang filsafat politik. Bukunya yang berjudul “Teori tentang Keadilan” 
merupakan salah satu teks primer dalam bidang filsafat politik. 

Yudi Latif, Wawasan Pancasila., hal. 213. 
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ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul 
persatuan dan muara kedaulatan rakyat.” 


Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Nasional 
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai- 
nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan 
keadilan. Nilai-nilai ini yang merupakan nilai dasar bagi 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di 
dalamnya juga terkandung nilai kerohanian yang lengkap dan 
harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran 
(kenyataan), nilai estetis, nilai etis maupun nilai religius. 
Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan 
subjektif, artinya hakikat nilai-nilai Pancasila bersifat universal 
(berlaku di manapun), sehingga dimungkinkan dapat diterapkan 
oleh negara lain. Dengan kata lain, bila terdapat suatu negara 
yang menggunakan prinsip falsafah bahwa negara 
berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, 
dan berkeadilan, maka negara tersebut pada hakikatnya 
menggunakan dasar filsafat dari nilai-nilai Pancasila, meskipun 
tidak menggunakan Pancasila sebagai dasar negaranya. 
Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, maksudnya adalah: 
(1) Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna 
yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum 
universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai, (2) Inti dari 
nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan 
bangsa Indonesia, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, 
kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan, dan, (3) 
Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 
sebagai pokok kaidah negara yang mendasar, sehingga 
merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 
Sedangkan nilai-nilaa Pancasila bersifat subyektif, 
terkandung maksud bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu 
bergantung atau terlekat pada bangsa Indonesia sendiri. Hal ini 
dapat dijelaskan, karena: (1) Nilai-nilai Pancasila timbul dari 
bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai penyebab 
adanya nilai-nilai tersebut, (2) Nilai-nilai Pancasila merupakan 


221 Idem., 
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pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati 
diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, 
kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan: (3) di dalam 
Pancasila terkandung nilai-nilaa kerohanian, kebenaran, 
keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai 
religius yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia 
dikarenakan bersumber pada kepribadian bangsa.” 

Oleh karena nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif dan 
subjektif tersebut, maka nilai-nilai Pancasila bagi bangsa 
Indonesia menjadi landasan, dasar serta semangat bagi segala 
tindakan dan perbuatan dalam menentukan dan menyusun tata 
aturan hidup dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan 
bernegara. 

Dengan demikian nilai-nilai Pancasila menjadi ideologi 
yang tidak diciptakan oleh negara melainkan digali dari harta 
kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat Indonesia 
sendiri. Dalam bahasa Yudi Latif, “kebangsaan Indonesia 
merefleksikan kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dalam 
kesilaman.” Sebagaimana ungkapan Clifford Geertz (1926- 
1996), yang mengatakan bahwa “Indonesia ibarat anggur tua 
dalam botol baru, alias gugusan masyarakat lama dalam negara 
baru.” Nama Indonesia sebagai “proyek nasionalisme” 
(political nationalisme) memang baru diperkenalkan sekitar 
tahun 1920-an. Namun ia tidaklah muncul dari ruang hampa, 
tetapi berakar pada tanah air beserta elemen-elemen sosial 
budaya yang ribuan bahkan jutaan tahun lamanya hadir di 
nusantara” Oleh karenanya, nilai-nilai Pancasila akan selalu 
berkembang mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia. 
Sebagai ideologi yang tidak diciptakan, Pancasila juga 
merupakan sumber nilai, asas kerohanian bagi tertib hukum 
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Dikutip dalam http://ninakdewi.blogspot.com/2013/03/pancasila-sebagai- 
ideologi-nasional.html 

Clifford James Geertz adalah seorang antropolog Amerika Serikat yang dikenal 
melalui penelitian-penelitiannya mengenai Indonesia dan Maroko dalam bidang 
agama, perkembangan ekonomi, struktur politik tradisional, serta kehidupan desa 
dan keluarga. 

sa Yudi Latif, Wawasan Pancasila., hal. 207. 
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Indonesia, dan meliputi suasana kebatinan (geistlichen 
hintergrund) dari UUD 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum 
bagi hukum dasar negara. 


Pancasila sebagai Ideologi Terbuka 

Pancasila sebagai dasar Negara berkedudukan sebagai 
norma dasar atau norma fundamental (fundamental norm) dan 
juga sebaga weltanshauung (pandangan hidup) dan 
philosophiche grondslag (filsafat negara)“ Dengan demikian, 
Pancasila menempati norma hukum tertinggi dalam ideologi 
Indonesia. Sebab Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa 
Indonesia yang dilahirkan oleh para pendiri negara (founding 
Jathers). 

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan 
ikatan budaya (cultural bond) yang berkembang secara alami 
dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan. 
Yudi Latif mengatakan, 

Pancasila sebagai ideologi negara dapat dikatakan sebagai 

ideologi “integralistik” yang mengatasi partikularitas paham 

perseorangan dan golongan. Dalam pengertian bahwa dalam 
wilayah privat (keluarga) dan komunitas (etnis, agama dan 
golongan masyarakat), setiap perseorangan dan golongan masih 

bisa mengembangkan partikularitas ideologinya masing-masing. 

Namun, dalam wilayah publik kenegaraan, setiap perseorangan 


dan golongan itu harus menganut ideologi Pancasila sebagai titik 
temu.?06 


Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara yaitu 
memperkokoh persatuan bangsa, mengarahkan bangsa 
Indonesia menuju tujuannya, menggerakan serta membimbing 
bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan, 
memelihara dan mengembangkan identitas bangsa, sebagai 
dorongan dalam pembentukan karakter bangsa, dan, menjadi 


“05 Kedua istilah terakhir diperkenalkan oleh Soekarno saat berpidato pada tanggal 1 
Juni 1945. Istilah philosophiche grondslag, ia definisikan sebagai “fundamen, 
filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung 
Indonesia Merdeka.” Sementara istilah weltanshauung itu dekat dengan 
pengertian ideologi, yakni pandangan hidup/pandangan dunia. Yudi Latif, 
Revolusi Pancasila., hal. 31-34. 

“6 Ibid., hal. 37. 


144 - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa 
dan negara. 

Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi, 
yaitu: dimensi realita, dimensi idealisme dan dimensi 
fleksibilitas. Pertama, dimensi realita, artinya nilai-nilai dasar 
yang ada pada ideologi itu mencerminkan kenyataan hidup yang 
ada di dalam masyarakat di mana ideologi itu muncul untuk 
pertama kalinya. Kedua, dimensi idealisme, artinya kualitas 
ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu 
memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan 
masyarakat tentang masa depan yang lebih baik. Ketiga, 
Dimensi fleksibilitas, artinya kemampuan ideologi dalam 
mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan 
masyarakatnya. 

Dengan memandang pengertian ideologi sebagai sebuah 
ide atau gagasan, Franz Magnis-Suseno”” menyatakan bahwa 
ideologi terbagi menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka. 

Pertama, ideologi tertutup, adalah ideologi yang nilainya 
bersifat mutlak, bersifat dogmatis dan apriori. Dogmatis berarti 
memercayai suatu keadaan tanpa data yang valid, sedangkan 
apriori berarti berprasangka terlebih dahulu akan suatu keadaan. 
Di antara ciri-ciri ideologi tertutup adalah: 1) cita-cita sebuah 
kelompok, bukan cita-cita yang hidup di masyarakat, 2) bersifat 
totaliter, menguasai semua bidang kehidupan masyarakat, 3) 
tidak ada keanekaragaman, baik pandangan maupun budaya, 
dan, 4) rakyat dituntut memiliki kesetiaan total pada ideologi 
mutlak, konkret, nyata, keras, dan total. 

Kedua, ideologi terbuka, adalah ideologi yang 
pemikirannya terbuka. Ciri-ciri ideologi ini antara lain: 1) 
merupakan kekayaan rohani, budaya, dan masyarakat, 2) tidak 
diciptakan oleh negara, tetapi digali dari budaya masyarakat, 3) 
isinya tidak instan atau operasional sehingga tiap generasi boleh 
menafsirkannya, dan: 4) menginspirasi masyarakat untuk 
bertanggung jawab. 


307 Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ, lahir di Polandia, 26 Mei 1936 adalah seorang 
rohaniawan Katolik dan budayawan Indonesia yang menjabat sebagai Direktur 
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. 
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Perbedaan dari kedua ideologi ini adalah ideologi terbuka 
bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai 
melegitimasi kekuasaan sekelompok orang, artinya bahwa 
sistem ini bersifat demokratis dan terbuka. Sedangkan ideologi 
tertutup bersifat otoriter (negara berlaku sebagai penguasa) dan 
totaliter. 

Berdasarkan ciri-ciri yang sudah disebutkan sebelumnya, 
Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka, sebab: 1) 
Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar pada kesadaran 
masyarakat Indonesia, 2) isi Pancasila tidak langsung 
operasional, hanya berisi lima dasar, yaitu Ketuhanan, 
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Karena 
hanya berisi nilai dasar, maka perlu adanya penafsiran, 3) 
Pancasila menghargai kebebasan. Hal ini tercermin dalam 
makna sila kedua yang tidak saja mengakui kebebasan dan 
kesedarajatan manusia Indonesia, tetapi semua bangsa di dunia, 
4) Pancasila adalah ideologi politik, pedoman hidup 
masyarakat, bangsa, dan Negara, dan: 5) Pancasila menghargai 
pluralitas, seperti yang tercermin dalam sila pertama. 

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus mampu 
menyesuaikan diri dengan zaman. Hal ini bukan berarti nilai 
dari Pancasila dapat diganti dengan nilai dasar lain yang dapat 
menghilangkan jati diri bangsa Indonesia. Makna Pancasila 
sebagai ideologi terbuka adalah nilai-nilai dasar Pancasila dapat 
dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa 
Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman dengan 
memperhatkan tingkat kebutuhan dan perkembangan 
masyarakat Indonesia, serta tidak keluar dari eksistensi dan jati 
diri bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila menghendaki agar 
bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa 
Indonesia dan dalam ikatan NKRI. 

Menurut Moerdiono (1934-2011), faktor-faktor yang 
mendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka 


308 AdalahMenteri Sekretaris Negara (1988-1993: 1993-1998). Ia mendapatkan 
penghargaan Bintang Yudha Dharma Nararya (1986), Bintang Mahaputera 
Adipradana (1987), dan Doktor Honoris Causa dari Universitas Airlangga 
(Unair) Surabaya 1994. 


146 - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


adalah: (1) perkembangan dinamika masyarakat Indonesia yang 
cepat sehingga tidak semua persoalan hidup dapat ditemukan 
jawabannya secara ideologis, (2) runtuhnya ideologi tertutup, 
seperti Marxisme-Leninisme/komunisme, (3) pengalaman 
sejarah politik Indonesia dengan pengaruh komunisme, dan, (4) 
tekad bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai 
satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. 


Pancasila sebagai Sumber Nila dan Paradigma 
Pembangunan 

Pancasila telah menjadi istilah resmi sebagai dasar falsafah 
negara Republik Indonesia. Ini berarti bahwa seluruh tatanan 
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan 
Pancasila sebagai dasar moral atau norma serta tolak ukur 
tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan, dan 
tingkah laku bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan 
nilai intirinsik'” yang kebenarannya dapat dibuktikan secara 
objektif, serta mengandung kebenaran yang universal. 

Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri negara 
memuat nilai-nilai lihur untuk menjadi dasar negara. Sebagai 
gambaran, di dalam tata nilai kehidupan bernegara, ada yang 
disebut sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. 
Pertama, nilai dasar, yaitu nilai yang berasal dari nilai-nilai 
kultural bangsa Indonesia yang berakar dari kebudayaan sesuai 
dengan UUD 1945 yang mencerminkan hakikat nilai kultural. 
Kedua, nilai instrumental. Pelaksanaan umum nilai-nilai dasar 
biasanya dalam wujud nilai sosial atau norma hukum, 
selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga-lembaga yang 
sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. Ketiga, nilai 
praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam 
kenyataan. 

Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilaa kehidupan 
berbangsa yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, 
yaitu: pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti percaya dan 


509 Nilai instrinsik artinya nilai asli yang melekat pada fisiknya atau harkat yang dimiliki 
oleh seseorang, seperti kehormatan atau keberanian. 
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takwa kepada Tuhan YME, dan membina adanya kerja sama 
dan tolerans antara sesama pemeluk agama dan penganut 
kepercayaan kepada tuhan YME. Kedua, Kemanusiaan yang 
adil dan beradab, memiliki arti tidak saling membedakan warna 
kuit dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ketiga, 
Persatuan Indonesia, berarti menempatkan persatuan, 
kepentingan, dan keselamatan pribadi atau golongan. Keempat, 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/ perwakilan, memiliki makna melaksanakan 
keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab dan iktikad 
baik. Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 
bermakna adanya hak dan kewajiban yang sama untuk 
menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

Dalam pembangunan nasional, Pancasila adalah sebuah 
paradigma karena hendak dijadikan sebagai landasan, acuan, 
metode, nilai dan tujuan yang ingin dicapai di setiap program 
pembangunan NKRI. Hakikat pembangunan nasional adalah 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 
masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional 
dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional, seperti 
terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Il 
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BAB VII 
PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK 


Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang 
telah disahkan sebagai dasar negara amerupakan kesatuan utuh 
nilai-nilai budi pekerti atau moral. Oleh karena itu, Pancasila 
dapat disebut sebagai moral bangsa Indonesia. 


Pengertian Politik 

Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani polis 
yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu 
berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia 
yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika 
yang berarti pemerintahan negara dan politikos yang berarti 
kewarganegaraan. 

Aristoteles (384-322 SMy"" adalah orang pertama yang 
memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang 
manusia yang ia sebut zoon politikon, yang berarti hewan yang 
bermasyarakat atau makhluk sosial. Dengan istilah itu, ia ingin 
menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan 
interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan 
melibatkan hubungan politik." 

Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami 
dan tidak dapat dihindari manusia, misalnya, ketika ia mencoba 
untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia 
berusaha meraih kesejahteraan pribadi dan berupaya 
memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya. Ia 
berkesimpulan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan 
individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi 


10 Adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. 


Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, 
puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi dan zoologi. 
#1 Dikutip dalam http://definisimu.blogspot.com/2012/10/definisi-politik.html 
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adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu 
terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk 
memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. 
Dengan demikian, kata politik menunjukkan suatu aspek 
kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai 
sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan 
dengan unsur-unsur: negara (state), kekuasaan (power), 
pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy, 
beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). 

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik (politics) 
adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik 
(atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan- 
tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. 
Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah 
yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi 
terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari 
tujuan-tujuan yang telah dipilih. Sedangkan untuk 
melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan- 
kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan 
dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) dari 
sumber-sumber (resources) yang ada. Untuk bisa berperan aktif 
melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan 
(power) dan kewenangan (authority) yang akan digunakan baik 
untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan 
konflik yang mungkin timbul dalam proses itu. Cara-cara yang 
digunakan dapat bersifat meyakinkan (persuasive) dan jika 
perlu bersifat paksaan (coercion). Tanpa unsur paksaan, 
kebijakan itu hanya merupakan perumusan keinginan (statement 
of intent) belaka. 

Secara umum, politik merupakan upaya atau cara untuk 
memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun banyak pula 
yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di 
lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang 
dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek 
kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik 
politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan 
lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan 
dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi 
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seseorang (private goals). Politik menyangkut kegiatan 
berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan- 
kegiatan perseorangan (individu). 

Johan Kaspar Bluntschli (1808-1881)”” dalam buku The 


Teory of the State menyebutkan, 

The science which is concerned with the state, which endeavor to 
understand and comprehend the state in its conditions, in its 
essentials nature, in various forms or manifestations its 
development 

(Ilmu politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah 
kenegaraan, dengan memperjuang-kan pengertian dan pemahaman 
tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam 
berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya). 


Joyce Mitchel dalam Political Analysis and Public Policy 
mengatakan “Politics is collective decision making or the 
making of public policies for an entire society (Politik adalah 
pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan 
umum untuk seluruh masyarakat)” Sementara Harold 
Lasswell dalam buku Who gets What, When and How, 
menegaskan bahwa “politik adalah masalah siapa, mendapat 
apa, kapan dan bagaimana.” 

Harold Lasswell menggunakan paradigma komunikasi 
dalam menjelaskan mengenai sistem politik. Lasswell 
mengatakan bahwa cara yang baik untuk untuk menjelaskan 
komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai 
berikut: Who Says What In Which Channel To Whom With 
What Effect? Paradigma Lasswell ini menunjukkan bahwa 
komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari 
pertanyaan yang diajukan, yaitu: komunikator (siapa yang 
mengatakan?), pesan (mengatakan apa?), media (melalui 
saluran/ channel/media apa?), komunikan (kepada siapa?), dan 
efek (dengan dampak/efek apa?). Berdasarkan paradigma 


12 Adalah seorang penulis hukum internasional yang menulis buku Hukum Perang 


Modern (Das moderne Kriegsrecht (18661). Ia berpandangan bahwa negara 
merupakan suatu sistem organik yang mirip dengan organisme hidup, yang akan 
melalui siklus hidup seperti kelahiran, pertumbuhan, dan kematian. 

318  Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia, 1972), hal. 
11. 

318 Jdem., 
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Lasswell, secara sederhana proses komunikasi adalah pihak 
komunikator membentuk (encode) pesan dan 
menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak 
penerima yang menimbulkan efek tertentu. Seperti halnya 
politik, yang merupakan suatu alat untuk mempengaruhi orang 
lain untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan kita.” 
Sementara Deliar Noer (1926-2008) dalam buku 


Pengantar ke Pemikiran Politik mengatakan bahwa, 

Ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan 
dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini 
tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula 
pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif 
baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah 
kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern ini 
memanglah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.” 


Pengertian Etika Politik 

Sebagai salah satu cabang etika, khususnya etika politik 
termasuk dalam lingkungan filsafat. Filsafat yang langsung 
mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika 
mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Ada 
bebagai bidang etika khusus, seperti etika individu, etika sosial, 
etika keluarga, etika profesi, dan etika pendidikan. Dalam hal 
ini termasuk etika politik yang berkenaan dengan dimensi 
politis kehidupan manusia. 

Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk 
mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia. 
Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung 
jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan 
hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang 
berlaku dan lain sebagainya. 

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada 
penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta 
menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, 
tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan 


115  http://vebcache.googleusercontent.com/search?g—cache:http://saharpova. 


blogspot.com/2011/06/sistem-politik-menurut-harold-lasswell.html 
Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, edisi baru (Jakarta: Rajawali, 
1983), hal. 7. 


316 


152 « Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


secara rasional objektif dan argumentative. Etika politik tidak 
langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik 
membantu agar pembahasan masalah-masalah idiologis dapat 
dijalankan secara obyektif. 

Hukum dan kekuasaan negara merupakan pembahasan 
utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat 
yang normatif, kekuasaan negara sebagai lembaga penata 
masyarakat yang efektif sesuai dengan politik membahas 
hukum dan kekuasaan. Prinsip-prinsip etika politik yang 
menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara adalah 
adanya cita-cita the rule of law, partisipasi demokratis 
masyarakat, jaminan ham menurut kekhasan paham 
kemanusiaan dan sturktur kebudayaan masyarakat masing- 
masing dan keadaan sosial. 


Lima Prinsip Dasar Etika Politik Pancasila 
Pancasila sebagai etika politik maka mempunyai lima 
prinsip itu berikut ini disusun menurut pengelompokan 
Pancasila, karena Pancasila memiliki logika internal yang 
sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar etika politik modern. 
1. Pluralisme 
Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, 
artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan 
biasa/ normal bersama warga masyarakat yang berbeda 
pandangan hidup, agama, budaya, adat. Pluralisme 
mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, 
kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi. 
Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang 
dan sekelompok orang. 
2. Hak Asasi Manusia 
Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti 
kemanusian yang adil dan beradab. Karena hak-hak asasi 
manusia menyatakan bagaimana manusia wajib 
diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana 
manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya 
sebagai manusia. Karena itu, hak-hak asasi manusia adalah 
baik mutlak maupun kontekstual dalam pengertian, pertama, 
mutlak karena manusia memilikinya bukan karena 
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pemberian negara, masyarakat, melainkan karena pemberian 
sang pencipta, dan, kedua, kontekstual karena baru 
mempunyai fungsi dan karena itu mulai disadari, diambang 
modernitas di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh 
adat/tradisi, dan seblaiknya diancam oleh negara modern. 
3. Solidaritas Bangsa 
Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi 
diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita 
bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup 
menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, 
melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia- 
manusia lain. Sosialitas manusia berkembang secara 
melingkar yaitu keluarga, kampung, kelompok etnis, 
kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia. 
Maka di sini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi 
seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati 
dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. 
4. Demokrasi 
Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tak ada 
manusia atau sebuah elit atau sekelompok ideologi berhak 
untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau 
boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa 
mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang 
memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Jadi 
demokrasi memerlukan sebuah system penerjemah kehendak 
masyarakat ke dalam tindakan politik. 
5. Keadilan Sosial 
Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam 
kehidupan masyarakat. Moralitas masyarakat mulai dengan 
penolakan terhadap ketidakadilan. Tuntutan keadilan sosial 
tidak boleh dipahami secara ideologis, sebagai pelaksanaan 
ide-ide, ideologi-ideologi, agama-agama tertentu, keadilan 
sosial tidak sama dengan sosialisme. Keadilan sosial adalah 
keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan sosial 
diusahakan dengan membongkar ketidakadilan- 
ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Ketidakadilan 
adalah diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, 
semua diskriminasi atas dasar ras, suku dan budaya. 
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Dimensi Politis Manusia 
1. Manusia sebagai Makhluk Individu-Sosial 

Paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham 
liberalisme, memandan manusia sebagai makhluk individu yang 
bebas. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama 
senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan 
berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. 
Kalangan kolektivisme merupakan cikal bakal sosialisme dan 
komunisme memandang sifat kodrat manusia sebagai makhluk 
sosial saja. Manusia di pandang sebagai sekedar sarana bagi 
masyarakat. Segala hak dan kewajiban baik moral maupun 
hukum, dalam hubungan masyarakat, bangsa dan negara 
senantiasa diukur berdasarkan filosofi manusia sebagai makhluk 
sosial. 

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, kebebasan 
sebagai individu dan segala aktivitas dan kreativitas dalam 
hidupnya senantiasa tergantung pada orang lain, hal ini di 
karenakan manusia sebagai warga masyrakat atau sebagai 
makhluk sosial. Manusia di dalam hidupnya mampu 
bereksistensi karena orang lain dan ia hanya dapat hidup dan 
berkembang karena dalam hubungannya dengan orang lain. 
Segala keterampilan yang dibutuhkannya agar berhasil dalam 
segala kehidupannya serta berpartisipasi dalam kebudayaan 
diperolehnya dari masyarakat. 

Dasar filosofis sebagai mana terkandung dalam Pancasila 
yang nilainya terdapat dalam budaya bangsa, senantiasa 
mendasarkan hakikat sifat kodrat manusia adalah bersifat 
monodualis.” Maka sifat serta ciri khas kebangsaan dan 
kenegaraan Indonesia, bukanlah totalitas individualistis ataupun 
sosialistis melainkan monodualistis. 


2. Dimensi Politis Kehidupan Manusia 

Berdasarkan sifat kodrat manusia sebagai makhluk 
individu dan sosial, dimensi politis mencakup lingkaran 
kelembagan hukum dan negara, sistem-sitem nilai serta 
ideologi yang memberikan legitmimasi kepadanya. Dalam 
hubungan dengan sifat kodrat manusia sebagai makhluk 
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individu dan sosial, dimensi politis manusia senntiasa berkaitan 
dengan kehidupan negara dan hukum, sehingga senantiasa 
berkaitn dengan kehidupan masyrakat secara keseluruhan. 
Sebuah keputusan bersifat politis manakala diambil dengan 
memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai suatu 
keseluruhan. 

Dengan demikian dimensi politis manusia dapat ditentukan 
sebagai suatu kesadaran manusia akan dirinya sendiri sebagai 
anggota masyarakat sebagai sutu keseluruhan yang menentukan 
kerangka kehidupannya dan di tentukan kembali oleh kerangka 
kehidupannya serta ditentukan kembali oleh tindakan— 
tindakannya. Dimensi politis manusia ini memiliki dua segi 
fundmental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. 
Sehingga dua segi fundamental itu dapat diamati dalam setiap 
aspek kehidupan manusia. Dua aspek ini yang senantiasa 
berhadapan dengan tindakkan moral manusia. 


Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila Sebagai 
Sumber Etika Politik 

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” serta sila kedua 
“kemanusiaan yang adil dan beradab” adalah merupakan 
sumber nilai—nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan 
kenegaraan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, 
etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negeri di jalankan 
sesuai dengan: (1) asas legalitas (legitimasi hukum): (b) 
disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi 
demokratis), dan: (c) dilaksanakan berdasarkan prinsip—prinsip 
moral dan atau tidak bertentangan dengannya (legitimasi 
moral). 

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar 
tersebut. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik 
menyangkut kekuasan, kenijaksanan yang menyangkut publik, 
pembagian serta kewenangan harus berdasarka legitimasi moral 
religius (sila 1) serta moral kemanusiaan (sila 2). Negara 
Indonesia adalah negara hukum, oleh krena itu keadilan dalam 
hidup bersama (keadilan sosial) sebagai mana terkandung 
dalam sila 5, adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. 
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggraan negara, 
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segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian 
senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. 

Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan 
dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat (sila 4). 
Oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasan 
negara. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penyelenggraan 
negara segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan 
harus dikembalikan pada rakyat sebagai pendukung pokok 
negara. || 
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BAB VIII 


PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA 
PEMBANGUNAN NASIONAL 


Pengertian Paradigma 

Istilah paradigma pada awalnya dipergunakan dan 
berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam 
filsafat. Secara terminologis, istilah ini dikembangkan oleh 
Thomas S. Khun (1922-1996) dalam bukunya yang berjudul 
The Structure of Scientific Revolution (1962) Istilah 
paradigma berasal dari kata paradigm (Inggris) yang berarti 
model, pola, atau contoh. Paradigma juga berarti suatu gugusan 
sistem pemikiran, cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, 
prinsip dasar, atau cara pemecahan masalah yang dianut suatu 
masyarakat tertentu. 

Sesuai dengan kedudukannya, paradigma memiliki fungsi 
yang strategis dalam membangun kerangka berfikir dan 
penerapannya sehingga setiap ilmu pengetahuan memiliki sifat, 
ciri dan karakter yang khas, berbeda dengan ilmu pengetahuan 
lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, paradigma berkembang 
menjadi terminologi yang mengandung pengertian sebagai: 
sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolak 
ukur, parameter, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, 
perubahan, dan proses dalam bidang tertentu, termasuk dalam 
pembangunan, gerakan reformasi maupun dalam proses 
pendidikan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi dan 
fungsi yang strategis dalam setiap proses kegiatan. 
Perencanaan, pelaksanaan, dan hasil-hasilnya dapat diukur 


2 Ari Tri Soegito, dkk., Pendidikan Pancasila., hal. 192. Thomas Samuel Kuhn 
adalah seorang filsuf, fisikawan, dan sejarawan Amerika Serikat yang menulis 
buku The Structure of Scientific Revolutions (1962) yang sangat berpengaruh 
dalam dunia akademik. Buku tersebut memperkenalkan istilah “pergeseran 
paradigma. 
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dengan paradigma tertentu yang diyakini kebenarannya." 

Dalam konteks ini, Pancasila adalah paradigma, sebab Pancasila 

dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin 

dicapai dalam program pembangunan. 

Pancasila sebagai paradigma pembangunan, mengandung 
arti Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan 
kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman 
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 
pemamfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Misalnya: 

1. Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu 
pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata 
dan mengabaikan pertimbangan etis. 

2. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara 
mutlak melayani Ideologi tertentu dan mengabaikan manusia 
nyata. 

3. Pembangunan harus menghormati HAM, yaitu 
pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata 
melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. 

4. Pembangunan dilaksanakan secara demokratis, artinya 
melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam 
pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan 
mereka. 

5. Pembangunan  diperioritaskan  padapenciptaan taraf 
minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang 
paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. 
Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang timbul 
bukan akibat malasnya individu atau warga Negara, 
melainkan diakibatkan dengan adanya struktur-struktur 
sosial yang tidak adil. 


Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan 

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka 
mencapai masyarakat adil yang berkemakmuran dan makmur 
yang berkeadilan. Hakekat pembangunan adalah rangkaian 
upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi 


18  Jpid., hal. 193. Bandingkan, Soegito, dkk, Pendidikan Pancasila, edisi revisi, 
(Semarang: UPT MKU UNNES, 2007), hal. 182. 
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aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Hankam 
(pertahanan dan keamanan). Dengan kata lain, hakekat 
pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia 
pada umumnya. Wujud manusia Indonesia seutuhnya adalah 
manusia Indonesia yang bertagwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, cerdas dan trampil, berbudi luhur, berakhlak mulia, 
disiplin, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab, dan 
mampu membangun diri dalam rangka membangun bangsanya 
dan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termaksud 


dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu: 


Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 


Tujuan pertama merupakan manifestasi dari negara hukum 
formal. Sedangkan tujuan kedua dan ketiga merupakan 
manifestasi dari pengertian negara hukum material, yang secara 
keseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus. Sementara 
tujuan yang terakhir merupakan perwujudan dari kesadaran 
suatu bangsa yang hidup di tengah-tengah pergaulan 
masyarakat internasional.” 

Secara filosofis, — Pancasila sebagai — paradigma 
pembangunan nasional mengandung konsekuensi yang sangat 
mendasar. Artinya, setiap pelaksanaan pembangunan nasional 
harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila 
Pancasila. 


Pancasila sebagai Pengembangan IPTEK 

Pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (IPTEK) merupakan salah satu prasarat menuju 
terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa yang maju dan 
modern. Pengembangan dan penguasaan IPTEK menjadi 
semakin penting, manakala dikaitkan dengan kehidupan global 
yang ditanda dengan persangan. Namun demikian, 


319  Jbid., hal. 182. 
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pengembangan IPTEK bukan semata-mata untuk mengejar 

kemajuan material, melainkan harus memperhatikan aspek- 

aspek spiritual. Artinya, pengembangan IPTEK harus diarahkan 
untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin.” 

Perkembangan IPTEK memang bisa berpengaruh dalam 
hal positif dan negatif. Sehingga dalam pengembangannya pun 
dibutuhkan suatu landasan agar tidak merugikan manusia dan 
bisa mengurangi dampak negatif. Yaitu berlandaskan pada 
nilai-nilai Pancasila karena setiap sila Pancasila mengandung 
hal-hal yang penting dalam pengembangan IPTEK dan 
menunjukkan sistem etika dalam pengembangan IPTEK. 
Menurut Prof. Dr. Teuku Jacob (1929-2007), antropolog dan 
mantan Rektor UGM (1981-1986), Pancasila, sangat selaras 
dengan perkembangan IPTEK, karena: 

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Perkembangan IPTEK kita 
jadikan sebagai bentuk syukur pemberian akal oleh Yang 
Maha Esa. Sehingga IPTEK tidak dibuat untuk mencederai 
keyakinan umat beragama. 

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan 
bahwa dalam pengembangan IPTEK harus dengan cara—cara 
yang berperikemanusiaan dan tidak merugikan manusia 
individual maupun umat manusia yang sekarang maupun 
yang akan datang agar bisa mensejahterakan manusia. 

3. Sila Persatuan Indonesia, mengingatkan kita untuk 
mengembangkan IPTEK untuk seluruh tanah air dan bangsa 
secara merata. Selain itu memberikan kesadaran bahwa rasa 
nasionalisme bangsa Indonesia akibat adanya kemajuan 
IPTEK, dengan IPTEK persatuan dan kesatuan bangsa dapat 
terwujud, persaudaraan dan persahabatan antar daerah dapat 
terjalin. 

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/ kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan perwakilan, meminta kita 
membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk 


20  Soegito, Pendidikan Pancasila., hal. 191. 

21 Prof. Dr. Teuku Jacob lahir di Peureulak, Aceh Timur, 6 Desember 1929 dan 
meninggal di Yogyakarta, 17 Oktober 2007 adalah guru besar emeritus dalam 
bidang antropologi ragawi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta yang 
dikenal sebagai bapak paleoantropologi Indonesia. 
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dapat mengembangkan IPTEK dan mengenyam hasilnya 
sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing, sehingga 
tidak adanya monopoli IPTEK. 

5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, IPTEK 
didasarkan pada keseimbangan keadilan dalam kehidupan 
kemanusiaan.” 


Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Politik 

Pembangunan politik memiliki dimensi yang strategis 
karena hampir semua kebijakan publik tidak dapat dipisahkan 
dari keberhasilannya.” Manusia Indonesia selaku warga negara 
harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik bukan 
sekadar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia 
maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat 
dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak 
dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan 
kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, 
oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang 
sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik 
demokrasi bukan otoriter. 

Berdasar hal itu, sistem politik Indonesia harus 
dikembangkan atas asas kerakyatan (sila ke-IV Pancasila). 
Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan 
pada asas-asas moral daripada sila-sila pada Pancasila. Oleh 
karena itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia 
dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral 
persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan. 

Perilaku politik, baik dari warga negara maupun 
penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut 
sehingga menghasilkan perilaku polittk yang santun dan 
bermoral. 

Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik 
diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial-politik bangsa dalam 
cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan 


22 Teuku Yacobus, Buku Bacaan Antropologi Biologis, (Jakarta: Direktorat Jenderal 


Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, 2000), hal. 155-6. 
23 Lihat, Soegito, Pendidikan Pancasila., hal. 184. 
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nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya 

dapat dilihat secara berurutan-terbalik: 

1) Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup 
keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam 
kehidupan sehari-hari, 

2) Mementingkan kepentingan rakyat (demokrasi) bilamana 
dalam pengambilan keputusan, 

3) Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas 
kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan, 

4) Dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan 
kemanusiaan yang adil dan beradab, 

5) Tidak dapat tidak, nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, 
persatuan, dan kemanusiaan (keadilan-keberadaban) tersebut 
bersumber pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, 
implementasi tersebut perlu direkonstruksi kedalam pewujudan 
masyarakat-warga (civil society) yang mencakup masyarakat 
tradisional (berbagai asal etnik, agama, dan golongan), 
masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. 
Menurut Francis Fukuyama”” nilai-nilai sosial politik yang 
dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah: nilai 
toleransi, nilai transparansi hukum dan kelembagaan, nilai 
kejujuran dan komitmen (tindakan sesuai dengan kata), dan, 
bermoral berdasarkan konsensus. 


Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Budaya 
Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena 
memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat 
manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila 
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, 
pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat 
dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya 


Fe Yoshihiro Francis Fukuyama (lahir 27 Oktober 1952) adalah ilmuwan 
politik, ekonom politik, dan penulis Amerika Serikat. Fukuyama dikenal karena 
bukunya, The End of History and the Last Man (1992), yang berpendapat bahwa 
penyebaran demokrasi liberal dan kapitalisme pasar bebas Barat beserta gaya 
hidupnya ke seluruh dunia dapat menandakan titik akhir evolusi sosial-budaya 
umat manusia dan menjadi bentuk terakhir dari pemerintahan manusia. 
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dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan 
manusia-manusia biadab, kejam, brutal dan bersifat anarkis 
jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan 
beradab. 


Pembangunan bidang sosial budaya harus dilaksanakan atas dasar 
kepentingan nasional yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat 
yang demokratis, aman, tenteram, dan damai. Pertimbangan ini 
menjadi sangat strategis manakala kita dihadapkan pada kenyataan 
bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepentingan yang beragam 
sesuai dengan kemajemukan etnis, agama, ras dan sistem nilai 
yang tercakup dalam kebudayaannya.'” 


Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi 
harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Manusia 
harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo 
menjadi human. Berdasar sila persatuan Indonesia, 
pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar 
penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang 
beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya 
rasa persatuan sebagai bangsa. 

Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya 
dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia 
sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga 
bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak 
menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan 
ketidakadilan sosial. Paradigma-baru dalam pembangunan 
nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan, yang 
dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan 
dengan menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang 
terlibat, di samping hak negara untuk mengatur kehidupan 
berbangsa dan hak asasi individu secara berimbang (sila kedua). 

Hak budaya komuniti dapat sebagai perantara, penghubung 
atau penengah antara hak negara dan hak asasi individu. 
Paradigma ini dapat mengatasi sistem perencanaan yang 
sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat 
dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, 
era otonomi daerah tidak akan mengarah pada otonomi suku 


2 Soegito, Pendidikan Pancasila., hal. 188. 
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bangsa tetapi justru akan memadukan pembangunan lokal 
(daerah) dengan pembangunan regional dan pembangunan 
nasional (sila keempat), sehingga ia akan menjamin 
keseimbangan dan kemerataan (sila kelima) dalam rangka 
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang akan sanggup 
menegakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI (Sila 
ketiga). 

Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu 
memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai 
kerangka-acuan-bersama, bagi kebudayaan-kebudayaan di 
daerah: 

1) Sila Pertama, menunjukan tidak satu pun sukubangsa 
ataupun golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia 
yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, 

2) Sila Kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi 
oleh segenap warganegara Indonesia tanpa membedakan 
asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun 
golongannya, 

3) Sila Ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi 
kebulatan tekad masyarakat majemuk di kepulauan 
nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa 
yang berdaulat, 

4) Sila Keempat, merupakan milai budaya yang luas 
persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia 
untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini 
sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang 
mendahulukan kepentingan perorangan, 

5) Sila Kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi 
landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa 
Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutserta 
melaksanakan ketertiban  duna yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 


Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan bidang Hukum 
Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah “melindungi 


segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
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Indonesia.” Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan 
tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, 
tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar 
tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut 
sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan 
pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan 
dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAMRATA. 

Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan 
seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional 
lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan 
diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut 
untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan 
keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. 
Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada 
kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta 
keyakinan pada kekuatan sendiri. 

Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-mlai 
Pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat (individu) 
memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah 
pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai 
paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima 
bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang 
nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam Bab I 
Pasal 1 UU tersebut dinyatakan bahwa, 


Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan 
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan 
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 


Pertahanan Negara tersebut bertitik tolak pada falsafah dan 
pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan 
dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan ditetapkannya 
UUD 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi, yang di 
dalamnya terdapat pengaturan tiga kelompok materi muatan 
konstitusi, yaitu: adanya perlindungan terhadap HAM, adanya 
susunan ketatanegaraan negara yang mendasar, dan, adanya 
pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang 
juga mendasar. 
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Sesuai dengan UUD 1945, yang di dalamnya terdapat 
rumusan Pancasila, Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian 
dari UUD 1945 atau merupakan bagian dari hukum positif. 
Dalam kedudukan yang demikian, ia dapat bersifat luwes 
(fleksibel) dan kaku (rigid) sekaligus mengandung segi positif 
dan segi negatif. Segi positifnya, Pancasila dapat dipaksakan 
berlakunya (oleh negara), segi negatifnya, Pembukaan dapat 
diubah oleh MPR—sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UUD 
1945. 

Hukum tertulis, seperti UUD, undang-undang dan 
peraturan perundang-undangan lainnya, harus mengacu pada 
dasar negara (Pancasila). Dalam kaitannya dengan “Pancasila 
sebagai paradigma pengembangan hokum,” segala produk 
hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh 
bertentangan dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.” 

Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan 
harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang 
terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum 
merupakan karakter produk hukum responsif (untuk 
kepentingan rakyat dan merupakan perwujuan aspirasi rakyat). 

Berdasar uraian di atas, maka Pancasila sebagai kristalisasi 
nilai-nilai dasar yang diyakini kebenarannya dan dapat diterima 
oleh bangsa Indonesia dapat dipergunakan sebagai tolak ukur 
dtau paradigma dalam setiap aktivitasnya. Artinya, setiap 
perbuatan (ucapan dan tindakan) bangsa dapat dibenarkan 
selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. J| 


26 UUD 1945 (hasil amandemen) menyebutkan pada pada bab XVI tentang 
Perubahan UUD. Pasal 37 berisikan 5 ayat: (1) Usul perubahan pasal-pasal UUD 
dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 
1/3 dari jumlah anggota MPR, (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD 
diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan 
untuk diubah beserta alasannya, (3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang 
MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR: (4) 
Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan 
sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh 
anggota MPR, (5) Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan 
perubahan. 

Dikutip dalam https://ferryrinaldy.wordpress.com/2014/04/18/pancasila-sebagai- 
paradigma-pembangunan-nasional/ 
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BAB IX 


AKTUALISASI PANCASILA DALAM 
KEHIDUPAN MA'HAD ALY 


Pancasila sebagai dasar Negara bangsa Indonesia hingga 
sekarang telah mengalami perjalanan waktu yang tidak 
sebentar, dalam rentang waktu tersebut, banyak hal atau 
peristtwa yang terjadi menemani perjalanan Pancasila di 
Indonesia. Mulai peristiwa pertama saat Pancasila dicetuskan, 
era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru hingga era 
reformasi saat ini, tidak ketinggalan pula para mahasiswa di 
kampus, para santri di pondok pesantren dan kalangan politisi 
serta pengamat terus memperbincangkan Pancasila. Dalam 
konteks ini, menarik untuk didiskusikan kaitan implementasi 
Pancasila dalam kehidupan Ma'had Aly. 

Ma'had Aly adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 
(PTKI) yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam 
bidang penguasaan ilmu agama Islam. Pendidikan akademi di 
perguruan tinggi tersebut berbasis pada kitab kuning yang 
diselenggarakan pondok pesantren. Secara legal formal, Ma'had 
Aly berdasar pada Peraturan Menteri Agama RI (PMA) No. 284 
tahun 2001 dan PMA No. 71 tahun 2015 tentang Ma'had Aly. 
Legalitas ini menjadikan Ma'had Aly setara dengan Perguruan 
Tinggi Islam dan Umum. Saat melauncing 13 pendirian Ma'had 
Aly di Pondok Pesantren Tebuireng, 30 Mei 2016, Menteri 


Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan, 
Hari ini kita me-launching 13 pendirian Ma'had Aly secara 
formal. Ingin kami tegaskan bahwa Ma'had Aly adalah perguruan 
tinggi keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan 
akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (tafagguh 
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fiddin) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok 
pesantren. 


Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 
Kamaruddin Amin, cita-cita mulia untuk mewujudkan Ma'had 
Aly sebagai instrumen kelembagaan permanen untuk menjawab 
problem mendasar yang dihadapi umat Islam Indonesia, 
semakin mendapatkan momentumnya. 

Sejumlah persoalan terkait dengan semakin langkanya kiai dan 

ulama yang berintegritas, berkarakter, dan berwawasan 

keindonesiaan, akan terjawab melalui layanan pendidikan 
keagamaan Islam tingkat tinggi di Ma'had Aly... Ma'had Aly harus 
bermimpi menjadi World Class University dengan spesifikasi 

keilmuan agama. Artinya, kitab atau mugarrar yang dibaca di 

berbagai universitas ternama di dunia juga dikaji di Ma'had Aly 

sehingga lembaga ini tidak hanya mempunyai distingsi, tetapi juga 
mempunyai keunggulan untuk mencetak para kader ulama 

berkualitas. "2 


Menurut Pasal (1) PMA No. 71 tahun 2015, “Ma'had Aly 
adalah perguruan tinggi keagamaan Islam yang 
menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang 
penguasaan ilmu agama Islam (tafagguh fiddin) berbasis kitab 
kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren,” dengan 
berdasar pada Islam dan Pancasila (Pasal 2). Sedangkan 
menurut Pasal (2) ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/179/ 2001 
tentang Pokok-pokok Pedoman Penyelenggaraan Ma'had Aly, 
Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan ulama tingkat tinggi 
sebagai kelanjutan dari pendidikan  diniyah tingkat 
Ulya/Madrasah Aliyah dan atau pendidikan sederajat.” 

Sebagai unsur PTKI, Ma'had Aly merupakan wujud 
pelembagaan sistemik tradisi intelektual pondok pesantren 


28 Lihat,  https://www.nu.or.id/post/read/68633/legalitas-mahad-aly-resmi-diakui- 

negara 

Loc cit. 

330 Lihat, Direktur Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Direktur Jenderal 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan 
Pondok Pesantren Ma'had Aly, (Jakarta: Direktur Pendidikan Keagamaan dan 
Pondok Pesantren, Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 
2004). 
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tingkat tinggi yang keberadaannya melekat pada pondok 
pesantren. Maka lulusan Ma'had Aly diharapkan menjadi kader 
kiai-ulama yang menguasai khazanah keilmuan kutub at- 
furats secara mendalam.” Dalam penyelenggaraannya, Ma'had 
Aly diberi kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan dan 
menyusun kurikulumnya, dengan berpedoman pada Standar 
Nasional Perguruan Tinggi yang mencakup pengembangan 
kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan (Pasal 
12, PMA No. 71 tahun 2015). 

Oleh karenanya, dalam sistem pembelajarannya, Ma'had 
Aly juga harus dapat menjadikan Pancasila sebagai pedoman 
penyelenggaraan dan pembelajaran di Ma'had Aly, melalui 
pembelajaran mata kuliah Pancasila. 

Memorandum DPR-GR (9 Juni 1966)” menandaskan 
bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah 
dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat 
Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. 
Memorandum DPR-GR itu disahkan oleh MPRS dengan 
Ketetapan No. XX/MPRS/ 1966jJo. Ketetapan MPR 
No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 yang 
menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala 
sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. 

Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni 
sebagai dasar negara (philosophische grondslaag) Indonesia. 
Pancasila merupakan intelligent choice karena dapat mengatasi 
keanekaragaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia 
dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Penetapan 
Pancasila sebagai dasar negara tidak menghapuskan perbedaan 
(indifferentism), tetapi justeru mengayomi dan merangkum 
semuanya dalam satu semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” 


Mengenai hal ini Prof. Dr. Soepomo yang mengatakan, 
Jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan 
keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka Negara 


81 Lihat, https://news.solopos.com/read/20190415/496/985426/sudah-tahu-mahad- 
aly-perguruan-tinggi-berbasis-kitab-kuning 

82 TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai 
Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI disahkan di 
Jakarta, 9 Juni 1966 oleh Ketua DPR-GR, H. A. Sjaichu. 
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kita harus berdasar atas aliran pikiran Negara (Staatside) 
integralistik ... Negara tidak mempersatukan diri dengan golongan 
yang terbesar dalam masyarakat, juga tidak mempersatukan diri 
dengan golongan yang paling kuat, melainkan mengatasi segala 
golongan dan segala perorangan, mempersatukan diri dengan 
segala lapisan rakyatnya ...' 


Penetapan Pancasila sebagai dasar negara memberikan 
pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. 
Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, 
membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang- 


undangan. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo menjelaskan: 

Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, 
dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi 
dan mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga 
bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar 
masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, 
mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir 
batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu 
kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa (keadilan sosial). 


Pandangan tersebut melukiskan Pancasila secara integral 
(utuh dan menyeluruh) sehingga merupakan penopang yang 
kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan 
dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan 
mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga 
negara. Perlindungan dan pengembangan martabat kemanusiaan 
itu merupakan kewajiban negara, yakni dengan memandang 
manusia sesuai dengan principium identatis-nya.'” 

Pancasila seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 
1945 dan ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui 


8 Disampaikan pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, saat ia mengusulkan 5 


rumusan dasar negara: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, 
musyawarah, serta keadilan rakyat. 

Kirdi Dipoyudo, Pancasila Arti dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Yayasan 
Proklamasi dan Centre for Strategic and International Studies, 1979), hal. 30. 
Principium identitatis merupakan salah satu asas persamaan dalam logika filsafat. 
Asas identitas persamaan adalah dasar dari semua pemikiran dan bahkan asas 
pemikiran yang lain. Prinsip ini mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri 
bukan yang lain atau sesuatu itu identik dengan dirinya sendiri. 
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Instruksi Presiden No, 12 tahun 1968 (13 April 1968)” itu 
tersusun secara hirarkis-piramidal. Setiap sila memiliki 
hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain 
sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan dan 
tidak dapat pula diantitesiskan satu sama lain. Secara tepat 
dalam Seminar Pancasila, 16-20 Februari 1959 di Yogyakarta, 
Prof. Notonagoro (1905-1981) melukiskan sifat hirarkis- 
piramidal Pancasila dengan menempatkan sila “Ketuhanan 
Yang Mahaesa” sebagai basis bentuk piramid Pancasila. 
Dengan demikian keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh 
sila “Ketuhanan Yang Mahaesa.” Di lain sisi, secara tegas, Dr. 


Hamka mengatakan: 
Tiap-tiap orang beragama atau percaya pada Tuhan Yang Maha 
Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, 
karena sila yang 4 dari Pancasila sebenarnya hanyalah akibat saja 
dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. 


Dalam bukunya, “Dari Hati ke Hati,” tia mengumpamakan 
Pancasila dengan nilai angka 10.000, di mana angka yang di 
depan sekali adalah angka satu, itulah keTuhanan yang maha 
Esa.  Angka-angka berikutnya empat berderet ialah 
perikemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan 
sosial, semuanya dilambangkan dengan nol. Oleh karena itu, 
selama angka satu masih ada, selama itu pulalah empat nol yang 
mengikutinya ada harga. Namun kalau angka satu hilang, 
walaupun empat nol ditambah 1000 nol lagi, tidaklah ada 
harganya. 


8 Ditandatangani Presiden Soeharto, 13 April 1968 dan berisikan instruksi 


mengenai runtutan sila-sila dalam Pancasila. “... supaja sila-2 dalam Pantja Sila 
dibaan dengan tata urutan dan rumusan sbb: Satu, Ketuhanan Jang Maha Esa, 
dua, Kemanusiaan jang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia: empat, 
kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat  kebidjaksanaan — dalam 
permusjawaratan/perwakilan, lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakjat 
indonesia.” 

Prof. Notonagoro adalah guru besar di fakultas hukum UGM dan peneliti serta 
pemikir filsafat pancasila. Lahir di Sragen, 10 desember 1905, dan wafat pada 23 
September 1981. Dalam menyelidiki penyebab asli Pancasila, ia melibatkan 
penggunaan teori kausalitas. Berdasarkan teori kausalitas, causa material 
Pancasila berasal dari tradisi, budaya, dan agama milik Indonesia. 
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Menurut Hamka, inti dari Pancasila ada pada dasar sila 
yang pertama yakni keTuhanan yang maha Esa. Karena 
menurutnya, apabila kita telah percaya pada Tuhan yang maha 
Esa, maka dengan sendirinya akan tumbuh dasar kedua, yaitu 
perikemanusiaan sebab agama kita memandang seluruh umat 


itu adalah satu. Lebih lanjut, menurutnya, 
... kebangsaan kita bukanlah chauvinism --membenci bangsa lain-- 
karena membenci bangsa lain berlawanan dengan dasar kedua, 
yaitu perikemanusiaan dan melanggar dasar pertama, percaya 
kepada Tuhan. 
Dengan keTuhanan yang maha Esa, akan menimbulkan 
musyawarah untuk mufakat, yang kadang disebut demokrasi dan 
kadang kita sebut kedaulatan rakyat. 
Dengan keTuhanan yang maha Esa pulalah akan menumbuhkan 
dasar kelima “keadilan sosial.” Adil dan makmur yang merata 
sebab kita manusia ini ditakdirkan Tuhan sama. Sama-sama 
hamba-Nya tingkat hidup hanyalah soal kesanggupan. 


Hamka memandang bahwa keTuhanan yang maha Esa, 
adalah pokok sila dari Pancasila. Sebab, orang yang percaya 
kepada Tuhan pasti berperikemanusiaan. Orang yang percaya 
pada Tuhan pasti memahamkan persatuan Indonesia, karena ia 
beriman kepada Tuhan. Karenanya, menurut Hamka, 

Siapa saja yang menghianati persatuan Indonesia, nyatalah dia 

pemungkir janji dan nyatalah dia melanggar imannya kepada 

Allah. Orang yang berpikir dengan ajaran Islam, maka Pancasila 

bukan saja dasar filsafat Negara, bahkan ia pun mengandung 

tujuan hidup kami. Pikiran ini didasarkan pada ajaran tasawuf 
yang terkenal, dari Allah kita datang, dengan jaminan-Nya kita 
hidup. 

Dia yang menemani kita dalam hidup ini, kepada-Nya kita akan 

kembali. Bagi kami yang berpikir dalam pandangan Islam, negara 

yang adil dan makmur bukanlah sebab, melainkan akibat.” 


Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila 
sebagai dasar negara sesungguhnya berisi: 

1. Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil 

dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber- 


88 Lihat, Moh. Rivaldi Abdul, “Belajar Pancasila pada Buya Hamka,” (21 Juni 
2018), dalam https://www.kompasiana.com/rivaldiabdul7874/5b2b178fca 
f7db4c7a497082/belajar-pancasila-pada-buya-hamka?page-all, diakses 23 Juni 
2019 (00:40 WIB). 
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Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, serta ber-Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan 
yang mahaesa, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber- 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 

3. Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, 
yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber- 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, yang ber-Ketuha nan yang 
mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, 
yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber- 
Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil 
dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber- 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan. 


Aktualisasi Pancasila di Ma'had Aly 

Aktualisasi berasal dari kata aktual, yang berarti betul- 
betul ada, terjadi, atau sesungguhnya, hakikatnya. Di mana 
Pancasila memang sudah jelas berdiri di Negara Indonesia 
sebagai dasar Negara dan ideologi Negara. Aktualisasi 
Pancasila adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar 
dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara 
mulai dari aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada 
rakyat biasa. 

Nilai-nilai Pancasila yang bersumber pada hakikat 
Pancasila adalah bersifat universal, tetap dan tak berubah. Nilai- 
nilai tersebut dapat dijabarkan dalam setiap aspek dalam 
penyelenggaraan Negara dan dalam wujud norma-norma, baik 
norma hukum, kenegaraan, maupun norma-norma moral yang 
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harus dilaksanakan dan diamalkan oleh setiap warga Negara 
Indonesia. 

Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam 
yaitu: pertama, aktualisasi objektif, adalah aktualisasi Pancasila 
dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi 
kelembagaan Negara antara lain, legislatif, eksekutif, maupun 
yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi 
lainnya. Seperti politik, ekonomi, hokum terutama dalam 
penjabaran kedalam undang-undang, garis-garis besar haluan 
Negara, hankam, pendidikan maupun bidang kenegaraan 
lainnya. 

Kedua, aktualisasi subyektif, adalah aktualisasi Pancasila 
pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam 
kaitannya dengan hidup Negara dan masyarakat. Aktualisasi 
yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga Negara 
biasa, maupun penyelenggara Negara. Mereka semua perlu 
mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan 
sebagaimana terkandung dalam Pancasila. 

Aktualisasi milai-nila Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan kondisi 
dan iklim yang memungkinkan segenap lapisan masyarakat 
yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dan dapat 
terlihat dalam perilaku. Perpaduan ciri tersebut di dalam 
kehidupan Ma'had Aly melahirkan gaya hidup tersendiri yang 
merupakan variasi dari corak kehidupan yang menjadikan 
Ma'had Aly sebagai cermin, pedoman dan harapan masyarakat. 

Pembangunan di bidang pendidikan yang dilaksanakan atas 
falsafah negara Pancasila diarahkan untuk membentuk manusia- 
manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila, membentuk 
manusia-manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, 
memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat 
mengembangkan kecerdasan yang tinggi disertai budi pekerti 
yang luhur, mencintai bangsa dan negara dan mencintai sesama 
manusia. 

Sebagai perguruan tinggi berbasis pesantren, Ma'had Aly 
harus berupaya menjadi pusat pengkajian pengembangan ilmu- 
ilmu keislaman yang tetap memelihara ciri kepesantrenannya 
dalam menyiapkan peserta didik menjadi anggota dan panutan 
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masyarakat yang memiliki kualifikasi keilmuan agama Islam, 
serta memiliki komitmen dengan keilmuan tersebut. Peranan 
tersebut diwujudkan dengan cara ilmiah yang meliputi: 
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, yang disebut Tri Darma Perguruan Tinggi. 

Sesuai dengan visinya, sebagai “pusat studi Islam dan 
pendidikan ulama terdepan di Indonesia,” Ma'had Aly 
berfungsi sebagai: 1) pelaksana pendidikan dan pengajaran, 2) 
pelaksana penelitian, 3) pelaksana pengabdian pada masyarakat, 
dan, 4) menjadi agen modernisasi bangsa dan negara melalui 
masyarakat madani (civil society). 

Oleh karenanya, perlu dikembangkan budaya akademik 
islami dan Pancasilais di lingkungan Ma'had Aly. Budaya 
akademik merupakan nilai yang dilahirkan oleh masyarakat 
akademik yang bersangkutan. Masyarakat akademik di 
manapun berada, hendaklah perkembangannya dijiwai oleh 
nilai budaya yang berkembang di lingkungan akademik yang 
bersangkutan. Suatu nilai budaya yang mendorong tumbuh dan 
berkembangnya sikap kerja sama, santun, mencintai kemajuan 
ilmu dan teknologi, serta mendorong berkembangnya sikap 
mencintai seni. 

Perguruan tinggi sebagai suatu institusi dalam masyarakat 
memiliki ciri khas tersendiri di samping lapisan-lapisan 
masyarakat lainnya. Warga dari suatu perguruan tinggi adalah 
insan-insan yang memiliki wawasan dan integritas ilmiah. Oleh 
karena itu, masyarakat akademik harus senantiasa 
mengembangkan budaya ilmiah yang merupakan esensi pokok 
dari aktivitas perguruan tinggi. Terdapat sejumlah ciri 
masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik, yaitu: kritis, 
kreatif, objektif, analitis, konstruktif, dinamis, dialogis, 
menerima kritik, menghargai prestasi ilmiah (akademik), bebas 
dari prasangka, menghargai waktu, memiliki dan menjunjung 
tinggi tradisi ilmiah, berorientasi ke masadepan, dan 
kesejawatan (kemitraan). Masyarakat ilmiah inilah yang harus 
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Sesuai dengan PP No. 60 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi (24 Juni 1999). 
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dikembangkan dan merupakan budaya dari suatu masyarakat 
akademik. 


Ma'had Aly sebagai Moral Force Pengembangan Hukum 
dan HAM 

Kampus merupakan wadah kegiatan pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian masyarakat, sekaligus merupakan 
tempat — persemaian dan perkembangan nilai-nilai 
luhur. Kampus, terutama Ma'had Aly, merupakan wadah 
perkembangan nilai-nilai moral, di mana seluruh warganya 
diharapkan menjunjung tinggi sikap yang menjiwai moralitas 
yang tinggi dan dijiwai oleh Pancasila. 

Kampus merupakan wadah membentuk sikap yang dapat 
memberikan kekuatan moral yang mendukung lahir dan 
berkembangnya sikap mencintai kebenaran dan keadilan dan 
menjunjung tinggi HAM. Masyarakat kampus sebagai 
masyarakat ilmiah harus benar-benar mengamalkan budaya 
akademik. Masarakat kampus wajib senantiasa bertanggung 
jawab secara moral atas kebenaran obyektif, bertanggung jawab 
terhadap masyarakat bangsa dan negara, serta mengabdi pada 
kesejahteraan kemanusiaan. Oleh karena itu, sikap masyarakat 
kampus tidak boleh tercemar oleh kepentingan-kepentingan 
politik penguasa sehingga benar-benar luhur dan mulia. 


Ma'had Aly Sebagai Sumber Pengembangan Hukum 

Salah satu agenda pokok reformasi adalah mewujudkan 
reformasi di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. 
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Oleh 
karena itu, penegakan dan supremasi hukum harus dijunjung 
tinggi-tinggi. Konsekuensinya dalam mewujudkan suatu tatanan 
hukum yang demokratis, maka harus dilakukan pengembangan 
hukum positif. 

Sesuai dengan tatib hukum Indonesia, maka dalam 
pengembangan hukum positif Indonesia, falsafah negara 
merupakan sumber materi dan sumber nilai bagi pengembangan 
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hukum.” Namun perlu disadari bahwa yang dimaksud dengan 
sumber hukum dasar nasional adalah sumber materi dan nilai 
bagi penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
Dalam penyusunan hukum positif di Indonesia, nilai Pancasila 
sebagai sumber materi, konsekuensinya hukum di Indonesia 
harus bersumber pada nilai-nilai hukum Tuhan (sila pertama), 
nilai yang terkandung pada harkat, martabat dan kemanusiaan 
seperti jaminan hak dasar atau hak asasi manusia (sila kedua), 
nilai nasionalisme Indonesia (Sila ketiga), nilai demokrasi yang 
bertumpu pada rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara (sila 
keempat), dan nilai keadilan dalam kehidupan kenegaraan dan 
kemasyarakatan (sila kelima). 

Dalam penegakan HAM, mahasantri sebagai kekuatan 
moral harus bersikap obyektif, dan benar-benar berdasarkan 
kepentingan moral demi harkat dan martabat manusia, bukan 
karena kepentingan politik terutama kepentingan kekuasaan, 
politik praktis dan konspirasi kekuatan internasional yang ingin 
menghancurkan negara Indonesia. Oleh karenanya, mahasantri 
sebagai agent of change (agen perubahan) harus dapat berperan 
aktif dalam upaya penanaman, sosialisasi dan aktualisasi nilai- 
nilai Pancasila di manapun, dan pada siapapun. (| 


Hal ini seuai dengan TAP MPRS No. XXV/1966 berisikan tentang pembubaran 
PKI, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara 
Republik Indonesia, dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham 
atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme, dan TAP MPR No. III/MPR/2000 
tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan peraturan Perundang-Undangan, 
ditetapkan di Jakarta, 18 Agustus 2000. 
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BAB X 
HAK ASASI MANUSIA 


Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang 
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia. Kata “hak” dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan 
atau kekuasaan atas sesuatu, sedangkan “asasi” adalah sesuatu 
hal yang utama dan mendasar. Jadi, pengertian HAM secara 
singkat adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang 
dimiliki oleh manusia. Penegakan HAM yang kuat terjadi 
ketika bangsa ini memperjuangkan hak asasinya, yaitu: 
“kemerdekaan” yang telah berabad-abad dirampas oleh 
penjajah. 

Para pendiri negeri ini telah merasakan sendiri bagaimana 
penderitaan yang dialami karena hak azasinya diinjak-injak oleh 
penjajah. Oleh karena itu, tidak mengherankan setelah berhasil 
mencapai kemerdekaan, para pendiri bangsa mencantumkan 
prinsip-prinsip HAM dalam konstitusi RI (UUD 1945) sebagai 
pedoman dan cita-cita yang harus dilaksanakan dan dicapai. 
Sejak memasuki era reformasi, Indonesia telah melakukan 
upaya pemajuan HAM, termasuk menciptakan hukum positif. 

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang masih 
banyak yang belum terselesaikan dan tuntas sehingga 
diharapkan perkembangan dunia HAM di Indonesia dapat 
terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh HAM di 
Indonesia adalah Munir Said Thaib (1965-2004), direktur 


82 Munir Said Thalib lahir di Malang, 8 Desember 1965 dan meninggal di Jakarta, 7 
September 2004. Ia adalah seorang aktivis HAM Indonesia keturunan Arab- 
Indonesia yang getol membela para aktivis yang menjunjung tinggi toleransi, 
menghormati nilai-nilai kemanusiaan, anti kekerasan dan berjuang tanpa kenal 
lelah dalam melawan praktik-praktik otoritarian serta militeristik. Ia adalah 
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KontraS”” yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat 


menuju Belanda dari Indonesia. Oleh karena itu sebagai warga 
negara yang baik kita seharusnya menjunjung tinggi nilai HAM 
tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, 
dan lain sebagainya. 


Pengertian Negara Hukum dan HAM 
1. Pengertian Negara Hukum 

Negara Hukum adalah negara yang menempatkan hukum 
sebagai hal yang tertinggi (supreme), sehingga ada istilah 
supremasi hokum, yakni penegakan supremasi hukum tidak 
mengabaikan tiga ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan 
dan kepastian. Apabila negara berdasar atas hukum, 
pemerintahan negara itu juga harus berdasar atas suatu 
konstitusi atau UUD sebagai landasan penyelenggaraan 
pemerintahan. Konstitusi dalam negara hukum adalah konstitusi 
yang bercirikan gagasan kostitusionalisme yaitu adanya 
pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga 
negara. 

Unsur-unsur negara hukum bercirikan: a) HAM dihargai 
sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, b) 
adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin 
hak-hak itu: c) Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, dan, d) adanya peradilan administrasi 
dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya. 


seorang aktivis yang sangat aktif memperjuangkan hak-hak orang tertindas. 
Selama hidupnya, ia selalu berkomitmen untuk selalu membela siapa saja yang 
haknya terzalimi. Tidak gila harta, pangkat, jabatan, dan juga fasilitas. 

43 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) adalah 
sebuah gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah LSM (LPHAM, ELSAM, 
CPSM, PIPHAM, AJl) dan sebuah organisasi mahasiswa (PMII). KontraS 
dibentuk pada tanggal 20 Maret 1998. Gugus tugas ini semula bernama KIP- 
HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Dalam perjalanannya KontraS tidak 
hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa 
tetapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk 
kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua, Peristiwa Tanjung 
Priok dan Timor Timur maupun secara horizontal, seperti di Maluku, Sambas, 
Sampit dan Poso. Selanjutnya, KontraS berkembang menjadi organisasi yang 
independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan 
pelanggaran HAM sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan. 
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Adapun ciri-ciri negara hokum adalah: a) kekuasaan 
dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, b) 
kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman 
yang efektif, c) berdasarkan sebuah undang-undang yang 
menjamin HAM, dan, d) menuntut pembagian kekuasaan. 


2. Pengertian Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan 
dimiliki setiap manusia sebagi anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 
Kesadaran akan hak asasi manusia didasaarkan pada pengakuan 
bahwa semua manusia sebagai makhluk tuhan memilki drajat 
dan martabat yang sama, maka setiap manusia memiliki hak 
dasar yang disebut hak asai manusia.jadi kesadaran akan adanya 
hak asai manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri 
bahwa mereka adalah sama dan sederajat. 

Para ahli berbeda pendapat mengenai pengertian dan 
konsep HAM ini“ Antara lain, John Locke (1632-1704), 
tokoh filsafat empirisme berkebangsaan Inggris memberikan 
pengertian HAM sebagai hak-hak yang langsung diberikan 
Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karena 
itu, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. 
HAM ani sifatnya mendasar (fundamental) bagi kehidupan 
manusia dan pada hakikatnya sangat suci. 

Jan Materson (Komisi HAM PBB) dalam Theaching 
Human Right United Nations menegaskan bahwa pengertian 
HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang 
tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. 
Sementara menurut Prof. Miriam Budiarjo (1923-2007),”” 


84 Lihat, Anonim, “Pengertian HAM: Macam-Macam, dan Pelanggaran HAM di 
Indonesia, dalam https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-ham.html, 
diakses 23 Juni 2019 (09:09 WIB). 

8 Lahir 29 Agustus 1932 dan meninggal 28 Oktober 1704 adalah seorang filsuf 

Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. 

Bersama dengan rekannya, isaac Newton, Locke dipandang sebagai salah satu 

figur terpenting di era Pencerahan. Ia menandai lahirnya era Modern dan juga era 

pasca-Descartes (post-Cartesian). Locke menekankan pentingnya pendekatan 
empiris dan eksperimen-eksperimen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. 

Lahir di Karanganyar Kebumen, 20 November 1923 dan meninggal di Jakarta, 8 

Januari 2007. Ia adalah pakar ilmu politik Indonesia, anggota Komnas HAM dan 

Dekan Fisipol UI Jakarta (1974-1979). 
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pengertian HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak 
lahir ke dunia, hak itu sifatnya universal sebab dimiliki tanpa 
adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, dan agama. 

Menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto (1906-1977), 
pengertian HAM adalah suatu hak yang sifatnya asasi atau 
mendasar. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan 
kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan 
sehingga bersifat suci. Menurut Oemar Seno Adji (1915- 
1984), pengertian HAM adalah hak yang melekat pada setiap 
martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha 
Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. 

Dalam TAP MPR No. XVII/1998, HAM didefinisikan 
sebagai “hak dasar yang melekat pada diri manusia: secara 
kodrati, universal dan abadi, sebagai anugerah Tuhan YME.” 
Hak-hak itu meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak 
mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak 
berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan. 

Sedangkan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, pasal (1), HAM didefinisikan sebagai 
seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai 
makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimana hak tersebut 
merupakan anugerah yang wajib di dilindungi dan hargai oleh 
setiap manusia. 

HAM memiliki ciri khusus yang tidak terdapat pada jenis 
hak lainnya, yaitu: 1) HAM tidak diberikan kepada seseorang, 


#7 Lahir di Ponorogo,19 Desember 1906. Adalah anggota KNI Daerah Kotapraja 
Semarang, dan pejabat sementara Sekretaris Badan Pekerja KNIP, anggota 
sekretariat bersama RIS (Republik Indonesia Serikat, 1950) untuk penyusunan 
UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara), Ketua Panitia Interdepartemental 
untuk menyusun RUU Pemilu yang pertama (1953), Atase Kebudayaan Kedutaan 
Besar Republik Indonesia di Paris (1955-1958), Guru Besar dalam bidang 
Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga (1961) 
dan Koordinator Perguruan Tinggi Jawa Timur (1970). Ia wafat tanggal 18 juli 
1977 dalam usia 71 tahun. 

#8 Lahir di Surakarta, 5 Desember 1915. Adalah Ketua MA RI (1974-1982), 

Menteri Kehakiman (1966-1974), Jaksa Agung Muda (1950-1959), Guru Besar 

Fakultas Hukum UI (sejak 1959), Dekan Fakultas Hukum UI (1966-1968), dan 

Rektor Universitas Krisnadwipayana (1981-1984). 

Dikutip dalam Subagyo, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, edisi revisi, cet. 6, 

(Semarang: UPT UNNES Press, 2006), hal. 11. 
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melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, hak 
politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya, 2) HAM tidak 
dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan, 3) HAM bersifat 
hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia lahir ke dunia, 
dan, 4) HAM sifatnya universal sehingga berlaku bagi semua 
manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan berpedaan 
lainnya. 

Pembicaraan mengenai pengakuan atas martabat dan hak- 
hak yang sama sebagai manusia hidup di dunia dimulai ketika 
Perang Dunia II berakhir, di mana pada masa PD, HAM 
menjadi barang langka, ia diinjak-injak dan diabaikan, sehingga 
timbul keinginan bersama untuk merumuskan HAM dalam 
sebuah deklarasi yang dikenal dengan Universal Declaration of 
Human Rights (Pernyataan Sedunia tentang HAM) oleh negara- 
negara yang tergabung dalam PBB, pada tahun 1948.” 
Kemudian disusul dengan perjanjian tentang Hak-hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya (Covenant on Economic, Social dan Cultural 
Right) serta Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik 
(Covenan on Civil and Political Right) pada tahun 1966. 
Selanjutnya muncul Declaration on the Rights of People to 
Peace (1984) dan Declaration on the Rights to Development 
(1986). 

Bila dikaji secara mendalam, dalam Universal Declaration 
of Human Rights terdapat tiga kelompok hak, yaitu: a) yang 
menyangkut hak-hak politik dan yuridis, b) yang menyangkut 
hak-hak atas martabat dan integritas manusia, dan, c) yang 
menyangkut hak-hak sosial, ekonomi dan budaya.”' 


50 Sebelum adanya Universal Declaration of Human Rights, telah dikenal The Four 


Freedoms (empat kebebasan) yang dirumuskan oleh Franklin D. Rosevelt 
(Presiden AS) pada permulaan PD II. Keempat kebebasan tersebut adalah: 
kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech), 
kebebasan beragama (freedom of religion), kebebasan dari ketakutan (freedom 
from fear) dan kebebasan dari kemelaratan (freedom from want). Lihat, Subagyo, 
dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, hal. 12. 

Sri Sumantri, “Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia,” Makalah tidak 
diterbitkan, (Yogyakarta: 2002), hal. 4. 
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Macam-Macam HAM 

Berdasarkan jenisnya, HAM dibedakan menjadi: pertama, 
hak asasi pribadi (personal rights). Merupakan hak asasi yang 
berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap individu. 
Beberapa contoh hak asasi pribadi di antaranya: kebebasan 
untuk bepergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat, 
kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan dalam 
berkumpul dan berorganisasi, kebebasan dalam memilih, 
memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan sesuai 
keyakinan masing-masing individu dan sebagainya. 

Kedua, hak asasi politik (political rights). Merupakan hak 
asasi yang terkait dengan kehidupan politik seseorang. 
Beberapa contoh hak asasi politik di antaranya: hak untuk untuk 
dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan, hak dalam 
keikutsertaan kegiatan pemerintahan, hak dalam mendirikan 
partai politik dan organisasi politik, dan hak dalam membuat 
usulan petisi. 

Ketiga, hak asasi hukum (legal eguality rights). Adalah 
hak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan 
pemerintahan. Beberapa contoh hak asasi hukum diantaranya: 
hak untuk mendapat perlakukan yang sama dalam hukum dan 
pemerintahan, hak seseorang untuk menjadi Pegawai Negeri 
Sipil, hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanaan 
hukum. 

Keempat, hak asasi ekonomi (property rigths). Merupakan 
hak masing-masing individu terkait dengan kegiatan 
perekonomian. Beberapa contoh hak-hak asasi ekonomi di 
antaranya: kebebasan dalam kegiatan jual-beli, kebesasan dalam 
melakukan perjanjian kontrak, kebebasan dalam 
penyelenggaraan — sewa-menyewa dan  hutang-piutang, 
kebebasan dalam memiliki sesuatu, kebebasan dalam memiliki 
pekerjaan yang pantas. 

Kelima, hak asasi peradilan (procedural rights). 
Merupakan hak untuk mendapat perlakuan sama dalam tata cara 
pengadilan. Beberapa contoh hak-hak asasi peradilan di 
antaranya: hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di 
pengadilan, hak untuk mendapatkan persamaan atas perlakuan 


186 - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di 
muka hukum. 

Keenam, hak asasi sosial budaya (social culture rights). 
Merupakan hak individu terkait dengan kehidupan 
bermasyarakat. Beberapa contoh hak asasi sosial budaya di 
antaranya: hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan 
pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk 
mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. 


Hubungan Negara Hukum dan HAM 

Negara hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak 
bahwa negara itu melindungi dan menjamin HAM setiap 
warganya. Dengan demikian jelas sudah keterkaitan antara 
Negara hukum dan HAM, di mana negara hukum wajib 
menjamin dan melindungi HAM setiap warganya. 

International Commision of Jurist pada Konferensi yang 
diselenggarakan di Bangkok tahun 1965, yang memberikan ciri- 
ciri negara hukum sebagai berikut: 1) perlindungan 
konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu 
konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk 
memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin, 2) badan 
kehakiman yang bebas dan tidak memihak, 3) Pemilihan Umum 
yang bebas: 4) kebebasan menyatakan pendapat, 5) kebebasan 
berserikat/ berorganisasi dan beroposisi, dan: 6) pendidikan 
kewarganegaraan.” 

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki 
Negara Republik Indonesia, yakni: 

1) UUD 1945 

2) Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 
Manusia (dihasilkan di era reformasi pada masa persidangan 
10-13 November 1988). 

3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 
memuat 10 (sepuluh) hak-hak dasar: 1) hak untuk hidup, 


52 Penjelasan mendalam, lihat misalnya, Jimly Asshiddigie, Demokrasi dan Hak 


Asasi Manusia, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005), Todung Mulya 
Lubis, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2005). 
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kebebasan pribadi, hak berekspresi, hak beragama dan 
persamaan di muka hukum (pasal 4): 2) hak untuk 
berkeluarga (pasal 10): 3) hak untuk mengembangkan diri 
(pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan 16), 4) hak untuk memperoleh 
keadilan (pasal 17, 18, dan 19): 5) hak atas kebebasan 
pribadi (pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan 27), 6) hak atas 
rasa aman (pasal 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan 35), 7) hak 
atas kesejahteraan (pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, dan 42): 8) 
hak turut serta dalam pemerintahan (pasal 43 dan 44): 9) hak 
wanita (pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, dan 51), dan: 10) hak 
anak (pasal 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, dan 66). 


Pelaksanaan dan Penegakan HAM di Indonesia 

Tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional 
positif dengan tegaknya negara hukum. Sehingga dengan 
dibentuknya Komnas HAM dan Pengadilan HAM, regulasi 
hukum HAM dengan ditetapkannya UU No. 39 tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia” serta dipilihnya para hakim 
ad hoc, akan lebih menyegarkan iklim penegakkan hukum yang 
sehat. Artinya kebenaran hukum dan keadilan harus dapat 
dinikmati oleh setiap warganegara secara egaliter. 

Kenyataan menunjukkan bahwa masalah HAM di 
Indonesia selalu menjadi sorotan tajam dan bahan perbincangan 
terus-menerus, baik karena konsep dasarnya yang bersumber 
dari UUD 1945 maupun dalam realita praktisnya di lapangan 
ditengarai penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sebab-sebab 
pelanggaran HAM antara lain adanya arogansi kewenangan dan 
kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat yang berkuasa, yang 


53 Disahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Secara historis UU Pengadilan HAM 
lahir karena amanat Bab IX Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999. Dengan 
lahirnya UU ini, maka penyelesaian kasus HAM berat dilakukan di lingkungan 
Peradilan Umum. Ini merupakan wujud dari kepedulian negara terhadap warga 
negaranya sendiri. Negara menyadari bahwa perlunya suatu lembaga yang 
menjamin akan hak pribadi seseorang. Jaminan inilah yang diharapkan nantinya 
setiap individu dapat mengetahui batas haknya dan menghargai hak orang lain. 
Sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan pelanggaran HAM berat untuk 
kedepannya. 
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mengakibatkan sulit mengendalikan dirinya sendiri sehingga 
terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. 


Permasalahan yang Dihadapi Pemerintah dalam Penegakan 
HAM di Indonesia 

Berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah 
Indonesia dalam rangka penghormatan, pengakuan, penegakan 
hukum dan HAM antara lain: pertama, penegakan hukum di 
Indonesia belum dirasakan optimal oleh masyarakat. Hal itu 
antara lain, ditunjukkan dengan masih rendahnya kinerja 
lembaga peradilan. Penegakan hukum sejumlah kasus 
pelanggaran HAM berat yang sudah selesai tahap 
penyelidikannya pada tahun 2002, 2003, dan 2004, sampai 
sekarang belum ditindaklanjuti tahap penyelidikannya. 

Kedua, masih terdapat peraturan perundang-undangan 
yang belum berwawasan gender dan belum memberikan 
perlindungan HAM. Hal itu terjadi antara lain, karena adanya 
aparat hukum, baik aparat pelaksana peraturan perundang- 
undangan, maupun aparat penyusun peraturan perundang- 
undangan yang belum mempunyai pemahaman yang cukup atas 
prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. 

Ketiga, belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi 
bangsa sebagai dampak krisis ekonomi yang terjadi telah 
menyebabkan sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hak- 
hak dasarnya baik itu hak ekonominya seperti belum 
terpenuhinya hak atas pekerjaan yang layak dan juga hak atas 
pendidikan. 

Keempat, sepanjang tahun 2004 telah terjadi beberapa 
konflik dalam masyarakat, seperti Aceh, Ambon, dan Papua 
yang tidak hanya melibatkan aparat negara tetapi juga dengan 
kelompok bersenjata yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak 
untuk hidup secara aman dan hak untuk ikut serta dalam 
pemerintahan. 

Kelima, adanya aksi terorisme yang ditujukan kepada 
sarana public yang mnyebabkan rasa tidak aman bagi 
masyarakat 

Keenam, dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan 
masyarakat antara satu negara dengan negara lainnya manjdi 
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makin tinggi. Dengan demikian kecenderungan munculnya 
kejahatan yang bersifat transnasional menjadi makin sering 
terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain, terkait dengan 
masalah narkotika, pencucian uang dan terorisme. Salah satu 
permasalahan yang sering timbul adalah adanya peredaran 
dokumen palsu. Yang membuat orang-orang luar bebas datang 
ke Indonesia. 

Hingga saat ini, Indonesia masih mengahadi berbagai 
permasalahan serius mengenai penegakan hak asasi manusia. Di 
antara permasalahan yang dihadapi Indonesia antara lain: 

Pertama, perlindungan perempuan (keadilan dan 
kesetaraan gender). UUD 1945 pasal 27 menjamin persamaan 
hak perempuan dan laki-laki dan bahwa perempuan adalah 
bagian dari HAM yang tercantum dalam UU No. 7 tahun 1984 
tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on the 
Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women), 
dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Adapun hak-hak politik perempuan tercantum dalam UU No. 
68/1958 tentang Persetujuan Konpensi Hak-Hak Politik Kaum 


Wanita. Pada bagian penjelasan umum disebutkan bahwa: 
Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia menjamin 
hak-hak yang sama dengan kaum pria bagi kaum wanita dalam 
segala lapangan. Wanita Indonesia pada waktu sekarang mendapat 
kesempatan untuk menduduki jabatan apapun saja dalam segala 
aparat-aparat Pemerintah. Juga hak untuk memilih dan dipilih 
kaum wanita dalam semua badan-badan yang dipilih umum telah 
dijalankan dan telah terbukti dan oleh seab itu Pemerintah 
Republik Indonesia dapat menyetujui maksud dan tujuan 
Konpensi Hak-hak Politik Kaum Wanita yang pada dasarnya 
sejalan dengan Undang-undang Dasar Sementara Republik 
Indonesia. 


Kedua, masih maraknya tindak pidana perdagangan orang. 
Untuk menaggulangi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan 
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan RI No. 2 tahun 2016 tentang Rencana Aksi 
Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Tahun 2015-2019.” Dalam Pasal (2) disebutkan, 
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Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 
rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam 
negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau 
mengakibatkan orang tereksploitasi. 


Ketiga, perlindungan hak anak. Pemerintah Indonesia telah 
mengambil langkah legislative dan administrative untuk lebih 
memperbaiki perlindungan hak-hak anak dan perempuan. 
Langkah-langkah legislattve tersebut antara lain dengan 
dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. Pada bab II asas dan tujuan, pasal (2) dan (3) disebutkan 
bahwa, 

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan 

berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak 

meliputi: a. non diskriminasi, b. kepentingan yang terbaik bagi 

anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, 

dan d. penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2). 

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak- 

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 


diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 
berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3). 


Demikian pula dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab II, Pasal (3) disebutkan 
bahwa, 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 


Sedangkan langkah administrative dalam menetukan 
rencana aksi dan penentuan penjuru untuk pemajuan dan 
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perlindungan HAM antara lain melalui Keputusan Presiden No. 
59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan 
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak, serta Keputusan 
Presiden No. 77 tahun 2003pembentukan Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia melalui. 


Upaya Pemerintah dalam Hal Penghormatan, Pengakuan, 
dan Penegakan Hukum dan HAM 

Untuk mewujudkan dan menegakkan Hak Asasi Manusia 
(HAM) di Indonesia tidaklah semudah menuliskan serta 
mengucapkannya. Hal ini disebabkan banyak hambatan dan 
tantangan yang tidak lagi sebatas terorika, melainkan sudah 
menjadi realita yang tidak dapat dihindari apalagi ditunda- 
tunda. Dalam penegakan HAM melalui sistem hukum pidana 
yang telah berlaku di Indonesia terdapat kendala-kendala atau 
hambatan yang bersifat prinsipil substansil dan klasik. 

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, 
melindungi, menegakkan, Dan memajukan Hak asasi manusia 
melalui langkah implementasi yang efektif dalam bidang 
hukum, politik, social, budaya, pertahanan dan keamanan 
Negara, dan bidang lainnya. Program pemerintah dalam 
penegakan Hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, 
anti terorisme, dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan 
obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan 
HAM harus selalu ditegakkan secara tegas, tidak diskriminatif 
dan konsisten. 

Masyarakat dapat pula berpartisipasi dalam perlindungan, 
penegakan, dan pemajuan HAM. Partisipasi masyarakat ini 
dapat berupa: pengajuan usulan mengenai perumusan dan 
kebajikan yang berkaitan dengan HAM, melakukan penelitian 
HAM, melakukan pendidikan HAM, dan melakukan 
penyebarluasan informasi mengenai HAM, dan sebagainya. 


Konsep HAM Menurut Islam 

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut 
pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan 
kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh 


192 - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


diabaikan. Dalam Shahih al-Bukhari disebutkan hadits dari 
Anas bin Malik Ra, dari Nabi Saw, beliau bersabda: 


o £ A 


IE KB AM VI YO lets IS Kei 3 Ol Eat 


$ “ - Pd 


loo cai Jang 11 Io da Vi V ST Ga43 BM cl 


Pa Pd 


SA an Ula La AAS MEN WE AI Iga MSI 
29 9 : 9 
BALA Je Gale aluA LGA Apie Y) AG 3 


Aku diperintahkan memerangi manusia (yakni kaum kafir atau 
musyrikin) hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang 
berhak disembah dengan benar, selain Allah dan bahwa Muhammad 
adalah hamba Allah dan utusan-Nya. Jika mereka telah bersaksi 
(syahadat), kemudian shalat seperti shalat kami, menghadap kiblat 
kami, dan memakan hewan sembelihan kami, sungguh darah dan harta 
mereka diharamkan terhadap kami, kecuali dengan haknya. Mereka 
memiliki hak yang sama seperti kaum Muslimin, dan mereka memiliki 
kewajiban yang sama seperti kaum Muslimin. (HR. al-Bukhari: 391, 
392, 393: Ahmad: 111/199, 225: Ibnu Hibban: 5865: Abu Dawud: 
2641), at-Tirmidzi: 2608): an-Nasa'i: VII/76, VIII/109, Muhammad 
bin Nashr al-Marwazi: 9, al-Baihagi: 1I1/92, VII/177, al-Baghawi: 
34), dan selainnya). 


Hadits yang hampir serupa diriwayatkan dari Abu Hurairah 
Ra, Nabi SAW perapaa 


La3 BE 3S MY Yk AI pi Ii ena 
PN kira, aan 433 DL oa 


Naa 


Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka 
mengatakan La ilaha illallah. Barangsiapa yang mengucapkannya, 
maka darah dan jiwanya terlindungi dariku, kecuali dengan 
haknya dan hisab dirinya ada pada Allah. (HR. al-Bukhari: 1399, 
1456, 6924, 7284, 7285 dan Ibnu Hibban: 174, 216, 217, 218). 


Hadits di atas juga diriwayatkan Muslim dari Jabir Ra dari 
Nabi Saw dengan redaksi, 


YA Yee ma UNS hei ai 
BA IE Blang AN) Stpils Ahelas sta Nias AI 
(233 sale SAN SA 50) 


Saha 


| 
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Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka 
mengatakan Ia ilaha illallah. Apabila mereka mengatakan Ii ilaha 
illallih, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka 
dariku, kecuali dengan haknya, dan hisab mereka ada pada Allah,” 
kemudian Nabi Saw membaca firman Allah Swt: “Maka berilah 
peringatan, karena sesungguhnya engkau hanyalah orang yang 
memberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas 
mereka Jal-Ghasyiyah/88: 21-22). (HR. Muslim: 21: 35 dan 
Ahmad: 1I1/300)). 


Muslim juga meriwayatkan hadits di atas dari Abu Malik 
al-Asyja'1 Ra dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah Saw bersabda: 


A3. 


4 ' o - 45 AP - T 8 0. 
4453 DL PS cal 033 Ipa KRI Le GAS AI | 3. Nm 


Barangsiapa berkata “Tidak ada tuhan yang berhak disembah 
dengan benar selain Allah' dan kafir dengan apa saja yang 
disembah selain Allah, maka harta dan darahnya diharamkan, 
sedangkan hisabnya ada pada Allah. (HR. Ahmad: 111/472). 


Dengan demikian, berdasar hadits-hadits ini, setiap muslim 
terjamin darah dan hartanya dari gangguan muslim yang 
lainnya. Oleh karenanya, negara bukan saja menahan diri dari 
menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban 
memberikan dan menjamin hak-hak ini. Sebagai contoh, negara 
berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap 
individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga 
perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya 
menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara 
diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini. 
Dari sinilah kaum muslimin di bawah Khalifah Abu Bakar, 
misalnya, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar 
zakat. 

Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap 
hak-hak ini dari pihak individu. Sebab pemerintah mempunyai 
tugas sosial yang apabila tidak dilaksanakan berarti tidak berhak 
untuk tetap memerintah. Allah berfirman: 
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nata BET G3 AE WAE og AKA 01 aa 
AI ira Aga KA 5g 8333 Seal 


Yaitu orang-orang yang jika Kami kena Nenolas di 
muka bumi, niscaya mereka menegakkan shalat, menunaikan 
zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. 
Dan kepada Allah-lah kembali semua urusan. (OS. al-Hajj/22: 41). 


Jaminan Hak Pribadi 
Jaminan pertama hak-hak pribadi dalam sejarah umat manusia 
adalah dijelaskan Al- Na 


past it Sui ee gn Bae 
WAS SB. ob ee 25 SUS Al (le las 


Igo) 3 Is 013 Pa BB Ea nd IG NAS aa 
Il Does G Ai SI GA algami 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah 
yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam 
kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar 
kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun 
didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu 
mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: “Kembali (saja)lah, 
maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (OS. an-Nur/24: 27-28). 


Dalam menjelaskan ayat ini, Ibnu Hanbal dalam Syarah 
Tsulatsiyah Musnad Imam Ahmad menjelaskan bahwa orang 
yang melihat melalui celah-celah pintu atau melalui lubang 
tembok atau sejenisnya selain membuka pintu, lalu tuan rumah 
melempar atau memukul hingga mencederai matanya, maka 
tidak ada hukuman apapun baginya, walaupun ia mampu 
membayar denda. 

Jika mencari aib orang dilarang kepada individu, maka itu 
dilarang pula kepada negara. Penguasa tidak dibenarkan 
mencari-cari kesalahan rakyat atau individu masyarakat. 


Konsep Dasar HAM dalam al-Ouran 
Hak asasi manusia memiliki konsep yang sangat luas, 


mendalam, dan universal. Hak tersebut selalu dikaitkan dengan 
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kewenangan paling pokok yang dimilki oleh seorang manusia 
dalam mengekspresikan eksistensinya di muka bumi sebagi 
makhluk yang paling mulia di antara penciptaan makhluk yang 
lainnya. Proses ekspresi diri tersebut tidak terlepas dari 
ketentuan Allah Swt, agama, dan moral. 

Dalam al-Our'an, manusia disebut dengan kata basyarah 
karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang. 
Term ini digunakan dalam al-Our'an sebanyak 36 kali (bentuk 
tunggal), 1 kali (bentuk dual) untuk menunjuk manusia dari 
bentuk lahiriahnya serta persamaannya dengan manusia 
seluruhnya. Sebagaimana yang ditemukan dalam firman Allah: 


- Hening e£ 2 ga Ia 01 T 9 

O9p3E3 553 (BUSI JB Ia (SAS OT Ia 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 
kamu dari tanah, Kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia 
yang berkembang biak. (OS. Al-Rum/30: 20). 


Kalimat berkembang biak diartikan bertebaran akibat seks 
atau mencari rezeki dilakukan oleh manusia yang dewasa dan 
bertanggungjawab, dan karena itu pula tugas khalifah 
dibebankan pada manusia. Dengan dijadikannya manusia 
sebagai khalifah, hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki 
wilayah kekuasaan di bumi. Selain itu manusia dianugerahkan 
kemampuan berpikir yang membedakan dengan makhluk 
laannya. Allah menjadikan manusia sebagai mustakhlif 
dan mustamir di muka bumi ini karena didasarkan pada 
kemampuannya untuk mengembangkan dan menggunakan 
potensi berpikirnya. Kedudukan manusia sebagai mustakhlif 
dapat dipahami dari klausa pertama OS. Fatir/35: 39, 


- Oo 2 a- a29. NI be abdon it set G . 
bag Yoo ATAS JS ya 3 Gila Klas cah 
V LS GS Ing Yg olah VI 5 Ie BS 

Il Pe 
Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. 
Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa 
dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain 
hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan 


kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan 
menambah kerugian mereka belaka. (OS. Fatir/35: 39). 
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Makna dari klausa ini menegaskan bahwa Allah 
menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Penegasan 
ini mengisyaratkan adanya hubungan manusia dengan Tuhan. 

Adapun kedudukan manusia sebagai mustamir yakni 
pembangun kemakmuran dapat dipahami melalui firman Allah: 

drh Ia SILANG A33 5 IE ee AE 3, Uya 

Of aa) 3G BARANG Upah KIA, pp ga SI GA 


. 
- 


3 2 “3 bad 
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Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh 
berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 
bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi 
(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah 
ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya 
Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa 
hamba-Nya). (OS. Hud/11: 61). 


Ayat ini menegaskan tentang fungsi manusia sebagai 
pengemban, pembangun, dan pencipta. Manusia diciptakan dari 
bumi ini dan dijadikan penghuni yang menggarapnya untuk 
memakmurkannya. Segala sesuatu yang terdapat di bumi 
terhampar luas diperuntukkan bagi manusia. Sesuatu yang 
tersedia tersebut merupakan bahan yang membutuhkan 
pengolahan dan pemrosesan serta daya cipta manusia sehingga 
dapat bermanfaat bagi kehidupannya. 

Analisa berdasarkan kandungan ayat-ayat tersebut dapat 
dipahami bahwa kedudukan manusia sebagai khalifah dan 
pemelihara di muka bumi melahirkan hak-hak pokok berupa 
hak hidup dan hak memiliki. Kedua hak ini sifatnya sangat 
fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi 
manusia. 

Lebih terinci lagi dapat dipahami bahwa karakteristik 
pokok konsep HAM yaitu setiap orang menikmati hak-hak 
dasar tertentu berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia 
tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, 
bahasa, agama atau lainnya. 
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Bentuk-Bentuk HAM dalam al-Our'an 

Ayat-ayat dalam al-Our'an banyak menyinggung tentang 
kata hak. Ada sekitar 287 ungkapan hak dalam al-OGur'an 
dengan berbagai bentuknya. Untuk memperoleh gambaran lebih 
lanjut tentang bentuk hak asasi manusia dalam al-Our'an, perlu 
ditelusuri ayat-ayat yang berkenaan dengan eksistensi manusia 
di bumi. Di antaranya OS. Al- Bagarah/2: 36 yang berbunyi: 


Kat alah Ulip ot CS Le a35 is Olla ak 
ye UI Png HA PIN 3 None pat 


Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan 
dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah 
kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi 
kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup 
sampai waktu yang ditentukan. (OS. Al-Bagarah/2: 36). 


Dalam klausa di atas, terdapat dua kata kunci yang perlu 
dijelaskan, yakni: mustagarrun dan matd'un. Lafal 
mustagarrun dengan segala bentuknya ditemukan sebanyak 35 
kali dalam al-Our'an pada beberapa ayat. Kata mustagarrun 
dapat berarti “tempat menetap, berdiam, tinggal,” seperti dalam 
OS. al-A'raf/7: 24, OS. al-Bagarah/2: 36, OS. al-An'am/6: 98, 
OS. al-Furgan/25: 24, 66, dan 76, OS. Hud/l1l: 6: “waktu 
terjadinya sesuatu,” seperti dalam OS. al-An'am/6: 67, atau 
“tempat kembali,” seperti yang terdapat dalam OS. al- 
Oi1yamat/75: 38. 

Sementara lafal matdun dan yang seakar dengannya dapat 
dijumpai pada 35 tempat dalam al-Our'an lafal matdaun adalah 
kata benda yang dibentuk dari kata kerja mata'a yang berarti 
“pemanfaatan tersedianya kesempatan yang baik.” Al-Our'an 
sendiri mengungkapkan pada beberapa tempat dengan arti 
“kesenangan,” seperti dalam OS. al-Bagarah/2: 36, al-A'raf/7: 
24, al-Anbiya'/21: 111, al-“Imran/3: 14, dan 185, al-Hadid/5: 
28, “pemberian untuk menyenangkan, pemberian patut, 
pemberian nafkah,” seperti dalam OS. al-Bagarah/2: 17, “harta 
benda,” seperti OS. Ytisuf/12: 79, dan al-Nis4/4: 102. 

Menurut Abdul Mun Salim bahwa kandungan hak pada 
kalimat di atas merupakan HAM dari dua segi. Pertama, 
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ungkapan al-Our'an tentang HAM, telah terkandung kepada dua 
hak di atas. Kedua, hak itu adalah ketetapan Tuhan sebagai 
perintah bagi manusia meninggalkan surga dan hidup di bumi. 
Dengan demikian, hak-hak tersebut merupakan salah satu faktor 
bagi adanya kehidupan manusia di bumi, terutama bila 
dikaitkan dengan kandungan firman Allah Swt dalam OS. al- 
A'raf//: 25, 
Opi Welas bai Aas SI 3 JG 
Allah berfirman: “Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan 
dari sana (pula) kamu akan dibangkitkan.” (OS. al-A'raf/7: 25). 


Hal ini menegaskan bahwa manusia diberi hidup, 
dimatikan dan dibangkitkan di bumi. Oleh karena itu dapat 
dipahami bahwa keterangan al-Ouran tentang hak-hak 
kemanusiaan disertai dengan pandangan hidup yang mengakui 
adanya kehidupan sesudah mati, sehingga kesempatan hidup 
yang terbatas itu hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik- 
baiknya, hendaknya manusia menggunakan hak-haknya dengan 
penuh tanggung jawab, tidak melakukan penyimpangan- 
penyimpangan. 

Selanjutnya ayat di atas pula menunjukkan bahwa manusia 
diciptakan di muka bumi, kemudian hidup selama umur yang 
telah ditentukan termasuk segala jenis makhluk. Dari bumi pula 
manusia dikeluarkan setelah mati sebagai kebangkitan menuju 
hidup lain. Sehingga dapat ditegaskan bahwa al-Ouran 
mengakui keberadaan hak-hak asasi manusia yang telah 
melekat sebagai manusia yang wajar. 

Adapun hak-hak yang dimaksud adalah hag al-istigrar 
pada dirinya, yakni hak untuk menetap dan berdiam di muka 
bumi dan hag al-istimta', yakni hak untuk memanfaatkan 
fasilitas yang ada di bumi sebagai rezeki Tuhan. Hak-hak 
tersebut adalah pemberian Tuhan berupa lapangan hidup di 
bumi dan perasaan senang dalam memanfaatkan isinya. Dengan 
demikian, setiap perlakuan yang merampas hak-hak itu berarti 
mengabaikan hak-hak yang diberikan Tuhan kepada manusia 
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yang diidentifikasi sebagai hak kemanusiaan. Selanjutnya 
diuraikan beberapa bentuk hak asasi manusia, yaitu: 
1. Hak Hidup 

Setiap manusia berhak untuk hidup yang layak, aman, 
damai, dan bahagia di muka bumi. Hak hidup adalah hak paling 
utama dalam Islam bagi manusia sebagaimana firman Allah 
Swt: 


SU 3 y IS NI . Gu "£ BS jp 
Yg 2 A63 SES IE LET Ia SNI LS Yo OLS 
#5 Ph Ye Un Sea 1g hari 

ayat SID 9 2 Una SIA YA 


Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu 
oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu 
dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan 
janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 
kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada 
mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang 
keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, 
dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” 
Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu 
memahami(nya).” (OS. al-An'am/6: 151). 


Bahkan hak mayit pun dijaga oleh Allah. Misalnya hadist nabi 
Saw, riwayat Imam Bukhari: “Apabila seseorang mengkafani mayat 
saudaranya, hendaklah ia  mengkafani dengan baik.” 
Atau “Janganlah kamu mencaci-maki orang yang sudah mati. Sebab 
mereka telah melewati apa yang mereka kerjakan.” 


2. Hak Persamaan 

Pesan yang disampaikan dalam hak persamaan adalah 
bahwa setiap orang tanpa memandang warna kulit, agama, 
bangsa, dan jenisnya diklaim sama. Hal tersebut sesuai firman 
Allah Swt. 


54  Budiarti, Hak Asasi Manusia (HAM) dalam al-Our'an,” (Rabu, 13 Mei 2015, 
12:25) dalam https://sulse12.kemenag.go.id/artikel/31809/hak-asasi-manusia-ham- 
dalam-al-guran, diakses 23 Juni 2019 (Pk. 12:54 WIB). 
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Jt33 Goa Sang (Sih 8 Ia BUAS Gj Jati Legi 6 
bab Ae AN Ole SU AI Ie SAT OI 


Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- 
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu 
di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (OS. 
al-Hujurat/49: 13). 


3. Hak memperoleh keadilan 

Dalam konteks keadilan al-Our'an, menggunakan dua 
istilah, adi dan gist. Adl menunjuk kepada sikap atau prilaku 
yang berimbang antara dua ekstrim. Sedangkan gist berarti 
sikap adil atau tidak memihak dalam menggunakan kekuasaan. 
Allah Swt berfirman, 


SAE Yg obral OA AD Ie PST gal gi G 
PI Ag eessk OA GA JAS da3 Yi (Je 233 OUA 
an en eb 


Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 


kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. (OS. al-Maidah/5: 8). 


Keadilan merupakan ajaran dasar Islam, karena itu 
keadilan tidak hanya dinyatakan dalam satu dua ayat. Karena 
kehormatan manusia tidak bisa terwujud tanpa keadilan. 
Sebagai realisasi dari ajaran keadilan, maka setiap individu 
memiliki hak keadilan dan berhak meminta perlindungan 
kepada penguasa sah, dan pemimpin berkewajiban untuk 
memberi keamanan yang semestinya bagi warganya. 


4. Hak Memiliki 
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Islam menjamin hak kepemilikan setiap orang dan 
melarang siapapun untuk memperoleh harta orang lain yang 
bukan nana Hal ini dinyatakan dalam firman Allah Swt, 


84 3 


3 Lu Ater Jl Hkg Je Ket SIA SG V3 


Oyala 221 AYU ya JA 3 
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 
jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (OS. al- 
Bagarah/2: 188). 


5. Hak kebebasan beragama dan kebebasan pribadi 

Kebebasan pribadi adalah hak paling asasi bagi manusia, 
dan kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan 
menjalankan agamanya, selama tidak mengganggu hak-hak 
orang lain. Firman Allah: 


0£-£ 


SAN A3 ITA 3 3 Uh us 3 


CN MO TA 
Ia GP 
Dan seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman orang 
di muka bumi seluruhnya. Apakah kamu memaksa manusia 


supaya mereka menjadi orang beriman semuanya? (OS. Ytinus/10: 
99). 


Untuk menjamin kebebasan kelompok, masyarakat dan 
antara negara, Allah memerintahkan memerangi kelompok yang 
berbuat aniaya terhadap kelompok lain. Firman Allah, 


Li 3G hn NAloU ES nakal sa OKU Ol 
SBB AN UI ad F2 as A1 sa ce Ja asn 


“ 


GA Anu Resa Ay Olla Jas vera eko An 


Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau 
yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah 
yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali 
pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara 
keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil: 
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sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 
(OS. al-Hujurait/49: 9). 


Begitu pula hak beribadah kalangan non-muslim. Khalifah 
Abu Bakar menasehati Yazid ketika akan memimpin 
pasukan: “Kamu akan menemukan kaum yang mempunyai 
keyakinan bahwa mereka tenggelam dalam kesendirian 
beribadah kepada Allah di biara-biara, maka biarkanlah 
mereka.” Khalid bin Walid melakukan kesepakatan dengan 
penduduk Hirah untuk tidak mengganggu tempat peribadahan 
(gereja dan sinagog) mereka serta tidak melarang upacara- 
upacaranya. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan dan 
kemerdekaan beragama merupakan hak yang dijunjungi tinggi 
dalam Islam. 

Kebebasan memilih dan menentukan agama serta 
kerukunan hidup beragama bagi golongan minoritas diatur oleh 
prinsip umum ayat berikut, 


SAN, Fa Ke) oa LET S5 2 rep 3 ss! Y 
KP Tlp Adil Y Par) 39" BSA 353 AL abs 


Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), 
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang 
sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 
beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang 
kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (OS. al- 
Bagarah/2: 256). 


Berdasar ayat di atas, dapat dipahami bahwa agama dan 
keyakinan tidak boleh dipaksakan. Sebab upaya pemaksaan 
dalam hal ini akan menghilangkan nilai keyakinan itu sendiri. 
Olehnya itu setiap individu hendaknya memilih keyakinannya 
dengan bebas dan penuh tanggung jawab atas segala 
konsekuensinya. Oleh karena itu, setiap penganut agama bukan 
atas dasar paksaan tapi atas dasar keyakinan melalui pemikiran 
mendalam. Karena pemaksaan tidak menciptakan kejujuran 
kecuali kemunafikan. 
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Sedangkan dalam masalah sipil dan kehidupan 
pribadi (ahwal syakhsiyah) bagi nonmuslim diatur dalam 
syari at Islam dengan syarat mereka bersedia menerimanya 
sebagai undang-undang. Firman Allah: 


IS #2 Sapi Dek SAPI jika Su Ips Dp 
an NG dai AS ENe H5 SG LS Op LE Batang 


Apabila mereka (orang Yahudi) datang kepadamu minta 
keputusan, berilah putusan antara mereka atau biarkanlah mereka. 
Jika engkau biarkan mereka, maka tidak akan mendatangkan 
mudharat bagimu. Jika engkau menjatuhkan putusan hukum, 
hendaklah engkau putuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
mengasihi orang-orang yang adil. (OS. al-M#'idah/5: 42). 


be 


Jika mereka tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku di 
negara Islam, maka mereka boleh mengikuti aturan agamanya, 
selama mereka berpegang pada ajaran yang asli. Firman Allah: 

Pa 4-0 
San ta Unas L Ai (S5 Aa NG Aina ULAR 
Insabalk Sah Lag 2 SS 

Dan bagaimana mereka mengangkat kamu sebagai hakim, 

sedangkan ada pada mereka Taurat yang di dalamnya ada hukum 

Allah? Kemudian mereka tidak mengindahkan keputusanmu. 


Sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. (OS. al- 
Ma '1idah/5: 43). 


6. Hak-hak Alamiah 

Hak-hak alamiah manusia telah diberikan kepada seluruh 
ummat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dari unsur 
yang sama dan dari sumber yang sama pula. Firman Allah 


o Ta, - o- L 5 Ll, 25 3 35 
Ka GUSI Bd Umi Ia (SALE (SAN AS asi Sa LplG 
- 3 - M4 5 39 1 n KA AP o De ea 
Ag Oglas SAN AI Iii 2 #laig Fa Vly Lagia S3 GA 
La Ti Tt ra BE 
K3 KAS SEA Ole AN 
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 


menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah 
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memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 
Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu. (OS. an-Nisa/4: 1). 


Dan juga firman Allah, 
MA Pin je Ia eh 
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Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan 
berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal 
orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau 
perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian 
yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari 
kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang 
berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan 
kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka 
ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai 
pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.” 
(OS. Ali “Imrin/3: 195). 


4 


—Np 


7. Hak Bekerja 

Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak tetapi 
juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu 
dijamin. Dalam hadits Nabi saw disebutkan, 


JG play ale 81 Jo Ai Jp Tanda na 
25 Dp oat Jak Ie IE 3 Ja Is uub Asi at) 


(2g JS Ia BG SS EI ade 5315 SI 


Dari al-Migdam Ra bahwa Rasillullah Saw bersabda: “Tidaklah 
seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari hasil 
usaha tangannya (sendiri), dan sungguh Nabi Dawud “alaihis 
sallam makan dari hasil usaha tangannya (sendiri). (HR. Bukhari). 


Islam juga menjamin hak pekerja, seperti terlihat dalam 
hadist riwayat dari “Abdullah bin “Umar, Nabi Saw bersabda, 
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5 Bejo AE, Af 

22 HL Si ISA HN Ialasi 
Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya 
kering. (HR. Ibnu Majah). 


8. Hak Hidup 
Islam melindungi segala hak yang diperoleh manusia yang 
disyari atkan oleh Allah. Di antara hak-hak ini adalah: 


a. Hak Pemilikan 

Islam menjamin hak pemilikan yang sah dan 
mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan 
harta orang lain yang bukan haknya, sebagaimana firman 
Aan 


US IU 83 JI, K3 Kiat USG Yg 
ob 3G IG HI Jl 3 


Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain 
diantara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu bawa 
urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan 
sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa 
padahal kamu mengetahuinya. (OS. al-Bagarah/2: 188). 


Oleh karena itulah Islam melarang riba dan setiap upaya 
yang merugikan hajat manusia. Islam juga melarang penipuan 
dalam perniagaan. Sabda Nabi Saw: 


MI Ig 3 Ca Ob GS 1 B5 Lu AL ot 


Jual beli itu dengan al-khiyar (hak pilih) selama belum berpisah 
atau hingga keduanya berpisah. Apabila keduanya jujur dan 
menjelaskan (aib barang dagangannya-red) maka jual beli mereka 
mendapatkan barakah dan bila keduanya menyembunyikan aib 
dan berdusta maka barakah jual beli mereka dihapus. (HR. 
Bukhari, no. 1737). 


Juga sabda Nabi Saw, 
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KA 0 GA TA jeb Uahia an ISS OIL KE | 
35 Ol ae Cg IS IN TE MA SI Wis FE 3 
KI 3g IA II Aek Ih A35 13 tt OI aa 


Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, maka setiap 
orang memiliki hak pilih (al-khiyar) selama belum berpisah atau 
salah seorang telah memberikan hak pilih kepada yang lainnya 

lalu jika keduanya bertransaksi jual beli dengan kesepakatan ini, 

maka transaksi jual beli ini sudah sempurna. Apabila berpisah 

setelah transaksi dan salah seorang darinya tidak menggagalkan 

jual beli maka akad jual beli ini juga sudah sempurna. (HR. 

Bukhari: 1970). 

Islam juga melarang pencabutan hak milik yang 
didapatkan dari usaha yang halal, kecuali untuk kemashlahatan 
umum dan mewajibkan pembayaran ganti yang setimpal bagi 
pemiliknya. Dalam sebuah hadits riwayat Abdullah bin Umar 
Ra, Nabi Muhammad Saw bersabda, 


In ea Ol AT... 2 kd 4 29, 1. 5€ - ea o - 


ph #— 


3 
Barang siapa yang mengambil tanah (meskipun) sedikit tanpa 
haknya maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya pada hari 


kiamat sampai ke dasar tujuh lapis bumi. (HR. al- 
Bukhari:5/103/2454) 


Demikian pula sabda Nabi Saw riwayat dari Ya'la bin 
Nan yang berbunyi, 


8 H3 nan ak hat Aher adi 


Siapa saja orang yang Langka alami Gebang ea 
sejengkal tanah (orang lain), niscaya Alloh akan 
membebaninya hingga hari kiamat dari tujuh lapis bumi, lalu 
Alloh akan mengalungkannya (di lehernya) pada hari kiamat 
sampai seluruh manusia diadili. (HR. Ibnu Hibban: 1167 dan 
Imam Ahmad: 4/173). 
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Pelanggaran terhadap hak umum lebih besar dan sanksinya 
akan lebih berat, karena itu berarti pelanggaran tehadap 
masyarakat secara keseluruhan. 


b. Hak berkeluarga 

Allah menjadikan perkawinan sebagai sarana mendapatkan 
ketentraman. Bahkan Allah memerintahkan para wali 
mengawinkan orang-orang yang bujangan di bawah 
perwaliannya (OS. an-Ntir/24: 32)” Allah menentukan hak 
dan kewajiban sesuai dengan fithrah yang telah diberikan pada 
diri manusia dan sesuai dengan beban yang dipikul individu. 

Di lingkungan keluarga, yang menjadi pemimpin atau 
kepala keluarga adalah kaum laki-laki. Inilah yang 
dimaksudkan sebagai kelebihan laki-laki atas wanita (OS. an- 
Nisa”/4: 34). Tetapi dalam hak dan kewajiban, masing- 
masing memiliki beban yang sama. 


Jp Wa it55 Seda Jlejye daaa bela ca Oa SA 

» - 

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami 

mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya. (OS. al- 
Bagarah/2: 228). 


c. Hak Keamanan 


25 Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang 


yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba- 
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan 
mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha 
Mengetahui. 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), 
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 
Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara 
diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 
Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika 
mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 


356 


208 - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


Dalam Islam, keamanan tercermin dalam jaminan 
keamanan mata pencaharian dan jaminan keamanan jiwa serta 
harta benda. Firman Allah: 


Br Cy LAN dg Cp Hambi Ta 3 Hre , Putar 


Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini 
(Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk 
menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. 
(OS. Ouraisy: 3-4). 


Di antara jenis keamanan adalah larangan memasuki 
rumah orang lain Ba 1zin. Panen Allah Svt, 


N 


PRE ta 35 ie 6 Pe Eta liat Syail wan 


Apa 1 Li LI ma 25 SU taat "da Galah 


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah 
yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam 
kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar 
kamu (selalu) ingat. (OS. an-Ntir/24: 27). 


kantin 


9 


Termasuk keamanan dalam Islam adalah memberi tunjangan 
kepada fakir miskin,”' anak yatim dan yang membutuhkannya. Oleh 
karena itulah, Umar bin Khattab menerapkan tunjangan sosial kepada 
setiap bayi yang lahir dalam Islam, baik miskin ataupun kaya. Dia 
berkata: “Demi Allah yang tidak ada sembahan selain Dia, setiap 
orang mempunyai hak dalam harta negara ini, aku beri atau tidak aku 
beri.” (Abu Yusuf dalam Al-Kharaj). 

Tanggungan tersebut dapat diambil dari bagian zakat (OS. 
OS at-Taubah (9J: 60)” yang disimpan di Baitul MGI (kas 
negara). Jika di dalam Baitul Mal tidak terdapat harta sama 
sekali, maka negara harus mewajibkan pajak atas harta orang- 
orang kaya, dan mengusahan pajak tersebut untuk dinafkahkan 


S1 Dalam pandangan Islam, miskin (al-miskin-masakin) atau fagir (al-fagr) 


indikasinya sama. Jika kebutuhan dasar setiap individu perindividu di dalam 
masyarakat (sandang, papan dan pangan) tidak terpenuhi, termasuk kebutuhan 
akan pendidikan, kesehatan dan keamanan, sekalipun yang terakhir ini 
merupakan tanggung jawab negara secara langsung. Secara istilah, fagir dan 
miskin berbeda. Fagir adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup 
untuk memenuhi kebutuhan primernya, adapun miskin adalah orang yang sama 
sekali tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan primernya. 


88  “Jakat itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang fakir dan miskin... 


», 
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kepada para fakir miskin. Dalam sebuah hadis gudsi, 
sebagaimana dituturkan Anas Ra., Nabi Saw. pernah bersabda: 


ag AAAG 3A$ asa II Er dilr3 Ol DL Tag Gak Le Ls 
Tidaklah beriman kepada-Ku siapa saja yang tidur kekenyangan, 


sedangkan tetangganya kelaparan, sementara dia mengetahuinya. 
(HR. Ath-Thabrini dalam al-Mu 'jam al-Kabir). 


Allah Swt. juga berfirman: 
ae Ja) 35 satpat O3 


Di dalam harta mereka terdapat hak bagi orang miskin yang meminta- 
minta, yang tidak mendapat bagian. (OS adz-Dzariyat/51: 19). 


Bagi para terpidana atau tertuduh mempunyai jaminan 


keamanan untuk tidak disiksa atau diperlakukan semena-mena. 


KAN JB AB Uh blh ball OP Sella 
Ka Es Cup 


Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan 
mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka 
sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang 
nyata. (OS. al-Ahzab:58). 


Rasulullah Saw memberi peringatan terhadap seseorang yang 


menyiksa orang lain. 


dari 


Saw: 


Oa Ke ema 33 yaa HE A4 IG II KE ala Di 
Ie 3 Is Lap GURU JUS ag ha 
II 3 Gt Dia Gas Soda AM SI Isis laa 


Hisyam bin Hakim pernah melewati orang di Syam #2 
menjemur beberapa orang petani di terik matahari karena tidak 
membayar pajak. Kemudian Hisyam bertanya, “Mengapa mereka 
ini dihukum?” “Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah 
Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang 
yang menyiksa orang lain di dunia.” (HR. Al-Khamsah). 


Islam memandang gugur terhadap keputusan yang diambil 
pengakuan kejahatan yang tidak dilakukan. Sabda Nabi 


010 - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


T ”, £ » pe & 2 - - Fr) # 
AE NA SALA Lag Olialla Ud il SP H3 Ml oj 
Sesungguhnya Allah menghapuskan dari umatku dosa ketika 
mereka dalam keadaan keliru, lupa dan dipaksa. (HR. Ibnu Majah: 
2045). 


Di antara jaminan keamanan adalah hak mendapat suaka 
politik. Ketika ada warga tertindas yang mencari suaka ke 
negeri yang masuk wilayah Darul Islam, maka masyarakat 
muslim wajib memberi suaka dan jaminan keamanan kepada 
mereka. 


OF Gg & 90. ih. 30 A20 - SN PU aan 
dadu! £ al NS ang An 20an (3 AE OPS IA 013 
Tas KP Ma SAN AN MEA 

Osaka V B3 HL 2 kalu 


Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta 
perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat 
mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang 
aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak 
mengetahui. (OS. at-Taubah/9: 6). 


d. Hak Keadilan 
Di antara hak setiap orang adalah hak mengikuti aturan 


hukum yang berlaku. Dalam hal ini juga hak setiap orang untuk 
membela diri dari tindakan tidak adil yang dia terima. Firman 
Allah swt: 


Kh DI 3G ob ya VIII 2 sebab HM MEA 


bata 


Allah tidak menyukai ucapan yang diucapkan terus-terang kecuali 
oleh orang yang dianiaya. (OS. an-Nisa '/4: 148). 


Merupakan hak setiap orang untuk meminta perlindungan 
kepada penguasa yang sah yang dapat memberikan 
perlindungan dan membelanya dari bahaya atau kesewenang- 
wenangan. Bagi penguasa muslim wajib menegakkan keadilan 
dan memberikan jaminan keamanan yang cukup. Sabda nabi 
saw: 
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” 


Al gih AN Ob R3 dib3 da PP KS 


Dari Abu Hurairah Ra, ia berkata: Dari Nabi Saw, beliau 
bersabda: Sesungguhnyalah seorang pemimpin itu merupakan 
perisai, rakyat akan berperang di belakang serta berlindung 
dengannya. Bila ia memerintah untuk takwa kepada Allah “azza 
wa jalla serta bertindak adil, maka ia akan memperoleh pahala. 
Namun bila ia memerintah dengan selainnya, maka ia akan 
mendapatkan akibatnya. (HR. Muslim). 


Termasuk hak setiap orang untuk mendapatkan pembelaan 
dan juga mempunyai kewajiban membela hak orang lain dengan 
kesadarannya. Rasulullah Saw bersabda: 

alang dala Al oke HAN Di ae AI ng AN IE 3 ai IE 


- 
Pa 


2 KE abi "nettb 2 n2 23 2 BG 

Bl OT AS Hilgio Ob SIN Kekal S3 Yi JB 
Dari Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa Nabi Saw bersabda: 
“Maukah kalian aku beritahu sebaik-baik persaksian? Yaitu orang 
yang datang memberi saksi sebelum diminta persaksiannya.” (HR. 
Muslim). 


Sabda Nabi Saw lainnya, 

II duo BI Siar JB JG 0 SI b crAh yi Ole S4 

213 LOR Yg 03 Onde Yg Ondas P3 OI 
AN rb FE OP V5 


Dari Imran Ibnu Hushoin Ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: 
“Sebaik-baik orang di antara kamu ialah (hidup) seabad denganku, 
lalu orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka, 
setelah itu datanglah suatu bangsa yang memberi persaksian 
padahal mereka tidak diminta menjadi saksi, mereka berkhianat 
padahal mereka tidak diberi amanat, mereka bernadzar dan tidak 
memenuhinya, dan tubuh mereka tampak gemuk.” (HR. Muttafag 
alaihi). 
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Tidak dibenarkan mengambil hak orang lain untuk 
membela Kan atas nama apapun. Sebab Allah Swt berfirman, 


Ia kata Ody salb Sa sa yap 


Dan Maa orang-orang yang membela diri sesudah 
teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka. (OS. Asy- 
Syura: 41). 


Dan firman-Nya, 
Oei & SAI H3 SA BJ Sah 


Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan 
dengan zalim mereka membela diri. (OS. Asy- Syura: 39). 


Seorang muslim juga berhak menolak aturan yang 
bertentangan dengan syari'ah, dan secara kolektif diperintahkan 
untuk mengambil sikap sebagai solidaritas terhadap sesama 
muslim yang mempertahankan hak. 


e. Hak Saling Membela dan Mendukung 

Kesempurnaan iman di antaranya ditunjukkan dengan 
menyampaikan hak kepada pemiliknya sebaik mungkin, dan 
saling tolong-menolong dalam membela hak dan mencegah 
kedzaliman. Bahkan rasul melarang sikap mendiamkan sesama 
muslim, memutus hubungan relasi dan saling berpaling muka. 
Sabda Nabi Saw: 


dd TE akad Ga: Dl Jar JG 106 BIA 
89 kab M3 Kls ca Is ad bh 


Gap NS 9 Aihn DN AS Gaet I5NG Alai entaiill 
A36 DL Isl (333 


Dari Abu Hurairah Ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Hak 
seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada enam, yaitu: 1) 
jika kamu bertemu dengannya, ucapkanlah salam, 2) jika ia 
mengundangmu, penuhilah undangannya, 3) jika ia meminta 
nasihat kepadamu, berilah ia nasihat, 4) jika ia bersin dan 
mengucapkan: alhamdulillah,”  do'akanlah ia dengan 
yarhamukallah (artinya: mudah-mudahan Allah memberikan 
rahmat kepadamu), 5) jika ia sakit, jenguklah ia, dan 6) jika ia 
meninggal dunia, iringilah jenazahnya.” (HR. Muslim: 2162). 
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Dalam Shahih Bukhari (1240) dan Muslim (2162) juga 
disebutkan dengan lafadz, 5 kewajiban: 


al ' - 1 4 8 oz 
PG Yana! 38663 (MEI 5 Jak JLN SE de G5 
SUN La ti3 RU Kill Ah 
Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima: 1) menjawab 
salam, 2) menjenguk orang sakit, 3) mengantar jenazah, 4) 


memenuhi undangan, dan 5) mendoakan yang bersin. (HR. 
Bukhari: 1240, dan Muslim: 2162). 


f. Hak Keadilan dan Persamaan 

Allah mengutus Rasulullah Saw untuk melakukan 
perubahan sosial dengan mendeklarasikan persamaan dan 
keadilan bagi seluruh umat manusia. Firman Allah, 


SA Ask Oadly MEI aa il IL Uas lan AI 

sda 
Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan 


bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia 
dapat melaksanakan keadilan. (OS. Al-Hadid: 25). 


Firman Allah Swt, 

3 Bae G3 UNA sh AN Na A5 ca 
A3 KU gp phi On ah JS ag 
SD ITEG Ar HL kang IA sb Lg Aa 


- ot 
. 


JA SA AN AS dapa baja ag YT sll dala SS 
Ola AA Bdg aa 


(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang 
(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang 
ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang 
ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan 
menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan 
bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka 
beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka 
orang-orang yang beriman kepadanya,  memuliakannya, 
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menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan 
kepadanya (al-Ouran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. 
(OS. Al-A'raf: 157). 


Dan firman-Nya, 
bd Agil UG ASI DI Jas 5 ya HEAN 


Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) 
yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka 
belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada 
mereka kata-kata yang baik. (OS. An-Nisa: 5). 


Manusia seluruhnya sama di mata hukum. Pada masa 
rasulullah banyak kisah tentang kesamaan dan keadilan hukum 
ini. Misalnya kasus putri bangsawan dari suku Makhzum yang 
mencuri lalu dimintai keringanan hukum oleh Usamah bin Zaid, 
sebagaimana dijelaskan dalam hadits dari “Aisyah Ra, beliau 
berkata: 


SA AJUS olia Gl Kana ie Sts na Ws53 0 
aa teja t 9 AU Selag ale HI lo AI S3, Ls AS 
Ll aa da da dog 


pg . P, - 


2S Ia IE 3 kiily sela ale Jo dp das 


, er itb JUS bLG KB AS 
Ha Wo 33 S3 Taji! ed Ga IL PS KI AS 


PR 


Einia JAS Say DG OI JA ra AN AE AI Lanal 


Sesungguhnya orang-orang Ouraisy mengkhawatirkan keadaan 
(nasib) wanita dari bani Makhzumiyyah yang (kedapatan) 
mencuri. Mereka berkata, “Siapa yang bisa melobi 
Rasulullah Saw? Mereka pun menjawab, “Tidak ada yang 
berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh 
Rasulullah Saw.' Maka Usamah pun berkata (melobi) 
Rasulullah Saw (untuk meringankan atau membebaskan si 
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wanita tersebut dari hukuman potong tangan). Rasulullah Saw 
kemudian bersabda, “Apakah Engkau memberi syafa'at 
(pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?” Rasulullah Saw 
pun berdiri dan berkhutbah, “Wahai manusia, sesungguhnya 
yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada 
orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang 
mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika 
yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka 
mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, 
sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri 
yang akan memotong tangannya' (HR. Bukhari: 6788 dan 
Muslim: 1688). 


Berdasarkan uraian-uraian tentang bentuk-bentuk hak asasi 
manusia dalam Islam (al-hugag al-insiniyyah fi al-islam) di 
atas, seperti kebebasan, persamaan, dan keadilan. Tampak jelas 
bahwa Islam memiliki pondasi yang kuat dalam masalah- 
masalah hak asasi manusia. Bahkan pada konteks tertentu hak 
asasi manusia dalam Islam melangkah lebih maju dari hak asasi 
manusia versi Barat. Islam bukan hanya mengakui hak asasi 
manusia itu sebagai hak bagian penting dan berada pada posisi 
kebutuhan primer. 

Musyawarah Nasional Alim Ulama NU yang digelar pada 
tanggal 17-20 November 1997 di Pondok Pesantren Oomarul 
Huda Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 
juga menghasilkan keputusan penting tentang isu HAM ini 
yang merujuk pada konsep magishidusy syari ah (pokok-pokok 
yang menjadi tujuan syariat). 

Secara etimologis, magisid berasal dari kata gasada yang 
berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara 
terminologis, adalah sasaran-sasaran yang dituju oleh syari'at 
dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh Syari” dalam setiap 
hukum-hukum-Nya untuk menjaga kemaslahatan manusia. 

Inti dari tasyri” Islam adalah jalbu al-mashalih (dan dar'u 
al-mafsadah“ Inilah yang dimaksud dengan pelestarian 


29  Mahbib, Lima Hak Asasi Manusia dalam Islam,” (Sabtu, 18 November 2017 
17:01), dalam  http://www.nu.or.id/post/read/83369/lima-hak-asasi-manusia- 
dalam-islam, diakses 23 Juni 2019 (Pkl 12:12 WIB). 

Konsep ini diadopsi dari kaidah figih yang banyak dipelajari kalangan pesantren. 
Mazhab Maliki, dalam konteks magishid mengikuti kaidah jalbu al-mashalih 


360 


016 - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


tatanan dunia dan pengaturan perilaku manusia sehingga 
terhindar dari tindakan-tindakan destruktif. Elaborasi 
(pengejawantahan) misi di ini kemudian disebut sebagai ushul 
al-khams lima prinsip dasar) yang melingkupi hifdz al- 
din, hifdz al-nafs wa al-'irdl, hifdz al-“agl, hifda — al- 
nasl dan hifdz al-mal. 

Pertama, hifdz al-din, yakni memberikan jaminan hak 
kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya 
(al-din). Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas 
identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis. Oleh 
karena itu Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan 
adanya pemaksaan agama yang satu dengan agama lainnya. 

Kedua, hifdz al-nafs wa al- 'irdl, memberikan jaminan hak 
atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan 
berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya 
keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) 
pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari 
penganiayaan dan kesewenang-wenangan. 

Ketiga, hifdz al- “agl, adalah adanya suatu jaminan atas 
kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan 
mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai 
aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya 
perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, 
minuman keras dan lain-lain. 

Keempat, hifdz al-nasl, merupakan jaminan atas kehidupan 
privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), 
jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih 
baik dan berkualitas. Oleh karenanya, perzinaan, free sex, 
homoseksual dan perilaku menyimpang lainnya merupakan 


mugaddam wa dar-u al-mafdisid muakkhar— menarik kemaslahatan lebih 
diutamakan, menolak kemafsadatan kemudian. Kontras dengan kalangan 
Syafi'iyah dengan al-Ghazaly sebagai salah satu corongnya yang umumnya 
menyerukan dar-u al-mafisid mugaddam 'ala jalbi al-mash@lih, yaitu menolak 
kemafsadatan lebih diutamakan dibanding menarik kemaslahatan. Keduanya 
berbeda dalam segi kemaslahatan dan kehati-hatian. Muhammad Syamsudin, 
“Prioritas Maslahat dalam Figih Magashid Mazhab Maliki,” (Kamis, 20 
Desember 2018 11:30), dalam http://www.nu.or.id/post/read/100507/ prioritas- 
maslahat-dalam-figih-magashid-mazhab-maliki 
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perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hifdz al- 
nasl (pelestarian keberlangsungan generasi). 

Kelima, hifdz al-mal, dimaksudkan sebagai jaminan atas 
kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan 
adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti 
mencuri, korupsi, monopoli,””' oligopoli,”” monopsoni'” dan 
lain-lain. 

Lima prinsip dasar di atas sangatlah relevan dan bahkan 
seiring dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia (HAM). 
Di samping itu, Islam sebagai agama tauhid, datang untuk 
menegakkan kalimat LG ildha illallah, tiada Tuhan selain Allah. 
Suatu keyakinan (agidah) yang secara transendental, dengan 
menisbikan tuntutan ketaatan kepada segenap kekuasaan 
duniawi serta segala perbudakan manusia dengan berbagai 
macam jenis kelamin, status sosial, warna kulit dan lain 
sebagainya. Keyakinan semacam ini jelas memberikan 
kesuburan bagi tumbuhnya penegakan HAM melalui suatu 
kekuasaan yang demokratis. (| 


81 Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang 


menguasai pasar atau sering disebut sebagai “monopolis.” Sebagai penentu harga 
(price-maker), seorang monopolis dapat menaikan atau mengurangi harga dengan 
cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi, semakin sedikit barang 
yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. 
Oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh 
beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang 
dari sepuluh. 

Monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan 
pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu 
pasar komoditas. 


362 


363 
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BAB XI 
KEWAJIBAN WARGA NEGARA 


Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang 
sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara 
manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai 
kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan 
di kemudian hari. Hukum itu mengatur hubungan hukum antara 
tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap negara. 
Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban 
yang diberikan oleh hukum. 

Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum 
selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi 
lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. 
Sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada 
hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya. 

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang 
diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh 
hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak 
adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Sedangkan 
kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat 
kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang 
sepatutnya diberikan. 

Perwujudan hukum menjadi hak dan kewajiban itu terjadi 
dengan adanya perantaraanperistiwa hukum. Segala peristiwa 
atau kejadian dalam keadaan tertentu adalah peristiwa hukum. 
Untuk terciptanya suatu hak dan kewajiban diperlukan 
terjadinya peristtwa yang oleh hukum dihubungkan sebagai 
akibat. Karena pada umumnya hukum itu bersifat pasif.” 


8 https://www.kompasiana.com/drake1405/5a70fc1ccf01b42dbc4bOba4/hak-dan- 
kewajiban-warga-nergara-indonesia?page—3 
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Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat 
dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan 
kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki 
hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang 
layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang 
belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. 
Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi 
lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal 
menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki 
pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan 
diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada 
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu 
tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. 

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, 
yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai 
seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. 
Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan 
kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan 
aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang 
dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman 
sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah 
seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk 
merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah 
merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. 
Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi 
daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak 
rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita 
sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari 
mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan 
hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai 
rakyat Indonesia. 

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 
28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk 
untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 
lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur 
dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara 
Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah 
untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung 


220 - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan 
maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban 
dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil 
yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak 
mendapatkan hak-haknya. 


Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945 
Wujud hubungan warga negara dengan negara pada 
umumnya berupa peranan (role). Hak kewajiban warga negara 

Indonesia tercantum dalam pasal 26, 27, 28, 30 UUD 1945,” 

yaitu: 

1) Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang- 
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain 
yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga 
negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai 
kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 

2) Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), 
tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

3) Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya 
ditetapkan dengan undang-undang. 

4) Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk 
ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) 
menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang- 
undang. 

Hak Warga Negara Indonesia: 

1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Tiap 
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan.” (pasal 27 ayat 2). 


365 Anonim, “Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 45,” 
(Selasa, 11 Agustus 2015 | 15:14 WIB), dalam https://mkri.id/index.php? 
page—web.Berita&id—11732 
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2) Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “Setiap 
orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya.” (pasal 28 A). 

3) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah. (pasal 28 B ayat 1), dan hak 
atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.” 

4) Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi 
meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup 
manusia. (pasal 28C ayat 1). 

5) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan 
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 
bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2). 

6) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan 
hukum. (pasal 28 D ayat 1). 

7) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, 
hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati 
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak 
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun. (pasal 281 ayat 1). 

Kewajiban Warga Negara Indonesia: 

5) Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) 
UUD 1945 berbunyi: “segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya.” 

6) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 
ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “setiap warga negara 
berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan 
negara.” 

1) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28 J 
ayat 1 mengatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak 
asai manusia orang lain.” 
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8) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan 
undang-undang. Pasal 28 J ayat 2 menyatakan: “Dalam 
menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- 
undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat demokratis.” 

9) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan 
negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap 
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara.” 


Dalam Pasal 30 UUD 1945 ditegaskan bahwa “tiap-tiap 
warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pembelaan Negara.” Usaha pertahanan dan keamanan Negara 
dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat 
semesta oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai kekuatan utama, 
dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. 

Susunan dan kedudukan TNI, POLRI di dalam 
menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga 
Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta 
hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur 
dengan undang-undang. 

Dari pembacaan Pasal 30 secara utuh dapat disimpulkan, 
meski TNI dan POLRI berbeda dalam struktur organisasi, 
namun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing 
keduanya bekerja sama dan saling mendukung dalam suatu 
“sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.” 

Pengaturan tentang sinkronisasi tugas pertahanan negara 
(Hanneg) dan keamanan negara (Kamneg) itulah yang 
seyogianya ditata ulang melalui undang-undang yang 
membangun adanya "ke-sistem-an" yang baik dan benar. Pasal 
30 UUD 1945 menerangkan bahwa, pertahanan negara tidak 
sekadar pengaturan tentang TNI dan bahwa keamanan negara 
tidak sekadar pengaturan tentang POLRI. Pertahanan negara 
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dan keamanan negara perlu dijiwai semangat Ayat (2) tentang 
“sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.” Oleh 
karenanya, merujuk pada semnagat Pasal 30 UUD 1945 tentang 
kewajiban warga negara dalam bela negara, maka perlu 
ditekankan tentang pentingnya jiwa dan semangat nasionalisme 
untuk membela dan mempertahankan negara dari gangguan dan 
ancaman yang mencoba merusak tatanan negara dan bangsa. (|) 
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BAB XII 
BELA NEGARA 


Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial 
dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI), 
sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya sebagai warga 
negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus 
kekuatan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan 
serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. UUD 
1945 mengatur upaya bela negara ini melalui ketentuan Pasal 
21 ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta 
dalam upaya pembelaan Negara,” dan Pasal 30 ayat (1): 
“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam 
usaha pertahanan dan keamanan negara.” 

Upaya bela negara harus dilakukan secara terus menerus, 
bertahap, bertingkat dan berkelanjutan (nation and character 
building is a never ending process) guna menjaga keutuhan dan 
kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) menuju tatanan masyarakat dan bangsa yang 
baik (good society and nation), damai, adil dan sejahtera, 
sebagaimana yang diwasiatkan oleh para pendiri bangsa 
(founding fathers) dalam Pembukaan UUD 1945. 


Pengertian Bela Negara 

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang 
dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup 
bangsa dan negara. 

Upaya bela negara ini dikuatkan dengan UU No. 3 tahun 
2002 tentang Pertahanan Negara, yang mengatur pertahanan 
negara. Dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) disebutkan, 


1. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan 
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan 
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 

2. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang 
bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, 
dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini 
oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, 
dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan 
wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. 


Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara 
diselenggarakan melalui: (a) Pendidikan Kewarganegaraan, (b) 
Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, (c) Pengabdilan 
sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan 
secara wajib, (d) Pengabdian sesuai dengan profesi (Pasal 9 UU 
No. 3 tahun 2002). 

Pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa usaha 
bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. 
Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan 
negara yang mencakup dua arti. Pertama, bahwa setiap warga 
negara turut serta daam menentukan kebijakan tentang 
pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai 
dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. 
Kedua, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam 
setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan 
profesinya masing-masing. 

UUD 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanahkan bahwa setiap 
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 
pembelaan negara. Artinya setiap warga negara memiliki 
wewenang menggunakan hak selaku warga negara dalam 
membela negara. Tidak ada hak untuk orang lain atau kelompok 
lain melarangnya. Demikian juga setiap warga negara wajib 
membela negaranya jika negara dalam keadaan bahaya. 
Misalnya ada ancaman dari dalam maupun dari luar yang 
berupaya mengancam keutuhan NKRI. Maka setiap warga 
negara harus membela dan mempertahankan tegaknya NKRI. 
Kata “wajib” sebagaimana terdapat dalam UUD 1945, 
mengandung makna bahwa negara dapat memaksa warga 
negara untuk ikut dalam pembelaan negara. 
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Bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara 
yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi 
oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan 
bemegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila 
sebagai ideologi negara, kerelaan untuk berkorban guna 
meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam 
negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan 
Negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan 
yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 

Dalam menyelenggarakan Pembangunan Pertahanan dan 
Keamanan Nasional (Hankamnas), setiap warga negara 
mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dan dijamin 
oleh UUD 1945 yang merupakan kehormatan dan dilaksanakan 
dengan penuh keasadaran, tanggung jawab dan rela berkorban 
dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Upaya 
pertahanan dan keamanan negara (Hankamneg) mencakup 
pembentukan dan penggunaan sumber daya buatan dan segenap 
prasarana fisik dan prasarana psikis bengsa dan negara. 
Hankamneg yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa 
dan Negara sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 
diartikan sebagai keikutsertaan seluruh rakyat secara aktif 
dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta 
(Sishakamrata) bukan dengan mempersenjatai seluruh rakyat 
secara fisik untuk mengadakan perlawanan fisik, melainkan 
merupakan keikutsertaan seluruh rakyat dalam upaya 
Hankamneg melalui bidang profesinya masing-masing. 

Dengan demikian, setiap warga negara melakukan usaha 
Hankamneg sebagai bagian dari pelaksanaan bidang profesi 
atau pekerjaan masing-masing atau merupakan bagian dari 
kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk keikutsertaan rakyat 
dalam upaya Hankamneg diselenggarakan melalui Pendidikan 
Bela Negara (PPBN) sebagai bagian tidak terpisahkan dari 
sistem pendidikan nasional. Dengan Pendidikan Bela Negara 
yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan ini akan 
menghasilkan warga Negara yang patriotik, cinta tanah air, rela 
berkorban bagi bangsa dan negara, memiliki komitmen terhadap 
Pancasila dan UUD 1945 serta mempunyai kesadaran akan hak 
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dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung 
jawab. 

Upaya bela negara selain sebagai dasar kewajiban manusia, 
juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang 
dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggungjawab, dan rela 
berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Usaha 
pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga 
negara akan hak dan kewajibannya. 

Kesadaran bela negara perlu ditumbuhkan secara terus 
menerus antara lain melalui proses pendidikan di sekolah 
maupun di luar sekolah dengan memberikan motivasi untuk 
mencintai tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. 
Motivasi untuk membela negara dan bangsa akan berhasil jika 
setiap warga negara memahami kelebihan atau keunggulan dan 
kelemahan bangsa dan negaranya. Di samping itu, setiap warga 
negara hendaknya juga memahami kemungkinan adanya 
ancaman terhadap eksistensi bangsa dan Negara Indonesia, baik 
yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang 
masing-masing dapat berdiri sendiri atau saling pengaruh 
mempengaruhi. 

Dewasa ini ancaman dapat diartikan sebagai kekhawatiran 
akan jaminan hidup sehari-hari, artinya ancaman telah bergeser 
bentuknya dari ancaman senjata menjadi ancaman kemiskinan, 
kebodohan, keterbelakangan, kelaparan, penyakit yang belum 
ditemukan obatnya, kelangkaan lapangan kerja, tindakan 
kesewenangan penguasa, kriminalitas, SARA, disintregasi 
nasional, terorisme, perdagangan narkotika, masa depan 
generasi muda dan sebagainya. 

Unsur-unsur bela negara antara lain adalah: cinta tanah air, 
kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila 
sebagai ideologi Negara, rela berkorban untuk bangsa dan 
Negara, serta memiliki kemampuan awal bela Negara. 

Adapun dasar hukum tentang wajib bela negara bagi warga 
Indonesia adalah: 

a) Amandemen UUD 1945 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 
3. 

b) UU No. 29 tahun 1954 tentang Pokok-pokok Perlawanan 
Rakyat. 
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c) UU No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam 
Negara RI. Diubah oleh UU No.1 tahun 1988. 

d) UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 

e) UU No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. 

) TAP MPR No. VI tahun 1973 tentang konsep Wawasan 
Nusantara dan Keamanan Nasional. 

g) TAP MPR No. VI tahun 2000 tentang Pemisahan TNI 
dengan POLRI. 

hh TAP MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan 
POLRI. 

Lalu kenapa negara wajib dibela oleh warganya? 
Bukankah sudah ada aparat TNI dan Polri yang bertugas untuk 
itu? Berikut alasan kenapa kita wajib bela negara: 

Pertama, fungsi pertahanan. Setiap warga negara wajib 
mempertahankan negaranya supaya kelangsungan hidup 
bangsanya tetap terpelihara. Untuk mempertahankan negara 
sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku setiap warga 
negaranya. Jika warga negara bersifat aktif dan peduli terhadap 
kemajuan bangsanya, maka kelangsungan hidup bangsa akan 
tetap terpelihara. Sebaliknya jika warga negara tidak peduli 
terhadap persoalan yang dihadapi bangsanya, kelangsungan 
hidup bangsa akan terancam dan cepat atau lambat negara akan 
bubar. 

Kedua, sejarah perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang 
diperoleh Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah sebagai 
hadiah atau pemberian dari negara lain, tetapi hasil perjuangan 
yang panjang dan banyak mengorbankan harta dan jiwa. Oleh 
karena itu, setiap warga negara wajib ikut serta membela 
negaranya, sebagaimana dahulu para pejuang kemerdekaan 
telah mencontohkannya. 

Ketiga, aspek hukum. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 
menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut 
serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya setiap warga 
negara memiliki hak dan kewajiban membela negara jika negara 
dalam keadaan bahaya. Misalnya, ada ancaman dari dalam 
maupun dari luar yang berupaya mengancam keutuhan NKRI, 
maka setiap warga negara harus membela dan mempertahankan 
tegaknya NKRI. Kata “wajib” sebagaimana terdapat dalam 
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UUD 1945, mengandung makna bahwa negara dapat memaksa 
warga negara untuk ikut dalam pembelaan negara. 

Jika negara dalam kondiri “aman” dan “normal” lantas apa 
yang dapat kita lakukan untuk bela negara? 

Jika negara dalam kondisi aman dan damai, bukan berarti 
kita tidak punya kewajiban untuk bela negara. Hal ini dapat kita 
lakukan dengan, misalnya, menggalakkan kegiatan Sistem 
Keamanan Lingkungan (Siskamling), membantu 
menanggulangi bencana alam, belajar dengan tekun, aktif di 
organisasi sosial, ikut kegiatan ekstra kurikuler (Pramuka, 
PMR, dan Paskibra), dan sebagainya. 


Implementasi Bela Negara 

Bela negara sebagai hak dan kewajiban setiap warga 
negara, dapat diimplementasikan dalam: 

Pertama, lingkungan pendidikan, melalui Pendidikan 
Penduluan Bela Negara (PPBN). PPBN merupakan proses 
mempersenjatai rakyat secara psikis/ dengan ideologi Pancasila, 
kecintaan dengan tanah air, kerelaan berkorban untuk bangsa, 
Negara serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga 
Negara yang bertanggung jawab Pada hakikatnya PPBN 
bertujuan menumbuhkan kecintaan pada tanah air, kesadaran 
berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan terhadap 
Pancasila sebagai ideologi Negara, dan kerelaan berkorban 
untuk negara. 

Kedua, lingkungan pekerjaan. Sasaran yang dicapai dalam 
membentuk karyawan yang selalu mengutamakan persatuan dan 
kesatuan bangsa, memiliki motivasi kerja yang tinggi, ulet, 
kerja keras, taat peraturan, disiplin dan memiliki produktifitas 
yang tinggi pula sesuai dengan profesinya masing-masing. 

Ketiga, lingkungan pemukiman. Sasaran yang akan dicapai 
adalah membentuk masyarakat yang dapat memahami nilai- 
nilai perjuangan bangsa. Mencintai tanah air dan rela berkorban 
serta mempunyai kemampuan awal bela negara, memiliki 
persatuan dan kesatuan, bangsa yang diwujudkan dalam 
kehidupan secara gotong royong, sehat, tertib dan aman, bersih, 
pelestarian lingkungan disetiap pemukiman. 


230 - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


Bela Negara dalam Perspektif al-OGur' an-Hadis 

Umat Islam di Indonesia, terutama kalangan Nahdlatul 
Ulama (NU), sangat familiar dengan ungkapan hubb al-wathan 
min al-imin (cinta tanah air sebagian dari iman). Kalimat ini 
menjadi jargon yang terus menggema di kalangan warga 
nahdhiyyin, yang menjadi warna tersendrii bagi kehidupan 
berbangsa dan bernegara di negeri —yang oleh Pusat Studi Islam 
dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia (2017) disebut sebagai — 
“zamrud toleransi” ini.” 

Jargon yang bermuara pada KH. Muhammad Hasyim 
Asy'ari ini benar-benar menjadi pemicu dan pemancik 
kecintaan yang mendalam pada diri kaum sarungan khususnya 
dan kaum muslim Indonesia umumnya, untuk terus mencintai, 
menjaga dan bahkan membela NKRI hingga titik darah 


86  Jorgan ini masih diperselisihkan tentang apakah merupakan hadist Nabi atau 


bukan. Ibnu Hajar al-Asgalani (773-852 H) dan Badruddin al-Aini (762-855 H) 
termasuk dua ulama yang meyakininya sebagai hadits. Dalam kitab Fath al-Biri 
Syarh Shahih al-Bukhari (3/621), al-Asgalani mengatakan, 

GB Ie SL Bonia Se4 Koadli Yah Je Oo sandi 3g 

“Dalam hadis ini terdapat dalil keutamaan kota Madinah, dalil pensyariatan mencintai 
tanah air dan anjuran merindukannya.” 

Sementara dalam kitab Umdat al-Oari Syarh Shahih al-Bukhiri (10/135), al-Aini 
mengatakan, 

SI NG BN SL Tanpa Se4 Hoa Jas Je Up 205 

“Dalam hadis ini terdapat dalil keutamaan kota Madinah, dalil pensyariatan mencintai 
tanah air dan anjuran merindukannya.” 

Para ulama terdahulu selalu mengajarkan hubb al-wathan, menganjurkan umat Islam 
untuk ber-hubb al-wathan, dan melestarikan semangat tersebut. Sekalipun 
hadisnya tidak ada sumbernya dalam kitab-kitab hadis, secara tekstual, namun 
mereka yakin bahwa pengertiannya tidak keluar dari ajaran Islam. Dalam istilah 
ilmu hadis, hubb al-wathan min al-imin termasuk dha'if al-isndd, shahih al- 
matni (daif secara sanad, sahih secara matan). Secara substansi matan, hadits 
hubb al-wathan min al-imin selaras dengan praktik Nabi saw. yang mencintai 
Mekah dan Madinah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih. Selain 
itu, di kalangan ulama dahulu tidak ada logika membenturkan antara semangat 
hubb al-wathan dengan ukhuwwah islamiyyah. M. Khoirul Huda, “Pendapat 
Ulama tentang Hadis  Hubbul  Wathan Minal Iman,” dalam 
https://harakahislamiyah.com/konsultasi/pendapat-ulama-tentang-hadis-hubbul- 
wathan-minal-iman 

87 Nurul H. Maarif, “Bela Negara Perspektif Alguran-Hadis,” (11 Oktober 2017) dalam 
https://jalandamai.org/bela-negara-perspektif-alguran-hadis.html 
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penghabisan, dari berbagai rongrongan baik internal maupun 
eksternal bangsa ini. 

Atas dasar itu, bahkan acapkali bergema semboyan “NKRI 
Harga Mati.” Apapun lalu dikorbankan, baik harta, raga 
maupun jiwa. Inilah sebentuk — kecintaan atau 
bahkan madness (kegilaan) pada tumpah darah yang patut 
diapresiasi setinggi-tingginya, kendati oleh kalangan tertentu 
kecintaan yang demikian dianggap sebagai “syirik” alias 
penyekutuan pada Tuhan. 

Pertanyaannya: apa sesungguhnya yang dimaksud dengan 
tanah air? Apa landasan atau argumen nagli kecintaan pada 
tanah air? Bagaimana menjelaskan kecintaan pada tanah air, 
termasuk bela negara, sebagai bagian dari iman? 

Ibnu “Allan as-Syafi'1 (w. 1057 H.), dalam Dalil al-Falihin 
Syarh Riyadh al-Shalihin menjelaskan, si 


JUS AI 355p 3 KEY 3 BANI JAN gk Jasa Ohh 
JET G3 oma SL gal ebi Bs Sis 
Ibas Ia BIA GA MAS #iklang JB. Ka IL SIA JI 
ag pe an OI Je KB: -sl KOLYI CP j3 ey 
Ga Je Es LI 3 Sts wani ap HL 


- bada 


Ia jos ey ts ala IK US AN GA sana sball SN 

2 PG WAN 
Tanah air hakiki adalah akhirat yang tiada punya akhir, karena 
kehendak dan kuasa Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, 
“Wahai surga, kamu akan abadi tanpa kematian. Wahai neraka, 
kamu akan abadi tanpa kematian.” Sebagian ulama mengatakan, 


68 KH. Said Agil Siraj, ketua PBNU menyatakan bahwa slogan “Cinta Tanah Air” 
merupakan asli fatwa dan jargon dari KH. Hasyim Asy'ari yang tidak dimiliki 
ulama-ulama di negara manapun termasuk Timur Tengah. Menurutnya, selama 
belajar 15 tahun di Timur Tengah, ia tidak pernah mendengar ulama yang 
menggelorakan Hubbul Wathon minal Iman. Baca, “Kiai Said: Cinta Tanah Air 
Penjaga Bangsa dari Perpecahan,” (Senin, 06 Jun 2016 09:03), dalam 
http://webcache.googleusercontent.com/search?g—cache:http://www.nu.or.id/post 
/read/68797/kiai-said-cinta-tanah-air-penjaga-bangsa-dari-perpecahan 

8 Ibnu “Allan as-Syafi'i, Dalil al-Falihin Syarh Riyadh al-Shdlihin (1/37). 
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inilah yang dimaksud dengan hadis hubbul wathan minal iman, 
artinya, selayaknya orang sempurna imannya memakmurkan 
negerinya dengan amal perbuatan yang baik dan berbuat baik 
kepada sesama. Hakikatnya, manusia hanya melakukan perjalanan 
di dunia ini. Tanah airnya yang sejati adalah surga, sebagaimana 
banyak ulama mengartikan kata wathan dalam hadis hubbul 
wathan minal iman bermakna surga.” 


Sementara al-Jurjani, dalam al-Ta'rifat (1405 H/327), 
menggambarkan istilah tanah air sebagai al-wathin al-ashli 
yakni negara asal atau tempat kelahiran seseorang dan negeri 
tempat ia menetap atau tinggal. Dalam konteks Indonesia, 
definisi ini sesuai ketentuan kewarganegaraan. Ada warga 
negara yang didapat karena kelahiran (tempat lahir) dan ada 
yang karena naturalisasi (peralihan dari warga negara asing 
menjadi warga negara Indonesia dengan persyaratan yang 
ketat). Dua-duanya tetap diakui sebagai warga negara yang sah. 
Dan dua-duanya wajib mencintai dan menjaga tanah airnya 
sebagai bentuk jihad bela negara. 

Doktrin nagli kecintaan pada tanah air ini bisa ditemukan 
referensinya dalam Hadis-hadis Rasulullah Saw. Terkait 
Makkah sebagai Tanah Air kelahiran beliau misalnya, Ibnu 
Abbas menuturkan, beliau bersabda: “Alangkah baiknya 
engkau sebagai sebuah negeri dan engkau merupakan negeri 
yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku, 
niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu.” (HR. Ibnu 
Hibban). 

Madinah juga merupakan Tanah Air Rasulullah Saw, 
karena di situlah beliau menetap menyiarkan ajarannya setelah 
diusir dari Makkah oleh kaummnya. Kecintaan beliau pada 
Tanah Air barunya juga sangat tinggi. Diceritakan dari Anas bin 
Malik, setiap pulang dari bepergian, tatkala beliau melihat 
dinding Madinah, beliau lalu memacu kendarannya dengan 
cepat, supaya lebih cepat sampai di Madinah. (HR. al-Bukhari). 
Ini menunjukkan keutamaan Madinah dan disyariatkannya 
mencitai tanah air serta merindukannya.” 


30 Y ihat, Dalilul Dalil al-Falihin Syarh Riyadhus Shdlihtn, 1/37. 
#1 Lihat komentar Ibnu Hajar al-Asgalani dalam Fath al-Bari, jilid III, (Bairut: Dar 
al- Ilm, 1379 H), hal. 621. 
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Sedangkan terkait bela negara, sesungguhnya banyak ayat 
al-Ouran yang mengisyaratkan aneka bentuk jihad yang patut 
dilakukan. Pertama, jihad mempertahankan kedaulatan negara. 
Keataan pada uli al-amri (pemerintah) itu dilegalisasi oleh ayat 
al-Ouran. Allah Swt berfirman: 


2 KI 1 Pa e 4 o o 1 La 

Ia ASI Iss III Maki ADI Iki Gil Gaal Ue3O 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. (Os. al-Nisa/4: 59). 


Selama pemerintah tidak menyuruh rakyatnya menjalani 
kemaksiatan, maka ketaatan wajib diberikan padanya. Dalam 
Hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari al- 
A'masy, Rasulullah Saw Saw menyatakan: “Innamda al-thd 'ah 
fi al-ma'raf (sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal 
yang makruf).” Bila rakyat diperintah bermaksiat pada Allah 
Swt, maka saat itu tidak ada ketaatan pada-Nya, “al-sam'u wa 
thd 'ah md lam yu 'mar bi ma'shiyat.” 

Termasuk bentuk nyata ketaatan pada pemerintah, 
misalnya, ketika pemerintah menuntut rakyatnya untuk 
mempertahankan kedaulatan negara dari rongrongan pihak lain, 
termasuk dengan mengangkat senjata/berperang. Allah Swt 
berfirman: 


SEE At Jas 2g ASI ISSI SI Il 2 
BASA Bg AE ad GEN Sa AN Ip Sena Ja 
25 us 5 dating Ld Gie Sui Nya Y. Ja IN 


Pb pa IS EA 3 Si Yg 
Hai orang-orang yang beriman apakah sebabnya apabila dikatakan 
kepada kamu, “Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah”, 
kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu 
puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di 
akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibanding dengan 
kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat 
untuk berperang niscaya Allah akan menyiksa kamu dengan 
siksaan yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain 
dan kamu tidak akan memberikan kemudaratan padaNya 
sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (OS. al- 
Taubah/9: 38-39). 
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Dalam ayat lain, Allah Swt berfirman: 


, Pa - 

OA TAN) 2013 1: S9. oa Lot boat s 53 Lai ST 
CA3 JGA KANG Ob La Naas God AR Io Baal adl tah 
Pa DEA Sp ' ae s1 yang Per & EN Sea ni 2 
Gb B IAI JB USA NI Dog Say Sp 

o AN & e. Bh Pai ON d - LG, 
Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu dengan 
orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah 
kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang mundur 
di waktu itu kecuali berbelok (untuk siasat) perang atau hendak 
menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka 
sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan 
dari Allah dan tempatnya ialah neraka jahannam. Dan amat 
buruklah tempat kembalinya. (OS. al-Anfal/8: 15-16). 


Ayat-ayat ini menyuruh warga-bangsa berjihad angkat 
senjata mempertahankan kedaulatan negaranya dari aneka 
gangguan. 

Kedua, jihad mempertahankan kesatuan dan persatuan. 
Seperti diketahui, bangsa ini terdiri dari berbagai keragaman, 
baik agama, bahasa, suku, budaya dan sebagainya, sesuai 
kehendak Allah Swt. Firman-Nya, 


- Ta 202, .£ Na neng ag ow s£ 187 £ 3 sd - 
|. io | 9 4 o, G 4 

RO 4 ML . o va “ jd o 2 . 0. - 

TP AP AI Ob Sa al Jis KAS Ola das 


Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 
mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi 
Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha 
Mengetahui, Mahateliti. (OS. al-Hujurat/49: 13). 


Keragaman inilah yang patut dijaga dan dirawat, yang 
karenanya lalu muncul semboyan luhur bangsa Indonesia: 
Bhinneka Tunggal Ika. 

Jihad mempertahankan kesatuan dan persatuan juga 
ditegaskan secara nyata oleh al-Our'an. Allah Swt berfirman: 


Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan -235 


Pa 4 Pa . a 
3AIRG 250 Gif 5Iont KO 25 ohh OI 


Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu. Dan Aku 
adalah Tuhanmu, sembahlah Aku. (Os. al-Anbiya'/ 21: 92). 


Firman-N ya juga: 

! Se AD Sab WS aa 5 KAA JS Nani 

A Pa SG Goetan EU Laki 35 AG AE sp 
SA Oa Bd Dl PL cai 


Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh- 
musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah 
kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara. (OS. 
Ali Imran/3: 103). 


Ketiga, jihad mengawal kebijakan yang berkeadilan dan 
berkemaslahatan bagi rakyat. Kaidah fikih 
menyebutkan: tasharruf al-imim “ala al-ra'iyyah manith bi 
mashlahah (kebijakan penguasa berorientasi untuk 
kemaslahatan rakyat). Tak heran, jika dalam berbagai ayat al- 
Our'an, Allah Swt berkali-kali menegaskan pentingnya 
keadilan. Allah Swt berfirman: 


KAN de Had dnga be ag PSA slh El 
KAI JUG Y 


Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar- 
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun 


terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. (OS. 
al-Nisa/4: 135). 


Firman-Nya lagi: 
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Sea SE 4 Tah TngA Ah Tai MG sd RT 
Ga CI GA Selasa aa: N ai 


Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian saksi yang adil 
karena Allah. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu 
kaum menghalangi kalian berlaku adil. Berlaku adil-lah, karena 
perbuatan adil itu lebih dekat kepada tagwa. (OS. al-Ma'idah/5: 
8). 


Dan tugas warga bangsa adalah berjihad mengawal 
kebijakan yang berkeadilan ini supaya menyebar ke seluruh 
elemen masyarakat untuk kesejahteraan mereka. Melihat ayat- 
ayat dan Hadis-hadis di atas, karenanya sangat wajar bila 
mencintai tanah air dan jihad membela negara, minimal dalam 
tiga bentuknya itu, menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Lalu di mana posisi “membela negara bagian dari 
iman”? Ini karena bela negara tak lain merupakan bentuk 
pengamalan pada ayat-ayat al-Ouran dan Hadis. Bukankah itu 
bentuk nyata dari keimanan seorang mukmin pada Tuhan dan 
Nabinya? Inilah keimanan sesungguhnya! 

Dalam hal bela negara ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
telah merumuskan konsep bela negara dalam perspektif Islam 
melalui rapat Pleno II Dewan Pertimbangan MUI tentang “Bela 
Negara adalah Jati Diri Islam Indonesia” di kantor MUI, Jl 
Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Nopember 
2015. Menurut MUI, bagi kaum Muslim membela negara 
merupakan bagian dari kewajiban. Hal ini sebagaimana tertuang 
dalam amanat bela negara sebagai pedoman umat Muslim 
Indonesia, sebagai berikut: 2 
1. Umat Muslim Indonesia wajib bersyukur atas berkat rahmat 

Allah atas negeri yang indah, makmur dan telah menjadikan 
agama sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Umat Muslim juga sepatutnya bersyukur dengan tetap 
lestarinya Pancasila dan UUD NRI 1945 menjadi dasar 
negara dan tata aturan kehidupan berbangsa dan bernegara 


32 Aditya Mardiastuti Kamis, “Ini 5 Masukan MUI Soal Bela Negara” (26 November 
2015, 16:47 WIB), dalam https://mews.detik.com/berita/d-3081448/ini-5- 
masukan-mui-soal-bela-negara 
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yang menjamin kemerdekaan umat Muslim Indonesia dalam 
menjalankan syariat dan tuntunan agamanya. 

2. Umat Muslim Indonesia wajib mempertahankan, 
melanjutkan, merawat, mengawal dan menjadi garda depan. 
Umat Muslim Indonesia harus menyadari bahwa komitmen 
berbangsa dan bernegara sebagai karakter dan jati diri Islam 
Indonesia dari segala rongrongan dan ancaman ideologi 
ekstrem agama dan sekuler, maupun non ideologis seperti 
ancaman disintegrasi nasional. Umat Muslim Indonesia 
hendaknya juga mempertahankan kedaulatan negara baik 
kedaulatan kultural, politik dan teritorial. 

3. Umat Muslim Indonesia hendaknya terus mempertahankan 
dan menempatkan prinsip religiusitas sebagai ruh dasar 
negara dalam sila pertama Pancasila, dan tidak terus 
disibukkan memperdebatkan hubungan agama dan negara. 
Umat Muslim Indonesia mari meningkatkan produktivitas 
membangun negara dan mengisinya sebagai implementasi 
baldah thayyibah wa rabbun ghafur. 

4. Umat Muslim Indonesia hendaknya mengawal dan terus 
melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap praktik 
kekuasaan yang jauh dari amanah UUD NRI 1945 dan 
tuntunan agama, dengan tetap teguh berpegang kepada 
konstitusi dan prinsip-prinsip religius sebagai bentuk 
implementasi bela negara. 

5. Umat Muslim Indonesia wajib membela negara dan 
mempertahankan segenap kekayaan sumber daya alam 
Indonesia dari penguasaan asing dan tetap dikuasai oleh 
negara untuk kesejahteraan rakyat sesuai pasal 33 UUD NRI 
1945. Karena apa yang dinikmati oleh rakyat dan umat 
Muslim Indonesia saat ini adalah “pinjaman” dari generasi 
rakyat dan umat Muslim masa depan. (|) 
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BAB XIII 
DEMOKRASI 


Demokrasi adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan 
suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat 
(kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh 
pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah 
prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik 
negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan 
dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) 
dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. 
Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini 
diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling 
mengawasi dan saling mengontrol. 

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya 
pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya 
berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan 
kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus 
digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip 
trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan 
ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah 
(eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk 
membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan 
kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan 
pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. 

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara 
yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga 
legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan 
anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak 
akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga 
negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus 
ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari 
setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara 
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operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan 
lembaga negara tersebut. 


Pengertian Demokrasi 

Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang 
diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut 
biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang 
berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti 
dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi 
modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan 
perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. 

Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang 
berarti rakyat, atau penduduk suatu tempat dan cratos atau 
cratein yang berarti kekuasaan, sehingga dapat diartikan 
sebagai kekuasaan rakyat. Gabungan dua kata tersebut 
mempunyai arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh dan untuk 
rakyat. 73 Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan rakyat 
atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatannya. Melalui konteks budaya demokrasi, 
nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi panutan dapat 
diterapkan dalam praktik kehidupan demokratis yang tidak 
hanya dalam pengertian politik saja, tetapi juga dalam berbagai 
bidang kehidupan. Drs. Mohammad Hatta menyebut demokrasi 
sebagai sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja 
menjadi kedaulatan rakyat. 

Pengertian demokrasi secara terminologi banyak dikaji 
oleh para ahli. Meskipun terdapat perbedaan, namun pada 
dasarnya pandangan-pandangan para ahli itu mempunyai 
kesamaan prinsip. Berikut ini adalah pandangan demokrasi 
menurut beberapa pendapat. 

Pertama, Abraham Lincoln (1809-1865) mengatakan 
bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat 
dan untuk rakyat. 


3 Slamet Wiyono, dkk, Pancasila dan Kewarganegaraan, cet. 2, (Yogyakarta: 


Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, tt), hal. 48. 

3 Adalah Presiden Amerika Serikat ke-16, menjabat sejak 4 Maret 1861 hingga 
terjadi pembunuhannya. Dia memimpin Amerika keluar dari perang saudara, 
mempertahankan persatuan bangsa dan menghapuskan perbudakan 
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Kedua, Joseph Alois Schmeter (1883-1950)? mengatakan 
bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional 
untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu 
memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan 
kompetitif atas suara rakyat. 

Ketiga, Sydney Hook (1902-1989)”S berpendapat, 
demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan- 
keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak 
langsung didasarkan padakesepakatan mayoritas yang diberikan 
secara bebasa dari rakyat dewasa. 

Keempat, Phillipe C. Schmitter (lahir 1936)” menyatakan 
demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana 
pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan 
mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak 
secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan 
para wakil mereka yang telah terpilih. 

Kelima, Henry B. Mayo (1911-2009) menyatakan 
demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang 
menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar 
mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh 
rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas 
prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana 
terjaminnya kebebasan politik. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 
bahwa hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam 


35 Adalah seorang ekonom Amerika-Austria dan ilmuwan politik. Dia sempat 


menjabat sebagai Menteri Keuangan Austria pada tahun 1919. Salah satu ekonom 
paling berpengaruh dari abad ke-20, Schumpeter mempopulerkan istilah 
“destruksi kreatif” dalam ekonomi, sebuah teori inovasi ekonomi dan siklus 
bisnis. 

Adalah filsuf Amerika aliran pragmatis. Dikenal atas kontribusinya dalam filsafat 
sejarah, filsafat pendidikan, teori politik dan etika. Setelah menganut komunisme 
pada masa mudanya, Hook kemudian dikenal atas kritiknya terhadap 
totalitarianisme dari fasisme dan Marxisme-Leninisme. 

Adalah Profesor Emeritus dari Departemen Ilmu Politik dan Sosial di European 
University Institute. Sejak 1967, ia telah berturut-turut menjadi asisten profesor, 
associate professor dan professor di Departemen Politik Universitas Chicago, 
European University Institute dan di Stanford. 

Adalah seorang ilmuwan politik Kanada dan profesor emeritus di Universitas 
Carleton, Ottawa. 
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proses sosial dan politik, dengan kata lain pemerintahan 
demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang 
mengandung pengertian tiga hal yaitu: pemerintanah dari rakyat 
(government of the people), pemerinahan oleh rakyat 
(government by the people) dan pemerintahan untuk rakyat 
(government for the people) seperti halnya konsep dasar 
demokrasi yang disampaikan Abraham Lincoln.” 

Pertama, pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian 
bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan 
yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat 
melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Pengakuan 
dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sanga penting, 
karena dalam legitimasi politik tersebut pemerintah dapat 
menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai 
wujud dari amanat yang diberikan oelh rakyat kepadanya. 

Kedua, pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian 
bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas 
nama rakyat bukan atas dorongan pribadi elite negara atau eilite 
birokrasi. Selain pengertian ini unsur kedua mengandung 
pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya pemerintah 
berada dalam pengawasan rakyat. Pengawasan dapat dilakukan 
secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui 
perwakilannya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para 
wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianisme dari para 
penyelenggara negara dapat dihindari. 

Ketiga, Pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian 
bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada 
pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. 
Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama 
kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis. Terbentuknya 
pemerintahan demokratis memalui mekanisme pemilu 
demokratis negara berkewajiban untuk membuka saluran- 
saluran demokrasi. Saluaran demokrasi baik formal maupun 
non formal seperti media televisi, taman stasun radio dan lain- 
lain. Sarana pubik ini dapat dipergunakan oleh semua warga 
negara yang ingin menyalurkan pendapatnya secara aman dan 


39 Slamet Wiyono, dkk, Pancasila dan Kewarganegaraan, hal. 49. 
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bebas yang dijamin oleh undang- undang yang dijalankan oleh 
aparaturnya yang adil. 

Keberhasilan demokrasi ditunjukan oleh sejauh mana 
demokrasi dijadikan prinsip dan acuan hidup bersama antar 
warga negara dengan negara dijalankan dan dipatuhi oleh kedua 
belah pihak. Menjadi demokratis membutuhkan norma dan 
rujukan praktis serta teoritis dari masyarakat yang telah maju 
dengan berdemokrasi. Pandangan hidup berstandar pada bahan- 
bahan yang telah berkembang dan pengalaman praktis negara 
yang demokrasinya telah mapan. 

Menurut Nurcholis Madjid (1939-2005), setidaknya ada 
6 norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan 
masyarakat yang demokratis. 

Pertama, kesadaran dan pluralisme. Kesadaran akan 
kemajemukan yang harus ditanggapi secara positif. Pengakuan 
akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan 
perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan 
dan sikap orang dan kelompok lain sebagai bagian dari 
kewajiban warga negara dan negara untuk menjaga dan 
melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaaanya. Jika 
dijalankan secara sadar dan konsekwen diharapkan dapat 
mencegah munculnya sikap dan pandangan hegemoni 
masyarakat yang tiraniminoritas. Konteks Indonesia, 
kemajemukan dapat dijadikan modal potensial bagi masa depan 
demokrasi Indonesia. 

Kedua, musyawarah. Semangat musyawarah 
mengharuskan kesadaran dan keinsyafan warga negara untuk 
secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan 
negosiasi dan komprom-kompromi sosial dan politik secara 
damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama. Semangat 
musyawarah menuntut agar setiap orang menerima 
kemungkinan dan menpunyai pandangan dasar bahwa belum 
tentu dan tidak harus seluruh keinginan atau pikiran seseorang 
atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. 


380 


Populer dipanggil Cak Nur, adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan 
budayawan Indonesia. Ia merupakan satu-satunya tokoh Himpunan Mahasiswa 
Islam (HMI) yang pernah menjabat sebagai ketua umum selama dua periode. 
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Prinsip kesediaan menerima pandangan yang berbeda dari 
orang lain atau kelompok lain melalui jalam musyawarah yang 
berjalan secara seimbang dan aman. 

Ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Demokrasi 
pada hakekatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur- 
prosedur demokrasi (pemilu, aturan mainnya), tetapi harus 
dilakukan secara santun dan beradab, yakni melalui proses 
demokrasi yang dilakukan tampa paksaan, tekanan, dan 
ancaman dari dan oleh siapapun tetapi dikaukan secara 
sukarela, dailogis dan saling menguntungkan. Unsur inilah yang 
melahirkan demokrasi yang substansial. 

Keempat, norma kejujuran dalam  kemufakatan. 
Musyawarah yang demokratis dituntut kejujuran untuk 
mencapai kesepakatan yyang memberikan keuntungan bersama. 
Ketulusan dan usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang 
baik untuk semua warga negara merupakan hal yang penting 
dalam membangun demokrasi. Musyawarah yang baik hanya 
akan berlangsung jika masing- masing pribadi atau kelompok 
memiliki pandangan positif terhadap perbedaan pendapat orang 
lain. 

Kelima, kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban. 
Pengakuan akan kebebasan nurani, persamaan hak dan 
kewajiban semua merupakan norma demokrasi yang harus 
diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik orang 
lan dan kelompok lain. Norma ini akan berkembang baik 
apabila setiap orang mempunyai pandangan positif terhadap 
manusia, sebaliknya pandangan negatif dan pesimis terhadap 
manusia akan melahirkan sikap saling curiga dan tidak percaya 
orang lain. Hal ini akan mengakibatkan sikap yang enggan 
berkompromi dengan pihak- pihak yang berbeda. 

Keenam, trial and error (mencoba dan salah) dalam 
berdemokrasi. Demokrasi bukanlah sesuatu hal yang sesuai 
setelah selesai karena merupakan proses yang tanpa henti. 
Demokrasi membutuhkan percobaan- percobaan dan kesediaan 
semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau 
kesalah dalam praktik demokrasi. 

Namun demikian demokrasi membutuhkan dukungan dari 
pemerintah sebagai alat negara yang memiliki kewajiban 
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menjaga dan mengembangkan demokrasi. Keterlibatan warga 
negara sangat penting untuk mendorong negara bersikap tegas 
terhadap tindakan kelompok yang berupaya menciderai prinsip- 
prinsip demokrasi. Tidakan memaksakan kehendak kelompok 
atau kepentingan umum dapat dikategorikan menciderai 
kemurnian demokrasi. Ketegasan negara dapat ditunjukkan 
dengan menindak tegas seseorang atau kelompok warga negara 
yang bertindak anarkis terhadap warga negara yang lain. Polisi 
merupakan satu-satunya aparat hukum yang berwenang atas 
ketertiban umum dalam negara demokrasi." 


Bentuk-bentuk Demokrasi 

Bentuk-bentuk demokrasi dapat dikelompokan menjadi 
beberapa bentuk sesuai dengan proses demokrasi yang 
dilaksanakan. Menurut Torres demokrasi dapat dilihat dari dua 
aspek yaitu, formal democracy dan substansive democracy. 

Formal democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti 
sistem pemerintahan. Suatu negara dapat menerapkan sistem 
presidensial dan parlementer. 

1) Sistem Presidensial menekankan pentingnya pemilihan 
presiden secara langsung. Presiden yang terpilih 
mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Presiden 
sebangai pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus sebagai 
kepala negara. 

2) Sistem Parlementer merupakan model yang menyatu antara 
kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala negara berada 
pada saru orang, perdana menteri. Sedangkan kepala negara 
dapat berada pada ratu atau presiden. 

Sistem demokrasi yang didasarkan oleh prinsip filosofi 
negara dapat dibedakan: 

1) Demokrasi Perwakilan Liberal merupakan prinsip demokrasi 
yang mendasarkan pada filsafat kenegaraan. Manusia 
sebagai individu yang bebas sebagai dasar fundamental 
dalam pelaksanaan — demokrasi. Pemikiran yang 
dikembangkan oleh Thommas Hobbes, John Locke dan J.J. 
Rousseau bahwa negara terbentuk karena adanya 


81  Jhid., hal. 50-2. 
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perbenturan kepentingan hidup mereka dalam hidup 
bermasyarakat dalam suatu natural state. Demokrasi 
perwakilan liberal merupakan suatu suatu pembaharuan 
kelembagaan pokok untuk megatasi problem keseimbangan 
antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Konsekwessi dan 
implemenrtasi sistem dan prinsip demokrasi ini adalah 
perkembangan persaingan bebas dalam kehidupan ekonomi 
sehingga individu tidak mampu menghadapi persaingan itu 
akan tenggelam. Sistem demokrasi ini dilaksanakan di 
negara leberal seperti Amerika. 

2) Demokrasi satu partai dan Komunisme. Demokrasi ini lebih 
menitikberatkan pada paham kesamaan yang menghapuskan 
perbedaan kelas diantara sesama rakyat. Kelebihan 
demokrasi ini adalah kesenjangan ekonomi lebih kecil dan 
menjunjung tinggi persamaan dalam bidang ekonomi. 
Kelemahannya adalah tidak adanya kompetisi dan tidak 
diakuinya hak pribadi yang menyebabkan etos kerjanya 
kurang baik. Demokrasi ini dilaksanakan di negara-negara 
komunis seperti Rusi, Cina dan Vietnam. 

Dalam sejarah demokrasi, sedikitnya terdapat tiga bentuk 
demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapatnya. 

Pertama, demokrasi langsung (direct democracy). Praktik 
demokrasi im adalah sistem demokrasi yang paling tua. 

Demokrasi ini dapat dilaksanakan karena lingkup masyarakat 

yang tidak terlalu luas. Partisipasi warga negara secara langsung 

dalam menentukan suatu keputusan bersama, sehingga tidak 
terdapat batas yang tegas antar pemerintah dan yang diperintah. 

Pemerintah dan yang diperintah adalah orang sama. Demokrasi 

langsung dapat dicontohkan seperti pertemuan warga RT/RW. 

Kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan 

(representative democracy). Praktik demokrasi ini menjadi 

jawaban atas kelemahan adanya demokrasi langsung. 

Demokrasi ini dapat dilaksanakan pada lingkup asosiasi yang 

lebih luas seperti halnya negara. Partisipasi warga negara dalam 

kurun waktu yang singkat. Seperti halnya dalam pemilihan 
umum. Pemilihan umum warga negara memilih wakil yang 
akan menentukan kebijakan atas nama masyarakat. Pemerintah 
dan yang diperintah terpisah secara tegas, tingkat demokratisasi 
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tergantung pada kemampuan para wakil yang dipilih 
membangun dan mempertahankan hubungan yang efektif antara 
pemerintah dan yang diperintah. 

Ketiga, — demokrasi  permusyawaratan (referendum 
democracy). Bentuk demokrasi ini merupakan demokrasi paling 
kontemporer yang dipraktikkan pada masyarakat yang 
kompleks dan berukuran besar. Demokrasi ini menggabungkan 
aspek demokrasi langsung dan bentuk demokrasi perwakilan. 
Demokrasi inn memberikan tekanan yang berbeda dalam 
memahami makna kedaulatan rakyat. Kedaulatan berkaitan 
dengan keterlibatan masyarakat dalam membicarakan dan 
mendiskusikan dan mendebatkan isu bersama dalam 
menentukan apa yang dianggap pantas untuk didiskusikan. 
Demokratis atau tidaknya sebuah kebijakan tergantung pada 
apakah kebijakan tersebut sudah melalui proses pembicaraan, 
diskusi atau perdebatan yang melibatkan masyarakat luas. 
Adanya pemisahan yang tegas antara pemerintah dan yang 
diperintah. Pemisahan yang lebih penting adalah antar negara 
dan warga negara. Negara merupakan tempat menggodok dan 
melaksanakan kebijakan. Warga negara merupakan tempat 
berlangsungan permusyawaratan. Pemisahan juga terdapat 
antara wilayah publik tempat permusyawaratan dan wilayah 
privat tempat seseorang memikirkan apa isu yang akan 
diperbincangkan atau didiskusikan.” Dengan ungkapan lain, 
dalam sistem demokrasi ini, rakyat memilih wakil-wakilnya 
yang duduk di parlemen tetapi dalam melaksanakan tugasnya, 
parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. 


Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia 

Demokrasi sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup 
berkelompok, yang dalam UUD 1945 disebut kerakyatan, dapat 
dikatakan sebagai pola hidup berkelompok di dalam organisasi 
negara, sesuai dengan keinginan orang-orang yang 
berkelompok tersebut. Keinginan orang-orang yang 
berkelompok tersebut ditentukan oleh pandangan hidup bangsa, 
falsafah hidup bangsa dan ideologi bangsa yang bersangkutan. 


382  Jhid., hal. 53-4. 
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Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang 
mendasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan 
dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila 
yang berarti: 

1. Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh 
pemerintah Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat 
yang dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup 
bangsa Indonesia (Pancasila). 

2. Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah tranformasi 
nilai-nilai falsafah Pancasila menjadi suatu bentuk dan 
sistem pemerintahan khas Pancasila. 

3. Demokrasi Indonesia yang dituntun oleh Nilai- mlai 
Pancasila adalah konsekuensi dari komitmen pelaksanaan 
Pancasila dab UUD 1945 secara murni dan kosekuen di 
bidang pemerintahan atau politik. 

4. Pelaksanaan ' Demokrasi Indonesia dengan baik 
mensyaratkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai 
faksafah Pancasila. 

5. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dengan benar adalah 
pengamalan Pancasila melalui pemerintahan. 

Dengan demikian kita dapat membedakan adanya 
demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lain terutama 
mengenai sikap dan perilaku pemerintah dalam semua jenjang 
pemerintahan. 

Sejarah demokrasi Indonesia dapat dibagi kedalam empat 
periode, yaitu: 


1. Periode Masa Revolusi (1945-1950) 

Demokrasi dalam periode ini (tahun 1945-1950) dikenal 
dengan sebutan demokrasi parlementer. Namun pelaksanaannya 
belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh karena 
Negara Indonesia masih dalam masa revolusi fisik dan berjuang 
menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. 

Demokrasi ini berlaku sebulan setelah proklamasi 
kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan masih terdapat 
sentralisasi kekuasaan yang berpusat pada Presiden dengan 
dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara 
Indonesia adalah negara yang absolut, Pemerintah 
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mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 
1945 tentang perubahan sistem Pemerintahan Presidensil 
menjadi Parlementer, Maklumat Pemerintah tanggal 3 
Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik, dan, 
Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, 
KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. 

Lemahnya demokrasi model barat ini memberikan peluang 
kepada partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial 
politik. Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan 
demokrasi parlementer melahirkan fragmentasi partai politik. 
Akibatnya, pemerintahan yang berbasis pada koalisi partai 
politik jarang yang bertahan lama. Koalisi yang dibangun 
mudah pecah. Hal ini mengakibatkan distabilisasi politik 
nasional yang mengancam integrasi nasional yang sedang 
dibangun. Persaingan yang tidak sehat antara fraksi-faraksi 
politik dan pemberontakan mengancam berjalannya demokrasi 
itu sendiri. Demokrasi Parlementer digantikan dengan 
demokrasi liberal. 


2. Periode Demokrasi Liberal (1950-1959) 

Masa demokrasi liberal yang parlementer, Presiden 
berkedudukan sebagai Kepala Negara, bukan sebagai kepala 
eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas 
politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. 
Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal 
disebabkan: dominannya partai politik, landasan sosial ekonomi 
yang masih lemah, tidak mampunya Majelis Konstituante 
bersidang untuk mengganti UUDS 1950 Atas dasar kegagalan 
itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 
yang berisikan pembubaran Konstituante, kembali ke UUD 
1945, tidak berlakunya UUD S 1950, dan pembentukan MPRS 
dan DPAS. Demokrasi liberal digantikan dengan demokrasi 
terpimpin. 


3. Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1966) 

Menurut TAP MPRS No. VIVMPRS/1965, demokrasi 
terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam wpermusyawaratan perwakilan yang 
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berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di 
antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner 
dengan berporoskan Nasakom (nasionalis, agamis dan komunis) 
dengan ciri: dominasi Presiden dan pembatasan peran partai 
politik. 

Perjalanan demokrasi pada masa demokrasi terpimpin ini 
juga mengalami penyimpangan, antara lain: 1). Tidak jelasnya 
sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan, 
2. Melemahnya peranan Parlemen, bahkan akhirnya dibubarkan 
oleh Presiden dan Presiden membentuk DPRGR, 3). Lemahnya 
jaminan HAM, 4). Terjadi sentralisasi kekuasaan, terutama 
setelah keluarnya ketetapan MPRS No. 1III/1963 yang 
mengangkat Presiden seumur hidup, 5). Terbatasnya peranan 
pers, dan 6). Kebijakan politik luar negeri memihak ke RRC 
(blok timur), yang pada akhirnya terjadi peristiwa 
pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI. 


4. Periode Orde Baru (1966—1998) 

Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden 
Soeharto dengan sebutan Orde Baru yang ditandai dengan 
keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Periode ini merupakan 
kritik masa kepemimpinan Presiden Soekarno yang ingin 
meluruskan penyelewengan UUD 1945 dengan Demokrasi 
Pancasila. Jabatan presiden seumur hidup dihapuskan dan 
diganti dengan pembatasan jabatan presiden selama lima tahun 
dan dapat dipilih kembali dalam pemilu. 

Demokrasi Pancasila secara garis besar berisi demokrasi 
politik yang mengembalikan asas-asas negara hukum dan 
kepastian hukum, pengakuan terhadap HAM dan peradilan yang 
bebas dan tidak memihak. Orde Baru bertekad untuk 
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan 
konsekwen. Sehingga awal Orde baru memberi harapan baru 
pada rakyat Indonesia. Pemerintah juga menekankan 
pembangunan di segala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, dan 
V. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil 
menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 
1987, 1992, dan 1997. 
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Akan tetapi praktik demokrasi Pancasila dalam kegiatan 
kenegaraan dan pemerintahan juga dinilai belum berhasil, sebab 
penguasa Orde Baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip 
demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan dominasi peranan ABRI, 
birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, 
peran dan fungsi partai politik dikebiri, canpur tangan 
pemerintah dalam urusan partai politik dan publik, politik masa 
mengambang, monolitisasi ideologi negara (asas tunggal 
Pancasila), rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak 
ada, rekrutmen politik yang tertutup, pelaksanaan Pemilu yang 
jauh dari semangat demokratis, pengakuan HAM yang terbatas 
dan tumbuhnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) 
yang merajalela. 

Masa Orde Baru berakhir ditandai dengan penyerahan 
kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie 
pada tanggal 21 Mei 1998. 


4. Periode Masa Reformasi (1998-sekarang) 

Periode ini disebut dengan era reformasi. Reformasi rakyat 
menuntut demokrasi dan HAM secara konsekuen. Demokrasi 
yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah 
demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, 
dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan 
peraturan-peraturan — yang tidak demokratis, dengan 
meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi 
negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung 
jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan 
tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, 
legislatif dan yudikatif. 

Demokrasi Pancasila yang dimanipulasi oleh penguasa 
Orde Baru, sehingga berdampak pada sikap antipati sebagian 
masyarakat terhadap dasar negar tersebut. Bercermin pada 
pengalaman pahit Orde Baru, demokrasi pada masa feformasi 
dikembangkan tanpa nama atau demokrasi tampa embel-embel 
di mana hak rakyat merupakan komponen utama dalam 
mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. 
Wacana demokrasi pasca Orde Baru erat kaitannya dengan 
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pemberdayaan masyarakat madani (civil society) dan penegakan 
HAM secara sungguh-sungguh. 

Demokrasi Indonesia era reformasi ini dimulai dengan 
terbentuknya DPR/MPR hasil Pemilu 1999, 2004, 2014, dan 
2019. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan 
yang demokratis antara lain: Keluarnya TAP MPR RI No. 
X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi, TAP MPR No. 
VI/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR tentang 
Referendum, TAP MPR RI No. XIMPR/1998 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN (Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme): TAP MPR RI No. XIII/MPR/1998 
tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden 
RI, dan: Amandemen UUD 1945 (amandemen I, II, III, dan IV). 


Prinsip-prinsip Demokrasi 

Prinsip budaya demokrasi antara lain dapat ditunjukkan 
dengan, pertama, menguatnya kebebasan. Adalah kekuasaan 
untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau 
melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama 
atas kehendak sendiri, tanpa tekanan dari pihak manapun. 

Kedua, menguatnya persamaan. Setiap negara terdiri atas 
berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam negara demokrasi 
perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan bahkan harus ditekan 
agar tidak menimbulkan konflik. 

Ketiga, menguatnya solidaritas. Rasa solidaritas harus ada 
di dalam negara demokrasi. Karena dengan adanya sifat 
solidaritas ini, walaupun ada perbedaan pandangan bahkan 
kepentingan tiap-tiap masyarakat maka akan senantiasa selalu 
terikat karena adanya tujuan bersama. 

Keempat, menguatnya toleransi. Adalah sikap atau sifat 
toleran. Bersikap toleran artinya bersifat menenggang 
(menghargai, memberikan, membolehkan) pendirian (pendapat, 
pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) 
yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri. 

Kelima, menghormati kejujuran. Kejujuran berarti 
kesediaan atau keterbukaan untuk menyatakan suatu kebenaran. 
Kejujuran menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak. 
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Keenam, menghormati penalaran. Penalaran adalah 
penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, 
membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang 
lan. Penalaran ini sangat diperlukan bagi terbangunnya 
solidaritas antarwarga masyarakat demokratis. 

Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal 
dibuktikan dengan: 1) keterlibatan warga negara dalam 
pembuatan keputusan politik, 2) tingkat persamaan (kesetaraan) 
tertentu antara warga Negara, 3) tingkat kebebasan atau 
kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga 
Negara, dan: 4) penghormatan terhadap supremasi hukum." 

Setiap bentuk pemerintahan pastilah memiliki ciri-ciri. 
Adapun ciri-ciri pemerintahan demokratis adalah: 1) Adanya 
keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan 
keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung 
(perwakilan): 2) Adanya persamaan hak bagi seluruh warga 
negara dalam segala bidang, 3) Adanya kebebasan dan 
kemerdekaan bagi seluruh warga Negara, dan, 4) Adanya 
pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di 
lembaga perwakilan rakyat. 


Nilai-Nilai Demokrasi dalam Islam 

Dalam perspektif historis, konsep demokrasi sebenarnya 
telah teraplikasikan pada tahap awal pemerintahan Nabi 
Muhammad Saw., di Madinah. Tidak diragukan bahwa Negara 
Madinah adalah satu contoh negara yang mempunyai ciri-ciri 
demokrasi, dan pada masa yang sama tidak terpisah daripada 
agama. Menurut para ahli sejarah peraturan negara yang 
didirikan oleh Nabi di Madinah pada massa itu, adalah asas 
politik yang benar karena ia menghimpun antara dua prinsip, 
yaitu musyawarah (demokrasi) dan kekuasaan. Dan hal ini 
didukung firman Allah Swt., dalam Surat Ali “Imran/5:159, 


383 


Dikutip dalam http://cieh94.wordpress.com/2012/11/11/prinsip-prinsip- 
demokrasi/ 
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Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 
karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 
dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya. (OS. Ali “Imran/5:159). 


Sistem demokrasi yang diamalkan oleh Rasulullah Saw, 
pada masa awal kemunculan Islam jelas menunjukkan 
hubungan antara kedaulatan rakyat dalam demokrasi Islam. Jadi 
demokrasi barat yang berlandaskan kekuasaan rakyat berbeda 
dengan Islam karena di dalam demokrasi Islam kedaulatan 
rakyat haruslah mengikuti (tidak bertentangan) dengan hukum- 
hukum yang termaktub dalam al-OGuran dan al-Sunnah. Menurut 
Othman Alias, kebebasan atau kedaulatan rakyat di dalam 
demokrasi Islam, adalah kebebasan rohani, bebas daripada 
perhambaan sesama manusia, bebas daripada perhambaan 
masalah hidup, bebas daripada perhambaan nilai dan norma 
masyarakat, bebas daripada perhambaan kepada hawa nafsu, 
kebebasan mendapat hak, kebebasan peribadi, kebebasan 
beragama, kebebasan politik, kebebasan milik.“ Selain itu, 
dalam konsep demokrasi juga terdapat elemen yang sejalan 
dengan Islam, seperti, partisipasi politik rakyat, kebebasan, 
penegakan hukum, pemerataaan, keadilan sosial, peningkatan 
mutu pendidikan, dan pembentukan masyarakat Madani. 

Memang dalam al-Our'an tidak terdapat rumusan 
terperinci tentang sistem politik yang dapat diterapkan umat 
Islam, akan tetapi dalam al-Our'an terdapat beberapa prinsip 
pokok yang dapat menjadi landasan bagi penerimaan demokrasi 


223 Othman Alias, Asas-asas Pemikiran Politik Islam, (Kuala Lumpur: Pustaka 


Salam Sdn. Bhd, 1991), hal. 105. 
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dalam Islam, seperti syira (permusyawaratan), al- 'addlah 
(keadilan), ijmd”' (konsensus), ijtihid (kemerdekaan berpikir), 
tasamuh (tolerensi), al-hurriyah (kebebasan), al-musawah 
(egalitarian), ash-shidgu wa al-aminah (kejujuran dan 
tanggung jawab), maslahah (kepentingan awam), kepelbagaian/ 
pluralitas (al-ta'addudiyyah), al-mas Uliyyah (pertanggung 
jawaban) dan shafafiyyah (ketulusan). 

Menurut Azyumardi Azra, prinsip-prinsip inilah yang 
menjadi dasar penerimaan demokrasi melalui kerangka fikih 
siyasah tidak dilihat mengurangi kedaulatan Tuhan. Ia 
menjelaskan, jika kedaulatan Allah terhadap makhluk-Nya 
merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Allah 
tetap Mahakuasa (vis-a-vis) makhluk-Nya meski ada kedaulatan 
rakyat yang diwujudkan melalui sistem politik demokrasi." 
Tidak hanya itu, prinsip-prinsip di atas juga menunjukkan 
bahwa Islam tidaklah kurang dalam landasan-landasan asas 
yang serasi dengan nilai-nilai demokrasi modern. 

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa dalam 
Islam telah tertanam prinsip-prinsip pokok dan tata nilai yang 
berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk 
menunjang lajunya proses demokrasi, di antaranya: 

1 Musyawarah (syura” 

Dalam khazanah Islam dikenal istilah syara yang secara 
prinsip sejalan dengan demokrasi. Secara etimologi, syurd 
(syura/musydwarah) adalah isim mashdar (kata-dasar) dari kata 
syawara,"' yang secara bahasa memiliki banyak makna, antara 
lain mengeluarkan madu dari sarang lilin (lebah| (istikhraj al- 
'asl min gursh al-syama?), memeriksa tubuh hamba sahaya 


85 Ayat-ayat al-Our'an yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, antara 


lan OS. Ali Imran: 159 dan OS. al-Syiri: 38 (yang berbicara tentang 
musyawarah), OS. al-Maidah: 8: OS. al-Syira: 15 (tentang keadilan), OS. al- 
Hujurit: 13 (tentang persamaan), OS. al-Nisa': 58 (tentang amanah), OS. Ali 
Imran: 104 (tentang kebebasan mengkritik), OS. al-Nisa': 59, 83 dan OS. al- 
Syira: 38 (tentang kebebasan berpendapat) dan seterusnya, maka dapat 
ditegaskan di sini bahwa sesungguhnya Islam adalah agama yang penuh dengan 
sistem nilai yang demokratis. 

86  Azyumardi Azra, “Lagi, Soal Islam dan Demokrasi,” dalam Republika, (28 Mei 
2009). 

87 Zallum, Nizhdm al-Hukm fi al-Isldm, (ttp: Min Mansyurat Hizb Al-Tahrir), hal. 
216. 
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perempuan dan binatang ternak pada saat pembelian (tafahhush 
badan al-Gmah wa al-dabbah 'inda al-syira”), menampakkan 
diri dalam medan perang (isti 'radh al-nafs ft maydan al-gital), 
dan sebagainya." Jelasnya, syird adalah mencari pendapat dari 
orang yang diajak bermusyawarah (thalab al-ra'yi min al- 
mustasyar)”” atau prinsip tentang cara pengambilan keputusan. 
Allah Swt berfirman, 


83 HE Ge AA SO IAI GA IPAL Gali 


Ogan Ag 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 
(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka, dan mereka 


menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada 
mereka. (OS. al- al-Syira/42: 38). 


Musyawarah hakikatnya adalah interaksi positif berbagai 
individu dalam masyarakat yang saling memberi hak untuk 
menyatakan pendapat, saling mengakui adanya kewajiban 
mendengar pendapat itu dan saling menghargai pendapat orang 
lain (berlaku lemah lembut). Firman Allah dalam OS. Alia 
Imran/3: 159, 


Maan 20 SAE be Is ES end IA pk 43 
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MAN LM IA Je 
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 
Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi 
mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Ali Imrin/3:159). 


88  Tbn Manzhur, Lisin al- Arab, jilid II, (Bulag: Al-Mathba'ah al-Amiriyah, 1889), 
hal. 379-381. 
89  TZallum, Nizham al-Hukm., hal. 216. 
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Dengan kata lain, musyawarah merupakan interaksi untuk 
saling mengingatkan tentang kebenaran dan kebaikan serta 
ketabahan dalam mencari penyelesaian masalah bersama, dalam 
suasana persamaan hak dan kewajiban antara warga 
masyarakat, seperti kandungan firman Allah Swt: 


SEN la23 Iga cpa VI . ai Oh. jadi 
Ha Gas BL Won 


Demi Massa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 
kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan 


nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (OS. al-' Ashar/ 
103: 1-3). 


Secara substansial, musyawarah mencerminkan monopoli 
akan “kebenaran” akan hal ihwal perikehidupan tidak mungkin 
dilakukan, karena masing-masing orang atau kelompok 
masyarakat berbeda pandangan dalam satu hal strategis, karena 
itu, musyawarah adalah sebuah mekanisme operasional 
menemukan “common platform” di antara keberagaman itu. 

Praktek musyawarah ini juga seringkali dilakukan oleh 
Rasulullah Saw semenjak beliau menjadi pemimpin umat di 
Madinah. Manakala hendak memutuskan sesuatu yang 
berhubungan dengan kemashlahatan umum, atau urusan 
keduniaan, beliau acap kali meminta pendapat orang yang ahli 
di kalangan sahabat yang dapat dipandang sebagai wakil para 
rakyat pada umumnya.” Salah satunya ditunjukkan dalam 


hadits, 
rn ra Aa 3 27 


Kamu lebih tahu mengenai urusan duniamu. (HR. Muslim). 


“0 Hasbi Ash-Shiddigie, Al Islam II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 604. 

S1 Imam Nawawy dalam Syarh Muslim (XV/115) menyatakan wajibnya 
menjalankan perintah Nabi yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, bukan 
apa yang yang dituturkan oleh Nabi yang berdasarkan dugaan ataupun pendapat 
yang bersifat pribadi (bukan bersumber dari wahyu), seperti dalam masalah- 
masalah pekerjaan, ketrampilan dan urusan dunia lainnya. Dalam segala urusan 
dunia yang tidak berkaitan dengan hukum syariat (halal, haram, sah, rusak dil.) 
hendaknya seseorang berusaha untuk mendalaminya sendiri dengan mencoba dan 
melakukan berbagai percobaan agar dapat meraih kesuksesan. 
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Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling 
dikenal sebagai pelaksana syird adalah ahl al-halli wa al- 
agd” pada zaman Khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih 
menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara 
atau khalifah. Kepada merekalah aspirasi umat disalurkan lalu 
dimusyawarahkan untuk dijalankan penguasa. 

Jelaslah bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai 
bahan pertimbangan dan tanggungjawab bersama dalam setiap 
mengeluarkan sebuah keputusan, maka setiap keputusan hasil 
musyawarah akan menjadi tanggung jawab bersama. 
Musyawarah juga bentuk dari pemberian penghargaan terhadap 
orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi 
pertimbangan bersama. Begitu pentingnya arti musyawarah 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, 
sehingga Nabi sendiri juga menyerankan musyawarah kepada 
umatnya, sebagaimana pernah disampaikan oleh beliau: “Dan 
urusan mereka hendaknya dimusyawarahkan bersama.” 

Dalam hal ini ada satu pelajaran amat berharga yang telah 
disampaikan oleh al-Our'an berkenaan dengan anjuran 
musyawarah yeng menjadi dasar bagi demokrasi, yakni firman 
Allah dalam OS. al-Naml/27: 23-34 tentang kisah Ratu Balgis: 
“Ia (Balgis) berkata: 

gas nak kali Ip HE SIA Dang HI 

Has BIA GAN Pl ii AT 033 ya pl LN Ogidalg 192385 

Aa Pa Dabng V Dan TH al 33 
VI Ol Lag OS Ag NG HA 
San La oa SA Sik Hata JB. lah HA 


Ww——— 
Naa 


82 Ahlul halli wal “agd adalah suatu lembaga yang beranggotakan orang-orang yang 


mempunyai pengetahuan agama, budi pekerti, dan ilmu yang memadai dalam 
mengatur masalah-masalah kemasyarakatan. Dalam pemerintahan Islam mereka 
juga disebut dengan “ahl al-ikhtiyar” (orang-orang yang bertugas memilih imam 
dengan menggantikan hak pilih yang dimiliki rakyat), “ahl al-syurg” (lembaga 
permusyawaratan), dan “ahl al-tadbir” (lembaga yang mengatur masalah- 
masalah kemasyarakatan). Lihat, Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Isidmi wa 
Adillatuh, vol. 8, (Beirut: Dar al-Fikri, 1997), hal. 6169. 


258 - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


AG 4. adan 


sala 383 Pa 3 Oei BE Tab LS 


SIB tap ISL sai Ow 2G 


s0 NIK Asi Ulat el plang Lahat 
Berkata ia (Balgis): “Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah 
dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya 
surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya: “Dengan 
menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Bahwa janganlah kamu sekalian Berlaku sombong terhadapku dan 
datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.” 
Berkata Dia (Balgis): “Hai Para pembesar berilah aku 
pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan 
sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku).” 
Mereka menjawab: “Kita adalah orang-orang yang memiliki 
kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam 
peperangan), dan keputusan berada di tanganmu: maka 
pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan.” Dia berkata: 
“Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya 
mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang 
mulia Jadi hina: dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.” 
(al-Naml/27:29-34). 


Inilah pelajaran yang amat berharga dari al-OGur'an tentang 
pentingnya musyawarah yang menjadi dasar-dasar demokrasi. 
Yang perlu digaris bawahi dalam hal ini adalah bahwa 
demokrasi yang dianut oleh Islam adalah demokrasi dimana 
kedaulatan berada ditangan Tuhan. Kekuasaan dan hukum 
ditentukan Tuhan. Supremasi hukum melingkupi seluruh 
manusia, tanpa terkecuali, yang akan dipertanggungjawabkan 
nya di hari perhitungan (yaum al-hisab). 


2) Keadilan (al-'Adl) 

Kata adil dalam al-Our'an disebutkan sebanyak 28 kali, 
sinonimnya kata al-gisth (keseimbangan) yang disebutkan 
sebanyak 25 kali, sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam 
untuk tidak menjadi umat yang adil, karena dalam konsepsi 
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Islam berlaku adil adalah keharusan dalam menetapkan 
keputusan hukum diantara manusia. 

Menegakkan keadilan adalah kemestian yang merupakan 
hukum yang obyektif, tidak tergantung kepada kemauan pribadi 
manusia dan bersifat immutable (tidak akan berubah). Karena 
hakikatnya yang obyektif dan immutable ini maka menegakkan 
keadilan akan menciptakan kebaikan, bagi siapapun yang 
melaksanakannya, sebaliknya ketidakadilan akan 
mengakibatkan malapetaka. 

Ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum 
dengan adil tanpa pandang bulu ini, banyak ditegaskan dalam 
al-Our'an, bahkan disebutkan sekali pun harus menimpa kedua 
orang tua sendiri dan karib kerabat. Nabi juga menegaskan, 
bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu ialah karena jika 
“orang kecil” melanggar pasti dihukum, sementara bila yang 
melanggar itu “orang besar” maka dibiarkan berlalu”? Arti 
pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini 
ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara 
lain dalam OS. al-Nahl: 90: 


MELII 8 3 JAN S3 S3 OLI Jaa AG AI 5 


Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 
berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. (OS. al-Nahl: 90). 


Al-Our'an menegaskan bahwa keadilan harus dijalankan 
dengan teguh terhadap semua manusia tanpa terkecuali, dan 
mengingatkan jangan sampai kebencian kepada suatu golongan 
membuat orang tidak mampu menegakkan keadilan. Sebab 
berbuat adil merupakan nilai yang absolut dan harus ditegakkan 
dalam segala situasi, bahkan dalam situasi yang genting 
sekalipun, dalam konteks ini Allah Swt., berfirman: 


88  Nurcholish Madjid, (ed), Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, 
(Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 54. 
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ata KAA Ig bad ang Ad su BPA sah 
SAS AI Op AI 3G Gak LA ga Tas Bias NT Je asi 
d:G Kg 


. 
. 


Tol 
8 


Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. (OS. al-Mi3idah/5: 8). 


Dalam sebuah hadist, Rasulullah Saw., menyatakan bahwa 
orang yang paling dicintai Allah, yang kedudukannya paling 
dekat dengan-Nya pada hari kiamat adalah seorang pemimpin 
yang adil. Sebaliknya, orang yang paling dibenci Allah dan 
paling keras siksanya di hari kiamat, adalah penguasa yang 
dzalim (tiran). Sabda Nabi Saw: 


Jp Blah UE Ata RGS Ia ag DI ML 3 


pi alah Ula Ai Hara al Jd AI ri 


Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari 
kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah 
seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling 
dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah 
adalah seorang pemimpin yang zalim. (HR. Tirmidzi). 


Dalam konsepsi al-Our'an, adil adalah memberikan hak 
kepada yang berhak, dan harus ditegakkan dalam dua ranah 
sekaligus, Pertama, Adil “am, bermakna perwujudan sistem dan 
struktur politik maupun ekonomi yang adil. Ranah ini 
merupakan tanggungjawab penguasa dan pemerintah. Kedua, 
Adil khas, bermakna pelaksanaan keadilan dalam kehidupan 
muamalah antar kaum muslim dan sesama manusia. 

Keadilan juga disebut sebagai perbuatan yang paling 
mendekati tagwa kepada Allah Swt. Bahkan dalam sebuah 
hadist Rasulullah Saw., menegaskan bahwa orang yang paling 
dicintai Allah, yang kedudukannya paling dekat dengan-Nya 
pada hari kiamat adalah seorang pemimpin yang adil. 
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Sebaliknya, orang yang paling dibenci Allah dan paling keras 
siksanya di hari kiamat, adalah penguasa yang dzalim (tiran). 
Sabda Nabi Saw: “Sesungguhnya orang yang paling mulia dan 
terhormat bagi Allah adalah raja yang adil.” 

Komitmen Nabi Saw., dalam menegakkan keadilan tampak 
nyata sejak Beliau mendakwahkan Islam di Mekah, yang dapat 
dilihat dari perjuangan mendasar yang Beliau lakukan yakni 
membebaskan umat dari agidah yang sesat, dan membebaskan 
umat manusia dari belenggu kezaliman, kekuasaan ekonomi dan 
politik yang menindas. Di bawah kepemimpinan Rasulullah 
Saw., inilah Islam menjadi sebuah kekuatan yang merubah 
pemahaman tentang Tuhan (teologi), pandangan tentang dunia 
(world view) dan struktur sosial. Sehingga tidak mengherankan 
jika Islam ketika itu mampu melahirkan peradaban besar yang 
menandingi peradaban Romawi dan Persia yang telah mapan 
sebelumnya. 

Selain al-Our'an dan Sunnah, para ulama juga menegaskan 
pentingnya keadilan sebagai elemen dasar Islam. Imam Syaitibi 
dalam al-muwdifagit mengatakan, keadilan di antara manusia 
adalah tujuan yang dicita-citakan oleh syariat Islam. Dalam bab 
lain ia mengatakan bahwa tujuan syariat adalah memelihara 
lima kemashlahatan asasi, yakni agama, jiwa, akal, keturunan 
dan harta. Hal ini juga ditegaskan Imam al-Ghazali dan para 
ulama ushul yang lain. Lima kemashlahatan ini jika terwujud 
akan melahirkan keseimbangan sosial dan ini merupakan inti 
dari keadilan.” 

Imam Ibnu Oayyim dalam I'ldm  al-Muwaggin 
menegaskan, bahwa Allah mengutus para Rasul dan 
menurunkan kitab-kitab suci dengan tujuan agar manusia bisa 
berlaku adil. Keadilan merupakan landasan tegaknya langit dan 
bumi. Menurut Ibnu Taymiyyah dalam al-Khisbah, “berbagai 
urusan manusia di dunia akan lebih sering ditegakkan dengan 
keadilan meski di dalamnya terkontaminasi dengan berbagai 
dosa, daripada ditegakkan dengan kezaliman terhadap hak-hak 
meskipun tidak terkontaminasi dosa.” Beliau juga mengatakan: 


84  al-Syathibi, al-Muwafaglt fi Ushal al-Syari'ah, juz I, (Beirut: Dir al-Kutub al- 
Ilmiyah, 2003), hal. 15. 
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“Dunia akan bertahan dengan keadilan dan kekafiran dan tidak 
akan survive dengan kedlaliman dan Islam.” Al-Mawardi dalam 
al-Ahkam al-Sulthiniyah mengatakan, “Keadilan adalah syarat 
pertama seorang pemimpin. Ia mengatakan, seorang penguasa 
“Ja turun dari kekuasaan (imimah) karena dua sebab: keluar 
dari prinsip keadilan dan kedua cacat fisik.” 

Ibnu Khaldun dalam al-Mugaddimah menempatkan 
keadilan sebagai syarat kedua seorang pemimpin setelah ilmu. 
Dan Imam Ibnu Abdi Rabbih dalam al-'Igd al-Farid 
mengatakan: salah satu syarat penguasa adalah keadilan dalam 
penampakan tindakannya untuk menjalankan urusan 
pemerintahan dan kekuasaannya dan keadilan dalam hatinya 
untuk menjalankan urusan agamanya. Dan Imam al-Turthusi 
dalam Siraj al-Muluk mengatakan: tidak ada derajad di atas 
penguasa yang adil selain para Rasul. Bagi Allah tidak ada 
penguasa selaan yang memiliki syarat-syarat keadilan, 
keinsyafan yang kuat, dan syrariat yang ikhsan.” Sebagai ajaran 
yang tertulis dalam kitab, pesan keadilan begitu kuat dalam 
khasanah Islam. 


3) Persamaan (al-Musawah) 

Islam tidak mengenal perbedaan strata dan suku, sebab 
dalam konsepsi Islam semua manusia sama dalam martabat dan 
kedudukannya, tidak ada perbedaan antara satu orang dengan 
yang lainya dihadapan Sang Maha Pencipta, kecuali dalam hal 
ketakwaannya, hal ini Maa ai Allah Swit., 


1? 10, Ng ter, 


US$ G3ah Sala SI S5 


Ta ak sae AI Ga KS hate at Ola 33 PA 


Hai manusia, andai Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- 
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 
disisi Allah ialah orang yang paling tagwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (OS. 
al-Hujuraat/49: 13). 


Persamaan (egaliter) adalah hal yang sangat substansial 
dalam Islam, mengingat kekuasaan Sang Maha Pencipta tidak 
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hanya berhenti pada titik penciptaan manusia, namun juga 
kepada penciptaan akhir dari segala kehidupan. Kekayaan, 
kekuasaan, kehormatan, popularitas dan lainnya tidak menjadi 
hal yang diperhitungkan di hadapan Allah Swt., jika tidak ada 
ketakwaan. Sebagian ulama memahami al-musdwah ini sebagai 
konsekuensi logis dari prinsip al-syura dan al- 'addlah. Diantara 
dalil al-Gur'an yang sering digunakan dalam hal ini adalah OS. 
al-Hujurat:13, sementara dalil Sunnah-nya cukup banyak antara 
lain tercakup dalam khutbah wada' dan sabda Nabi kepada 
keluarga Bani Hasyim, Nabi pernah berpesan kepada keluarga 
Bani Hasyim sebagaimana sabdanya: “Wahai Bani Hasyim, 
Jangan sampai orang lain datang kepadaku membawa prestasi 
amal, sementara kalian datang hanya membawa pertalian 
nasab. Kemuliaan kamu di sisi Allah adalah ditentukan oleh 
kualitas takwanya.” 

Islam juga sangat jelas mengutamakan prinsip-prinsip 
persamaan (egalitarian) yang sudah tentu amat dekat dengan 
demokrasi, prinsip persamaan ini banyak ditemukan di dalam 
al-OGur'an maupun Hadist, seperti penciptaan lelaki dan 
perempuan yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk 
saling mengenal, akan tetapi yang paling mulia di antara mereka 
jalah yang lebih bertakwa. 

Perintah zakat juga merupakan perwujudan dari praktik 
demokrasi, karena orang miskin yang marjinal secara ekonomi, 
dan tidak punya, dibantu dengan tidak membeda-bedakan di 
antara mereka. Begitu juga shalat jama'ah adalah manifestasi 
dari demokrasi yang tidak membeda-bedakan siapa yang datang 
lebih dahulu boleh duduk di barisan paling depan. Demikian 
pula halnya dalam ibadah haji, semua sama kedudukannya 
dalam menjalankan rukun haji dan wajib haji, pakaiannya putih- 
putih dan tidak berjahit serta sama bentuknya yang lazim 
disebut pakaian ihram, tidak membeda-bedakan siapa pun 
kecuali derajat tagwanya. 


4 Kejujuran dan Tanggung Jawab (al-Aminah) 

Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang 
diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh karenanya, 
kepercayaan (amanah) harus dijaga dengan baik. Dalam konteks 
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kenegaraan, pemimpin (pemerintah) yang diberikan 
kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan 
kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. 
Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil. Firman Allah 
Swt dalam OS. al-Nisa'/4: 58: 


PI G3 AS Il LARI II SEL yg SI aja Ao 
esai Kate KAI Ola Xx Wag Bl Ole JA :5 


Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan 
amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. (OS. al-Nisa /4: 58). 


2 


5) Pertanggung Jawaban (al-Mas 'uliyyah) 

Kekuasaan dan jabatan adalah amanah, kekuasaan sebagai 
amanah memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus 
dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang 
harus dipertenggungjawabkan di depan Tuhan. Sebagaimana 
Sabda Nabi: 


para ALYU af 5 35 Ina SIG bi 

28 Ifa ga3 ai JM beb 3 an Se Jp 3 
H3 UN go I3 Kei os JAN Je Ket, janeta 
On PRE Ke Jia gs ata Jis Ji gb JAN A3 


aa Iga d9 - 9 
Rasulullah Saw bersabda: “ketahuilah Setiap kalian 0 
pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai 


pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang 
memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban 
atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin 
anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas 
yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah 
suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai 
pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang 
juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai 
pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah 
bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. (HR. Al-Bukhari: 
6606). 
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Dalam hal ini Ibn Taimiyyah mengatakan, bahwa penguasa 
merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan 
sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan 
dihayatinya prinsip pertanggungjawaban (al-mas Oliyyah) ini 
diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan 
sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas, maka seorang 
pemimpin tidak ditempatkan pada posisi sebagai sayyid al- 
ummah (penguasa umat), melainkan sebagai khddim al-ummah 
(pelayan umat). 


6) Kebebasan (al-Huriyyah) 

Prinsip kebebasan berada pada tempat yang istimewa 
dalam Islam. Prinsip kebebasan adalah tameng untuk terhindar 
dari segala bentuk kezaliman. Prinsip ini didasari oleh konsep 
yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang memandang 
bahwa manusia adalah makhluk terhormat yang diberikan 
kemuliaan oleh Allah untuk mempunyai kebebasan memilih. 

Kebebasan merupakan sesuatu yang sangat mendasar 
dalam Islam, karenanya amal perbuatan seseorang hanya bisa 
diukur jika ia memiliki kebebasan memilih (free will). Tidak 
hanya itu, dalam Islam kebebasan juga dipandang sebagai fitrah 
manusia yang tidak boleh digantikan dengan apapun. Prinsip 
kebebasan dalam Islam ini dibingka dalam hukum syara), 
sehingga kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak 
yang dijamin dalam Islam, selama pendapat tersebut tidak 
bertentangan dengan hukum syariat. Dalam konteks inilah al- 
Our'an menyatakan: 

| 


Pn £ 2 5 Sapa na Ai Bg P # Ka 


Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, 
dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah 
itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, 
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (OS. Ali 
Imran/3:110). 
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Kebebasan dalam pandangan al-Our'an sangat dijunjung 
tinggi termasuk dalam menentukan pilihan agama, namun 
demikian, kebebasan yang dituntut Islam adalah kebebasan 
yang bertanggung-jawab. Kebebasan disini juga kebebasan 
yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam konteks 
kehidupan politik, setiap individu dan bangsa mempunyai hak 
yang tak terpisahkan dari kebebasan dalam segala bentuk fisik, 
budaya, ekonomi dan politik serta berjuang dengan segala cara 
asal konstitusional untuk melawan atas semua bentuk 
pelanggaran. 

Kebebasan adalah fitrah, untuk itu manusia mempunyai 
kebebasan untuk memilih kebaikan atau keburukan, manusia 
juga mempunya kebebasan untuk bertanggung jawab, 
kebebasan bergerak dalam batasan nilai-nilai agama dan sosial. 
Dalam Islam prinsip kebebasan (al-hurriyah) adalah ayat 
perjanjian, ketika manusia secara serempak membenarkan ke- 
rububiyah-an Tuhan. 

JP BA HE panik In NI Is V5 AS Sh 
ES Ep ana Gan WAS OT Gl IE Ap SAN semi 
Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak- 
anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian 
terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah aku ini 
Tuhanmu?” mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuban kami), 
Kami menjadi saksi.” (kami lakukan yang demikian itu) agar di 
hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya Kami (Bani 


Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan 
Tuhan).” (OS. al-A'raf/7: 172). 


AN 


Jawaban “bala syahidn@d” (benar kami bersaksi) dalam 
dialog azali tersebut mengasumiskan bahwa setiap orang telah 
mengetahui dan menerima segala implikasi dari kesaksian 
tersebut. Artinya, fitrah manusia menyadari bahwa konsekuensi 
dari pengakuan itu adalah ketundukan dan kepatuhan kepada 
Allah. Pengakuan ini adalah sebuah pilihan yang jika dipegang 
secara konsisten akan membawa manusia kepada kebahagiaan 
abadi. 
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Kebebasan manusia lebih jelas lagi tergambar dalam 
peristiwa penawaran amanah kepada manusia pada zaman azali. 
Ketika itu, Allah memberi tawaran amanah kepada segenap 
makhluk-Nya. Namun, langit, bumi, dan gunung-gunung 
menolak tawaran tersebut, sedangkan manusia menerimanya. 
Peristiwa ini tertuang dalam firman Allah Swt: 


G2 ol al bsa NG oa IE GUNA sg & 


PENA OS Alda YI Ta Lgi Gaas 2 ah 
Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, 
bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk 
memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, 
dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia 
itu Amat zalim dan Amat bodoh. (OS. al-Ahzab/33: 72). 


Berdasarkan ayat di atas, kebebasan dalam Islam bukanlah 
kebebasan mutlak, melainkan kebebasan memilih setelah 
dijelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Sebab, pada 
awalnya, manusia dalam perjanjian pertama (al-witsigah al- 
ala) telah mengakui dan menerima amanah dengan suka rela. 
Sesuai dengan perjanjian ini, maka Allah tidak memaksa 
manusia untuk memeluk Islam. 

Islam juga tidak memaksa manusia untuk mengikuti salah 
satunya, sebab konsekuensi dari kedua jalan tersebut telah jelas 
dan nyata. Di bawah bimbingan wahyu dan akalnya, manusia 
diberikan kebebasan memilih dan berusaha menentukan jalan 
terbaik baginya. Kebebesan memilih merupakan landasan etik 
bagi salah satu prinsip Islam tentang tanggung jawab individual 
setiap muslim di hadapan Tuhan-nya, Dan setiap orang berhak 
atas apa yang diusahakannya. Sebagaimana firman Allah Swt, 


Nani -. Ls Y ASN Ga O ir 
Dan bahwasanya seorang manusia Pai memperoleh selain apa 
yang telah diusahakannya. (OS. al-Najm/53:39). 


7) Kepentingan Umum (Mashlahah) 

Mashlahah sama akarnya dengan kata shalih yang berarti 
baik untuk agama. Shalih atau saleh dapat berarti kebaikan pada 
umumnya menguntungkan. Di sinilah orang sering berbicara 
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agama sebagai moral force dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Orang biasanya akan berbicara tentang amar ma 'ruf 
nahi munkar (menyuruh kebaikan, mencegah kejahatan) bila 
menyinggung peranan agama. Agama dapat berperan sebagai 
moral force supaya orang berbuat baik. Peran agama tidak 
langsung, tetapi melalui individu atau kebudayaan. Tulisan ini 
justru dibuat untuk menyatakan bahwa agama dapat berperan 
langsung, tapi melalui peran obyjektifitas. Agama-agama dapat 
berperan dalam struktur dan proses kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Termasuk dalam demokratisasi. 


8) Semangat Perubahan (Taghyir) 

Manusia adalah subjek sejarah, bukan alam, hukum- 
hukum, bahkan bukan pula Tuhan, Itu berarti peranan manusia 
yang berkesadaran sangat menentukan dalam perubahan. 
Sejarah sudah mengajarkan bahwa perubahan tidak bisa terjadi 
satu malam. Al-Our'an telah menerangkan bahwa prubahan 
harus setahap demi setahap, firman Allah Swt: 

Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi se (dalam 

kehidupan. (OS. al-Insyigag/84:19). 


9) Saling Mengenal (Ta'aruf) 

Kalimat ta 'Gruf asal katanya dari bahasa Arab: ta 'drafa- 
yata @rafu-ta'Grufan (artinya: saling mengenal). Kata ini juga 
disinggung dalam salah satu surat dalam Al-Our'an yang 
menjelaskan kepada seluruh manusia, bahwa Allah Swt 
menciptakan manusia pada kondisi yang berbeda-beda, satu 
dengan yang lainnya, baik berbeda suku, bangsa, jenis kelamin 
dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar antarsuku bangsa 
tersebut dapat melakukan proses saling mengenal (Jita 'drafu) 
dan bertukar pengetahuan, sebagaimana dijelaskan dalam OS. 
ae ea 3: 


JAS Go #ilag (Ah S3 oa Kill Ly sat gb 
Tab Ade Oa SUN ST Jus SRI Ol lu 


Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
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berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal 
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu 
di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (OS. 
al-Hujurat/49: 13). 


Dari proses ta 'Gruf atau saling mengenal antar kelompok 
tersebut, terbangunlah ukhuwah (persaudaraan), as-shulh 
(perdamaian) dan al-ittihad (persatuan). Maka, dapat ditegaskan 
bahwa Islam tidaklah anti demokrasi, akan tetapi sejatinya 
Islam adalah risalah yang mendukung dan sejalan dengan nilai- 
nilai demokrasi. 

Hal ini terbukti dengan begitu banyaknya prinsip-prinsip 
demokrasi yang sejalan dengan ajaran Islam. Sampai-sampai 
tokoh muslim sekaliber Mohammad Natsir mengatakan bahwa 
Islam bersifat demokratis dalam arti Islam anti-istibdad,”” anti- 
absolutisme dan anti-sewenang-wenang. Bahkan ia mencita- 
citakan sebuah “negara demokrasi berdasarkan Islam” bukan 
negara Islam saja.”S Enayat Hamid menegaskan bahwa Islam 
sejalan dengan demokrasi karena dalam Islam tidak hanya 
terdapat prinsip syura (musyawarah), tapi juga karena di 
dalamnya terdapat konsep-konsep, seperti ijtihad (independent 
reasoning) dan ijmd” (consensus/permufakatan).” 

Itulah beberapa prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara 
yang mampu mempertemukan dan mensinergikan antara 
prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai Islam. (| 


1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istibdad berarti bersifat tirani 


atau melakukan tirani. https://kbbi.web.id/istibdad 

Mohamad Natsir, Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Media 
Dakwah, 2001), hal. 89 

Enayat Hamid, Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Modern 
Menghadapi Abad ke-20, (Bandung: Pustaka, 1988), hal. 201. 
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BAB XIV 
WAWASAN NUSANTARA 


Persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah negara 
adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan 
yang diakui. Konsep dasar wilayah kepulauan telah diletakkan 
melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi 
tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, 
karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang 
menyatukan wilayah Indonesia. 

Wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan 
lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan 
penekanannya dalam mengepresikan diri sebagai bangsa 
Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa 
nusantara itu. Unsur-unsur dasar wawasan nusantara adalah: 
wadah, isi, dan tata laku. 

Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang 
berbhineka, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan 
sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan 
keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya 
manusia (SDM). Kelemahannya terdapat pada wujud kepulauan 
dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam 
satu bangsa, satu negara dan satu tanah air. 


Pengertian Konsep Wawasan Nusantara 

Secara etimologis, istilah Wawasan Nusantara berasal dari 
dua kata, yaitu wawasan dan nusantara. Wawasan berasal dari 
kata wawas (Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan, atau 
penglihatan indriawi. Selanjutnya, muncul kata wawasan yang 
berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indriawi, cara 
pandang, dan cara melihat. Sementara kata nusantara tersusun 
dari dua kata, nusa dan antara. Kata nusa (Sansakerta) berarti 
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pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata nusa 
berasal dari kata nesos yang berarti semenanjung, bahkan suatu 
bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata nusa juga 
mempunyai kesamaan arti kata dengan nation (Inggris) yang 
berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata nusa dapat 
memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. 

Kata kedua yaitu antara memiliki padanan dalam bahasa 
Latin, in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu 
kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan 
katainter (Inggris) yang berarti antar, antara dan relasi. 
Sedangkan dalam bahasa Sansakerta, kata antara dapat 
diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan 
bahwa kata antara mempunyai makna antar, antara, relasi, 
seberang, atau laut. Dari penjelasan ini, penggabungan kata 
nusa dan antara menjadi kata nusantara yang dapat diartikan 
sebagai kepulauan yang dipisahkan oleh laut atau bangsa- 
bangsa yang dipisahkan oleh laut. 

Sebagaimana ditulis Kitab Pararaton (Kitab Raja-raja), 
perkataan nusantara pertama kali diketahui dari bunyi Sumpah 
Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara 
pengangkatannya sebagai Maha Patih Majapahit (tahun 1336 
M).”' Selanjutnya, kata nusantara pernah coba dihidupkan oleh 
Ki Hajar Dewantara (1889-1959 M), untuk menggantikan 
sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie), namun setelah 
disetujuinya penggunaan sebutan Indonesia oleh Kongres 
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Dalam Sumpah Palapa-nya, Gajah Mada menyatakan: “Sira Gajah Mada pepatih 
amungkubumi tan ayun amukita palapa, sira Gajah Mada: Lamun huwus kalah 
Nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, 
Tanjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, 
Tumasik, samana ingsun amukti palapa.” (Dia Gajah Mada Patih Amangkubumi 
tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, “Jika telah mengalahkan pulau- 
pulau lain, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, 
Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, 
demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa.” Selanjutnya, dalam konsep 
kenegaraan Majapahit (abad ke-13 hingga ke-15), Negara dibagi menjadi tiga 
bagian wilayah: pertama, Negara Agung merupakan daerah sekeliling ibu kota 
kerajaan tempat raja memerintah, kedua, Mancanegara adalah daerah-daerah 
di Pulau Jawa dan sekitar yang budayanya masih mirip dengan Negara Agung, 
tetapi sudah berada di “daerah perbatasan,” Ketiga, Nusantara, yang berarti 
“pulau lain” (di luar Jawa) adalah daerah di luar pengaruh budaya Jawa, tetapi 
masih diklaim sebagai daerah taklukan: para penguasanya harus membayar upeti. 
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Pemuda Indonesia (dalam Sumpah Pemuda tahun 1928), 
sebutan nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut 
kepulauan Indonesia, Nama Indonesia sendiri berasal dari dua 
kata bahasa Yunani, yaitu indo atau indu yang berarti Hindu 
atau Hindia dan kata nesia atau nesos yang berarti pulau. 
Dengan demikian, kata nusantara bisa dipakai sebagai sinonim 
kata Indonesia, yang menunjuk pada wilayah (sebaran pulau- 
pulau) yang berada di antara dua samudra, yakni Samudra 
Hindia dan Samudra Pasifik. 

Secara terminologi, para ahli berbeda pendapat mengenai 
arti Wawasan Nusantara. Menurut Prof. Dr. Wan Usman (Ketua 
Program S-2 UI Jakarta), Wawasan Nusantara adalah cara 
pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah 
airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek 
kehidupan yang beragam. Menurut Kelompok Kerja Wawasan 
Nusantara Lemhannas (1999), Wawasan Nusantara adalah cara 
pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan 
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis 
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta 
kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan 
nasional.” 

Dengan demikian, secara sederhana Wawasan Nusantara 
berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan 
lingkungannya. Diri yang dimaksud adalah diri bangsa 
Indonesia sendiri, serta nusantara sebagai lingkungan tempat 
tinggalnya. 


Teori Geopolitik 


89 Lihat, Rusdi Ambon, “Implementasi Nilai Sesanti Bhineka Tunggal Ika dalam 
Pelaksanaan Otonomi Daerah Guna Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat 
dalam Rangka Ketahanan Nasional,” Kertas Karya Perorangan (TASKAP) 
Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVII Lembaga Ketahanan 
Nasional RI Tahun 2012, hal. 13, dalam 
http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010- 
011600000000002/swf/1603/files/basic-html/page13.html 
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Istilah geopolitik untuk bangsa Indonesia pertama kali 
dipopulerkan oleh Ir. Soekarno, pada pidatonya di hadapan 
sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. 


Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit: 
Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa? 
Menurut Renan, syarat bangsa adalah kehendak akan bersatu. 
Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest 
Renan menyebut syarat bangsa: le desir d'etre ensemble, yaitu 
kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, yang 
menjadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, 
yang merasa dirinya bersatu. 

Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer, di 
dalam bukunya Die Nationalita-tenfrage, di situ ditanyakan: Was 
ist eine Nation? dan jawabannya ialah eine Nation ist ein aus 
Schiksalsgenmeinschaft  erwachsene  Character-gemeinschafi. 
Inilah menurut Otto Bauer satu natie. (Bangsa adalah satu 
persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib). Tetapi 
kemarin pun, tatkala, kalau tidak salah, Prof. Supomo mensitir 
Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Moh. Yamin berkata: 
verouderd: tua. Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan 
sudah verouderd, sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. 
Sebab tatkala definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu 
wetenschap baru, satu ilmu baru, yang dinamakan Geopolitik. 
Kemarin kalau tidak salah, saudara Ki Bagus Hadikusumo, atau 
tuan Munandar, mengatakan tentang persatuan antara orang dan 
tempat. Persatuan antarorang dan tempat, tuan-tuan sekalian. 
Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan 
rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan 
Otto Bauer hanya sekadar melihat orangnya. Mereka hanya 
memikirkan Gemeinschaft-nya dan perasaan orangnya. I 'aime et 
le desir. Mereka bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat 
itu? tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. 
Allah swt membuat peta dunia, menunjukkan di mana kesatuan- 
kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta 
dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia 
merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu 
kesatuan gerombolan pulau di antara dua lautan yang besar, lautan 
Pasifik dan lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua 
Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan 
bahwa pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, 
Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-lain pulau kecil di 
antaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil 
dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau Nippon yang 
membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai golfbreker 
atau penghadang gelombang lautan Pasifik adalah satu kesatuan. 
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Anak kecil pun dapat melihat bahwa tanah India adalah satu 
kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas 
dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan 
bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan. 

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan 
pula. Itu ditaruhkan oleh Allah swt demikian rupa. Bukan Sparta 
saja, bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus 
Athena plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, 
segenap kepulauan Yunani, adalah satu kesatuan. Maka manakah 
yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut 
geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, 
bukan Jawa saja, bukan Sumatera aja, atau Borneo aja atau 
Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja tetapi segenap 
kepulauan yang ditunjuk oleh Allah swt menjadi satu kesatuan 
antara dua benua dan dua Samudera, itulah Tanah Air kita. 2 


Berdasarkan pidato tersebut, wilayah Indonesia adalah satu 
kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang terletak 
antara dua samudera dan dua benua. Kesatuan antara bangsa 
Indonesia dengan wilayah tanah air itulah yang membentuk 
semangat dan wawasan kebangsaan, yaitu sebagai bangsa yang 
bersatu. Rasa kebangsaan Indonesia dibentuk oleh adanya 
kesatuan nasib, jiwa untuk bersatu dan kehendak untuk bersatu 
serta adanya kesatuan wilayah yang sebelumnya, bernama 
Nusantara. 

Prinsip geopolitik Indonesia sebagaimana tersebut di atas 
menandakan bahwa dalam hal wilayah, bangsa Indonesia tidak 
ada semangat untuk mempeluas wilayah sebagai ruang hidup. 
Secara historis, kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan 
Republik Indonesia adalah wilayah Indonesia merdeka hanyalah 
wilayah bekas jajahan Belanda atau eks Hindia Belanda. Upaya 
membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu 
wilayah adalah dengan konsepsi Wawasan Nusantara. 
Berdasarkan uraian di atas, konsepsi Wawasan Nusantara 
dibangun atas geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia 
memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan 
dengan politik/kekuasaan. Wawasan Nusantara sebagai 
wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan 


“00 Berdasar “Risalah sidang BPUPKI dan PPKI” yang dikutip dalam 
https://www.maolioka.com/2016/11/konsep-geopolitik-indonesia-dari-ir.html 
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dan geopolitik bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara dapat 
dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa 


Indonesia. 

Untuk mempertahankan tanah air kita yang terdiri dari pulau 
pulau, bangsa kita yang mempunyai kepribadian khas, 
ekonomi kita yang mempunyai kepribadian khas, kita tidak 
bisa mempertahankan tanah air dan bangsa kita itu dengan 
taktik yang tidak reponderen kepada bentuk tanah air kita, 
keadaan tanah air kita, keadaaan bangsa kita, rasa yang 
terkandung dalam hati bangsa kita.” 


Berdasarkan geopolitik ini, wilayah Indonesia adalah satu 
kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang terletak 
antara dua samudera dan dua benua. Kesatuan antara bangsa 
Indonesia dengan wilayah tanah air itulah yang membentuk 
semangat dan wawasan kebangsaan, yaitu sebagai bangsa yang 
bersatu. Rasa kebangsaan Indonesia dibentuk oleh adanya 
kesatuan nasib, jiwa untuk bersatu dan kehendak untuk bersatu 
serta adanya kesatuan wilayah yang sebelumnya, bernama 
Nusantara. 

Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (Yunani) 
yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan 
politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang 
berdiri sendiri atau negara, dan kata teia yang berarti urusan 
(politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu 
bangsa. 

Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara 
yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah 
geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederich 
Ratzel mengenalkan istilah ilmu bumi politik (political 
geography). Prof. Rudolf Kjellen (1864-1922) menyebut 


“1 Dikutip dalam — https://rajasamudera.com/2012/02/geopolitik-pertahanan- 
indonesia-ala-bung-karno-dan-implikasinya-terhadap-masa-depan-pertahanan- 
nusantara/ 

“02 Lihat, Nur Fatin, “Pengertian Geopolitik serta Teorinya,”” dalam 

http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/05/pengertian-geopolitik-serta- 

teorinya.html 

Adalah ilmuwan dan politikus Swedia yang pertama kali memperkenalkan istilah 

geopolitik. 
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geographical politic yang kemudian disingkat menjadi istilah 
geopolitik. 

Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, 
berikut ini adalah teori-teori mengenai geopolitik yang pernah 
ada di dunia: 

Pertama, teori geopolitik Frederich Ratzer (1844-1904). 
Ia berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. 
Negara identik dengan ruang yang ditempati oleh sekelompok 
masyarakat (bangsa). Pertumbuhan negara mirip dengan 
pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup 
(lebensraum) yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. 
Makin luas ruang hidup maka negara akan semakin maju. Teori 
ini dikenal sebagai teori organism atau teori biologis. 

Kedua, teori geopolitik John Rudolf Kjellen (1864-1922). 
Ia melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Berbeda 
dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme maka 
ja menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu 
organisme bukan hanya mirip. Menurutnya, Negara sebagai 
organisme yang hidup harus mempertahankan dan 
mengembang-kan dirinya dengan melakukan ekspansi. 

Ketiga, teori geopolitik Karl Ernst Haushofer (1869- 
1946). Ja melanjutkan pendangan Ratzel dan Kjellen, 
terutama pandangan tentang lebensraum (ruang hidup) dan 
paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah 
negara semakin banyak, tidak sebanding lagi dengan luas 
wilayah, maka. Negara tersebut harus berupaya memperluas 
wilayahnya sebagai lebensraum bagi warga negara. Dalam 
mencapai maksud tersebut, negara harus mengusahakan 
Autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri 
tanpa bergantung pada negara lain. Kekuasan imperium daratan 
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“04 Teori-teori ini dapat dirujuk pada Winarno, Paradigma Baru Pendidikan 


Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, cet. 2, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2014). 

Merupakan seorang wartawan dan penulis buku-buku tentang etnologi, geografi 
manusia, dan politik. Friedrich Ratzel merupakan pencetus teori ruang 
(lebensraum) dalam bidang sosial kebangsaan. 

Adalah ahli geografi dan pakar geopolitik Jerman yang memperkenalkan teori 
geopolitik yang disebut The Heartland Theory, yang mempunyai arti siapa pun 
yang bisa menguasai Heartland, maka ia akan mampu menguasai World Island. 
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yang kompak akan dapat mengejar kekuasan imperium maritim 
untuk menguasai pengawasan dilaut. Negara besar didunia akan 
timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia barat 
(Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia timur raya. 
Menurutnya, geopolitik adalah doktrin negara yang menitik 
beratkan pada soal strategi perbatasan. Dan landasan bagi 
tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup untuk 
mendapatkan ruang hidup (wilayah). 

Keempat, teori geopolitik Halforld John Mackinder (1861- 
1947)" Harold Mackinder merupakan penganut teori 
kekuatan, yang mencetuskan wawasan benua sebagai konsep 
pengembangan kekuatan darat. Teorinya menyatakan bahwa 
“barang siapa menguasai daerah jantung (haertland) yaitu 
Eropa-Asia akan dapat menguasai pulau-pulau dunia dan 
akhirnya akan menjadi penguasa dunia. 

Kelima, teori geopolitik Alfred Thayer Mahan (1840- 
1914). Ja mengembangkan teori kekuatan lautan (bahari). 
Mahan mengatakan bahwa “siapa yang menguasai lautan, akan 
menguasai jalur perdagangan dunia,” yang berarti menguasai 
kekuatan dunia sehingga akhirnya akan dapat menguasai dunia. 
Barang siapa menguasai lautan, akan menguasai 
“perdagangan.” Menguasai perdagangan berarti menguasai 
“kekayaan dunia” sehinga pada akhirnya menguasai dunia. 

Keenam, teori geopolitik William Michel dan John 
Frederick Charles Fuller (1840-1914). ” Mitchel dan Fuller 


“07 Adalah seorang berkebangsaan Inggris yang mempunyai keahlian dalam bidang 


geografi, geopolitik, dan geostrategi. Ia menerbitkan sebuah buku bertopik 
geografi berjudul On the Scope and Methods of Geography (1887), dan menjadi 
presiden di Oxford University (1887), presiden pertama Universitas Extension 
College (1892) serta mendirikan Geografis Association (1893). 

Adalah seorang perwira AL Amerika Serikat, geostrategist, dan pendidik. Ide- 
idenya tentang pentingnya laut memengaruhi kekuatan AL di seluruh dunia, dan 
membantu mendorong pendirian kekuatan AL sebelum Perang Dunia I. Beberapa 
kapal bernama USS Mahan, termasuk kapal pemimpin sebuah kapal kelas 
perusak. Penelitiannya dalam sejarah AL diterbitkan pada tahun 1890, dengan 
judul Pengaruh Kekuatan Laut Setelah Sejarah, 1660-1783. 

Adalah seorang perwira senior AD Inggris, sejarawan militer, dan ahli 
strategi yang terkenal sebagai ahli teori awal perang lapis baja modern. Dengan 
45 buku dan banyak artikel, ia adalah seorang penulis yang sangat produktif, 
penuh semangat, ekspresif, dan berpandangan tinggi serta prediksi kontroversial 
tentang masa depan perang. 
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berpendapat bahwa kekuatan udara merupakan kekuatan yang 
paling menentukan penguasaan dunia. Keunggulan yang 
dimiliki dirgantara adalah pengembangan kekuatan di udara, 
memiliki daya tangkis yang andal dari berbagai ancaman lawan 
dalam tempo cepat, dahsyat dan dampaknya sangat mengerikan 
lawan sehingga tidak ada kesempatan bagi lawan untuk 
bergerak. Kekuatan di udara justru yang paling menentukan. 
Kekuatan di udara mempunyai daya tangkis terhadap ancaman 
dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran 
dikandang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak 
menyerang. 

Ketujuh, teori geopolitik Nicholas John Spykman (1893- 
1943)."0 Teori Spykman juga disebut Wawasan Kombinasi, 
yaitu teori menghubungkan kekuatan darat, laut dan udara, yang 
dalam pelaksanaannya disesuaikan kondisi dan kebutuhan. 
Nicholas mengatakan bahwa siapa yang mampu 
mengkombinasi kekuatan darat, laut dan udara akan menguasai 
daerah batas antar bangsa secara permanen dan abadi. Teori 
daerah batas (rimland) yaitu teori wawasan kombinasi, yang 
menggabungkan kekuatan darat, laut, udara dan dalam 
pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan dan kondisi 
suatu negara. 

Kedelapan, teori geopolitik Soekarno. Menurut Presiden 
pertama Indonesia ini, ada 3 teori untuk mengenali bangsa 
Indonesia, yaitu: 1) teori senasib sepenanggungan dan 
kesamaan sejarah, 2) teori kesamaan cita-cita atau kehendak 
yang terkenal dengan istilah taison de etre ensemble,” dan, 3) 
teori geopolitik dan geostrategis, di mana antara manusia dan 
alam tempatnya berada sudah menyatu ribuan tahun.” 
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Adalah geostrategiwan  Belanda-Amerika yang dikenal sebagai “bapak 
pembendungan.” Sebagai ilmuwan politik, ia merupakan salah satu pendiri 
aliran realis klasik dalam kebijakan luar negeri AS dengan memboyong 
pemikiran politik Eropa Timur ke AS. Ia pernah menjabat sebagai Dosen 
Sterling Hubungan Internasional di Institute for International Studies, 
Universitas Yale. Menurutnya, geografi merupakan faktor yang paling 
menentukan karena sifatnya permanen. Oleh karenanya, geografi harus 
diutamakan dalam analisis kebijakan luar negeri suatu negara. 

Dikutip dalam https://theglobal-review.com/tiga-teori-bangsa-menurut-bung- 
karno/ 
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Dari pidatonya, tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyatakan 
bahwa bangsa Indonesia mengalami nationale staat yaitu di 
zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Yang dimaksudkan 
National Staat di sini adalah konsep Nusantara sebagai Negara 
Maritim yang merupakan penghubung dari beberapa pulau 
sebagai pengontrol dan memanfaatkan laut sebagai syarat dari 
jalur perdagangan untuk mencapai kesejahteraan. Dengan 
demikian, geopolitik Indonesia telah ada jauh sebelum Negara 
Indonesia terbentuk, yaitu mulai dari kerajaan Sriwijaya hingga 
kerajaan Majapahit yang merupakan cikal bakal dari Indonesia. 

Di dalam geopolitik ini membicarakan strategi Indonesia 
dalam mempertahankan ke-Indonesiaan-nya baik dalam aspek 
sosial, budaya, geografis, demografis, dan hankam sesuai 
dengan tujuan Negara atau cita-cita bangsa. Bermula dari lokal 
genius geopolitik Sriwijaya dalam pembentukan Negara 
maritim yaitu penyebaran agama dan masuknya jalur sutra di 
wilayah Selat Malaka hingga daratan Asia Tenggara yang lebih 
ke daratan Indocina, serta Majapahit dengan Negara agraris 
berhasil menyatukan pulau Nusantara. Nusantara pada jaman 
kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit telah menggunakan 
perairan sebagai jalur untuk mempertahankan wilayahnya serta 
menjalin hubungan dengan Negara lainnya untuk memasarkan 
produk unggulan yang telah dihasilkan. 

Geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai 
ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas 
tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu, 


. untuk membentuk suatu Pemerintahan Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 


Dengan demikian, segenap aspek kehidupan nasional 
Indonesia dituntut menganut kemanunggalan semua aspek 
secara serasi dan berimbang, sesuai dengan makna semboyan 
negara, Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan ciri asasi dari 
falsafah Pancasila. Dalam hal ini, geopolitik Indonesia dengan 
posisi geografis sumber daya alam dan jumlah serta keragaman 
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etnis penduduknya menjadikan Indonesia sebagai ajang 
perebutan antar negara besar. Untuk itu, bangsa Indonesia harus 
memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung 
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga 
berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, hambatan 
dan gangguan dari manapun datangnya. 

Prinsip Pancasila dalam ketahanan nasional meletakkan 
dasar kebangsaan sebagai simpul dari persatuan Indonesia dan 
konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam 
keragaman, dan keragaman dalam persatuan (Bhinneka Tunggal 
Ika). Dalam Pembukaan UUD 1945, alenia kedua dinyatakan 
bahwa, 


. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah 
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa 
mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang negara 
Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ... 


Konsep Wawasan nusantara adalah konsep politik bangsa 
Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan 
wilayah, meliputi tanah (daratan), air (laut), termasuk dasar laut 
dan tanah di bawahnya, serta udara di atasnya. Wawasan 
nusantara menyatukan bangsa dan negara secara utuh dan 
menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang 
meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan 
dan keamanan (hankam).”” Ketahanan nasional merupakan 
kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan 
nasional dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, 
implementasi pertahanan dan keamanan dimaksudkan untuk 
melaksanakan kegiatan pertahanan dan keamanan nasional baik 
di darat, laut, dan udara dengan memperhatikan partisipasi aktif 
masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, 
sebagaimana termaktub dalam sila ketiga Pancasila, yakni 
Persatuan Indonesia. 


“12 Lihat, Anonim, “Geopolitik Indonesia dalam Perspektif Pancasila,” disarikan dari 
“Prosiding The 4th International Conference on Indonesia Studies: Unity, 
Diversity and Future,” dalam https://www.kompasiana.com/alimwicaksono/ 
593493b64b0a684d135faf23/geopolitik-indonesia-dalam-perspektif-pancasila 
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Asas dan Arah Pandang Wawasan Nusantara 

Asas wawasan nusantara merupakan ketentuan-ketentuan 
dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan 
demi terwujudnya kesetiaan dan kesepakatan (commitment) 
bersama seluruh komponen bangsa dari berbagai suku dan 
golongan. — Asas wawasan nusantara terdiri dari: 
kepentingan/tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, 
kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan. 

Dengan latar belakang budaya, sejarah, kondisi dan 
konstelasi geografi serta memperhatikan perkembangan 
lingkungan strategis, maka arah pandang wawasan nusantara 
meliputi: 

Pertama, pandangan kedalam. Bangsa Indonesia harus 
peka terhadap munculnya berbagai ancaman serta berusaha 
mencegah dan mengatasi sedini mungkin terhadap faktor-faktor 
penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan 
tetap terbina danterpeliharanya persatuan dan kesatuan. 
Tujuannya adalah menjamin terwujudnya persatuan dan 
kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah 
maupun aspek sosial. 

Kedua, pandangan keluar. Mengandung makna bahwa 
dalam kehidupan internasional, bangsa Indonesia harus 
berusaha menjaga kepentingan nasional semua aspek kehidupan 
agar tujuan nasional yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 
dapat tercapai. Arah pandang keluar ini bertujuan untuk 
menjaga dan menjamin kepentingan nasional turut serta dalam 
melaksanakan ketertiban dunia, yang didasarkan kepada 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal 
ini, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan 
kepentingan nasional dalam aspek ekonomi, politik, sosial dan 
budaya demi terwujudnya tujuan nasional yang sesuai dengan 
pembukaan UUD 1945. 


Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara 
1. Kedudukan 

Kedudukan merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya 
oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan 
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penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita- 
cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan nusantara 
menjadi landasan visional dalam penyelenggaraan kehidupan 
Nasional. Kedudukan wawasan nusantara dalam paradigma 
nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut: 1) 
Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara 
berkedudukan sebagai landasan idiil: 2) UUD 1945 sebagai 
landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan 
konstitusional, 3) Wawasan nusantara sebagai visi nasional, 
berkedudukan sebagai landasan visional, 4) Ketahanan nasional 
sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan 
konsepsional, dan, 5) GBHN sebagai kebijaksanaan dasar 
nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. 

Paradigma di atas perlu dijabarkan lebih lanjut dalam 
peraturan perundang-undangan. Paradigma nasional ini secara 
struktural dan fungsional mewujudkan keterkaitan hierarkis 
pyramidal dan secara instrumental mendasari kehidupan 
nasional yang berdimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. 


2. Fungsi 

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi 
dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, 
keputusan, tindakan dan perbuatan penyelenggara negara dan 
seluruh rakyat Indonesia. Fungsi wawasan nusantara dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 1) Wawasan nusantara sebagai 
konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara 
dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan 
keamanan, dan kewilayahan, 2) Wawasan nusantara sebagai 
wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, 
kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial 
dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan, 3) 
Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan 
negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam 
lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi 
seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara, dan, 4) Wawasan 
nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi 
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dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan 
negara tetangga. 


3. Tujuan 

Wawasan nusantara bertujuan untuk mewujudkan 
nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan warga 
negara Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan 
nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, 
suku bangsa, atau daerah. Pada hakekatnya, tujuan wawasan 
nusantara merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, 
sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu 
“untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan 
perdamaian abadi dan keadilan sosial.” 

Selain itu, wawasan nusantara memiliki tujuan ke dalam, 
yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik 
alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 
bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan 
nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan 
dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta 
martabat manusia di seluruh dunia.” 


Tantangan dan Implementasi Wawasan Nusantara 
Penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola 
pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan 
kepentingan negara, yaitu: 1) implementasi dalam kehidupan 
politik adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang 
sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, 
aSpiratif, dipercaya, 2) implementasi dalam kehidupan ekonomi 
adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar 
menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat secara merata dan adil, 3) implementasi 
dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap 


18 Dikutip dari  https://blackholes777revelations.wordpress.com/2015/05/03/7- 
kedudukan-fungsi-dan-tujuan-wawasan-nusantara/ 
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batinnah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan 
menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang 
hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta, dan, 
4) implementasi dalam kehidupan pertahanan dan 
keamanan adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan 
membentuk sikap bela negara pada setiap WNI. ||) 
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Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H, Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926. 
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(eLKLIM Wonosobo, 2013), Dinamisasi Pendidikan Islam di 
Indonesia (Insan Cita Malang, 2013), Menyemai Kader Unggul 
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(MTs NU Unggulan Wonosobo, 2014), Cinta di Ujung Pena 
Kisah Inspiratif Ketika Menulis Jadi Pilihan (FAM Publishing 
Kediri, 2014), Gus Dur dan Paradigma Pendidikan 
Transformatif (Herya Media Depok, 2014), Jihad Ilmiah Bunga 
Rampai Pemikiran Agama Pendidikan dan Sosial Budaya 
(Gema Media Wonosobo, 2014), Metodologi dan Prosedur 
Penelitian Tindakan Kelas PAI (Gema Media Wonosobo, 
2014), Mahir UASB PAI SD Tahun 2014/2015 (Gema Media 
Wonosobo, 2015), Kepemimpinan Demokratis Transformatif 
(PC GP Ansor Wonosobo, 2015), KH. Saifuddin Zuhri Mutiara 
dari Pesantren (Pustaka Compass Tangerang, 2015), Figh 
Ibadah an-Nahdliyah (MTs NU Unggulan Wonosobo, 2015), 
Membumikan NU (Gema Media Wonosobo, 2015), Gus Dur 
Penggerak  Dinamisasi Pendidikan Pesantren (Istana 
Publishing, Yogyakarta, 2016), “Dewa Judi” dari Pesantren: 
Uswah, Hikmah dan Keteladanan Ulama Nusantara (Gema 
Media Wonosobo, 2016), Figih Pendidikan Kiai Sahal 
Mahfudh (Gema Media Wonosobo 2017), Dasar-dasar Figh 
Ibadah: Taharah Shalat Zakat Puasa Haji (Gema Media 
Wonosobo 2017), Pengantar Studi Aswaja an-Nahdliyah (LKIS 
Yogyakarta, 2017), Standar Operasional Prosedur LP Ma'arif 
NU Cabang Wonosobo (LP Ma'arif NU Wonosobo, 2018), 
Ma 'arif dalam Angka 2018 (LP Ma'arif NU Wonosobo, 2018), 
Khutbah Jum'at: Meningkatkan Kualitas Pendidikan 
Masyarakat (Kerjasama Disdikpora, Kankemenag dan MUI 
Wonosobo, 2018), Ringkasan Puasa (LP Ma'arif NU 
Wonosobo, 2018), Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 
(eLKLIM Wonosobo, 2018), Menyusuri Jejak Peradaban: The 
Authorized Biography of Mbah Ahmad Alim Bulus (eLKLIM 
Wonosobo, 2018), dan Saat Diam Menjadi Emas (Guepedia 
Jakarta, 2018). 

Di sela aktivitasnya sebagai PNS, ia juga menjadi staf 
pengajar Ma'had Aly Al-Iman Purworejo dan Universitas Sains 
Al-Our'an (UNSIO) Jawa Tengah di Wonosobo, sembari terus 
belajar berkarya. Untuk berdiskusi dengan penulis dapat melalui 
email: rohnieda kalm@yahoo.co.id. Jl 
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Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan 
Kewarganegaraan dalam Perspektif Santri 


Pancasila merupakan ideologi dan pedoman hidup bangsa 
Indonesia. Ia tidak saja memuat cita-cita bangsa Indonesia, namun juga 
sebagai pemersatu bangsa di tengah ragam dan pluralitas suku, ras, 
bahasa, budaya dan agama yang berkembang di Indonesia. Pancasila 
timbul dari pancaran karakter khas ke-Indonesiaan yang telah mengakar 
kuat di sanubari bangsa Indonesia. Betapa pun kandungan Pancasila 
digali dari kehidupan bangsa Indonesia, namun nilai-nilainya tetap 
relevan dan dapat diterima secara universal dan kontekstual. 

Urgensi penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya 
pembangunan karakter bangsa diwujudkan dalam serangkaian 
peraturan perundangan yang mewajibkan adanya pendidikan Pancasila 
di bangku sekolah, sejak usia dasar hingga perguruan tinggi. Oleh 
karenanya, pembumian Pancasila menjadi sesuatu yang sangat penting, 
terlebih di tengah maraknya perkembangan ideologi transnasional 
dewasa ini yang dapat mengancam keutuhan dan persatuan bangsa dan 
negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila harus dijadikan sebagai 
cara hidup (way of life) seluruh komponen bangsa dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Buku ini mencoba membincang Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan dalam perspektif santri, di mana santri merupakan 
salah satu pioner utama yang mengiringi perjalanan dan perjuangan 
bangsa ini. Titik tekan buku ini adalah untuk menumbuhkan keyakinan 
ideologis para santri terhadap Pancasila sebagai falsafah dan dasar 
negara Indonesia serta membangkitkan (kembali) semangat hubb al- 
wathan min al-iman, sebagai bagian dari komitmen bersama (mitsagan 
ghalidha) terhadap ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. | 
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